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Buku ini membahas secara komprehensif keterkaitan antara
komunikasi dan hukum kesehatan dalam membangun transaksi
terapeutik yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan di era
disrupsi digital. Buku ini mengkaji bagaimana komunikasi yang
efektif menjadi fondasi penting dalam hubungan tenaga
kesehatan dan pasien, sekaligus menjadi instrumen strategis
untuk mencegah potensi sengketa medis.
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Dengan pendekatan human-centered legal design, buku ini
menawarkan rekonstruksi terhadap konsep dan praktik
persetujuan tindakan medis, dokumentasi kesehatan, serta
perlindungan hak dan kewajiban pasien maupun tenaga
kesehatan. Pembahasan mencakup integrasi doktrin hukum
perdata, pidana, dan administrasi negara dengan realitas
empiris sains kedokteran, etika profesi, sosiologi, serta
perkembangan teknologi informasi, termasuk layanan kesehatan -
digital dan pemanfaatan data kesehatan.
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memahami dinamika komunikasi dan hukum kesehatan, serta
mendorong terwujudnya keadilan terapeutik yang inklusif,
berkepastian, dan berorientasi pada manusia di tengah
perubahan digital yang semakin cepat.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat-Nya draf buku materiil ini dapat
tersusun dengan paripurna. Buku yang berada di tangan
pembaca ini berjudul "Komunikasi dan Hukum
Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi Terapeutik Berbasis
Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi Digital".
Karya ini hadir sebagai sebuah respons akademik dan
praktis yang mendalam terhadap meningkatnya tensi
ketegangan medikolegal di Indonesia, di mana ruang
perawatan klinis kian sering bergeser menjadi ruang
persidangan adversarial yang kaku.

Dalam ekosistem pelayanan kesehatan modern,
aspek komunikasi dan hukum kesehatan tidak dapat lagi
dipandang sebagai dua disiplin ilmu yang terpisah.
Keduanya  merupakan  entitas  tunggal yang
interdisipliner. Buku ini mengidentifikasi bahwa
sebagian besar sengketa medis yang berujung pada
laporan pidana atau gugatan perdata bersumber dari
kegagalan birokrasi dalam menyelaraskan ekspektasi
pasien dengan realitas ketidakpastian sains melalui
saluran komunikasi yang berkeadilan.

Melalui internalisasi Teori Hukum Progresif,
buku ini menawarkan sebuah peta jalan baru dalam
memandang dokumen informasi kesehatan. Penulis
berusaha mendekonstruksi kekakuan formalitas
informed consent konvensional yang bercorak teks-
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sentris-defensif dan mentransformasikannya menjadi
piagam kemitraan terapeutik yang inklusif dan humanis
melalui metode Human-Centered Legal Design dan Plain
Language  Movement (Gerakan Bahasa Hukum
Sederhana).

Penulisan buku ini tidak akan terwujud tanpa
adanya dialektika interdisipliner yang mempertemukan
doktrin hukum perdata, pidana, dan administrasi negara
dengan realitas empiris sains kedokteran, sosiologi, serta
teknologi informasi siber. Oleh karena itu, ucapan terima
kasih yang tulus penulis sampaikan kepada segenap
civitas academika, sejawat profesi hukum dan
kedokteran, komite medik, serta semua pihak yang telah
meluangkan pemikiran dan memberikan dukungan moril
selama proses penyusunan naskah ini.

Penulis berharap buku Komunikasi dan Hukum
Kesehatan ini dapat menjadi rujukan literasi forensik,
kompas navigasi operasional yang aman bagi tenaga
kesehatan, benteng kepastian hukum bagi institusi
fasilitas kesehatan, serta filter keilmuan yang
mencerahkan bagi aparat penegak hukum demi tegaknya
keadilan terapeutik yang beradab di bumi Nusantara.

Bandung, September 2026
Penulis

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi
Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital | iv



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....coinmmimmsmssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssass iii
DAFTAR IS \4
BAB I FONDASI TEORETIS KOMUNIKASI HUKUM
DALAM RANAH KESEHATAN.......cocummmsesmsmnsussssnsseses 1
1.1 Ontologi Komunikasi Hukum-Medis: Batasan
Semantik dan Ruang Lingkup Kebijakan .........ccccueneeen. 1

1.2 Karakteristik Pesan Hukum dan Struktur
Bahasa Transaksi Terapeutik........coomeeneemeeeneesseesseesseeenne 8

1.3 Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility
Theory) dan Pembentukan Epistemic Trust Pasien.. 12

1.4 Pergeseran Otoritas Informasi: Dari Kebijakan
Medis Formal ke Algoritma Media Sosial ........c.coccnuenn. 17
1.5 Studi Kasus Komunikasi Teoretis dan
Penanganannya: Hambatan Semantik Bahasa Medis
pada Pasien KritiS.....eeenereeseesssesssessseesseesseeens 21
BAB II ETIKA, MORALITAS, DAN REGULASI HUKUM
KESEHATAN KONTEMPORER......cccoconmmnmummsessssenes 27

2.1 Hubungan Etika Profesi (Bioetika) dengan
Hukum Positif Kesehatan di Indonesia........cccccveeereeennees 27

2.2 Hukum Rumah Sakit (Hospital By-Laws)
sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Internal.... 32

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi
Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital | v



2.3 Hak Konstitusional Pasien Bersanding dengan

Hak Imunitas Hukum Tenaga Medis.....c..ccouumeeneeereeennens 37
2.4 Politik Hukum Kesehatan dalam Harmonisasi
Regulasi MUltiSEKLOT ......coveereeereeneeseesseeseessessesssesssesenees 42

2.5 Studi Kasus Etika-Regulasi dan
Penanganannya: Benturan Hak Imunitas Dokter vs

Hak Akses Informasi PUDLiK .....c.coneomreneneenneeneeneeseenneenn. 47
BAB II1 ANATOMI TRANSAKSI TERAPEUTIK DAN
DOKTRIN INFORMED CONSENT .......cconmsrnsrsnaes 53
3.1 Hakikat Yuridis Hubungan Perikatan
Kedokteran dan Tenaga Kesehatan ..........ccoeneeeneeeees 53
3.2 Dimensi Komunikasi dalam Penyampaian
Informasi Tindakan MediK ......ccmmnenenneenensesneesneenn. 58
3.3 Keabsahan Informed Consent dari Perspektif
Hukum Perdata dan Hukum Administrasi ........ccc..... 62

3.4 Aspek Hukum Advanced Directive dan

Persetujuan Tindakan Berisiko Tinggi .......cccomereeenees 67
35 Studi Kasus Informed Consent dan
Penanganannya: Keadaan Darurat Tanpa Persetujuan
Tertulis Keluarga.......sssssssssssssnne. 72
BAB IV ASPEK HUKUM REKAM MEDIS DAN
KOMUNIKASI DOKUMENTATIF......coummsmsssssessaras 78
4.1 Nilai Pembuktian Yuridis Rekam Medis
Elektronik dan Konvensional........ccnennennesnennenn. 78

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi

Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital

| vi



4.2 Kerahasiaan Data Medis dan Perlindungan
Hak Privasi Informasi Pasien.......onnneeonecnseennens 83

4.3 Hak Akses Isi Rekam Medis: Batasan Hukum
bagi Pasien dan Pihak Ketiga ........ccocconminmeeneenneenneeseenseenns 87

4.4 Kegagalan Pencatatan Medis sebagai Pintu
Masuk Kelalaian Administrasi......eeeeeesseesseeeneees 92

4.5 Studi Kasus Rekam Medis dan
Penanganannya: Kebocoran Data Pasien di Platform

Digital faskKes.....comeureereeseeseerseeisseesees et sssesssesesees 95
BAB V DISTORSI KOMUNIKASI DAN KONSTRUKSI
KEGAGALAN HUBUNGAN TERAPEUTIK......... 101
5.1 Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi Klinis:
Semantik, Psikologis, dan Kultural.........cccccounrenieeneennes 101
5.2 Asimetri Informasi antara Tenaga Medis,
Pasien, dan Keluarga Pasien.......cconnenecneenscneenncenes 106

5.3 Fenomena Ekspektasi Berlebih (Over-
Expectation) vs Ketidakpastian Medis (Scientific

L84 aTel=) g 11 o U7 PP 110
5.4 Transformasi Kekecewaan Pasien dari Ruang
Praktik Menuju Konflik Terbuka ......cccoveeneeeneeenreesennne. 114
55 Studi Kasus Distorsi Pesan dan

Penanganannya: Ekspektasi Kesembuhan Total pada
Tindakan Paliatif.......comnse e 118

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi

Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital

| vii



BAB VI TIPOLOGI MALAPRAKTIK DAN BATASAN

KELALAIAN MEDIK (MEDICAL NEGLIGENCE)

6.1 Demarkasi Yuridis antara Kelalaian Medik,
Kesalahan Medis, dan Risiko Medis ......coveeveereverreresnnns 124

6.2 Unsur-Unsur Pembuktian Kelalaian: Duty,
Breach of Duty, Injury, Causation .........cccomenseereeeneenees 129

6.3 Standard Operating Procedure (SOP) dan
Standar Pelayanan Medis sebagai Tolok Ukur Hukum

6.4 Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam Pembuktian
Kasus Hukum Kesehatan ... 138

6.5 Studi Kasus Kelalaian Medik dan
Penanganannya: Pembuktian Risiko Medis yang Tidak
Terduga dalam OPerasi ......oeeerreersmerseesseesseesssessesanes 142

BAB VII JERAT HUKUM AKIBAT KETIDAKTAHUAN

RANAH ETIKA VS HUKUM PIDANA KESEHATAN

.................................................... 149
7.1 Batasan Jurisdiksi Disiplin Profesi Kedokteran
dan Hukum Pidana Formal.......ccnencenncrnninnne. 149

7.2 Karakteristik Tindakan Medis yang Memenubhi
Unsur Tindak Pidana Kelalaian .........ceeeneeenseenennne. 154

7.3 Perlindungan Etik Profesi vs Doktrin Hukum
Penegakan Hukum Pidana Kesehatan.........ccouoveeneennes 159

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi

Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital

| viii



7.4 Pertanggungjawaban Pidana Individual
Tenaga Medis di Ruang Pelayanan Publik................... 163

7.5 Studi Kasus Tindak Pidana Kesehatan dan
Penanganannya: Kriminalisasi Akibat Dugaan
Kelalaian Fatal Tenaga Medis......ccouumeeneneerneeennersennne. 166

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN KESEHATAN ...171

8.1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
dalam Pelayanan Kesehatan..........cccoueereneenseeneeeseenseenenns 171

8.2 Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak
Terapeutik Medis .....coweeeereeenmeeeemeesseerssesseesseessessssesssennnas 178

8.3 Penerapan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen pada Sektor Jasa Kesehatan ......c.ceeeneee 185

8.4 Sistem Ganti Rugi dan Mekanisme Tanggung
Gugat Korporasi Rumah SakKit .......cccoverenecneenseneennenns 191

8.5 Studi Kasus Hukum Perdata Kesehatan dan
Penanganannya: Gugatan Ganti Rugi Pasien Terhadap

Hak Konsumen Jasa MediK .......ccounemenneeneneenneensenneennns 198
BAB IX MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS INSTITUSI
KESEHATAN DI ERA DIGITAL.....cccostsesesasasasansns 205

9.1 Strategi Cyber Public Relations Rumah Sakit
dalam Mengidentifikasi Isu MediK .......ccocoveunecreennennen. 205

9.2 Literasi Media dan Edukasi Masyarakat dalam
Pemanfaatan Platform Digital Kesehatan.................... 211

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi
Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital | ix



9.3 Mitigasi Dampak Viralisasi Kasus Medis di

Media Sosial Terhadap Reputasi Profesi........cus 217
9.4 Komunikasi Terbuka sebagai Instrumen
Penurun Ketegangan Konflik Yuridis.......cccoueeenreenneenne. 222
9.5 Studi Kasus Komunikasi Krisis dan
Penanganannya: Penjinakan Isu Negatif Pelayanan
Kesehatan yang Viral di Media Sosial.......ccccuueniunneunnes 227

BAB X PERGESERAN MENUJU HUMAN-CENTERED
LEGAL DESIGN DALAM PELAYANAN MEDIS . 234

10.1  Konseptualisasi Human-Centered Legal
Design untuk Dokumen Informasi Kesehatan........... 234

10.2  Rekonstruksi Formulir Persetujuan Tindakan
Medis yang Aksesibel dan Humanis.......ccccouunneenieereennes 239

10.3  Peningkatan Pemahaman Hukum Civitas
Academika melalui Visualisasi Aturan Medis............ 245

10.4  Evaluasi Kemanfaatan Narasi Hukum yang
Sederhana dalam Mencegah Gugatan .........ccccoueeeneenne. 250

10.5  Studi Kasus Legal Design dan Penanganannya:
Redesain Dokumen Informed Consent untuk
Meminimalkan Kesenjangan Literasi Hukum Pasien

BAB XI SISTEM PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN
TENAGA MEDIS DI INDONESIA .......covmmsannns 263

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi
Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital | x



11.1  Kedudukan dan Wewenang Mahkamah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

........................................................................ 263
11.2  Hukum Acara Pemeriksaan Pelanggaran
Disiplin Metode KedoKteran ... 268
11.3  Hubungan Putusan Sidang Etik-Disiplin
dengan Proses Peradilan Umum .........cooereeeneeenreesennne. 274

11.4  Fungsi Pembinaan Profesi guna Mencegah
Eskalasi Konflik ke Ranah Kriminal ......cooceceevveierennnnes 280

11.5 Studi Kasus Sidang Disiplin dan
Penanganannya: Kekuatan Putusan MKDKI Sebagai

Pembendung Dakwaan Pidana ........cceeoneenseeseennennes 286
BAB XII MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
MEDIS NON-LITIGASI DAN MEDIASI............... 292

12.1  Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Kesehatan........ccccouneneenneenees 292

12.2  Peran dan Kompetensi Mediator dalam
Membuka Sumbatan Komunikasi Medis........ccccccuuuenne. 297

12.3  Legalitas dan Eksekusi Kesepakatan
Perdamaian Kasus Medis di Luar Pengadilan............ 303

12.4 Keuntungan Mekanisme Non-Litigasi bagi
Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan........cccccocnueune.. 308

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi
Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital | xi



12.5  Studi Kasus Mediasi Medis dan
Penanganannya: Rekonsiliasi Hubungan Dokter-

Pasien Lewat Akta Perdamaian ......coceceveveesreresesesesnnne

BAB XIII HUKUM ADMINISTRASI KESEHATAN DAN
SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN

13.1  Regulasi Perizinan, Surat Tanda Registrasi

(STR), dan Surat Izin PraKktik (SIP)...cceneenneenseneennns

13.2  Sanksi Administratif pencabutan hak praktik

akibat Pelanggaran Hukum Kebijakan.........e.

13.3  Hak Perlindungan Hukum Tenaga Medis

dalam Menjalankan Tugas Profesi........ene.

13.4  Arah Masa Depan Tata Kelola Hukum dan

Komunikasi Kesehatan Nasional.......ccocoovmmnrereseneennn.

13.5 Studi Kasus Sengketa Administratif dan

Penanganannya: Gugatan Atas Pembatalan STR/SIP

Tenaga MediS ....oueereereerreersersesssessseesssesssessseessesssessesanes

BAB XIV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
STRATEGIS.......cciimimmmsmninssssssnsssssssssssasann

14.1  Kesimpulan Komprehensif Arsitektur Hukum

dan Dinamika Kedokteran Nasional .......ccocvveveeervrenenns

14.2  PetaJalan Strategis: Apa yang Harus

Disiapkan oleh Para Pemangku Kepentingan............

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi

Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital

| xii



14.3  Rekomendasi Penutup dan Internalisasi Teori

HuKum Progresif....... e 359
DAFTAR PUSTAKA ....conimimnmsmssmsssmssssssssssssssssssssssssssssssans 365
A. Buku dan Jurnal IImiah ... 365
B. Peraturan Perundang-undangan (Yurisdiksi
D06 (0] (LTI F: ) TP 367
GLOSARIUM.....covmmmmmmmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 368

Komunikasi dan Hukum Kesehatan: Rekonstruksi Transaksi

Terapeutik Berbasis Human-Centered Legal Design di Era Disrupsi

Digital

| xiii



BAB |

FONDASI TEORETIS KOMUNIKASI
HUKUM DALAM RANAH
KESEHATAN

1.1

Ontologi Komunikasi Hukum-Medis: Batasan
Semantik dan Ruang Lingkup Kebijakan
Ontologi komunikasi hukum-medis pada
hakikatnya merupakan cabang filsafat ilmu yang
mempertanyakan dan  membedah  esensi
keberadaan interaksi simbolik di dalam ruang
pelayanan kesehatan. Di dalam ekosistem Kklinis,
setiap pesan yang dipertukarkan—baik dalam
bentuk verbal, nonverbal, maupun tulisan—bukan
sekadar instrumen penyampaian informasi klinis
demi kesembuhan pasien. Lebih dari itu, interaksi
tersebut merupakan sebuah perbuatan hukum
formal yang melahirkan hak dan kewajiban
mutualistik serta membawa konsekuensi yuridis
yang mengikat bagi tenaga medis maupun pasien.
Ketika seorang klinisi mengucapkan sebuah
diagnosis atau memberikan rekomendasi tindakan,
ucapan tersebut secara ontologis bertransformasi
menjadi pernyataan kehendak (wilsverklaring)
yang mendasari sebuah perikatan hukum. Di
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sinilah letak urgensi memahami komunikasi
hukum-medis sebagai entitas tunggal yang
interdisipliner, di mana aspek medis, sosiologis,
dan yuridis melebur dalam satu ruang praktik yang
sama. Kegagalan dalam melihat hakikat ini sering
kali menjadi akar penyebab runtuhnya hubungan
terapeutik, yang kemudian memicu eskalasi konflik
dari ruang perawatan menuju ruang sidang
peradilan pidana.

Masalah utama yang kerap mengaburkan
hakikat ontologis ini adalah adanya kesenjangan
atau batasan semantik yang sangat lebar antara
dunia kedokteran, dunia hukum, dan dunia awam.
Dunia kedokteran memiliki semantik yang sarat
dengan terminologi ilmiah, bahasa latin, serta
pembatasan probabilitas yang didasarkan pada
ketidakpastian ilmiah (scientific uncertainty). Di
sisi lain, dunia hukum menuntut kepastian,
ketegasan bahasa, serta pembuktian materiil yang
kaku berdasarkan dokumen tertulis. Sementara itu,
pasien sebagai masyarakat awam memaknai
bahasa medis melalui lensa kecemasan psikologis,
keterbatasan literasi kesehatan, dan ekspektasi
kesembuhan yang absolut. Ketika dokter
menggunakan istilah teknis seperti "efek samping
yang dapat ditoleransi” atau "risiko medis yang
tidak dapat diprediksi,' pasien sering Kkali
menerjemahkannya sebagai bentuk
ketidakpedulian atau bahkan penutupan informasi.
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Distorsi semantik ini memicu disintegrasi
pemahaman, di mana niat baik dan idealisme
seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa
pasien diposisikan secara kontradiktif sebagai
bentuk kelalaian atau penipuan oleh pihak
keluarga pasien yang sedang dalam kondisi
emosional tidak stabil.

Kesenjangan semantik ini diperparah oleh
adanya asimetri informasi yang inheren dalam
hubungan dokter-pasien, di mana otoritas
pengetahuan medis terpusat pada satu pihak.
Dominasi wacana medis ini acapkali menciptakan
jurang komunikasi yang membuat pasien merasa
subordinat dan enggan untuk memvalidasi
pemahaman mereka. Akibatnya, persetujuan
tindakan medis (informed consent) yang
ditandatangani pasien sering kali hanya menjadi
formalitas administratif di atas kertas, tanpa
didasari oleh pemahaman hakiki atas risiko yuridis
dan Kklinis yang melekat padanya. Asimetri
informasi yang tidak dijembatani dengan baik ini
secara lambat laun mengikis fondasi hubungan
terapeutik yang berlandaskan kepercayaan mutual.
Tanpa adanya kesetaraan pemahaman semantik,
potensi terjadinya misinterpretasi atas kegagalan
medis menjadi sangat tinggi, sehingga tindakan
medis yang rasional sekalipun dapat dipersepsikan
secara keliru sebagai sebuah kelalaian pidana yang
disengaja.
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Ruang lingkup kebijakan kemudian hadir
sebagai instrumen intervensi negara untuk
menjembatani kesenjangan semantik tersebut
sekaligus memitigasi risiko hukum yang muncul
akibat distorsi pesan. Kebijakan hukum kesehatan
nasional secara tegas menetapkan batasan
mengenai bagaimana informasi medis harus
diproduksi, didistribusikan, dan
didokumentasikan agar memiliki keabsahan
hukum (legal validity). Ruang lingkup kebijakan ini
mencakup standardisasi tata cara pemberian
informasi dalam doktrin informed consent, batas
kerahasiaan rekam medis, hingga akuntabilitas
publik institusi kesehatan di era digital. Kebijakan
ini memaksa segenap civitas akademika
kedokteran dan tenaga kependidikan untuk
menyadari bahwa komunikasi bukan lagi sekadar
keterampilan interpersonal (soft skill) yang
bersifat opsional, melainkan sebuah kompetensi
yuridis wajib yang melekat pada legalitas praktik
mereka. Melalui koridor regulasi ini, negara
menggeser paradigma pelayanan kesehatan dari
yang semula bersifat paternalistik—di mana
dokter memegang kendali penuh atas informasi—
menjadi kemitraan yang transparan dan berbasis
pada hak asasi pasien atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur.

Implementasi kebijakan komunikasi hukum-
medis ini menuntut adanya restrukturisasi
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operasional pada tingkat institusi pelayanan
kesehatan, seperti rumah sakit dan Kklinik.
Kebijakan tidak boleh berhenti pada tataran
regulasi makro, melainkan harus ditranslasikan ke
dalam Standar Prosedur Operasional (SPO)
komunikasi Kklinis yang rigid namun adaptif.
Institusi kesehatan berkewajiban menciptakan
mekanisme audit komunikasi, yang memantau
keselarasan antara penjelasan lisan tenaga medis
dengan dokumentasi tertulis pada rekam medis.
Penegakan kebijakan pada level mikro ini krusial
untuk memastikan bahwa setiap hak informasional
pasien terpenuhi secara sah di mata hukum.
Dengan demikian, regulasi internal ini bertindak
sebagai jaring pengaman berlapis yang tidak hanya
melindungi hak-hak hukum pasien, melainkan juga
membentengi tenaga medis dari potensi gugatan
akibat lemahnya aspek dokumentasi interaksi
klinis.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup
kebijakan komunikasi hukum-medis juga harus
merespons disrupsi digital yang mengubah
perilaku komunikasi di masyarakat. Keberadaan
algoritma media sosial dan mesin pencari telah
melahirkan fenomena siber-kondria, di mana
pasien datang ke ruang praktik dengan membawa
informasi medis mandiri yang belum tentu valid
secara klinis. Kondisi ini memperumit batasan
semantik yang ada, karena otoritas informasi
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kedokteran kini harus bersaing dengan narasi
populis di ruang digital. Jika civitas akademika
tidak dibekali dengan pemahaman ontologis yang
kuat mengenai komunikasi hukum-medis, mereka
akan cenderung bersikap defensif dalam
menghadapi pasien yang Kkritis. Sikap defensif ini
memicu runtuhnya epistemic trust (kepercayaan
epistemik) antara kedua belah pihak. Ketika
kepercayaan runtuh, kesalahan komunikasi sekecil
apa pun dalam penyampaian risiko tindakan medis
akan langsung dinilai sebagai malapraktik pidana,
bukan lagi sebagai risiko medis yang wajar dalam
sebuah tindakan Klinis.

Dampak dari runtuhnya kepercayaan
epistemik di era digital ini mendorong lahirnya
tren defensive medicine, di mana para klinisi
cenderung melakukan tindakan medis atau
pemeriksaan penunjang yang berlebihan demi
melindungi diri dari tuntutan hukum. Praktik
komunikasi yang bersifat defensif ini justru
mengaburkan tujuan utama dari pelayanan
kesehatan itu sendiri, yakni pemulihan pasien
secara holistik dan efisien. Ketika interaksi klinis
dipenuhi oleh rasa saling curiga, dialog terapeutik
berubah menjadi negosiasi formal yang kaku, yang
pada gilirannya menurunkan kualitas empati
dalam pelayanan medis. Oleh karena itu, kebijakan
komunikasi hukum-medis kontemporer harus
mampu mengintervensi realitas digital ini dengan
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mereformulasi strategi edukasi pasien, agar ruang
siber tidak menjadi katalisator kriminalisasi
profesi medis melainkan sebagai sarana kolaborasi
informasi.

Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran
mengenai komunikasi hukum-medis dalam buku
ajar ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi
ontologis bagi seluruh civitas akademika. Kita
harus menempatkan batasan semantik sebagai
benteng perlindungan, bukan sebagai penghalang
interaksi. Tenaga medis harus dilatih untuk
mentransformasikan bahasa klinis yang rumit
menjadi bahasa hukum yang sederhana namun
memiliki kepastian bagi pasien. Di waktu yang
sama, kebijakan rumah sakit harus mendukung
terciptanya  ekosistem  komunikasi  yang
dokumentatif, di mana setiap jengkal interaksi
verbal terekam dengan akurat di dalam rekam
medis sebagai bukti material yang sah. Hanya
dengan pemahaman ontologis yang menyeluruh
dan mendalam inilah, idealisme luhur untuk
membantu orang sakit dapat berjalan selaras
dengan kepatuhan hukum, sehingga ancaman
kriminalisasi akibat salah paham dapat dicegah
sejak dari hulu pelayanan kesehatan.
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1.2

Karakteristik Pesan Hukum dan Struktur
Bahasa Transaksi Terapeutik

Karakteristik pesan hukum di dalam transaksi
terapeutik memiliki sifat yang unik karena harus
memadukan kepastian yuridis dengan fleksibilitas
klinis. Pesan hukum pada dasarnya menuntut
kejelasan mutlak, ketiadaan ambiguitas, serta
pembuktian material yang valid. Setiap pernyataan
yang keluar di dalam interaksi medis membawa
implikasi hak dan kewajiban yang diatur oleh
undang-undang. Karakter utama dari pesan hukum
ini adalah sifatnya yang deklaratif sekaligus
konstitutif, artinya pesan tersebut tidak hanya
menyatakan sebuah kondisi klinis tetapi juga
membentuk ikatan perikatan hukum yang sah.
Ketika informasi medis disampaikan, pesan
tersebut secara otomatis memicu lahirnya
tanggung jawab profesi yang dapat dituntut di
muka pengadilan jika terjadi penyimpangan. Ciri
khas ini menuntut adanya ketelitian tinggi dalam
pemilihan diksi agar tidak menimbulkan tafsir
ganda bagi penerima pesan. Ketiadaan standar
pesan yang baku sering kali memicu celah gugatan
ketika terjadi Kketidaksepahaman interpretasi
antara dokter dan pasien.

Struktur bahasa dalam transaksi terapeutik
bertumpu pada perikatan hasil kerja atau
inspanningsverbintenis, bukan perikatan hasil atau
resultaatverbintenis. Karakteristik struktur bahasa
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ini wajib dipahami secara mendalam oleh seluruh
civitas akademika pelayanan kesehatan. Dokter
dan tenaga medis tidak menjanjikan kesembuhan
mutlak, melainkan menjanjikan upaya medis yang
maksimal sesuai dengan standar profesi yang
berlaku. Struktur bahasa yang digunakan harus
secara konsisten mencerminkan komitmen upaya
tersebut tanpa memberikan ruang bagi janji-janji
palsu yang hiperbolis. Penggunaan kata seperti
"pasti sembubh,
merupakan kesalahan struktural fatal yang
mengubah hakikat perikatan medis menjadi
perikatan hasil. Perubahan makna akibat
kesalahan diksi ini mempermudah pasien untuk
melakukan penuntutan hukum atas dasar
wanprestasi ketika hasil akhir pengobatan tidak
sesuai dengan ekspektasi.

Penyusunan  kalimat dalam  transaksi

nn

tanpa risiko," atau "dijamin aman"

terapeutik harus memenuhi unsur informatif,
edukatif, dan protektif secara simultan. Sifat
informatif berarti bahasa yang digunakan mampu
menguraikan fakta medis secara objektif
berdasarkan kondisi riil pasien. Sifat edukatif
menuntut adanya proses pemahaman yang utuh
sehingga pasien dapat mengambil keputusan
secara mandiri tanpa paksaan. Sifat protektif
berfungsi sebagai perisai yuridis bagi tenaga
kesehatan dengan menegaskan batasan tindakan
serta risiko kedokteran yang tidak dapat dihindari.
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Penggabungan ketiga unsur ini menciptakan
struktur komunikasi yang kuat dan akuntabel.
Kelemahan struktural sering terjadi ketika dokter
hanya berfokus pada sisi informatif tetapi
mengabaikan sisi protektif, sehingga penjelasan
verbal tidak memiliki kekuatan pembuktian saat
diuji di ranah hukum pidana.

Kekuatan pembuktian dari struktur bahasa
transaksi terapeutik sangat bergantung pada
formalisasi pesan ke dalam bentuk tertulis atau
dokumentatif. Pesan lisan di dalam ruang praktik
memiliki kelemahan mendasar karena sifatnya
yang mudah terlupakan dan sulit dibuktikan secara
objektif di hadapan penyidik. Struktur bahasa
dalam dokumen persetujuan tindakan medis atau
informed consent harus dirancang dengan kalimat
yang lugas, tidak berbelit-belit, namun mencakup
seluruh elemen risiko material. Penggunaan
kalimat pasif yang membingungkan atau istilah
kedokteran yang tidak diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia yang baku harus dihindari.
Formalisasi naskah yang terstruktur dengan baik
akan menjadi alat bukti surat yang sah dan kuat
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, sekaligus menjadi pembendung utama
terhadap tuduhan kriminalisasi kelalaian medis.

Konteks komunikasi ini juga menuntut
adaptasi struktur bahasa terhadap dinamika
psikologis pasien yang sedang mengalami krisis
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kesehatan. Bahasa hukum yang kaku sering kali
dirasa dingin dan tidak berempati oleh pasien,
yang kemudian memicu resistensi emosional.
Civitas akademika dituntut memiliki kecakapan
dalam mengemas pesan hukum yang tegas ke
dalam penyampaian yang humanis. Ketajaman
komunikasi ini diuji saat dokter harus
menyampaikan berita buruk atau kegagalan
tindakan medis tanpa harus mengakibatkan
pengakuan kesalahan hukum yang prematur.
Penyampaian risiko medis harus distrukturkan
sebagai bagian dari hukum alam dan batasan ilmu

pengetahuan, bukan sebagai bentuk
ketidakmampuan atau kecerobohan personal
dokter.

Penataan struktur kalimat yang efisien dalam
setiap lembar rekam medis dan formulir
persetujuan menjadi kunci utama mitigasi risiko.
Setiap catatan medis harus ditulis dengan bahasa
yang lugas, berbasis fakta empiris, tanpa penilaian
subjektif yang emosional. Diksi yang digunakan
harus mencerminkan kronologi tindakan yang
logis dan sesuai dengan pedoman praktik klinis.
Kesalahan dalam menuliskan instruksi medis atau
ketidakjelasan ejaan obat dapat dikategorikan
sebagai bentuk kecerobohan komunikasi yang
berakibat pada pertanggungjawaban pidana.
Kerapian dan ketepatan struktur bahasa
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mencerminkan profesionalisme tenaga medis di
mata hukum.

Buku ajar ini menempatkan Kkarakteristik
pesan dan struktur bahasa sebagai kompetensi
dasar yang wajib dikuasai oleh mahasiswa
kedokteran dan tenaga kependidikan sejak dini.
Penguasaan terhadap instrumen bahasa ini akan
memutus mata rantai miskomunikasi yang menjadi
pemicu utama kemarahan pasien. Penurunan tensi
konflik di hulu pelayanan kesehatan secara
otomatis akan menekan angka pelaporan pidana di
hilir Pemahaman yang jernih mengenai perbedaan
karakteristik pesan medis dan pesan hukum
membuat civitas akademika mampu menjalankan
idealisme menolong sesama dengan rasa aman
karena terlindungi oleh struktur komunikasi yang
akurat dan sah.

1.3 Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility
Theory) dan Pembentukan Epistemic Trust
Pasien

Teori kredibilitas sumber memiliki relevansi
fundamental dalam membedah  dinamika
hubungan antara tenaga medis dan pasien di dalam
ekosistem pelayanan kesehatan. Kredibilitas
seorang komunikator, yang dalam konteks ini
adalah dokter atau tenaga kesehatan, tidak
terbentuk secara instan melainkan
dikonstruksikan melalui persepsi penerima pesan
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atas dua dimensi utama, yaitu keahlian (expertise)
dan keterpercayaan (trustworthiness). Keahlian
merujuk pada sejauh mana pasien menilai dokter
memiliki  pengetahuan, keterampilan, dan
pemahaman teknis yang mumpuni mengenai
kondisi penyakit yang sedang dihadapi. Dimensi ini
biasanya dilegitimasi oleh atribut formal seperti
gelar akademik, sertifikasi spesialisasi, serta
reputasi institusional tempat dokter tersebut
berpraktik. Namun, keberadaan keahlian saja tidak
cukup untuk menjamin efektivitas penyampaian
pesan hukum-medis jika tidak diimbangi oleh
dimensi keterpercayaan. Keterpercayaan berkaitan
erat dengan persepsi pasien bahwa informasi yang
disampaikan oleh dokter bersifat jujur, objektif,
adil, dan didasarkan pada niat tulus untuk
kesembuhan pasien, bukan didorong oleh motif
komersial atau kepentingan eksternal lainnya.
Persepsi terhadap kredibilitas sumber ini
menjadi fondasi utama dalam pembentukan
epistemic trust atau kepercayaan epistemik pada
diri pasien. Kepercayaan epistemik adalah
kesediaan seorang individu untuk menerima
informasi dari orang lain sebagai pengetahuan
yang valid, tepercaya, dan relevan bagi kehidupan
mereka. Di dalam ruang praktik medis,
kepercayaan ini bersifat krusial karena pasien
berada dalam posisi rentan, baik secara fisik
maupun psikologis, serta mengalami asimetri
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informasi yang sangat tajam. Pasien tidak memiliki
kemampuan untuk memverifikasi secara langsung
kebenaran dari setiap keputusan Klinis atau
diagnosis yang diucapkan oleh dokter. Oleh karena
itu, pasien harus mengandalkan kepercayaan
epistemik untuk menyetujui tindakan medis yang
penuh risiko. Ketika kepercayaan ini berhasil
dibangun, pasien akan cenderung patuh pada
instruksi pengobatan, terbuka dalam
menyampaikan riwayat penyakit, serta lebih
toleran terhadap risiko medis yang mungkin
muncul di kemudian hari.

Penurunan kredibilitas sumber secara
otomatis akan meruntuhkan kepercayaan
epistemik dan memicu lahirnya epistemic vigilance
atau kewaspadaan epistemik yang berlebihan.
Kewaspadaan ini mendorong pasien untuk
bersikap skeptis, meragukan setiap anjuran medis,
hingga mencari konfirmasi eksternal dari sumber-
sumber yang tidak tervalidasi seperti media sosial
atau mesin pencari internet. Runtuhnya
kepercayaan epistemik sering kali bukan
disebabkan oleh kegagalan tindakan Klinis,
melainkan akibat kegagalan komunikasi yang
merusak dimensi keterpercayaan dokter. Sikap
dokter yang terkesan terburu-buru, kurang
mendengarkan keluhan, atau tidak transparan
dalam memaparkan efek samping obat dapat
dipersepsikan oleh pasien sebagai bentuk
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pengabaian profesional. Dalam kondisi
kewaspadaan epistemik yang tinggi, setiap hasil
pengobatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi
akan langsung dinilai secara negatif sebagai bentuk
kelalaian atau malapraktik.

Konsekuensi yuridis dari hilangnya
kepercayaan epistemik sangat signifikan terhadap
eskalasi sengketa medis ke ranah hukum. Ketika
pasien tidak lagi mempercayai dokter sebagai
sumber pengetahuan yang sah, hubungan
terapeutik yang semula bersifat kemitraan
berubah menjadi hubungan adversarial yang
penuh kecurigaan. Jika terjadi komplikasi medis
yang sebenarnya merupakan risiko inherent dari
tindakan kedokteran, pasien yang kehilangan
kepercayaan tidak akan melihatnya sebagai
fenomena biologis yang tidak terprediksi.
Sebaliknya, mereka akan mengonstruksikannya
sebagai kesalahan hukum yang disengaja atau
akibat kecerobohan. Kondisi psikologis yang sarat
kecurigaan ini menjadi pemicu utama bagi pasien
dan keluarganya untuk langsung mengambil jalur
hukum, melaporkan dokter ke kepolisian dengan
tuduhan tindak pidana kelalaian, tanpa melalui
proses klarifikasi medis yang objektif terlebih
dahulu.

Penguatan kredibilitas sumber dan
pemeliharaan kepercayaan epistemik memerlukan
integrasi kompetensi komunikasi komunikasi yang
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terukur oleh tenaga kesehatan. Tenaga medis harus
mampu mendemonstrasikan keahlian mereka
melalui bahasa yang mudah dipahami tanpa
merendahkan martabat intelektual pasien.
Dimensi keterpercayaan harus diperkuat dengan
menunjukkan empati, memberikan waktu yang
cukup bagi pasien untuk bertanya, serta bersikap
jujur mengenai keterbatasan ilmu kedokteran
dalam menangani kasus tertentu. Keterbukaan
mengenai risiko dan ketidakpastian medis tidak
akan menurunkan kredibilitas dokter, melainkan
justru memperkuat persepsi integritas di mata
pasien dan hukum. Sikap jujur ini menegaskan
bahwa dokter bertindak berdasarkan standar
profesi yang luhur dan tidak menyembunyikan
fakta material yang menjadi hak pasien.
Internalisasi konsep ini dalam kedokteran dan
tenaga kependidikan menjadi investasi protektif
yang sangat berharga. Mahasiswa kedokteran
harus dilatih untuk menyadari bahwa otoritas
profesional mereka tidak lagi bersifat mutlak
melainkan harus terus diuji melalui kualitas
interaksi dengan pasien. Kemampuan membangun
kepercayaan epistemik merupakan instrumen
mitigasi risiko hukum yang paling efektif di hulu
pelayanan Kkesehatan. Melalui pembentukan
persepsi  kredibilitas yang kuat, potensi
kesalahpahaman akibat distorsi bahasa dapat
diredam sebelum berkembang menjadi konflik
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terbuka. Penegakan kepercayaan ini memastikan
bahwa seluruh tindakan medis yang dilakukan
tetap berada dalam koridor hukum perikatan yang
aman, saling menghormati, dan terbebas dari
ancaman kriminalisasi yang tidak beralasan.

1.4 Pergeseran Otoritas Informasi: Dari Kebijakan
Medis Formal ke Algoritma Media Sosial
Pergeseran otoritas informasi di dalam
ekosistem kesehatan modern telah mengubah
lanskap interaksi antara tenaga medis dan
masyarakat secara radikal. Pada era konvensional,
otoritas informasi medis bersifat sentralistik,
hierarkis, dan sepenuhnya dikendalikan oleh
institusi medis formal, organisasi profesi, serta
jajaran Kklinisi melalui kebijakan medis resmi.
Dokumen ilmiah, jurnal terakreditasi, dan panduan
praktik klinis menjadi satu-satunya rujukan yang
diakui sah untuk menentukan validitas sebuah
tindakan atau terapi kesehatan. Pola ini
menempatkan dokter sebagai pemegang kendali
tunggal pengetahuan, sedangkan pasien bertindak
sebagai penerima pasif yang patuh pada setiap
instruksi. Keadaan ini menciptakan stabilitas
hubungan terapeutik karena tidak ada ruang bagi
narasi tandingan yang dapat meragukan keputusan
medis yang diambil di ruang praktik.
Kondisi tersebut mengalami disrupsi total
seiring dengan lahirnya era digital yang dimotori
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oleh algoritma media sosial dan mesin pencari
komersial. Otoritas informasi kini mengalami
demokratisasi sekaligus fragmentasi yang akut, di
mana validitas sebuah informasi kesehatan tidak
lagi diukur berdasarkan kepakaran ilmiah
melainkan berdasarkan tingkat keterikatan atau
engagement publik. Algoritma media sosial
dirancang khusus untuk memprioritaskan konten
yang sensasional, emosional, mudah dicerna, dan
memiliki potensi viralisasi yang tinggi tanpa
mempedulikan akurasi klinis dari konten tersebut.
Akibatnya, narasi populis dari pembuat konten
non-medis atau bahkan kelompok pseudosains
sering kali memiliki jangkauan yang jauh lebih luas
dibandingkan dengan penyataan resmi dari ikatan
dokter maupun kementerian terkait. Fenomena ini
menciptakan pergeseran psikologis di mana
masyarakat mulai meletakkan kepercayaan
informasi mereka pada layar gawai daripada
penjelasan langsung dari seorang spesialis.
Pergeseran otoritas ini melahirkan ancaman
siber-kondria, sebuah gangguan kecemasan di
mana individu melakukan diagnosis mandiri
secara berlebihan berdasarkan data yang mereka
temukan di ruang siber. Pasien tidak lagi datang ke
rumah sakit dengan pikiran yang kosong,
melainkan membawa tumpukan asumsi,
prasangka, dan klaim kesembuhan alternatif yang
didikte oleh algoritma media sosial mereka. Ketika
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dokter memberikan diagnosis yang bertolak
belakang dengan apa yang dibaca pasien di
internet, asimetri informasi tidak lagi berjalan
linier. Pasien cenderung menantang kompetensi
dokter, meragukan efektivitas resep obat, atau
bahkan menuduh dokter melakukan
komersialisasi tindakan medis. Konflik kognitif ini
memperlebar jarak psikologis antara kedua belah
pihak dan merusak jalinan hubungan interpersonal
yang menjadi syarat mutlak keberhasilan terapi.
Implikasi yuridis dari pergeseran otoritas
informasi ini sangat membahayakan keselamatan
profesi medis karena menciptakan standar ganda
di mata hukum masyarakat. Saat terjadi kegagalan
tindakan medis atau timbulnya efek samping yang
wajar, masyarakat tidak lagi menilai kasus tersebut
berdasarkan standar operasional prosedur atau
hukum pembuktian materiil yang kaku. Mereka
menilai peristiwa klinis tersebut melalui kacamata
opini publik yang telah terdistorsi oleh narasi viral
di media sosial. Algoritma yang terus menyebarkan
konten bermuatan sentimen negatif terhadap
institusi kesehatan akan membentuk penghakiman
oleh massa secara digital atau trial by the press
versi modern. Opini publik yang agresif ini sering
kali menekan aparat penegak hukum untuk segera
melakukan tindakan represif berupa kriminalisasi
terhadap tenaga medis, meskipun secara hukum
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kedokteran tidak ada pelanggaran disiplin yang
dilakukan.

Ketidakmampuan kebijakan medis formal
untuk bergerak secepat perputaran algoritma
media sosial memperparah kerentanan hukum di
hulu pelayanan. Regulasi yang mengatur etika
penyiaran informasi kesehatan sering Kkali
terlambat mengantisipasi penyebaran hoaks medis
yang masif. Dokter yang mencoba melakukan
konfrontasi atau edukasi di media sosial sering kali
terjebak dalam pelanggaran etik periklanan atau
bahkan terjerat Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik jika tidak berhati-hati dalam
memilih diksi. Civitas akademika pelayanan
kesehatan dihadapkan pada situasi dilematis di
mana mereka harus mempertahankan otoritas
ilmiah mereka di tengah gempuran konten populis,
namun di sisi lain terikat oleh sumpah profesi dan
kerahasiaan medis yang membatasi ruang gerak
komunikasi publik mereka.

Strategi adaptasi yang cepat dan taktis mutlak
diperlukan untuk merebut kembali otoritas
informasi ke tangan yang tepat. Institusi medis dan
para klinisi tidak boleh lagi bersikap pasif atau
menjauhkan diri dari dinamika media digital.
Mereka harus mampu mentransformasikan
kebijakan medis formal yang kaku ke dalam bentuk
konten edukasi yang komunikatif, visual, dan
adaptif terhadap kerja algoritma tanpa mengurangi
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bobot ilmiahnya. Kemampuan ini menjadi bagian
dari kompetensi protektif yang wajib dikuasai oleh
setiap tenaga kependidikan dan mahasiswa
kedokteran. Dengan membanjiri ruang digital
dengan informasi yang akurat dan legal, dominasi
narasi pseudosains dapat ditekan.

Penyelarasan pemahaman mengenai bahaya
pergeseran otoritas ini harus ditanamkan sejak
dini dalam kurikulum pendidikan Kkesehatan.
Setiap civitas akademika harus menyadari bahwa
media sosial bukan sekadar alat hiburan,
melainkan sebuah medan pertempuran reputasi
dan hukum yang nyata. Penguasaan terhadap
manajemen informasi digital akan membentengi
dokter dari potensi salah paham yang dibawa
pasien dari luar ruang praktik. Melalui
pengembalian otoritas informasi yang sah,
hubungan terapeutik dapat dikembalikan pada
jalurnya yang murni, sehingga keputusan medis
didasarkan pada ilmu pengetahuan empiris, bukan
pada tren algoritma digital yang menyesatkan dan
berujung pada tuntutan pidana.

1.5 Studi Kasus Komunikasi Teoretis dan
Penanganannya: Hambatan Semantik Bahasa
Medis pada Pasien Kritis

Studi kasus ini berpijak pada peristiwa nyata
yang kerap terjadi di unit perawatan intensif,
melibatkan seorang pasien dengan diagnosis syok
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septik akibat perforasi apendiks yang berada
dalam kondisi kritis. Dokter spesialis anestesi dan
dokter spesialis bedah yang menangani kasus ini
dihadapkan pada situasi di mana tindakan
pembedahan darurat (laparotomi eksplorasi) harus
segera dilakukan demi menyelamatkan nyawa
pasien. Sebelum tindakan dimulai, dokter
melakukan prosedur penyampaian informasi
untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis
kepada pihak keluarga, dalam hal ini adalah istri
pasien yang sedang mengalami tekanan psikologis
sangat hebat. Di dalam ruang tunggu yang bising,
dokter menjelaskan kondisi pasien menggunakan
terminologi medis formal: "Pasien mengalami syok
septik akibat perforasi organ intraabdomen, yang
memicu Disseminated Intravascular Coagulation
(DIC), sehingga prognosisnya adalah dubia ad
malam dan kami perlu melakukan tindakan segera
dengan risiko mortalitas yang tinggi."

Istri pasien, yang memiliki tingkat literasi
kesehatan awam, mengalami kegagalan total dalam
menyerap struktur kalimat dan batasan semantik
yang diucapkan oleh tim dokter. Kata "perforasi”
dan "dubia ad malam" tidak memiliki arti apa pun
dalam memori kognitifnya, sementara frasa "risiko
mortalitas yang tinggi" tertutup oleh kecemasan
psikologisnya yang mendalam. Satu-satunya hal
yang ditangkap oleh pikiran istri pasien adalah
kalimat "kami perlu melakukan tindakan segera
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untuk menolong suami Ibu." Distorsi semantik ini
melahirkan ekspektasi kesembuhan yang absolut
pada diri keluarga pasien, di mana mereka mengira
bahwa persetujuan tindakan medis yang mereka
tandatangani adalah sebuah jaminan mutlak
bahwa operasi akan mengembalikan kondisi
pasien seperti sedia kala. Ketika pasien akhirnya
dinyatakan meninggal dunia di meja operasi akibat
perdarahan masif dan kegagalan multiorgan yang
dipicu oleh DIC, pihak keluarga mengalami syok
emosional yang hebat dan langsung menuduh tim
dokter telah melakukan malapraktik medis serta
pembohongan publik.

Eskalasi konflik meningkat secara agresif
ketika keluarga pasien, didampingi oleh kuasa
hukum, melaporkan tim dokter dan pihak rumah
sakit ke kepolisian atas tuduhan tindak pidana
kelalaian yang menyebabkan kematian sesuai Pasal
359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Celah
hukum yang digunakan oleh kuasa hukum pelapor
adalah ketidakabsahan informed consent. Mereka
mendalilkan bahwa persetujuan yang diberikan
tidak memenuhi syarat sah perikatan karena
informasi yang disampaikan tidak dimengerti oleh
penerima pesan, sehingga persetujuan tersebut
dianggap cacat hukum secara materiil. Di hadapan
penyidik, pihak keluarga menegaskan bahwa jika
mereka sejak awal memahami arti kata
"kemungkinan meninggal sangat besar”, mereka
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mungkin akan memilih opsi perawatan paliatif
alih-alih membiarkan tubuh suami mereka
dibedah. Kasus ini membuktikan bagaimana
hambatan semantik bahasa medis di ruang praktik
berubah menjadi senjata yuridis yang mematikan
di ranah pidana.

Penanganan terhadap krisis hukum dan
komunikasi ini  harus dilakukan secara
multidisipliner melalui strategi jangka pendek dan
rekonstruksi sistemik jangka panjang. Langkah
pertama dalam penanganan hukum adalah
penyusunan nota pembelaan (defense
memorandum) yang kuat dengan bersandar pada
bukti dokumentatif rekam medis dan formulir
persetujuan tertulis yang telah ditandatangani.
Tim hukum rumah sakit wajib membuktikan di
hadapan penyidik bahwa tim dokter telah
menjalankan tindakan sesuai dengan Standar
Pelayanan Medis (SPM) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Pembuktian yuridis harus
difokuskan pada pemenuhan doktrin
inspanningsverbintenis, yaitu bahwa dokter telah
melakukan upaya maksimal secara medis, dan
kematian pasien murni merupakan risiko medis
yang tidak dapat dihindari akibat komplikasi syok
septik, bukan akibat kelalaian operasional klinis.

Langkah kedua adalah melakukan penanganan
komunikasi krisis dengan memfasilitasi pertemuan
Klarifikasi (open disclosure) antara tim dokter,
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komite etik rumah sakit, dan pihak keluarga yang
didampingi kuasa hukumnya. Pertemuan ini tidak
bertujuan untuk berdebat kusir, melainkan untuk
mengurai kembali benang kusut hambatan
semantik yang telah terjadi. Dokter yang
bersangkutan, dengan pendampingan ahli
komunikasi hukum, harus menerjemahkan ulang
seluruh kronologi klinis dan penyebab kematian
menggunakan bahasa analogi yang sangat
sederhana dan membumi. Istilah  DIC
diterjemahkan  sebagai  kegagalan  sistem
pembekuan darah total yang membuat perdarahan
sulit dihentikan, sedangkan dubia ad malam
dijelaskan sebagai kondisi kesehatan yang sangat
tipis harapannya untuk selamat. Penurunan
ketegangan emosional keluarga dicapai dengan
menunjukkan empati yang mendalam tanpa
memberikan  pengakuan kesalahan  hukum
(admission of liability) yang dapat merugikan posisi
dokter di peradilan.

Penanganan sistemik yang wajib diterapkan
oleh civitas akademika pelayanan kesehatan untuk
mencegah berulangnya kasus serupa adalah
dengan menerapkan metode teach-back dalam
setiap transaksi terapeutik pasien kritis. Tenaga
medis dilarang keras berasumsi bahwa pasien atau
keluarga telah paham hanya karena mereka
menganggukkan kepala atau menandatangani
formulir. Setelah memberikan penjelasan, dokter
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harus meminta pihak keluarga untuk menjelaskan
kembali dengan bahasa mereka sendiri mengenai
apa yang telah mereka pahami tentang penyakit,
tindakan, dan risiko terburuknya. Jika keluarga
pasien masih salah dalam mengartikan risiko
medis, dokter wajib memperbaiki pemahaman
tersebut saat itu juga sebelum lembar persetujuan
ditandatangani.

Restrukturisasi format dokumen persetujuan
tindakan medis juga menjadi bagian dari
penanganan preventif yang mutlak. Formulir
informed consent tidak boleh lagi hanya berisi
deretan pasal-pasal hukum yang kaku dan istilah
medis latin yang membingungkan. Dokumen
tersebut harus didesain ulang menggunakan
pendekatan narasi yang humanis, dilengkapi
dengan glosarium istilah medis sederhana di
bagian pinggir halaman, serta pernyataan
penegasan yang jelas bahwa kedokteran memiliki
batasan ilmiah dan tidak  menjanjikan
kesembuhan. Melalui penanganan komunikasi
yang dokumentatif dan terukur ini, batasan
semantik tidak akan lagi menjadi pintu masuk bagi
kriminalisasi, melainkan bertransformasi menjadi
benteng perlindungan yang sah bagi idealisme
luhur tenaga kesehatan.
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BAB Il

ETIKA, MORALITAS, DAN
REGULASI HUKUM KESEHATAN
KONTEMPORER

2.1 Hubungan Etika Profesi (Bioetika) dengan
Hukum Positif Kesehatan di Indonesia
Hubungan antara etika profesi yang termaktub
dalam kaidah bioetika dengan hukum positif
kesehatan di Indonesia merupakan jalinan
simbiotik yang kompleks sekaligus krusial.
Bioetika sebagai sistem norma moral profesi
kedokteran berdiri di atas empat pilar utama, yaitu
beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak
merugikan), autonomy (menghormati otonomi
pasien), dan justice (keadilan). Keempat prinsip
moral ini mengarahkan nurani dan niat luhur
seorang klinisi di ruang praktik untuk selalu
mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan
pasien di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Sementara itu, hukum positif kesehatan hadir
sebagai kristalisasi norma hukum tertulis yang
memiliki daya paksa sanksi eksternal dari negara
untuk menjamin ketertiban umum dan kepastian
hukum. Perbedaan mendasar terletak pada
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jurisdiksi penegakan, di mana pelanggaran
bioetika diadili oleh dewan kehormatan profesi
melalui sanksi moral internal, sedangkan
pelanggaran hukum positif diproses melalui
lembaga peradilan negara berupa sanksi pidana,
perdata, atau administratif.

Transformasi nilai bioetika menjadi hukum
positif di Indonesia tercermin secara eksplisit
dalam berbagai regulasi kesehatan nasional,
termasuk peraturan perundang-undangan
kedokteran dan kesehatan terbaru. Negara tidak
menciptakan norma hukum kesehatan dari ruang
hampa, melainkan mengadopsi pilar-pilar bioetika
untuk dijadikan standar perilaku hukum yang
mengikat secara formal. Prinsip beneficence dan
non-maleficence  ditransformasikan = menjadi
kewajiban hukum bagi tenaga medis untuk
bertindak sesuai dengan Standar Pelayanan Medis
dan Standar Operasional Prosedur. Ketika seorang
dokter mengabaikan standar operasional yang
berakibat pada kerugian fisik pasien, perbuatan
tersebut tidak lagi dinilai sekadar sebagai
pelanggaran etik moral profesi. Perbuatan tersebut
secara yuridis telah bergeser menjadi perbuatan
melawan hukum atau kelalaian pidana yang dapat
dituntut di hadapan hukum positif.

Konflik normatif sering kali muncul ke
permukaan ketika terdapat Kketidakselarasan
antara tuntutan etika profesi dengan rigiditas

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 28



hukum positif dalam merespons situasi klinis di
lapangan. Sebagai contoh, prinsip autonomy yang
menuntut penghormatan penuh terhadap hak
pasien untuk menentukan nasib  sendiri
adakalanya berbenturan dengan ketentuan hukum
pidana yang melarang keras pembiaran kematian.
Dokter yang mematuhi keinginan pasien terminal
untuk menghentikan alat bantu hidup atas dasar
moral kemanusiaan dapat berada dalam posisi
rentan terjerat pasal pembunuhan atau fasilitasi
bunuh diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Ketegangan ini membuktikan bahwa
idealisme bioetika yang bergerak di ranah nilai
moral yang abstrak sering kali terbentur oleh
dinding kaku hukum positif yang menuntut

kepastian pembuktian material tanpa
mempedulikan kompleksitas motif di ruang
perawatan.

Harmonisasi antara kedua sistem norma ini
sangat bergantung pada efektivitas fungsi lembaga
penyaring sengketa seperti Mahkamah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Lembaga ini bertindak sebagai jembatan yang
menilai apakah suatu komplikasi medis bersumber
dari pelanggaran disiplin keilmuan yang berakar
pada penyimpangan etik, ataukah murni kelalaian
pidana yang bersifat umum. Penegak hukum di
Indonesia sering kali mengalami kesulitan dalam
memisahkan demarkasi antara kesalahan etik
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profesi dengan kejahatan pidana biasa karena
keterbatasan pemahaman terhadap doktrin
kedokteran. Kondisi ini yang memicu terjadinya
gelombang  kriminalisasi  terhadap tenaga
kesehatan, di mana risiko medis yang timbul dari
tindakan yang secara bioetika sudah benar,
langsung dinilai sebagai tindak pidana oleh aparat
penegak hukum akibat ketiadaan pembatasan

tafsir yang jelas.
Aspek komunikasi memegang peranan krusial
sebagai jembatan operasional untuk

menyelaraskan bioetika dan hukum positif di
hadapan pasien. Transaksi terapeutik yang
didasari oleh prinsip bioetika wajib
diformalisasikan ke dalam instrumen bahasa
hukum yang sah melalui pengisian dokumen rekam
medis dan informed consent secara akurat. Tenaga
medis tidak boleh berlindung di balik pembelaan
moral bahwa tindakan mereka didasari oleh niat
baik untuk menolong, jika secara hukum positif
mereka gagal mendokumentasikan persetujuan
tindakan tersebut secara tertulis. Hukum positif
Indonesia tidak mengadili niat suci yang ada di
dalam hati dokter, melainkan mengadili bukti fisik,
catatan kronologis, dan kepatuhan administratif
yang tertinggal pascatindakan  dilakukan.
Kegagalan = komunikasi dokumentatif  ini
merupakan pintu masuk utama di mana idealisme
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moral kedokteran hancur di tangan penegakan
hukum pidana.

Pendidikan kesehatan bagi segenap civitas
akademika dan tenaga kependidikan harus secara
radikal mengubah cara pandang terhadap
hubungan kedua norma ini. Kurikulum tidak boleh
lagi mengajarkan bioetika dan hukum kesehatan
sebagai dua subjek yang terpisah atau opsional.
Mahasiswa Kkedokteran wajib dilatih untuk
memahami bahwa setiap tindakan klinis yang
mereka lakukan harus lolos dari dua lapis ujian,
yaitu ujian moral etika profesi dan ujian kepatuhan
hukum positif. Pemahaman yang keliru bahwa
pemenuhan etika profesi secara otomatis
membebaskan mereka dari tuntutan hukum positif
harus segera diluruskan untuk mencegah sikap
abai terhadap prosedur hukum formal di rumah
sakit.

Penguatan sinergi antara organisasi profesi
medis dengan aparat penegak hukum menjadi
langkah strategis yang tidak boleh ditunda demi
terciptanya kepastian hukum. Harus ada kesamaan
persepsi bahwa penegakan hukum positif
kesehatan tidak boleh mematikan idealisme
bioetika yang menjadi ruh dari profesi mulia ini.
Kriminalisasi yang membabi buta akibat kegagalan
membedakan risiko medis dengan kelalaian pidana
akan mendorong lahirnya praktik defensive
medicine, di mana dokter menolak melakukan
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tindakan berisiko tinggi karena takut dipidana.
Kondisi defensif ini pada akhirnya akan merugikan
hak asasi pasien untuk mendapatkan pertolongan
medis terbaik, sehingga merusak pilar keadilan
yang menjadi cita-cita bersama dari bioetika
maupun hukum positif nasional.

2.2 Hukum Rumah Sakit (Hospital By-Laws)
sebagai Instrumen Perlindungan Hukum
Internal

Hukum rumah sakit atau yang dikenal secara
konvensional sebagai hospital by-laws merupakan
aturan internal korporasi yang memiliki fungsi
vital dalam menjaga tatanan organisasi sekaligus
memitigasi risiko yuridis di dalam fasilitas
pelayanan kesehatan. Di Indonesia, instrumen ini
bukan sekadar dokumen administratif pelengkap
akreditasi, melainkan sebuah konstitusi internal
yang bersifat mengikat bagi pemilik rumah sakit,
direksi, manajemen, komite medik, hingga seluruh
jajaran tenaga kesehatan yang berpraktik di
dalamnya. Karakteristik utama dari aturan internal
ini  terletak pada kemampuannya untuk
mendistribusikan ~ kewenangan, = menetapkan
tanggung jawab, serta merumuskan batasan
operasional klinis secara spesifik sesuai dengan
kapasitas kelembagaan masing-masing rumah
sakit. Sifatnya yang otonom memberikan ruang
bagi institusi untuk menyusun regulasi mandiri
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yang tidak diatur secara detail oleh hukum positif
nasional, namun tetap berada dalam koridor
hukum publik yang sah.

Fungsi perlindungan hukum internal dari
aturan ini terbagi ke dalam dua pilar utama, yaitu
aturan tata kelola korporasi (corporate by-laws)
dan aturan tata kelola klinis (clinical by-laws).
Aturan tata kelola korporasi mengatur hubungan
hukum antara pemilik modal atau yayasan dengan
pihak direksi manajemen, memastikan bahwa
seluruh keputusan bisnis rumah sakit tidak
melanggar asas hukum korporasi yang berlaku.
Sementara itu, aturan tata kelola klinis mengatur
hak klinis khusus (clinical privileges) dan surat
penugasan Klinis (clinical appointment) bagi setiap
dokter yang berpraktik. Pengaturan hak klinis ini
bertindak sebagai perisai yuridis yang sangat kuat
dalam menangkal tuduhan malapraktik. Melalui
mekanisme kredensial yang ketat oleh komite
medik, rumah sakit dapat secara legal membatasi
tindakan medis apa saja yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan
kompetensi nyatanya, bukan sekadar berdasarkan
gelar akademiknya.

Ketika terjadi gugatan hukum dari pasien atau
masyarakat, aturan internal ini menjadi basis
pertahanan pertama untuk menentukan doktrin
tanggung jawab hukum korporasi (corporate
liability). Apabila seorang dokter melakukan
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tindakan di luar batas hak klinis yang telah
ditetapkan dalam aturan internal, maka kesalahan
tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai
tanggung jawab  personal dokter  yang
bersangkutan, bukan kesalahan sistemik rumah
sakit. Sebaliknya, jika dokter bertindak sesuai
dengan hak klinis dan standar operasional yang
telah disahkan oleh aturan internal tersebut,
rumah sakit wajib memberikan perlindungan
hukum serta pendampingan penuh di hadapan
penyidik kepolisian. Batasan demarkasi yang
jernih ini mencegah terjadinya tumpang tindih
pertanggungjawaban perdata maupun pidana,
sehingga memberikan rasa aman bagi tenaga
kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya.
Aspek komunikasi memegang peranan sentral
dalam mengoperasikan nilai-nilai aturan internal
ini agar tidak sekadar menjadi dokumen mati yang
tersimpan di ruang arsip. Seluruh civitas
akademika pelayanan kesehatan, termasuk tenaga
kependidikan dan staf administrasi, harus
memiliki pemahaman komunikasi yang searah
mengenai jalur birokrasi dan pelaporan insiden
keselamatan pasien yang diatur dalam aturan
tersebut. Kegagalan komunikasi internal, seperti
keterlambatan  pelaporan  kejadian  tidak
diharapkan (KTD) kepada komite keselamatan
pasien, sering kali menjadi celah utama bagi pihak
luar untuk melakukan intervensi hukum pidana.
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Aturan internal ini merancang struktur komunikasi
yang teratur, di mana setiap konflik interpersonal
atau kegagalan klinis harus diselesaikan terlebih
dahulu melalui mekanisme sidang komite medik
atau komite etik internal sebelum dieksplorasi ke
ranah publik atau peradilan umum.

Keberadaan komite medik di bawah payung
aturan internal rumah sakit juga berfungsi sebagai
penegak disiplin profesi yang objektif. Komite ini
berwenang untuk melakukan audit medis secara
berkala terhadap rekam medis dan pola
komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh dokter
kepada pasien. Jika ditemukan adanya dokter yang
secara konsisten menunjukkan komunikasi
defensif atau mengabaikan hak otonomi pasien,
komite medik dapat menjatuhkan sanksi
administratif internal berupa pengurangan atau
pembekuan sementara hak klinis. Tindakan
preventif ini bertujuan untuk menyaring dan
memperbaiki perilaku klinisi yang berisiko
memicu sengketa medik di kemudian hari, sebelum
perilaku tersebut berakhir pada pelaporan pidana
oleh pasien yang merasa dirugikan.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan
internal ini wajib diintegrasikan secara masif
dalam program orientasi setiap mahasiswa
kedokteran dan tenaga kesehatan baru. Fenomena
yang sering terjadi di lapangan adalah
ketidaktahuan para Klinisi terhadap hak dan
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kewajiban mereka sendiri yang diatur dalam
dokumen internal rumah sakit tempat mereka
bekerja. Ketidaktahuan ini memicu lahirnya
tindakan-tindakan di luar prosedur formal, seperti
melakukan tukar jaga tanpa persetujuan tertulis
manajemen atau menggunakan alat medis yang
belum melewati uji kelayakan. Tindakan abai
tersebut secara otomatis menggugurkan hak
imunitas dan perlindungan hukum internal yang
disediakan oleh aturan internal rumah sakit,
sehingga menempatkan posisi dokter sangat
rentan di hadapan dakwaan pidana kelalaian.
Penguatan kedudukan hukum aturan internal
ini memerlukan komitmen penuh dari jajaran
manajemen untuk selalu melakukan pembaruan
regulasi sejalan dengan dinamika hukum
kesehatan nasional. Aturan internal tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang kesehatan
yang lebih tinggi, melainkan harus bertindak
sebagai penjelas operasional dari undang-undang
tersebut di tingkat tapak pelayanan. Melalui
implementasi aturan internal rumah sakit yang
konsisten, transparan, dan akuntabel, ekosistem
pelayanan kesehatan dapat terlindungi dari
intervensi hukum luar yang membabi buta. Aturan
ini bertransformasi menjadi instrumen
perlindungan internal yang kokoh, menjamin
bahwa idealisme luhur untuk menyembuhkan
orang sakit dapat diwujudkan tanpa harus
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mengorbankan  keselamatan  yuridis  para
pelakunya.

2.3 Hak Konstitusional Pasien Bersanding dengan
Hak Imunitas Hukum Tenaga Medis
Hak konstitusional pasien merupakan bagian
tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang
dijamin secara tegas oleh norma tertinggi dalam
tata hukum nasional. Setiap warga negara memiliki
hak atas derajat kesehatan yang optimal, hak atas
pelindungan fisik, serta hak atas informasi yang
benar mengenai tindakan medis yang akan
diterimanya. Di dalam ruang pelayanan kesehatan,
hak-hak dasar ini termaterialisasi menjadi hak
otonom pasien untuk menentukan nasibnya
sendiri, hak untuk menolak atau menyetujui suatu
terapi, serta hak atas kerahasiaan seluruh data
medis pribadinya. Kedudukan hukum pasien
menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang
berhak menuntut akuntabilitas publik dan
profesionalitas mutlak dari setiap institusi dan
tenaga medis yang mengelola kesehatan mereka.
Ketika hak konstitusional ini terabaikan, baik
sengaja maupun akibat kelalaian sistemik, pasien
memiliki legitimasi yuridis penuh untuk menuntut
pemulihan hak melalui jalur hukum yang tersedia
di dalam yurisdiksi peradilan.
Pada sisi yang berseberangan namun berada
dalam satu ekosistem yang sama, terdapat hak
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imunitas hukum tenaga medis yang berfungsi
sebagai perisai perlindungan profesi. Hak imunitas
ini bukan sebuah hak istimewa yang membuat
dokter kebal hukum terhadap segala bentuk
kejahatan, melainkan sebuah jaminan
perlindungan yuridis yang diberikan oleh undang-
undang sepanjang tenaga medis menjalankan
tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan medis, dan standar operasional
prosedur. Negara memberikan imunitas ini dengan
tujuan yang sangat rasional, yaitu agar para
praktisi kesehatan dapat mengambil keputusan
klinis yang cepat dan berisiko tinggi tanpa
dibayangi oleh ketakutan kriminalisasi yang
membabi buta. Tanpa adanya jaminan imunitas
hukum yang jelas, profesi kedokteran akan lumpuh
akibat meluasnya praktik kedokteran defensif, di
mana dokter cenderung menolak menangani
pasien kritis demi menghindari risiko tuntutan
pidana yang dapat menghancurkan reputasi
mereka.

Titik krusial yang sering kali memicu sengketa
medik yang berujung pada ranah pidana adalah
kegagalan dalam menyelaraskan kedua hak yang
bersandingan ini di lapangan praktik. Benturan
yuridis terjadi ketika batas antara pemenuhan hak
otonomi pasien dengan pelaksanaan imunitas
profesi dokter menjadi kabur akibat distorsi
komunikasi. Sebagai contoh, hak pasien untuk
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mendapatkan informasi yang jujur dan
komprehensif sering kali terbentur oleh
keterbatasan waktu dokter atau hambatan
semantik bahasa medis. Di saat yang sama, dokter
merasa perlindungan imunitasnya sudah aktif
begitu  mereka menandatangani  formulir
persetujuan sepihak, tanpa memastikan apakah
hak pemahaman pasien telah terpenuhi secara
substansial. Ketimpangan ekspektasi ini
menciptakan ruang adversarial yang tajam, di
mana komplikasi medis yang wajar segera
dipersepsikan oleh pasien sebagai pelanggaran
terhadap hak Kkonstitusional mereka atas
keselamatan fisik.

Aspek komunikasi memegang peranan mutlak
sebagai jembatan penyeimbang untuk
mempertemukan hak konstitusional pasien
dengan hak imunitas dokter agar tidak saling
menegasikan. Transaksi terapeutik tidak boleh
dipandang secara mekanistik hanya sebagai proses
penandatanganan  dokumen  hukum  kaku,
melainkan harus diposisikan sebagai dialog
humanis yang akuntabel. Tenaga medis wajib
mempergunakan kecakapan komunikasinya untuk
memenuhi hak informasi pasien secara transparan,
termasuk memaparkan batas-batas kemampuan
ilmu kedokteran serta ketidakpastian hasil
tindakan. Melalui penyampaian risiko material
secara jujur, dokter sesungguhnya sedang
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mengaktifkan hak imunitas hukumnya secara sah
di mata perdata maupun pidana. Sebaliknya,
penutupan informasi atau penyampaian yang
terburu-buru akan langsung menggugurkan
imunitas profesi tersebut, karena dokter dianggap
telah melanggar hak konstitusional pasien untuk
mengambil keputusan secara bebas tanpa
manipulasi.

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya
yang melibatkan aparat penyidik kepolisian dan
kejaksaan, sering kali mengalami simplifikasi yang
merugikan keselarasan kedua hak ini. Aparat
penegak hukum cenderung melihat perlindungan
imunitas dokter sebagai bentuk pembangkangan
terhadap asas persamaan di depan hukum
(equality before the law) yang menjadi hak pasien.
Akibatnya, laporan pidana kelalaian medis sering
kali diproses menggunakan kacamata hukum
pidana umum tanpa melibatkan audit disiplin
profesi yang mendalam terlebih dahulu. Fenomena
kriminalisasi ini merusak tatanan pelayanan
kesehatan karena menempatkan posisi dokter
selalu berada di pihak yang bersalah sebelum
adanya pembuktian materiil mengenai
pelanggaran standar operasional.

Edukasi mengenai keseimbangan hak ini harus
ditanamkan secara masif kepada seluruh civitas
akademika pelayanan kesehatan dan tenaga
kependidikan sejak awal masa pendidikan profesi.
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Mahasiswa kedokteran harus disadarkan bahwa
hak imunitas hukum yang mereka miliki tidak
turun secara otomatis bersamaan dengan terbitnya
izin praktik, melainkan harus diperjuangkan dan
dipertahankan melalui setiap interaksi verbal dan
catatan rekam medis yang mereka buat.
Perlindungan hukum terbesar bagi seorang dokter
bukanlah kepemilikan penasihat hukum yang
hebat, melainkan rekam jejak perilaku komunikatif
yang menghormati hak-hak konstitusional pasien
di setiap langkah penanganan klinis.

Penguatan regulasi kesehatan nasional di masa
depan harus mampu memberikan demarkasi yang
lebih tegas mengenai batasan operasional dari hak
imunitas tenaga medis. Aturan turunan undang-
undang kesehatan wajib merumuskan secara
mendalam tata cara pembuktian kelalaian yang
tidak mencederai hak konstitusional pasien untuk
mendapatkan keadilan, namun di saat yang sama
mampu membentengi profesi medis dari tuntutan
yang bersifat spekulatif dan destruktif. Melalui
penyelarasan yang harmonis antara hak
konstitusional pasien dan hak imunitas dokter,
ekosistem pelayanan kesehatan di Indonesia dapat
berjalan di atas fondasi kemanusiaan yang luhur
sekaligus terlindungi oleh kepastian hukum yang
berkeadilan.
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2.4 Politik Hukum Kesehatan dalam Harmonisasi
Regulasi Multisektor
Politik hukum kesehatan di Indonesia
mencerminkan arah kebijakan negara mengenai
bagaimana hukum sektor kesehatan dibentuk,
diberlakukan, dan diarahkan guna mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Sebagai instrumen strategis, politik
hukum tidak hanya bekerja pada wilayah internal
kementerian terkait, melainkan berada pada
pusaran kepentingan multisektor yang melibatkan
dimensi ketenagakerjaan, pendidikan,
perlindungan konsumen, hingga penegakan hukum
pidana dan perdata. Masalah mendasar dalam
tatanan hukum nasional adalah seringnya terjadi
tumpang tindih regulasi (overlapping) dan
disharmonisasi antara undang-undang sektoral.
Undang-Undang Kesehatan sering kali tidak
sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
atau regulasi yang mengatur tentang aparatur sipil
negara dan tenaga kerja. Ketidakselarasan ini
menciptakan ketidakpastian hukum yang akut di
tingkat tapak pelayanan, di mana satu perbuatan
medis dapat dinilai benar oleh satu regulasi profesi
namun dianggap melanggar oleh undang-undang
sektoral lainnya.
Harmonisasi regulasi multisektor menjadi
agenda politik hukum yang sangat mendesak demi
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melindungi  keselamatan pasien  sekaligus
menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis.
Ketika negara meluncurkan kodifikasi hukum
kesehatan melalui metode omnibus law, tujuan
utamanya adalah memangkas ego sektoral
antarlembaga dan menyatukan berbagai aturan
yang mencerai-berai. Namun, tantangan terbesar
muncul pada tahap implementasi aturan turunan
di mana berbagai sektor masih mempertahankan
yurisdiksi sektoral mereka secara rigid. Sektor
penegakan hukum pidana, misalnya, sering kali
mengabaikan eksistensi hukum disiplin
kedokteran yang diatur dalam undang-undang
kesehatan, dan langsung menggunakan pasal-pasal
pidana umum untuk menjerat dugaan kelalaian
medis. Ketimpangan ini membuktikan bahwa
politik hukum kesehatan nasional belum
sepenuhnya berhasil melakukan penetrasi
konseptual ke dalam cara berpikir aparat penegak
hukum di luar sektor kesehatan.

Benturan multisektor ini berdampak langsung
pada pola komunikasi dan interaksi terapeutik di
dalam ruang praktik rumah sakit. Regulasi
perlindungan konsumen yang menempatkan
pasien sebagai konsumen jasa medis secara
mekanistik memaksa hubungan terapeutik
bergeser menjadi hubungan dagang yang
transaksional. Sudut pandang ini sangat
kontradiktif dengan doktrin kedokteran yang
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menempatkan hubungan dokter-pasien sebagai
ikatan kepercayaan (fiduciary relationship) yang
bersandar pada nilai bioetika luhur.
Transaksionalisasi pelayanan kesehatan yang
didorong oleh politik hukum sekuler ini membuat
masyarakat cenderung menuntut hasil akhir yang
instan dan sempurna. Saat hasil medis tidak sesuai
dengan harapan karena faktor biologis, masyarakat
yang terbiasa dengan logika hukum konsumen
akan langsung menuduh pihak fasilitas kesehatan
melakukan wanprestasi atau penipuan, yang
berujung pada pelaporan pidana demi
mendapatkan ganti rugi materiil secara instan.
Aspek administrasi ketenagakerjaan dan
perizinan juga mengalami kerentanan akibat
lemahnya harmonisasi multisektor. Politik hukum
yang mengatur tentang Surat Tanda Registrasi
(STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sering kali
berbenturan dengan kebijakan otonomi daerah
dan aturan ketenagakerjaan setempat. Birokrasi
yang berbelit-belit dalam pengurusan izin praktik
memicu lahirnya celah pelanggaran administratif,
di mana seorang dokter yang memiliki idealisme
tinggi untuk menolong pasien di daerah terpencil
terpaksa berpraktik tanpa kelengkapan dokumen
yang sah akibat kelambatan sistem birokrasi
daerah. Di mata hukum administrasi negara dan
hukum pidana, tindakan menolong tanpa surat izin
ini tetap dikategorikan sebagai pelanggaran pidana
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formal. Negara, melalui aparat penegak hukumnya,
sering kali menutup mata terhadap motivasi
kemanusiaan tersebut dan tetap menjatuhkan
sanksi represif, membuktikan betapa kakunya
tatanan hukum ketika komunikasi antarinstansi
pemerintah mengalami kemacetan total.

Penyusunan politik hukum kesehatan di masa
depan harus mampu mengintegrasikan
pendekatan komunikasi hukum sebagai salah satu
pilar penentu kebijakan. Pembuat undang-undang
tidak boleh lagi merumuskan pasal-pasal
kesehatan hanya dari balik meja sengketa
peradilan, melainkan harus melihat realitas
interaksi sosiologis yang terjadi di ruang
perawatan. Setiap regulasi baru yang diterbitkan
wajib melewati uji kelayakan komunikasi untuk
memastikan bahwa substansi aturan dapat
dipahami dengan mudah oleh civitas akademika
pelayanan kesehatan selaku pelaksana, serta oleh
masyarakat luas selaku penerima dampak
kebijakan. Ketidakjelasan redaksional dalam
undang-undang merupakan hulu dari segala
bentuk multitafsir yang di kemudian hari
dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk
melakukan kriminalisasi dan pemerasan terhadap
tenaga kesehatan.

Pendidikan  tinggi  kesehatan  memiliki
tanggung jawab moral untuk mengawal dan
mengkritisi arah politik hukum kesehatan nasional
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agar tetap berada pada koridor kesejahteraan
publik. Mahasiswa kedokteran dan tenaga
kependidikan harus dibekali dengan kemampuan
analisis kebijakan agar mereka tidak menjadi objek
pasif dari perubahan regulasi multisektor yang
cepat. Pemahaman mengenai konstelasi politik
hukum membuat civitas akademika mampu
mengidentifikasi sejak dini potensi risiko yuridis
yang muncul dari pemberlakuan suatu undang-
undang baru. Kesiapan ini menjadi modal protektif
yang penting dalam menyusun strategi defensif
yang legal melalui penguatan standardisasi rekam
medis dan formalisasi komunikasi klinis yang
akurat di rumabh sakit.

Keberhasilan harmonisasi regulasi multisektor
pada akhirnya bergantung pada political will
pemerintah  untuk  mendudukkan  hukum
kesehatan sebagai hukum spesialis (lex specialis)
yang harus dihormati oleh hukum umum lainnya.
Harus ada nota kesepahaman yang mengikat
antara  kementerian kesehatan, kepolisian,
kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk
menyepakati bahwa setiap sengketa medis wajib
melewati jalur penyelesaian disiplin profesi dan
mediasi terlebih dahulu sebelum disentuh oleh
instrumen pidana umum. Melalui politik hukum
yang harmonis, sinergis, dan berorientasi pada
keadilan distributif, tatanan hukum kesehatan di
Indonesia dapat bertransformasi  menjadi
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instrumen yang menenteramkan, memberikan
perlindungan bagi dokter yang berintegritas, serta
menjamin hak-hak Kkonstitusional pasien tanpa
menciptakan  ketakutan  kriminalisasi  yang
merusak moralitas pelayanan medis.

2.5 Studi Kasus Etika-Regulasi dan
Penanganannya: Benturan Hak Imunitas
Dokter vs Hak Akses Informasi Publik

Studi kasus ini diangkat dari ketegangan nyata
di sektor pelayanan kesehatan yang melibatkan
penanganan pasien seorang figur publik atau
pejabat daerah di sebuah rumah sakit umum pusat.
Pasien tersebut dirawat di unit perawatan intensif
akibat mengalami  penurunan  kesadaran
mendadak yang memicu spekulasi politik serta
keresahan meluas di tengah masyarakat. Dalam
situasi krisis tersebut, puluhan jurnalis dari
berbagai media massa mengepung area rumah
sakit dan menuntut transparansi total mengenai
diagnosis, penyebab, serta proyeksi kesembuhan
pasien atas nama hak akses informasi publik dan
kemaslahatan masyarakat. Di sisi lain, dokter
spesialis jantung yang bertindak sebagai ketua tim
medis yang menangani pasien memilih untuk
menutup rapat seluruh informasi klinis dan
menolak memberikan pernyataan apa pun kepada
media, dengan bersandar pada kewajiban etika
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profesi menjaga rahasia kedokteran serta hak
imunitas hukum yang dijamin undang-undang.

Resistensi dokter dalam membuka data medis
memicu kemarahan dari perwakilan media massa
dan sebagian kelompok masyarakat sipil.
Kelompok tersebut kemudian melayangkan somasi
hukum kepada tim dokter dan manajemen rumah
sakit, dengan dalih bahwa pihak rumah sakit telah
melanggar Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik karena menyembunyikan status
kesehatan seorang pejabat publik yang digaji oleh
uang rakyat. Situasi semakin memburuk ketika
salah satu oknum media mempublikasikan foto
dokumen resume medis pasien yang didapatkan
secara ilegal melalui kebocoran internal. Dokumen
tersebut menunjukkan adanya jejak zat kimia
tertentu dalam darah pasien, yang kemudian
dinarasikan secara liar oleh media sebagai upaya
dokter untuk menutupi kasus keracunan atau
overdosis. Berdasarkan pemberitaan tendensius
itu, sebuah lembaga swadaya masyarakat
melaporkan tim dokter ke pihak kepolisian dengan
tuduhan melakukan pembiaran kejahatan,
penghalangan penegakan hukum, serta
pelanggaran administrasi informasi publik.

Kasus ini memperlihatkan benturan regulasi
yang sangat tajam di tingkat tapak, di mana hak
imunitas hukum dokter untuk menjaga rahasia
pasien berhadapan langsung dengan hak
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konstitusional publik atas informasi. Di satu sisi,
undang-undang kesehatan menetapkan bahwa
seluruh data medis pasien bersifat rahasia dan
dokter yang membukanya tanpa persetujuan
tertulis dari pasien atau ahli waris dapat diancam
sanksi pidana dan pencabutan izin praktik. Di sisi
lain, regulasi keterbukaan informasi menuntut
transparansi pada lembaga publik. Aparat
kepolisian yang menerima laporan tersebut
cenderung berada di posisi dilematis dan mulai
melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap tim
dokter. Pemanggilan pidana ini menciptakan
demoralisasi di kalangan civitas akademika rumah
sakit, karena dokter merasa imunitas profesinya
runtuh seketika saat mereka justru sedang
berjuang keras mempertahankan etika
kerahasiaan medis yang sakral.

Penanganan terhadap sengketa etika-regulasi
ini harus diselesaikan secara taktis melalui
pembagian  klaster tindakan hukum dan
komunikasi krisis. Langkah penanganan hukum
pertama adalah melakukan konfrontasi balik
terhadap dalil pelapor dengan menegaskan
kedudukan rekam medis sebagai informasi yang
dikecualikan. Tim hukum rumah sakit wajib
menyerahkan nota argumentasi kepada penyidik
kepolisian yang membuktikan secara rigid bahwa
berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik sendiri, informasi mengenai
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riwayat Kkesehatan pribadi seseorang secara
eksplisit dikategorikan sebagai informasi yang
wajib dikecualikan dari akses publik karena dapat
melanggar hak privasi Kkonstitusional yang
bersangkutan. Dengan argumentasi hukum yang
tepat ini, tim dokter dapat mempertahankan hak
imunitas hukumnya, sebab penolakan mereka
untuk berbicara di media merupakan bentuk
kepatuhan terhadap perintah undang-undang yang
sah, bukan sebuah tindak pidana penghalangan
hukum.

Langkah penanganan kedua difokuskan pada
manajemen komunikasi krisis institusional untuk
meredam kegaduhan opini publik tanpa harus
melanggar kerahasiaan medis. Manajemen rumah
sakit harus mengambil alih seluruh fungsi
komunikasi dari tangan tim dokter dengan
menunjuk seorang juru bicara resmi atau pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi. Juru bicara
ini kemudian menggelar konferensi pers yang
terstruktur dengan membagi informasi ke dalam
dua batasan semantik yang tegas, yaitu status
administratif dan status Klinis. Juru bicara
diperbolehkan menyampaikan status administratif
pasien seperti membenarkan bahwa pasien sedang
dirawat, kondisi umumnya secara makro stabil,
dan tim dokter sedang melakukan upaya terbaik.
Namun, juru bicara wajib menolak secara tegas
untuk memaparkan rincian diagnosis, jenis obat,
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atau angka laboratorium spesifik, dengan
menjelaskan kepada media bahwa pembatasan ini
adalah bentuk kepatuhan rumah sakit terhadap
undang-undang perlindungan data pribadi dan
etika kedokteran demi menghormati martabat
pasien.

Langkah ketiga dalam penanganan ini adalah
melakukan investigasi internal dan penegakan
hukum siber terkait kebocoran dokumen medis
yang terjadi. Rumah sakit harus bekerja sama
dengan unit siber kepolisian untuk melacak pelaku
yang mengambil dan menyebarkan foto rekam
medis tersebut. Penanganan tegas terhadap pelaku
kebocoran internal, baik tenaga medis maupun
tenaga kependidikan, harus dilakukan melalui
pemutusan hubungan kerja dan pelaporan tindak
pidana pelanggaran kerahasiaan data medis.
Langkah agresif ini penting untuk menunjukkan
kepada publik dan penyidik bahwa rumah sakit
memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan
regulasi, sekaligus membersihkan nama baik tim
dokter dari tuduhan konspirasi penyembunyian
informasi.

Internalisasi dari pembelajaran kasus ini
mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan
untuk menyusun pedoman komunikasi publik
dalam kondisi krisis yang selaras dengan regulasi
multisektor. Para dokter tidak boleh dibiarkan
menghadapi gempuran media secara personal di
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koridor rumah sakit, karena keterbatasan
kecakapan komunikasi publik mereka dapat
memicu pernyataan yang salah ucap dan berujung
pada kerugian yuridis. Melalui penanganan Krisis
yang tersistematis, batasan antara hak imunitas
dokter dan hak akses informasi publik dapat
didudukkan secara proporsional. Imunitas dokter
tetap terjaga secara kokoh di balik benturan
regulasi, sementara  kebutuhan  informasi
masyarakat dapat dipenuhi dalam batas-batas
yang sah menurut hukum positif nasional.
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BAB Ili

ANATOMI TRANSAKSI
TERAPEUTIK DAN DOKTRIN
INFORMED CONSENT

3.1 Hakikat Yuridis Hubungan  Perikatan
Kedokteran dan Tenaga Kesehatan
Hakikat yuridis hubungan perikatan antara
dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien
merupakan fondasi utama yang menentukan
legalitas dan batasan pertanggungjawaban dalam
pelayanan medis. Secara hukum, interaksi yang
tercipta saat seorang pasien datang meminta
pertolongan dan dokter bersedia memberikan
penanganan tidak sekadar Dbersifat sosial-
kemanusiaan, @ melainkan secara  otomatis
melahirkan sebuah perikatan hukum yang sah.
Perikatan ini dalam doktrin hukum perdata dikenal
sebagai transaksi terapeutik, yaitu kesepakatan
timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban
bagi kedua belah pihak. Aspek penting yang wajib
dipahami oleh segenap civitas akademika adalah
bahwa hubungan hukum ini memiliki karakteristik
yang sangat spesifik, yang membedakannya secara
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radikal dari perjanjian dagang atau kontrak bisnis
konvensional pada umumnya.

Karakteristik utama yang mendasari perikatan
kedokteran ini adalah sifatnya sebagai perikatan
upaya maksimal atau inspanningsverbintenis,
bukan perikatan hasil atau resultaatverbintenis.
Kedudukan yuridis dokter di hadapan hukum tidak
pernah meletakkan kewajiban untuk menjamin
kesembuhan atau keberhasilan mutlak dari
tindakan medis yang dilakukan. [lmu kedokteran
bukanlah ilmu pasti melainkan ilmu probabilitas
yang sarat dengan faktor ketidakpastian biologis
yang berada di luar kendali manusia. Hukum
mengharuskan dokter untuk memberikan upaya
terbaik, pengerahan seluruh keahlian, serta
ketelitian yang maksimal sesuai dengan pedoman
praktik klinis dan standar profesi yang berlaku.
Kegagalan mencapai kesembuhan atau bahkan
terjadinya kematian pada pasien tidak dapat serta-
merta dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak
atau perbuatan melawan hukum, sepanjang dokter
mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian
proses medis telah dijalankan dengan kepatuhan
penuh terhadap standar operasional yang baku.

Konstruksi perikatan ini juga bertumpu pada
doktrin hubungan kepercayaan atau fiduciary
relationship. Hubungan yuridis ini berdiri di atas
asumsi bahwa terdapat ketimpangan pengetahuan
atau asimetri informasi yang sangat tajam, di mana
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pasien meletakkan kepercayaan penuh atas
keselamatan tubuh dan nyawanya kepada
integritas moral serta keahlian  dokter.
Kepercayaan epistemik ini melahirkan kewajiban
hukum yang sangat berat bagi tenaga kesehatan
untuk bertindak dengan iktikad baik yang tertinggi
atau uberrimae fidei. Dokter dilarang keras
mengeksploitasi ketidaktahuan pasien demi
keuntungan finansial personal atau memanipulasi
informasi  klinis untuk  menyembunyikan
keterbatasan = kompetensi.  Setiap  distorsi
komunikasi atau tindakan yang merusak asas
kepercayaan ini secara otomatis menggugurkan
perlindungan hukum profesi dan membuka pintu
bagi gugatan perdata atas dasar wanprestasi
maupun laporan pidana atas dugaan penipuan.
Formalisasi  perikatan dalam transaksi
terapeutik tidak menuntut adanya bentuk kontrak
tertulis yang rumit di awal interaksi. Perikatan
hukum ini dapat lahir secara sah melalui tindakan
nyata atau implied contract, seperti ketika pasien
mendaftarkan diri di fasilitas kesehatan dan dokter
mulai melakukan anamnesis atau pemeriksaan
fisik. Perjanjian lisan dan tindakan faktual tersebut
sudah memiliki kekuatan mengikat yang sempurna
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Namun, kerentanan yuridis muncul apabila dalam
perkembangan  penanganan  klinis, timbul
kebutuhan untuk melakukan tindakan medis yang
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berisiko tinggi. Pada titik inilah hukum positif
mengintervensi dengan mewajibkan adanya
formalisasi persetujuan secara tertulis yang
dikenal sebagai informed consent. Dokumen
tertulis ini bukan sekadar pelengkap administrasi,
melainkan  bukti  material utama  yang
mengonfirmasi bahwa perikatan upaya maksimal
telah disepakati bersama oleh kedua subjek hukum
tersebut.

Kerap kali terjadi kesalahpahaman yang akut di
kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat
yang mencampuradukkan hakikat
inspanningsverbintenis dengan
resultaatverbintenis. Fenomena ini menjadi pemicu
utama maraknya kriminalisasi terhadap tenaga
kesehatan di Indonesia. Ketika pasien mengalami
kecacatan atau meninggal dunia akibat risiko
medis yang tidak terduga, masyarakat yang
berpikir transaksional cenderung menuntut hasil
akhir berupa kesembuhan absolut. Aparat
kepolisian yang menerima laporan sering Kkali
terjebak dalam pola pikir ini dan langsung
menggunakan pasal pidana tentang kelalaian yang
menyebabkan luka atau kematian, tanpa
memeriksa apakah proses upaya maksimal telah
terpenuhi. Distorsi pemahaman hukum ini
merusak moralitas pelayanan medis karena
menuntut dokter untuk bertanggung jawab atas
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takdir biologis pasien yang berada di luar batas
kemampuan sains.

Edukasi mengenai hakikat yuridis perikatan ini
harus ditanamkan secara mendalam dan berulang
kepada seluruh mahasiswa kedokteran dan tenaga
kependidikan sejak awal masa pendidikan. Civitas
akademika wajib memahami batasan-batasan
hukum dari setiap ucapan dan tindakan mereka di
ruang praktik. Kemampuan untuk
mengomunikasikan sifat perikatan upaya secara
jujur dan transparan kepada pasien merupakan
keterampilan protektif yang vital. Dokter harus
secara tegas namun humanis menyatakan kepada
pasien bahwa tindakan medis yang diambil adalah
sebuah ikhtiar sains yang memiliki batas, bukan
sebuah transaksi dagang yang memberikan garansi
keberhasilan.

Penyusunan regulasi dan standardisasi
dokumen rekam medis di rumah sakit harus
diarahkan untuk mencerminkan kronologi upaya
maksimal tersebut secara detail dan akurat. Setiap
catatan pemeriksaan, keputusan klinis, hingga
diskusi mengenai alternatif terapi harus tertulis
dengan bahasa hukum yang lugas dan tidak
ambigu. Rekam rekam medis yang terstruktur
dengan baik berfungsi sebagai representasi fisik
dari pelaksanaan perikatan upaya yang sah di mata
peradilan. Melalui pemahaman yang jernih dan
kepatuhan yang konsisten terhadap hakikat yuridis
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perikatan ini, tenaga kesehatan dapat menjalankan
idealisme menolong sesama dengan rasa aman,
terlindungi dari tuntutan hukum yang spekulatif,
serta mampu mempertahankan martabat profesi
medis dari ancaman Kkriminalisasi yang tidak
berdasar.

3.2 Dimensi Komunikasi dalam Penyampaian
Informasi Tindakan Medik
Dimensi komunikasi dalam penyampaian
informasi tindakan medik merupakan jembatan
krusial yang menghubungkan kompetensi klinis
seorang dokter dengan pemahaman yuridis pasien.
Di dalam ruang praktik, penyampaian informasi
bukan sekadar aktivitas formalitas verbal untuk
memenuhi lembar ceklis administratif sebelum
operasi. Interaksi ini adalah sebuah proses transfer
pengetahuan ilmiah yang kompleks dan terikat
oleh standar hukum formal yang ketat. Aspek
komunikasi di sini memegang peran penentu
apakah persetujuan yang diberikan oleh pasien
memiliki keabsahan hukum yang sah atau justru
cacat demi hukum. Kegagalan dokter dalam
menyelaraskan dimensi komunikasi ini sering kali
menjadi hulu dari segala bentuk sengketa medis
yang berakhir pada jerat pidana kelalaian.
Komponen pertama dari dimensi komunikasi
ini adalah aspek substansi pesan yang wajib
mencakup seluruh informasi material secara jujur

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 58



dan transparan. Dokter diharuskan memaparkan
diagnosis penyakit saat ini, dasar pemikiran
pemilihan tindakan, tata cara pelaksanaan
intervensi, serta tujuan klinis yang ingin dicapai.
Hal yang paling krusial dan sering kali diabaikan
adalah kewajiban menyampaikan risiko medis
inheren dan komplikasi yang mungkin timbul,
sekecil apa pun probabilitas terjadinya di atas
kertas sains. Penyampaian alternatif terapi lain
beserta risiko masing-masing juga tidak boleh
luput dari penjelasan. Seluruh materi informasi ini
harus disampaikan secara seimbang tanpa ada
yang disembunyikan, agar pasien dapat melakukan
kalkulasi risiko secara mandiri sebelum
memberikan keputusan hukum atas tubuhnya.
Komponen kedua menyangkut teknik
penyampaian pesan yang harus adaptif terhadap
keterbatasan literasi kesehatan dan kondisi
psikologis pasien. Dokter wajib menanggalkan ego
sektoral bahasa ilmiah dan menerjemahkan
terminologi kedokteran yang rumit ke dalam
padanan bahasa Indonesia yang sederhana serta
membumi. Hambatan semantik seperti
penggunaan istilah asing yang tidak dimengerti
pasien harus dieliminasi total. Penggunaan analogi
visual atau alat peraga sederhana sangat
dianjurkan untuk membantu pasien menangkap
konsep anatomi atau mekanisme tindakan yang
akan dilakukan. Dokter juga dituntut memiliki

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 59



kepekaan untuk menangkap umpan Dbalik
nonverbal pasien, seperti tatapan mata yang
kebingungan atau gestur tubuh yang ragu, guna
melakukan klarifikasi ulang secara proaktif.

Komponen ketiga adalah dimensi relasional
yang bertumpu pada asas Kkemitraan dan
penghormatan terhadap hak otonomi pasien.
Komunikasi dalam transaksi terapeutik tidak boleh
berlangsung secara satu arah atau paternalistik, di
mana dokter mendikte seluruh pilihan dan
memaksa pasien untuk tunduk tanpa syarat. Dialog
harus berjalan secara interaktif dan memberikan
ruang yang luas bagi pasien serta keluarga untuk
mengajukan pertanyaan, menyatakan
kekhawatiran, atau meminta waktu jeda guna
berpikir. Pendekatan ini secara signifikan
menurunkan tensi kecemasan pasien sekaligus
menumbuhkan kepercayaan epistemik yang kuat
terhadap integritas dokter. Hubungan kemitraan
yang setara ini memastikan bahwa persetujuan
yang lahir kemudian adalah produk dari kehendak
bebas yang sadar, bukan hasil manipulasi atau
tekanan psikologis terselubung.

Kerentanan yuridis yang fatal sering terjadi
ketika formalisasi pesan komunikasi tidak terekam
secara akurat ke dalam bukti tertulis rekam medis.
Hukum peradilan di Indonesia tidak dapat
mengadili suara verbal yang hilang di udara,
melainkan mengadili fakta dokumentatif yang
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tersisa. Oleh sebab itu, setiap detail dialog
informasi medis, termasuk pertanyaan spesifik
dari pasien dan jawaban yang diberikan dokter,
wajib dicatat secara kronologis dalam lembar
komunikasi edukasi terintegrasi. Catatan ini harus
ditandatangani oleh dokter, pasien, serta saksi dari
kedua belah pihak sebagai bukti material yang sah.
Jika timbul gugatan hukum di kemudian hari
dengan tuduhan dokter tidak memberikan
penjelasan, dokumen tertulis ini akan bertindak
sebagai perisai hukum yang mematahkan segala
bentuk penyangkalan sepihak dari pasien.

Aparat penegak hukum yang memeriksa kasus
dugaan malapraktik medis sering kali menjadikan
kualitas penyampaian informasi ini sebagai tolok
ukur utama untuk menilai iktikad baik dokter.
Apabila terbukti bahwa proses komunikasi
dilakukan secara terburu-buru, misalnya di koridor
rumah sakit atau sesaat sebelum pasien didorong
ke kamar operasi, hakim dapat menilai bahwa hak
otonomi pasien telah dirampas secara melawan
hukum. Kondisi komunikasi yang buruk tersebut
menggugurkan seluruh klaim perlindungan
imunitas profesi, meskipun tindakan bedah yang
dilakukan secara teknis sudah sempurna dan
sesuai prosedur keilmuan. Kesalahan komunikasi
di hulu ini dinilai sebagai bentuk kecerobohan
profesional yang dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana kelalaian.
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Pendidikan mengenai dimensi komunikasi ini
harus ditanamkan sebagai kompetensi inti yang
wajib dikuasai oleh segenap civitas akademika
dan tenaga kependidikan. Mahasiswa kedokteran
harus dilatih melalui simulasi kasus sengketa
nyata agar mereka menyadari betapa tajamnya
dampak yuridis dari sebaris kalimat yang salah
diucapkan. Kemampuan berkomunikasi yang
efektif harus dipandang sebagai instrumen
proteksi diri yang setara nilainya dengan
keterampilan menggunakan pisau bedah atau
meresepkan obat. Melalui penguasaan dimensi
komunikasi yang komprehensif, transparan, dan
dokumentatif, seluruh jajaran tenaga kesehatan
dapat menjalankan idealisme kemanusiaan
mereka dengan tenang, sekaligus membentengi
diri dari ancaman kriminalisasi yang bersumber
dari kesalahpahaman informasi.

3.3 Keabsahan Informed Consent dari Perspektif
Hukum Perdata dan Hukum Administrasi
Keabsahan informed consent atau persetujuan
tindakan kedokteran memegang peranan yuridis
yang sangat mutlak sebagai penentu legalitas
hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan
pasien. Dari perspektif hukum perdata, informed
consent merupakan perwujudan dari asas
kesepakatan yang melahirkan kontrak terapeutik
sebagaimana diatur dalam ketentuan umum
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hukum perjanjian. Persetujuan ini mengonfirmasi
adanya pertemuan kehendak antara kedua subjek
hukum setelah adanya penyampaian informasi
yang memadai. Syarat sahnya kesepakatan perdata
menuntut tidak adanya cacat kehendak yang
disebabkan oleh kekhilafan, paksaan, atau
penipuan. Jika seorang dokter menyembunyikan
risiko material suatu operasi demi membujuk
pasien agar bersedia disuntik atau dibedah, maka
persetujuan yang ditandatangani oleh pasien
tersebut secara keperdataan dinilai cacat hukum
dan dapat dibatalkan melalui gugatan perbuatan
melawan hukum atau wanprestasi.

Penilaian keabsahan dari sudut pandang
hukum perdata juga menitikberatkan pada aspek
kecakapan hukum dari subjek yang memberikan
persetujuan. Pasien yang berhak menandatangani
dokumen informed consent haruslah individu yang
sudah dewasa menurut undang-undang, berada
dalam kondisi sadar penuh, serta tidak berada di
bawah pengampuan akibat gangguan kejiwaan.
Pada kasus pasien anak atau pasien yang tidak
berkompeten secara mental, kewenangan
memberikan persetujuan bergeser secara legal
kepada keluarga terdekat sebagai wali yang sah.
Ketidakcermatan dalam memverifikasi status
hukum pihak yang menandatangani lembar
persetujuan ini menimbulkan kerentanan perdata
yang sangat fatal bagi pihak rumah sakit. Pihak
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keluarga lain yang merasa tidak dimintai
persetujuan dapat melayangkan gugatan ganti rugi
materiil dan immateriil jika hasil tindakan medis
tersebut berakhir dengan kecacatan atau kematian
pasien.

Sementara itu, dari perspektif hukum
administrasi, informed consent diposisikan sebagai
instrumen Kkepatuhan formal terhadap standar
regulasi publik yang ditetapkan oleh negara.
Hukum administrasi tidak melihat persetujuan ini
sekadar sebagai kesepakatan dua arah, melainkan
sebagai dokumen wajib operasional yang
membuktikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan
telah menjalankan standar operating procedure
yang baku. Negara, melalui kementerian terkait
dan dinas kesehatan, memiliki kewenangan penuh
untuk melakukan pengawasan dan penegakan
sanksi administratif terhadap kepatuhan pengisian
dokumen ini. Kelalaian dalam menyediakan,
mengisi, atau mengarsipkan formulir persetujuan
secara lengkap dan terstruktur dikategorikan
sebagai pelanggaran hukum administrasi negara
yang dapat berakibat pada penjatuhan sanksi
berupa teguran tertulis, denda, pembekuan izin
operasional faskes, hingga pencabutan Surat Izin
Praktik milik dokter yang bersangkutan.

Integrasi kedua perspektif hukum ini menuntut
adanya proses penandatanganan dokumen yang
valid secara substansi maupun formalitas. Lembar
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informed consent dalam hukum administrasi
bertindak sebagai bukti otentik pengawasan yang
harus memuat tanda tangan dokter yang
memberikan penjelasan, tanda tangan pasien atau
wali yang menerima penjelasan, serta tanda tangan
para saksi dari kedua belah pihak lengkap dengan
pencantuman tanggal dan jam tindakan yang
akurat. Jika terjadi audit medis atau pemeriksaan
oleh lembaga pengawas, ketidaksesuaian waktu
penandatangananmisalnya dokumen baru
ditandatangani setelah tindakan operasi selesai
dilakukanakan dinilai sebagai manipulasi data
administratif. ~ Pelanggaran  prosedural ini
meruntuhkan seluruh kekuatan pembuktian
dokumen tersebut, meskipun secara teknis perdata
pasien mungkin telah menyatakan setuju secara
lisan sebelum memasuki kamar operasi.

Aspek komunikasi menjadi variabel penentu
yang mengikat keabsahan perperdataan dan
administratif tersebut di dalam ruang praktik
Kklinis. Dimensi komunikasi yang transparan dan
dialogis merupakan prasyarat mutlak agar
kesepakatan perdata bebas dari unsur penipuan
atau manipulasi informasi. Dokter wajib
mempergunakan kecakapan bahasanya untuk
memastikan ~ bahwa pasien benar-benar
memahami hakikat informasi yang tertulis di
dalam lembar persetujuan sebelum membubuhkan
tanda tangan. Dokumen informed consent yang
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telah ditandatangani namun tanpa didahului oleh
proses diskusi yang memadai secara substansial
dinilai kosong dan tidak memiliki kekuatan hukum
material di hadapan peradilan. Kegagalan
komunikasi interpretatif ini mereduksi dokumen
tersebut menjadi selembar kertas administratif
yang rapuh dan tidak dapat digunakan sebagai
tameng pelindung dari dakwaan pidana kelalaian.

Aparat penegak hukum, terutama dalam
pemeriksaan sengketa medis, sering Kkali
menggunakan pendekatan hukum administrasi
untuk menguji iktikad baik seorang dokter
sebelum beralih ke ranah hukum pidana. Apabila
ditemukan fakta bahwa dokumen informed consent
tidak lengkap, tidak ditandatangani oleh subjek
yang kompeten, atau tidak memuat rincian risiko
yang komprehensif, penyidik akan langsung
menyimpulkan adanya unsur kelalaian profesional
yang nyata. Cacat administratif ini menjadi pintu
masuk yang mempermudah jaksa penuntut umum
untuk  mengonstruksikan dakwaan pidana
mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat
atau hilangnya nyawa seseorang. Kondisi ini
menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum
administrasi dan pemenuhan syarat perdata dalam
informed consent adalah satu kesatuan protektif
yang tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan dan pelatihan mendalam mengenai
tata cara pengisian serta aspek legalitas informed
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consent wajib menjadi kurikulum inti bagi seluruh
civitas akademika pelayanan kesehatan dan tenaga
kependidikan. Mahasiswa kedokteran harus dilatih
untuk tidak memandang pengisian dokumen ini
sebagai beban birokrasi yang mengganggu efisiensi
waktu kerja, melainkan sebagai ritual hukum yang
wajib dihormati demi menjaga keselamatan profesi
mereka sendiri. Penguasaan yang matang terhadap
aturan perdata mengenai kecakapan subjek serta
aturan administrasi mengenai standardisasi
dokumen akan membentengi para Kklinisi dari
potensi tuntutan hukum yang spekulatif. Melalui
penegakan Kkeabsahan informed consent yang
kokoh di hulu pelayanan, idealisme menolong
sesama dapat berjalan selaras dengan kepatuhan
hukum, menjauhkan tenaga Kkesehatan dari
ancaman kriminalisasi yang merugikan.

3.4 Aspek Hukum Advanced Directive dan
Persetujuan Tindakan Berisiko Tinggi
Aspek hukum advanced directive atau petunjuk
medis awal bersanding dengan persetujuan
tindakan berisiko tinggi merupakan wilayah yang
paling krusial sekaligus rentan memicu ketegangan
yuridis di dalam pelayanan  kesehatan
kontemporer. Advanced directive pada dasarnya
adalah pernyataan kehendak tertulis yang dibuat
oleh seorang individu dalam kondisi sadar dan
cakap hukum, mengenai keputusan medis apa yang
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harus diambil atau ditolak jika di kemudian hari
individu tersebut kehilangan kemampuan kognitif
untuk menyatakan pendapat akibat penyakit
terminal atau kecelakaan fatal. Di negara-negara
dengan tradisi hukum barat, dokumen ini memiliki
kekuatan mengikat yang sangat kuat sebagai
manifestasi absolut dari hak otonomi pasien atas
tubuhnya sendiri. Namun, dalam konstelasi tata
hukum positif kesehatan di Indonesia, kedudukan
hukum advanced directive masih berada dalam
area abu-abu yang sangat Dberisiko bagi
keselamatan profesi medis karena belum diatur
secara rigid dan komprehensif dalam undang-
undang formal sektoral nasional.

Kerentanan hukum yang dihadapi oleh dokter
muncul secara nyata ketika instruksi di dalam
petunjuk awal tersebut berbenturan langsung
dengan prinsip dasar etika kedokteran untuk
mempertahankan kehidupan, serta pasal-pasal
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebagai contoh, seorang pasien terminal dengan
kanker stadium akhir membuat dokumen wasiat
medis yang secara tegas menolak pemasangan alat
bantu pernapasan (ventilator) atau tindakan
resusitasi jantung paru jika ia mengalami henti
napas di unit perawatan intensif. Ketika kondisi
gagal napas itu benar-benar terjadi, dokter yang
mematuhi perintah dokumen tersebut dengan
membiarkan pasien meninggal tanpa intervensi

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 68



klinis berada dalam posisi yang sangat berbahaya
secara pidana. Pihak keluarga lain yang tidak
menyetujui keputusan tersebut dapat melaporkan
dokter kepada pihak kepolisian atas tuduhan
melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian
karena membiarkan pasien tanpa pertolongan
medis yang memadai.

Ketegangan ini semakin diperumit oleh
rigiditas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di
Indonesia yang melarang keras segala bentuk
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
fasilitasi kematian atau euthanasia pasif, meskipun
tindakan tersebut didasarkan atas permintaan
tegas dari pasien itu sendiri. Aparat penegak
hukum cenderung mengabaikan aspek moral
otonomi pasien dan lebih mengutamakan
pembuktian materiil mengenai adanya unsur
pembiaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa
seseorang. Kondisi normatif yang kontradiktif ini
menempatkan civitas akademika pelayanan
kesehatan dalam dilema profesional yang akut. Jika
mereka mengabaikan petunjuk awal pasien,
mereka melanggar hak otonomi dan kontrak
perdata transaksi terapeutik. Sebaliknya, jika
mereka mematuhi petunjuk tersebut, mereka
menghadapi ancaman kriminalisasi pidana umum
dengan hukuman penjara yang berat.

Di sisi lain, persetujuan tindakan berisiko
tinggi seperti operasi amputasi, kraniotomi, atau
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kemoterapi agresif menuntut standardisasi
dokumen hukum formal yang jauh lebih ketat
dibandingkan dengan tindakan medis
konvensional. Persetujuan ini wajib
diformalisasikan ke dalam bentuk tertulis yang
sangat detail, memuat deskripsi kronologis
mengenai tingkat kegagalan tindakan, potensi
kecacatan permanen, serta risiko kematian yang
melekat pada prosedur bedah tersebut. Hukum
perdata menuntut agar penyampaian informasi
untuk tindakan berisiko tinggi ini tidak dilakukan
secara sepihak atau terburu-buru. Dokter harus
mampu membuktikan bahwa pasien atau
keluarganya telah diberikan waktu yang cukup
untuk melakukan perenungan kontemplatif
sebelum menandatangani lembar persetujuan
tersebut, guna memastikan bahwa kesepakatan
yang lahir bebas dari unsur tekanan psikologis.
Aspek komunikasi memegang peranan sentral
sebagai instrumen protektif utama dalam
menjembatani  kerumitan hukum advanced
directive dan tindakan berisiko tinggi ini di rumah
sakit. Ketika berhadapan dengan dokumen
petunjuk awal pasien, dokter dilarang mengambil
keputusan secara personal tanpa melibatkan
mekanisme komunikasi institusional yang sah.
Dokter wajib segera berkoordinasi dengan komite
medik, komite etik dan hukum rumah sakit, serta
seluruh anggota keluarga inti pasien untuk
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menggelar pertemuan bersama (case conference).
Dialog transparan ini  bertujuan  untuk
menyamakan persepsi, memvalidasi keabsahan
dokumen wasiat, serta membuat berita acara
kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh
semua pihak terkait. Rekaman komunikasi tertulis
yang sah ini berfungsi sebagai perisai yuridis yang
kuat untuk mementahkan tuntutan pidana sepihak
di kemudian hari.

Pihak  manajemen fasilitas  pelayanan
kesehatan juga wajib merumuskan aturan internal
atau hospital by-laws yang secara spesifik
mengatur prosedur operasional dalam
menghadapi instruksi penolakan tindakan medis
dari pasien. Standardisasi ini mencakup tata cara
pengisian formulir Do Not Resuscitate (DNR) agar
memenuhi syarat formalitas hukum administrasi
negara. Dokumen DNR tidak boleh hanya berupa
instruksi lisan di lembar catatan perkembangan
pasien, melainkan harus berupa lembar dokumen
khusus yang ditandatangani oleh dokter
penanggung jawab pelayanan, pasien atau wali sah,
serta dua orang saksi yang kompeten secara
hukum lengkap dengan pembubuhan stempel
resmi rumah sakit. Kepatuhan administratif yang
presisi ini memutus peluang bagi pihak luar untuk
mendalilkan adanya unsur pemalsuan atau
pemaksaan kehendak.
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Kurikulum pendidikan tinggi kesehatan bagi
segenap civitas akademika ~dan tenaga
kependidikan harus mulai mengintegrasikan
pembahasan mengenai batasan hukum dari
petunjuk awal dan tindakan berisiko ini secara
mendalam. Mahasiswa kedokteran harus dilatih
untuk memiliki ketajaman analisis hukum agar
tidak terjebak dalam rasa percaya diri yang semu
saat memegang dokumen persetujuan pasien.
Mereka wajib disadarkan bahwa selembar kertas
informed consent, sekuat apa pun Kklausul di
dalamnya, tidak akan pernah bisa membebaskan
mereka dari tuntutan pidana jika terbukti terjadi
pelanggaran standar pelayanan medis atau
kecerobohan  operasional  Klinis. Melalui
penguasaan kompetensi komunikasi hukum yang
terstruktur, akurat, dan kepatuhan administratif
yang konsisten, seluruh jajaran tenaga kesehatan
dapat menjalankan idealisme menolong sesama
dengan rasa aman, terlindungi dari ancaman
kriminalisasi yang bersumber dari wilayah abu-
abu hukum kesehatan nasional.

3.5 Studi Kasus Informed Consent dan
Penanganannya: Keadaan Darurat Tanpa
Persetujuan Tertulis Keluarga

Studi kasus ini didasarkan pada skenario nyata
di instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit
rujukan, di mana seorang pasien korban
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kecelakaan lalu lintas parah berumur dua puluh
tahun dibawa oleh warga setempat tanpa identitas
resmi dan dalam kondisi tidak sadarkan diri.
Pemeriksaan Klinis primer menunjukkan pasien
mengalami syok hemoragik hebat yang dipicu oleh
trauma tumpul abdomen dengan kecurigaan kuat
terjadi ruptur lien masif. Dokter spesialis bedah
dan dokter spesialis anestesi yang bertugas menilai
bahwa pasien berada dalam Kkondisi terancam
jiwanya (imminent threat to life) dan harus segera
dipindahkan ke kamar operasi untuk menjalani
tindakan laparotomi cito guna menghentikan
perdarahan internal. Di saat yang sama, pihak
keluarga atau wali sah pasien sama sekali belum
dapat dihubungi atau dihadirkan di rumah sakit
karena kendala pencarian identitas oleh pihak
berwajib.

Tim dokter berada dalam situasi dilematis yang
sangat akut  antara kewajiban moral
menyelamatkan nyawa dengan risiko pelanggaran
hukum formal administrasi karena ketiadaan
dokumen informed consent tertulis. Berdasarkan
idealisme profesi untuk menolong sesama, tim
dokter memutuskan untuk segera melakukan
tindakan operasi darurat tanpa menunggu
kehadiran keluarga. Operasi berjalan dengan
sangat rumit dan tim bedah berhasil menghentikan
perdarahan di dalam rongga perut, namun akibat
syok hemoragik yang terlalu lama sebelum tiba di
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faskes, pasien mengalami kegagalan fungsi ginjal
akut pascaoperasi dan harus dirawat di unit
perawatan intensif dengan ketergantungan pada
alat bantu hidup. Tiga jam setelah operasi selesai,
orang tua pasien tiba di rumah sakit setelah
mendapatkan informasi dari kepolisian.

Melihat kondisi anaknya yang terbaring kritis
dengan berbagai selang medis, pihak keluarga
mengalami syok emosional yang hebat dan
langsung mengecam pihak rumah sakit.
Kemarahan keluarga memuncak saat mengetahui
bahwa tubuh anak mereka telah dibedah tanpa
adanya pemberitahuan atau persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari mereka selaku wali yang sah.
Keluarga, melalui penasihat hukumnya,
mengajukan tuntutan pidana kepada pihak
kepolisian dengan tuduhan penganiayaan berat
berencana sesuai Pasal 354 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan pelanggaran hak konsumen
jasa kesehatan. Dalil yang digunakan oleh pelapor
adalah bahwa dokter telah melakukan tindakan
invasi fisik yang radikal tanpa izin, yang dituduh
sebagai penyebab langsung dari timbulnya
komplikasi gagal ginjal pada anak mereka.

Penanganan terhadap sengketa hukum dan
komunikasi krisis ini wajib ditempuh secara
sistematis dengan mengintegrasikan doktrin
kedokteran kedaruratan dan perlindungan hukum
spesialis. Langkah penanganan hukum pertama
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adalah mematahkan dalil penganiayaan melalui
pembuktian adanya alasan pemaaf dan pembenar
dalam doktrin hukum kesehatan nasional. Tim
hukum rumah sakit harus menyerahkan dokumen
pembelaan materiil kepada penyidik yang
menegaskan bahwa dalam kondisi gawat darurat
medis yang mengancam nyawa, kewajiban untuk
mendapatkan informed consent tertulis secara
hukum dikecualikan atau implied consent dianggap
telah aktif demi hukum. Dokter memiliki
kewenangan dan kewajiban hukum untuk
bertindak langsung demi keselamatan pasien
(primum non nocere), dan tindakan tersebut
dilindungi oleh undang-undang kesehatan serta
hukum pidana umum sebagai bentuk pelaksanaan
kewajiban jabatan.

Langkah penanganan kedua difokuskan pada
manajemen komunikasi terapeutik pascakrisis
dengan pihak keluarga. Manajemen rumah sakit
harus segera memfasilitasi pertemuan terbuka di
ruang mediasi khusus, menghadirkan tim dokter
penanggung jawab pelayanan, komite etik, dan
didampingi  oleh  psikolog  klinis  untuk
menstabilkan kondisi emosional orang tua pasien.
Dalam dialog ini, dokter dilarang bersikap defensif
atau menyerang balik tuntutan keluarga. Dokter
wajib menguraikan kronologi kedatangan pasien
menggunakan bahasa analogi visual yang
sederhana, menggambarkan bahwa rongga perut
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pasien saat tiba dipenuhi oleh perdarahan hebat
dari limpa yang pecah. Dokter harus menjelaskan
secara jujur bahwa penundaan operasi selama tiga
puluh menit saja demi menunggu tanda tangan
keluarga akan berakibat pada kematian absolut
pasien di atas tempat tidur instalasi gawat darurat.
Komplikasi gagal ginjal harus dijelaskan sebagai
dampak biologis dari kekurangan cairan darah
yang parah sebelum operasi, bukan akibat dari
prosedur pembedahan itu sendiri.

Langkah penanganan ketiga adalah
pemenuhan kepatuhan administratif secara
retrospektif untuk mengamankan pembuktian di
peradilan. Meskipun persetujuan tidak didapatkan
di awal, tim dokter dan perawat wajib melengkapi
lembar catatan rekam medis gawat darurat dengan
menuliskan secara detail jam kedatangan, kondisi
kesadaran pasien, alasan klinis penetapan status
gawat darurat, serta dokumentasi upaya pencarian
keluarga yang gagal. Berita acara penundaan
informed consent karena kondisi darurat harus
dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh
dokter penanggung jawab serta dua orang saksi
internal rumah sakit saat itu juga. Begitu keluarga
tiba, dokter harus segera meminta keluarga
menandatangani lembar persetujuan susulan
sebagai bukti bahwa informasi pascatindakan telah
disampaikan dan dipahami dengan baik.
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Internalisasi dari studi kasus ini mewajibkan
seluruh civitas akademika pelayanan kesehatan
dan tenaga kependidikan untuk menguasai
prosedur operasional baku penanganan pasien
darurat tanpa identitas. Ketakutan akan tuntutan
hukum tidak boleh membuat dokter ragu atau
menunda tindakan penyelamatan nyawa, karena
keraguan di dalam ruang gawat darurat justru
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
pembiaran orang dalam keadaan bahaya. Melalui
penataan komunikasi dokumentatif yang presisi,
pengisian rekam medis yang jujur, serta
penyampaian  edukasi  pascaoperasi  yang
berempati, perlindungan hukum tenaga medis
dapat ditegakkan secara kokoh. Kasus ini
menegaskan bahwa kepatuhan administratif dan
keberanian moral medis dapat berjalan selaras di
bawah payung regulasi gawat darurat yang sah,
membentengi profesi dari ancaman kriminalisasi
yang tidak berdasar.
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BAB IV

ASPEK HUKUM REKAM MEDIS
DAN KOMUNIKASI
DOKUMENTATIF

4.1 Nilai Pembuktian Yuridis Rekam Medis
Elektronik dan Konvensional
Kedudukan formal rekam medis konvensional
dan Rekam Medis Elektronik (RME) dalam hukum
acara Indonesia menuntut pemahaman yang
cermat agar tidak disamakan secara mentah,
mengingat basis legislasi yang menaunginya
berbeda secara fundamental. Rekam medis
konvensional berbasis kertas secara klasik
diklasifikasikan sebagai Alat Bukti Surat
berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal
1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
Dokumen fisik ini mengandalkan manifestasi
visual berupa tulisan tangan atau cetakan statis
yang keabsahan formilnya melekat pada
keberadaan tanda tangan basah penanggung
jawabnya.
Sebaliknya, RME memperoleh validitas legal
sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
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Elektronik yang diakui sebagai perluasan alat bukti
petunjuk dalam ranah pidana serta alat bukti
tertulis yang sah dalam ranah perdata. Aspek
legalitas ini didasarkan pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana
telah diubah terakhir melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024, serta dioperasionalkan
secara spesifik dalam sektor kesehatan melalui
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun
2022 tentang Rekam Medis. Keberadaan regulasi
sektoral ini menegaskan bahwa RME memiliki
kekuatan hukum yang mandiri dan tidak lagi
dipandang sebagai sekadar salinan sekunder dari
dokumen fisik. Oleh karena itu, dalam proses
peradilan modern, bentuk digital dari RME dapat
diuji dan dinilai langsung oleh majelis hakim tanpa
adanya keharusan untuk melakukan konversi fisik
ke bentuk kertas (print-out), sepanjang sistem
elektronik yang memproduksinya dinyatakan
andal dan memenuhi syarat hukum.

Kekuatan pembuktian materiil dari kedua
bentuk dokumen medis ini diuji melalui tingkat
autentisitas informasi serta resistensinya terhadap
upaya manipulasi data pasca-tindakan medis (post-
factum  alteration). Pada rekam  medis
konvensional, tingkat kerentanan materiil
tergolong tinggi karena keterbatasan fisik medium
kertas yang mudah diubah, ditambahkan, maupun
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dikurangi melalui penulisan sisipan, penggunaan
cairan koreksi, hingga penggantian lembar
dokumen secara ilegal oleh oknum tidak
bertanggung jawab. Pembuktian otentisitas
dokumen kertas yang disengketakan dalam kasus
dugaan malapraktik medis membutuhkan proses
laboratorium forensik yang rumit untuk
memeriksa konsistensi jenis tinta, tingkat penuaan
kertas, serta analisis grafologi pada tanda tangan
manual guna memastikan tidak adanya pemalsuan.

RME memitigasi risiko manipulasi fisik
tersebut secara mutlak melalui fitur Audit Trail
(jejak audit) yang terintegrasi di dalam arsitektur
sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Setiap tindakan kedokteran yang dimasukkan,
diubah, atau dihapus akan dicatat secara otomatis
oleh sistem tanpa intervensi manual, lengkap
dengan parameter identitas unik pengguna (user
ID), alamat IP perangkat, serta stempel waktu
(timestamp) yang tersinkronisasi secara terpusat
dengan server utama. Karakteristik non-retroaktif
ini secara efektif menutup celah bagi praktik
manipulasi tanggal mundur (backdating) yang
sering menjadi modus operandi penyembunyian
kelalaian medis. Jika terjadi sengketa hukum di
pengadilan, ahli forensik digital dapat menarik log
aktivitas  tersebut secara instan  untuk
membuktikan secara empiris apakah catatan klinis
dimasukkan secara riil saat pelayanan berlangsung
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atau baru direkayasa setelah munculnya
komplikasi klinis atau tuntutan hukum dari pihak
pasien.

Aspek otentikasi menjadi penentu utama
apakah sebuah dokumen medis dapat mengikat
dan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna di muka sidang. Validitas rekam medis
konvensional bertumpu pada tanda tangan basah
atau paraf dokter yang sering kali sulit diverifikasi
keasliannya seiring berjalannya waktu, terutama
jika dokumen tersebut sudah berusia bertahun-
tahun atau melibatkan dokter yang sudah tidak
aktif. RME menyelesaikan kelemahan analog ini
dengan menerapkan Tanda Tangan Elektronik
(TTE) Tersertifikasi yang diterbitkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang
terakreditasi resmi oleh pemerintah.
Menggunakan teknologi kriptografi asimetris, TTE
mengunci data klinis pasien dengan identitas
digital dokter secara unik dan permanen.
Penerapan teknologi ini menghasilkan kekuatan
hukum yang bersifat mutlak karena memenuhi
asas non-repudiasi (non-repudiation), yang
membuat dokter tidak dapat menyangkal instruksi
medis atau diagnosis yang telah dikuncinya. Setiap
modifikasi ilegal yang terjadi pada RME pasca-
penandatanganan digital akan merusak integritas
segel kriptografis secara otomatis, sehingga hakim
dapat langsung mendeteksi kecacatan alat bukti
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tersebut dan menyatakan nilainya gugur demi
hukum.

Terakhir, nilai pembuktian yuridis kedua jenis
rekam medis ini sangat dipengaruhi oleh penilaian
hakim terhadap keandalan sistem
penyelenggaraan dan pengelolaannya sebelum
diajukan ke persidangan. Pada rekam medis
konvensional, keandalan dinilai dari kepatuhan
fisik terhadap standar manajemen pengarsipan
unit rekam medis, di mana risiko kerusakan akibat
faktor eksternal seperti kebakaran, banjir,
kelapukan kertas, maupun salah letak (misfiled)
dapat menurunkan probabilitas dokumen tersebut
dihadirkan sebagai alat bukti yang utuh dan valid.

Pada dimensi digital, keandalan RME tidak lagi
diukur dari ketahanan fisik mediumnya, melainkan
dari  Kepatuhan  Penyelenggaraan  Sistem
Elektronik (PSE) yang telah terdaftar resmi di
kementerian terkait serta memenuhi standar
teknis Kementerian Kesehatan. Standar keandalan
ini mencakup penerapan protokol enkripsi data
tingkat tinggi, prosedur cadangan data otomatis
(automated backup strategy), dan ketersediaan
rencana pemulihan bencana (disaster recovery
plan). Apabila dalam proses pembuktian di
persidangan terbukti bahwa sistem RME sebuah
fasilitas kesehatan tidak tersertifikasi, rentan
disusupi pihak luar, atau memiliki riwayat
kebocoran data akibat kelalaian sistemik, maka
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hakim memiliki wewenang penuh untuk
menurunkan derajat kekuatan pembuktian
materiil RME tersebut menjadi tidak mengikat
karena dinilai tidak memenuhi kriteria sistem
elektronik yang aman, tepercaya, dan andal
menurut undang-undang.

4.2 Kerahasiaan Data Medis dan Perlindungan Hak
Privasi Informasi Pasien
Kerahasiaan data medis merupakan salah satu
pilar fundamental dalam hubungan terapeutik
antara tenaga medis dan pasien yang memiliki
dimensi hukum serta etik yang sangat mendalam.
Dalam lanskap hukum Indonesia, perlindungan
terhadap data medis tidak lagi sekadar dipandang
sebagai kewajiban moral profesi kedokteran
melalui sumpah dokternya, melainkan telah
bertransformasi menjadi hak konstitusional yang
dilindungi secara ketat. Berdasarkan Pasal 28G
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya. Hak Kkonstitusional inilah yang
menjadi akar bagi lahirnya doktrin perlindungan
Hak Privasi Informasi Pasien (information privacy
right), yang mencakup hak individu untuk
menentukan informasi kesehatan apa saja dari
dirinya yang boleh dikumpulkan, disimpan,
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diproses, maupun disebarluaskan kepada pihak
ketiga.

Transformasi  digital melalui kewajiban
penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME)
membawa implikasi yuridis yang signifikan
terhadap perluasan definisi data medis itu sendiri.
Data medis tidak lagi terbatas pada catatan
diagnosis klinis dan resume medis konvensional,
melainkan telah diklasifikasikan sebagai Data
Pribadi Spesifik atau data sensitif berdasarkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Karakteristik
Khusus dari data pribadi spesifik ini terletak pada
potensi dampak yang ditimbulkannya; jika data
kesehatan ini mengalami kebocoran atau
disalahgunakan, risiko kerugian yang dialami
pasien jauh lebih besar dibandingkan kebocoran
data pribadi umum, mulai dari stigmatisasi sosial,
diskriminasi dalam pekerjaan atau asuransi,
hingga eksploitasi data untuk kejahatan siber
berbasis profil kesehatan. Oleh karena itu, undang-
undang menetapkan standar kepatuhan dan sanksi
hukum yang jauh lebih tinggi bagi fasilitas
pelayanan kesehatan yang bertindak sebagai
Pengendali Data Pribadi.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini diatur
secara sektoral melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
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Rekam Medis. Secara yuridis, seluruh informasi
yang tercantum dalam rekam medisbaik berupa
identitas pasien, riwayat anamnesis, hasil
pemeriksaan penunjang, hingga rencana tata
laksana medisbersifat rahasia dan dimiliki secara
hakiki oleh pasien selaku subjek data. Fasilitas
pelayanan kesehatan hanya bertindak sebagai
pemilik sah atas medium fisik atau sistem
elektronik pengelola data tersebut. Rahasia
kedokteran ini hanya dapat dibuka berdasarkan
pengecualian hukum yang sah (lawful basis for
processing), yang meliputi persetujuan tertulis dari
pasien sendiri, kepentingan penegakan hukum atas
perintah hakim, tuntutan keadilan dalam sidang
sengketa medis, kepentingan penelitian akademis
tanpa membuka identitas, atau demi keselamatan
publik dalam menghadapi situasi wabah atau
kedaruratan kesehatan masyarakat. Di luar
pengecualian yang diatur secara limitatif tersebut,
setiap tindakan membuka rahasia medis tanpa izin
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Aspek perlindungan hak privasi pasien pada
era digital RME menuntut penerapan sistem
keamanan berlapis guna menjamin tiga prinsip
utama data, yaitu kerahasiaan (confidentiality),
integritas (integrity), dan ketersediaan
(availability). Rumah sakit wajib
mengimplementasikan Kontrol Akses Berbasis
Peran (Role-Based Access Control) secara ketat di
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dalam sistem elektroniknya. Prinsip ini
memastikan bahwa tidak semua personel di rumah
sakit memiliki hak akses universal terhadap berkas
digital pasien; dokter spesialis hanya dapat
mengakses data pasien yang berada di bawah
pengawasannya, perawat hanya melihat instruksi
klinis spesifik, dan bagian administrasi keuangan
hanya diizinkan melihat lembar tarif tanpa
mengetahui detail sensitif rekam medis Kklinis
pasien. Setiap akses ilegal yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan atau staf internal tanpa adanya
indikasi klinis yang sah merupakan bentuk
pelanggaran etika sekaligus pelanggaran hukum
serius terhadap hak privasi yang dapat berujung
pada gugatan perdata berupa ganti rugi.

Lebih jauh lagi, tanggung jawab hukum fasilitas
pelayanan kesehatan semakin dipertegas apabila
terjadi insiden kegagalan pelindungan data pribadi
berupa kebocoran data medis akibat serangan
siber atau kelemahan sistem internal. Berdasarkan
ketentuan UU PDP, jika terjadi kebocoran data,
Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis secara resmi dalam waktu
maksimal 3 x 24 jam kepada subjek data (pasien)
dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.
Kegagalan rumah sakit dalam menyediakan sistem
keamanan yang andal, tidak melakukan enkripsi
pada data medis yang disimpan (data at rest)
maupun yang ditransmisikan (data in transit), atau
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lalai dalam merespons kebocoran data, dapat
memicu dijatuhkannya sanksi administratif yang
berat, mulai dari denda material yang sangat besar
hingga pembekuan izin operasional fasilitas
kesehatan tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, pasien yang
hak privasi informasinya dilanggar akibat
kebocoran data medis memiliki hak penuh untuk
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 BW guna menuntut ganti
kerugian materiil dan immateriil atas kerugian
psikologis atau hilangnya reputasi yang
dideritanya. Dengan demikian, integrasi hukum
pelindungan data pribadi ke dalam operasional
pelayanan medis bukan lagi sekadar aspek
penunjang, melainkan instrumen hukum utama
yang mengikat fasilitas pelayanan kesehatan untuk
melindungi martabat manusia dan hak privasi
pasien secara utuh di era digital.

4.3 Hak Akses Isi Rekam Medis: Batasan Hukum
bagi Pasien dan Pihak Ketiga

Pengaturan mengenai hak akses terhadap isi

rekam medis menempati posisi krusial dalam

hukum kesehatan karena mempertemukan dua

kepentingan hukum yang saling bersinggungan,

yaitu hak atas informasi yang dimiliki oleh subjek

data dan kewajiban menjaga kerahasiaan yang

dibebankan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
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Di Indonesia, dualisme sifat rekam medis ini
ditegaskan secara limitatif dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun
2022 tentang Rekam Medis. Secara yuridis,
terdapat pemisahan hakiki antara kepemilikan
medium dengan kepemilikan informasi. Fasilitas
pelayanan kesehatan bertindak sebagai pemilik
sah atas berkas fisik atau sistem aplikasi Rekam
Medis Elektronik (RME) sebagai aset operasional
institusi.

Sebaliknya, isi atau informasi klinis yang
terkandung di dalam rekam medis tersebut
sepenuhnya merupakan milik pasien selaku subjek
data. Pemisahan konseptual ini melahirkan hak
bagi pasien untuk mengakses, mengetahui, dan
mendapatkan salinan dari isi rekam medis
miliknya. Namun, hak akses ini tidak bersifat
mutlak tanpa batas, melainkan dikendalikan oleh
seperangkat aturan prosedural dan substantif guna
mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi
medis yang dapat merugikan kepentingan hukum
pasien, tenaga medis, maupun pihak ketiga.

Batasan hukum bagi pasien dalam mengakses
rekam medisnya diatur melalui mekanisme
pemberian resume medis atau salinan dokumen
klinis tertentu, bukan penyerahan berkas mentah
atau hak untuk mengubah catatan medis secara
sepihak. Pasien memiliki hak penuh untuk
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mendapatkan  ringkasan  perawatan, hasil
pemeriksaan laboratorium, laporan operasi, dan
resep obat yang telah diberikan selama proses
pelayanan kesehatan. Hak akses ini bertujuan
untuk menjamin transparansi medis, memfasilitasi
hak pasien untuk mencari pendapat kedua (second
opinion), serta mendukung kelanjutan perawatan
di fasilitas kesehatan lain.

Kendati demikian, pasien tidak diperkenankan
melakukan intervensi langsung untuk menghapus
atau memodifikasi catatan diagnosis klinis yang
telah dimasukkan oleh dokter penanggung jawab
pelayanan (DPJP). Apabila terdapat
ketidaksesuaian data demografis atau kekeliruan
administratif, = pasien berhak  mengajukan
perbaikan melalui mekanisme pemutakhiran data
pribadi yang sah sesuai dengan prinsip hukum
pelindungan data pribadi. Hal ini dilakukan demi
menjaga integritas dokumen medis yang berfungsi
sebagai alat bukti hukum utama di kemudian hari.
Pembatasan ini sangat penting agar objektivitas
catatan medis sebagai rekam jejak ilmiah klinis
tetap terjaga dan terbebas dari tekanan subjektif di
luar pertimbangan medis.

Dimensi hukum yang jauh lebih ketat dan
memiliki risiko sengketa tinggi terletak pada
batasan akses bagi pihak ketiga terhadap isi rekam
medis pasien. Pihak ketiga, yang meliputi keluarga
kandung, perusahaan asuransi, pemberi Kkerja,
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institusi pendidikan, hingga aparat penegak
hukum, pada prinsipnya dilarang keras mengakses
rahasia medis pasien tanpa adanya dasar hukum
yang sah (lawful basis). Pintu masuk utama bagi
pihak ketiga untuk mendapatkan akses adalah
adanya Persetujuan Tertulis dari Pasien yang
diberikan secara sadar, spesifik, dan tanpa
paksaan. Dalam praktik klaim asuransi kesehatan
atau pemeriksaan kebugaran kerja (medical check-
up), perusahaan asuransi atau pemberi kerja wajib
melampirkan klausul persetujuan tertulis yang
ditandatangani oleh pasien sebagai bukti otentik
pengalihan hak akses informasi. Tanpa adanya
dokumen persetujuan ini, fasilitas pelayanan
kesehatan yang membuka atau memberikan
salinan rekam medis kepada pihak Kketiga
dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat
terhadap rahasia kedokteran dan dapat dituntut
secara perdata atas perbuatan melawan hukum
serta dikenakan sanksi administratif berupa
pencabutan izin operasional.

Selain persetujuan tertulis dari pasien, hukum
memberikan pengecualian terbatas di mana rekam
medis dapat diakses oleh pihak ketiga tanpa izin
subjek data, yang secara khusus diatur demi
kepentingan umum dan penegakan keadilan.
Aparat penegak hukum seperti penyidik
kepolisian, jaksa penuntut umum, dan majelis
hakim dapat mengakses isi rekam medis yang
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relevan dengan suatu perkara hukum, dengan
syarat wajib menunjukkan surat perintah resmi
atau penetapan pengadilan yang sah. Pengecualian
ini didasarkan pada asas hukum salus populi
suprema lex esto, di mana kepentingan penegakan
hukum pidana dan keadilan peradilan
mengesampingkan hak privasi individu dalam
batas-batas yang diperlukan.

Di samping penegakan hukum, akses tanpa
persetujuan juga dimungkinkan untuk
kepentingan penanggulangan wabah penyakit
menular, audit medis nasional yang diwajibkan
oleh kementerian kesehatan, serta kepentingan
pendidikan dan penelitian akademis. Pada
pemanfaatan data untuk riset dan pendidikan,
fasilitas  pelayanan  kesehatan  diwajibkan
melakukan prosedur Anonimisasi Data secara
ketat, yaitu dengan menghapus seluruh elemen
identitas personal pasien seperti nama, alamat,
dan nomor rekam medis, sehingga data yang
diakses oleh pihak ketiga murni berupa data klinis
objektif yang tidak dapat dilacak kembali ke subjek
pribadinya. Melalui pembatasan dan pengawasan
ketat ini, hukum berusaha menciptakan
keseimbangan yang adil antara perlindungan
privasi individu dan pemenuhan kepentingan
publik yang mendesak.
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4.4 Kegagalan Pencatatan Medis sebagai Pintu
Masuk Kelalaian Administrasi
Kegagalan pencatatan medis, baik berupa
ketidaklengkapan, keterlambatan  pengisian,
maupun ketidakakuratan data klinis, bukan lagi
sekadar dipandang sebagai kecerobohan teknis
operasional, melainkan sebuah pintu masuk yang
nyata bagi terciptanya kelalaian administrasi
hukum yang sistemik di fasilitas pelayanan
kesehatan. Dalam doktrin hukum kesehatan,
rekam medis berfungsi sebagai cerminan objektif
dari seluruh tindakan medis dan paradigma good
clinical governance. Ketika seorang tenaga medis
atau fasilitas kesehatan gagal menyelenggarakan
pencatatan yang tertib, sinkron, dan komprehensif,
terjadi distorsi kronologis dan asimetri informasi
yang merusak validitas formal maupun materiil
dari dokumen tersebut. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun
2022 tentang Rekam Medis, kewajiban pencatatan
merupakan aspek imperatif yang melekat pada izin
operasional institusi dan izin praktik tenaga medis.
Pengabaian terhadap aspek ini secara otomatis
menempatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam
posisi rentan terhadap jerat hukum kedaruratan
administrasi karena dinilai gagal menyediakan
sistem pembuktian internal yang andal.
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Secara yuridis, kegagalan pencatatan medis
menimbulkan dampak berantai yang merusak
integritas informasi birokrasi di luar ranah Klinis,
seperti pada sektor industri asuransi jiwa dan
jaminan kesehatan masyarakat. Cacat dokumentasi
berupa ketidaksesuaian stempel waktu
(timestamp), diagnosis yang menggantung, atau
pengisian catatan perkembangan pasien
terintegrasi (CPPT) yang tidak runtut menciptakan
celah hukum yang memicu munculnya risiko moral
(moral hazard) dan sengketa Kklaim yang
berkepanjangan. Kegagalan administrasi ini sering
kali berwujud asimetri informasi di mana pihak
penanggung asuransi tidak dapat memverifikasi
validitas klaim akibat ketiadaan rekam jejak klinis
yang kredibel, yang pada akhirnya mengakibatkan
kerugian finansial masif dan litigasi multisektoral.
Hakim di pengadilan perdata cenderung
menggunakan asas res ipsa loquitur (fakta yang
berbicara sendiri) atau menyimpulkan bahwa
ketiadaan catatan medis atas suatu tindakan
adalah bukti kuat bahwa tindakan tersebut
memang tidak pernah dilakukan atau dilakukan di
bawah standar baku pelayanan, sehingga beban
pembuktian terbalik sepenuhnya bergeser untuk
memberatkan pihak rumah sakit.

Lebih jauh lagi, kegagalan pencatatan medis
elektronik (RME) maupun konvensional dalam
konteks komunikasi hukum bertindak sebagai
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pelemah utama bagi hak imunitas yang dimiliki
oleh tenaga medis. Hak imunitas hukum dokter
dalam menjalankan profesinya hanya tegak apabila
tindakan yang diambil bersandar pada pemenuhan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional yang terdokumentasi secara
sempurna. Ketika terjadi diskoneksi atau
hambatan komunikasi administratif antara apa
yang diputuskan di ruang operasi dengan apa yang
tersimpan dalam server RME, muncul cacat formil
yang mendelegitimasi legalitas tindakan medis
tersebut. Kegagalan sistemik ini mencakup
ketiadaan jejak audit (audit trail) yang valid,
pengisian resume medis yang melewati batas
waktu kritis, atau kelalaian dalam membubuhkan
Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada
setiap ordo klinis. Di hadapan hukum, kekosongan
catatan atau asinkronisasi dokumen resmi ini
dianggap sebagai bentuk kelalaian administrasi
nyata (administrative negligence) yang secara
mandiri dapat membatalkan pembelaan tenaga
medis dari tuduhan malapraktik, meskipun secara
teknis medis tindakan pengobatan yang dilakukan
sudah benar dan sesuai keahliannya.

Mitigasi terhadap risiko hukum yang lahir dari
pintu masuk kelalaian administrasi ini menuntut
penegakan standar komunikasi hukum yang ketat
dan implementasi protokol verifikasi berlapis di
seluruh lini fasilitas kesehatan. Manajemen rumah
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sakit tidak boleh hanya berfokus pada kecanggihan
infrastruktur teknologi RME, melainkan wajib
membangun budaya kepatuhan administratif
melalui audit medis berkala dan pembatasan akses
kontrol yang ketat guna menjaga integritas
dokumen. Setiap elemen data yang dimasukkan
harus terbebas dari distorsi temporal untuk
memastikan bahwa sinyal hukum yang
dipancarkan oleh dokumen rekam medis bernilai
mutlak sebagai alat bukti utama (prima facie
evidence). Penanganan administratif yang
komprehensif, mulai dari kedisiplinan pengisian
catatan cito hingga sinkronisasi data demografis
pasien, merupakan benteng pertahanan hukum
esensial. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen pelindungan hukum internal bagi
institusi dan tenaga medis dari ancaman sanksi
pencabutan izin, tetapi juga menjadi garansi bagi
perlindungan hak privasi serta keselamatan
hukum pasien secara menyeluruh di era disrupsi
informasi kesehatan digital.

4.5 Studi Kasus Rekam Medis dan Penanganannya:
Kebocoran Data Pasien di Platform Digital
faskes

Insiden kegagalan pelindungan data pribadi
dalam ekosistem kesehatan digital merupakan
salah satu ancaman paling nyata yang dihadapi
oleh fasilitas pelayanan kesehatan modern di
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Indonesia. Ketika sistem informasi manajemen
rumabh sakit atau platform Rekam Medis Elektronik
(RME) terintegrasi mengalami peretasan, dampak
hukum, sosial, dan finansial yang ditimbulkan
bersifat masif dan berantai. Sebagai ilustrasi kasus
riil, sebuah fasilitas pelayanan kesehatan sekunder
berskala besar mengalami serangan siber berupa
infiltrasi ransomware dan eksfiltrasi data pada
pangkalan data utama mereka. Serangan ini
mengakibatkan lebih dari seratus ribu berkas
digital rekam medis pasien berhasil diunduh
secara ilegal dan sebagian di antaranya diekspos di
forum gelap internet untuk tujuan pemerasan.
Berkas yang bocor tidak hanya memuat data
demografis umum seperti nama, nomor induk
kependudukan, dan alamat, melainkan juga data
medis spesifik yang sangat sensitif, termasuk
riwayat penyakit menular, catatan penanganan
kesehatan mental, hingga status rekam medis anak
dan keluarga.

Kegagalan pelindungan data ini segera memicu
krisis multi-dimensi di dalam tata kelola fasilitas
kesehatan tersebut. Dari perspektif analisis
teoretis hukum, insiden ini menempatkan fasilitas
pelayanan kesehatan dalam posisi pelanggaran
serius terhadap kewajiban imperatif yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
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Kesehatan. Sebagai Pengendali Data Pribadi,
fasilitas kesehatan tersebut dinilai gagal
menerapkan asas keamanan (security principle)
dan standardisasi keandalan teknologi informasi
yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Kebocoran ini
menciptakan asimetri informasi dan
menghancurkan epistemic trust atau kepercayaan
publik yang mendalam terhadap kerahasiaan
hubungan terapeutik antara dokter dan pasien.
Hakim dalam kerangka pembuktian hukum
perdata dapat mengidentifikasi unsur kelalaian
nyata karena ketiadaan enkripsi tingkat tinggi pada
data yang disimpan dan ditransmisikan, sehingga
beban tanggung jawab hukum  perdata
berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam
Pasal 1365 BW sepenuhnya melekat pada
korporasi fasilitas kesehatan.

Langkah penanganan pertama yang wajib
ditempuh secara administratif dan hukum segera
setelah insiden terdeteksi adalah mengaktifkan
protokol manajemen krisis pemulihan kedaruratan
siber. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU PDP,
fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban
hukum yang  bersifat mengikat  untuk
menyampaikan pemberitahuan tertulis resmi
dalam waktu maksimal 3 x 24 jam. Notifikasi resmi
ini wajib dikirimkan secara paralel kepada dua
pihak, yaitu kepada lembaga pengawas
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pelindungan data pribadi yang berwenang dan
kepada seluruh subjek data atau pasien yang
terdampak Kkebocoran tersebut. Pemberitahuan
tertulis ini harus memuat informasi yang jelas
mengenai jenis data pribadi spesifik yang
terkompromi, perkiraan waktu terjadinya
peretasan, langkah mitigasi yang sedang dijalankan
oleh tim teknologi informasi rumah sakit, serta
kanal komunikasi khusus yang dapat dihubungi
oleh pasien wuntuk meminimalisasi dampak

kerugian lanjutan. Keterlambatan atau
kesengajaan untuk menutupi insiden ini dari
publik berkonsekuensi langsung pada

dijatuhkannya sanksi administratif berlapis berupa
denda material yang sangat tinggi hingga
pembekuan total izin operasional fasilitas
pelayanan kesehatan oleh kementerian terkait.
Secara simultan, tim penanganan Kkrisis yang
terdiri dari manajer pelayanan medis, komite
medik, unit hukum, dan ahli forensik digital harus
melakukan isolasi ketat terhadap sistem elektronik
yang terinfeksi guna mencegah penyebaran
malware ke sub-sistem lain. Langkah teknis
forensik digital segera diambil untuk menarik dan
menganalisis jejak audit (audit trail) serta log
aktivitas server guna mengidentifikasi titik masuk
(entry point) yang digunakan oleh peretas.
Pemulihan data dilakukan melalui pemanfaatan
cadangan data otomatis (automated backup) yang
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tersimpan dalam server terpisah yang tidak
terinfeksi, dengan memastikan bahwa seluruh data
medis yang dipulihkan telah melalui proses
enkripsi penuh. Bersamaan dengan itu, rumah
sakit wajib berkoordinasi dan melaporkan insiden
siber ini kepada Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) serta penyidik kepolisian dari unit
kejahatan  siber untuk memulai proses
penyelidikan pidana terhadap pelaku peretasan
eksternal, sehingga institusi memiliki dasar
pembuktian yang kuat bahwa mereka juga
merupakan korban dari tindakan kriminal siber.
Dimensi penanganan yang tidak kalah krusial
adalah manajemen komunikasi publik dan strategi
mitigasi risiko reputasi institusi. Hubungan
masyarakat fasilitas kesehatan wajib menerapkan
pendekatan yang transparan, empatik, dan non-
patronizing dalam setiap pernyataan resmi, tanpa
menunjukkan kesan defensif atau menyalahkan
keterbatasan teknologi. Fasilitas kesehatan harus
mendirikan posko layanan informasi khusus yang
berfungsi membantu pasien melakukan verifikasi
mandiri apakah data mereka termasuk dalam
komponen yang bocor, serta memberikan panduan
mitigasi keamanan digital secara personal, seperti
instruksi pembaruan kata sandi berkala pada
aplikasi  kesehatan mandiri milik pasien.
Penanganan administratif yang komprehensif,
cepat, dan akuntabel ini menjadi instrumen
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mitigasi hukum paling vital untuk meredam
gelombang gugatan perdata kelompok (class
action) dari masyarakat, sekaligus membuktikan di
hadapan majelis hakim kelak bahwa manajemen
fasilitas pelayanan kesehatan telah melakukan
upaya terbaik yang rasional (due diligence) dalam
meminimalkan kerugian immateriil serta menjaga
martabat dan privasi pasien di tengah disrupsi
siber.
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BAB V

DISTORSI KOMUNIKASI DAN
KONSTRUKSI KEGAGALAN
HUBUNGAN TERAPEUTIK

5.1 Jenis-Jenis Hambatan Komunikasi Klinis:
Semantik, Psikologis, dan Kultural
Hambatan  komunikasi  klinis  (clinical
communication barriers) merupakan distorsi atau
gangguan sistemik yang terjadi dalam proses
penyampaian pesan antara tenaga kesehatan dan
pasien, yang secara langsung berpotensi
menurunkan kualitas diagnosis, efektivitas terapi,
hingga keselamatan hukum para pihak. Dalam
konteks pelayanan medis, komunikasi bukan
sekadar aktivitas pertukaran informasi sosial,
melainkan sebuah instrumen klinis kedokteran
yang bersifat imperatif untuk mentransmisikan
makna klinis secara presisi. Kegagalan dalam
transmisi makna ini melahirkan asimetri informasi
yang tajam, di mana distorsi yang terjadi dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga domain hambatan
utama, yaitu hambatan semantik, hambatan
psikologis, dan hambatan kultural. Ketiga dimensi
hambatan ini tidak berdiri sendiri secara terpisah,
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melainkan sering kali saling berkelindan dan
berakumulasi  membentuk  sebuah  ruang
komunikasi yang opak, yang pada akhirnya
memicu  Kesalahpahaman fatal, penolakan
tindakan medis, hingga gugatan hukum atas
dugaan malapraktik akibat kegagalan pemenuhan
informed consent.

Hambatan semantik menduduki posisi
pertama sebagai pemicu utama distorsi linguistik
akibat adanya jurang perbedaan interpretasi
simbol dan kosakata antara dokter dan pasien.
Dalam dunia kedokteran, bahasa medis
berkembang sebagai bahasa esoterik yang sarat
akan istilah teknis ilmiah (medical jargon) yang
bertujuan untuk menjaga akurasi antarsejawat,
namun menjadi sangat asing bagi masyarakat
awam. Hambatan ini muncul ketika tenaga medis
menggunakan istilah-istilah seperti miokard infark
untuk menggambarkan serangan jantung, edema
untuk pembengkakan, atau lesi untuk luka, tanpa
melakukan dekonstruksi bahasa ke dalam bentuk
yang komunikatif. Akibatnya, pasien menangkap
kode bahasa tersebut dengan makna yang kabur
atau bahkan keliru. Kesalahan interpretasi makna
simbol ini berakibat fatal pada kepatuhan pasien
dalam mengonsumsi obat atau memahami risiko
operasi yang dijelaskan. Ketidakmampuan
menerjemahkan nomenklatur klinis ke dalam
bahasa universal yang mudah dipahami non-native
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speaker atau masyarakat awam menciptakan ilusi
pemahaman, di mana pasien menyatakan setuju
atas suatu tindakan medis semata-mata karena
tunduk pada otoritas keilmuan dokter, bukan
karena  benar-benar memahami implikasi
klinisnya.

Dimensi hambatan kedua adalah hambatan
psikologis, yang bersumber dari kondisi emosional,
kecemasan akut, serta prasangka subjektif yang
menutup ruang dialog rasional antara subjek
hukum di dalam fasilitas kesehatan. Pasien yang
memasuki lingkungan klinis, terutama di instalasi
gawat darurat atau ruang perawatan intensif,
secara alamiah berada dalam kondisi kerentanan
psikologis yang tinggi akibat rasa takut akan
kematian, kecacatan, atau beban finansial. Kondisi
stres emosional ini memicu mekanisme
pertahanan diri psikologis (psychological defense
mechanism) yang secara signifikan menurunkan
kapasitas  kognitif = untuk  mendekodifikasi
informasi yang disampaikan oleh tenaga
kesehatan. Sinyal-sinyal penjelasan medis yang
bersifat kompleks sering kali terabaikan atau
terdistorsi oleh kecemasan internal pasien.
Sebaliknya, hambatan psikologis juga dapat terjadi
dari sisi tenaga medis yang mengalami kejenuhan
kerja (burnout) atau memiliki sikap paternalistik
yang kaku, sehingga memandang pertanyaan
pasien sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap
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kompetensi mereka. Ketegangan psikologis yang
tidak termitigasi ini menciptakan jarak komunikasi
yang dingin dan transaksional, menghancurkan
empati klinis, dan mengubah interaksi terapeutik
menjadi ruang Kkonfrontasi terselubung yang
sangat rentan berujung pada konflik hukum.
Hambatan kultural melengkapi kompleksitas
distorsi klinis ini melalui perbedaan latar belakang
norma, nilai, kepercayaan, dan tradisi lokal yang
memengaruhi cara individu mempersepsikan
konsep sehat, sakit, serta otoritas medis. Di tengah
masyarakat Indonesia yang bercorak multikultural,
hambatan ini sering kali memanifestasikan diri
dalam bentuk resistensi terhadap prosedur medis
modern yang dianggap bertentangan dengan
kosmologi kepercayaan lokal atau tabu kultural.
Sebagai contoh, penyampaian informasi mengenai
penyakit terminal atau reproduksi sering kali
terbentur pada dinding risih dan batasan adat yang
melarang pembicaraan terbuka mengenai organ
tubuh tertentu. Selain itu, perbedaan bahasa
daerah dan dialek lokal dapat memicu salah paham
struktural terkait tingkat keparahan penyakit.
Tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi
kultural  (cultural competence) cenderung
melakukan  generalisasi dan  memaksakan
paradigma medis barat tanpa melakukan
pendekatan persuasif terhadap sistem nilai yang
dianut pasien. Pola komunikasi yang abai terhadap
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sensitivitas kultural ini tidak hanya melukai
martabat personal pasien, tetapi juga secara
langsung mendorong pasien untuk keluar dari
sistem perawatan medis resmi dan beralih ke
pengobatan alternatif yang tidak terstandardisasi,
yang pada gilirannya memperbesar risiko fatalitas
Kklinis.

Mitigasi yang komprehensif terhadap ketiga
jenis hambatan komunikasi klinis ini menuntut
adanya reorientasi radikal dalam kurikulum
pendidikan  kedokteran @~ dan  manajemen
operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga
medis wajib dilatih untuk memiliki keterampilan
komunikasi terapeutik multidisiplin yang adaptif,
yang mampu mendeteksi hambatan semantik
melalui teknik verifikasi pemahaman ulang (teach-
back method) guna memastikan pasien telah
mendekodifikasi informasi secara tepat. Dari aspek
psikologis, penciptaan lingkungan klinis yang
empatik, tenang, dan suportif menjadi prasyarat
mutlak untuk menurunkan tingkat kortisol dan
kecemasan pasien sebelum keputusan medis
krusial diambil. Secara administratif, rumah sakit
harus menyediakan layanan penerjemah bahasa
daerah dan panduan informasi visual yang telah
diselaraskan dengan Kkarakteristik  kultural
masyarakat setempat untuk menjembatani jurang
tradisi. Penanganan hambatan komunikasi secara
sistematis, terukur, dan berkelanjutan ini
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merupakan instrumen hukum dan klinis paling
vital untuk mengeliminasi asimetri informasi,
menjamin keabsahan persetujuan tindakan medis
secara substantif, serta melindungi keselamatan
hidup pasien dan kepastian hukum tenaga
kesehatan dari risiko sengketa medis di era digital.

5.2 Asimetri Informasi antara Tenaga Medis,
Pasien, dan Keluarga Pasien
Asimetri informasi dalam ekosistem pelayanan
kesehatan merupakan kondisi timpang di mana
salah satu pihak memiliki kuantitas dan kualitas
informasi yang jauh lebih superior dibandingkan
pihak lainnya, sehingga menciptakan distorsi
dalam pengambilan keputusan medis maupun
hukum. Dalam interaksi klinis, posisi tenaga medis
secara alamiah bertindak sebagai pemegang
otoritas pengetahuan ilmiah kedokteran yang
menguasai data patologis, prognosis, serta risiko
tata laksana klinis secara mendalam. Sebaliknya,
pasien dan keluarga pasien berada pada posisi
subordinat yang serba terbatas karena tidak
memiliki latar belakang keilmuan medik formal,
sehingga sangat bergantung penuh pada kejujuran
dan transparansi informasi yang dialirkan oleh
dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP).
Ketimpangan ini bukan sekadar sebuah fenomena
sosiologis klinis yang wajar, melainkan sebuah
problem yuridis struktural yang apabila tidak
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dikelola melalui saluran komunikasi yang
berkeadilan, akan menjadi akar utama runtuhnya
kepercayaan etis (epistemic trust), terjadinya salah
pilih tindakan (adverse selection), dan munculnya
risiko moral (moral hazard) yang memicu
terjadinya sengketa medis berat.

Dinamika asimetri informasi ini menjadi jauh
lebih kompleks ketika melibatkan Kkonstelasi
triadik antara tenaga medis, pasien, dan pihak
keluarga pasien. Dalam banyak kasus di Indonesia,
keluarga sering kali memegang kendali dominan
dalam proses pengambilan keputusan medis
(shared decision-making), bahkan terkadang
melakukan intervensi yang melampaui hak
otonomi legal yang dimiliki oleh pasien itu sendiri.
Hambatan komunikasi administratif hukum dan
distorsi informasi kerap terjadi ketika dokter
terjebak dalam dilema penyampaian kebenaran
(truth-telling); di satu sisi berkewajiban
menyampaikan kondisi klinis yang jujur kepada
pasien, namun di sisi lain dihadapkan pada
desakan keluarga untuk menyembunyikan
diagnosis penyakit terminal demi alasan psikologis
pasien. Diskoneksi informasi ini memicu lahirnya
communication noise yang sangat bising, di mana
pesan medis yang esensial mengalami
penyaringan, reduksi, atau bahkan manipulasi
makna sebelum sampai ke telinga pasien.
Akibatnya, persetujuan tindakan kedokteran
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(informed consent) yang ditandatangani di atas
kertas kehilangan substansi materiilnya dan
berubah wujud menjadi sekadar formalitas
birokrasi yang cacat hukum karena tidak
didasarkan pada pemahaman yang utuh dan
simetris dari seluruh subjek hukum yang terlibat.

Dari  perspektif teoretis hukum dan
komunikasi, kegagalan dalam menyelaraskan arus
informasi ini bertindak sebagai pelemah utama
bagi fungsi pelindungan dokumen medis sebagai
pembawa sinyal hukum yang sah. Ketika rekam
medis  elektronik (RME) atau dokumen
konvensional mencatat instruksi medis secara
sepihak tanpa adanya konfirmasi pemahaman yang
selaras dari sisi pasien dan keluarga, integritas
pesan hukum tersebut menjadi rapuh. Benturan
hak sering kali pecah di persidangan ketika
keluarga pasien menggugat rumah sakit atas
dugaan kelalaian medis, dengan dasar argumen
bahwa mereka tidak pernah diberikan gambaran
yang setara mengenai efek samping fatal dari suatu
prosedur invasif. Hakim dalam menilai sengketa
semacam ini tidak lagi hanya terpaku pada
keberadaan tanda tangan fisik pada formulir
persetujuan, melainkan melakukan pelacakan
mendalam terhadap proses signaling informasi
yang terjadi selama fase pra-tindakan. Jika terbukti
terjadi penyembunyian fakta klinis atau
penyampaian informasi yang tergesa-gesa yang
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memanfaatkan Kketidaktahuan pasien, majelis
hakim dapat menyatakan bahwa fasilitas
kesehatan telah melakukan kelalaian administrasi
nyata (administrative  negligence) akibat
pembiaran asimetri informasi yang merugikan
hak-hak konsumen jasa kesehatan.

Penanganan komprehensif untuk mereduksi
jurang asimetri informasi ini menuntut
restrukturisasi total pada protokol komunikasi
klinis dan penegakan standar transparansi
administrasi di seluruh lini fasilitas pelayanan
kesehatan. Manajemen rumah sakit wajib
mengimplementasikan sistem komunikasi
berbasis  Verifikasi Pesan  Berlapis yang
memposisikan pasien dan keluarga sebagai mitra
dialog yang setara, bukan sekadar objek penerima
instruksi paternalistik. Setiap penjelasan mengenai
diagnosis, alternatif terapi, risiko komplikasi,
hingga estimasi biaya harus disampaikan melalui
alat bantu visual yang terstandardisasi dan bebas
dari bias jargon esoterik, serta didokumentasikan
secara kronologis dalam catatan perkembangan
pasien terintegrasi (CPPT). Langkah penanganan
hukum dan administratif yang konkret, mulai dari
penyediaan ruang konseling khusus yang
representatif hingga penegakan sanksi internal
bagi tenaga medis yang enggan melakukan edukasi
secara memadai, merupakan benteng pertahanan
esensial. Upaya sistemik ini tidak hanya berfungsi
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sebagai instrumen mitigasi risiko litigasi bagi
institusi kesehatan, melainkan menjadi jaminan
mutlak bagi pemenuhan hak atas informasi publik,
perlindungan hak privasi, serta penegakan harkat
dan martabat kemanusiaan pasien secara
berkeadilan di era disrupsi informasi kesehatan
modern.

5.3 Fenomena Ekspektasi Berlebih (Over-
Expectation) vs Ketidakpastian Medis
(Scientific Uncertainty)

Benturan antara ekspektasi berlebih (over-
expectation) dari masyarakat dan ketidakpastian
ilmiah (scientific uncertainty) yang melekat pada
dunia kedokteran merupakan salah satu pemicu
paling krusial bagi lahirnya sengketa medis dan
runtuhnya hubungan terapeutik. Di era disrupsi
digital, masyarakat mengalami pergeseran
paradigma dalam memandang komoditas
pelayanan kesehatan. Tersedianya arus informasi
yang masif melalui platform digital sering Kkali
memunculkan ilusi pengetahuan, di mana pasien
dan keluarganya merasa telah memahami seluk-
beluk penyakit hanya dengan membaca ringkasan
klinis di internet. Fenomena ini melahirkan
tuntutan komersial yang tidak realistis, di mana
institusi medis dipandang layaknya sebuah
industri manufaktur yang wajib menjamin hasil
akhir berupa kesembuhan mutlak 100 persen.
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Pandangan materialistis ini mengabaikan sifat
dasar ilmu kedokteran yang bukan merupakan
ilmu pasti, melainkan ilmu probabilitas yang
senantiasa berhadapan dengan keterbatasan
bawaan dari tubuh manusia dan variabilitas
biologis yang tidak dapat diprediksi secara
matematis.

Ketidakpastian ilmiah dalam dunia medis
memanifestasikan diri dalam berbagai dimensi
patologis, mulai dari variasi respons individual
terhadap obat, anomali anatomi, hingga
keterbatasan akurasi alat diagnostik yang
mutakhir sekalipun. Setiap tindakan medis, sekecil
apa pun itu, selalu membawa risiko inheren
(inherent risk) yang secara ilmiah tidak dapat
dieliminasi sepenuhnya oleh keahlian tertinggi
seorang dokter. Ketika ketidakpastian medis ini
berbenturan dengan ekspektasi berlebih pasien
yang menuntut kesempurnaan tanpa cacat, maka
terjadilah jurang pemisah komunikasi yang sangat
rentan dieksploitasi menjadi tuduhan kelalaian.
Ketidakmampuan instansi kesehatan dalam
mengelola ekspektasi publik ini menciptakan
ruang ketidakpastian administratif dan klinis yang
tajam. Distorsi informasi ini diperparah oleh
saluran komunikasi yang tidak berjalan dua arah,
di mana penjelasan medis mengenai risiko
komplikasi sering kali disampaikan secara
formalitas belaka, tanpa memastikan apakah
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pasien benar-benar memahami bahwa hasil akhir
pengobatan berada di luar kendali mutlak tenaga
medis.

Dari perspektif hukum perikatan, hubungan
hukum antara dokter dan pasien secara tegas
diklasifikasikan sebagai inspanningsverbintenis,
yaitu perikatan yang didasarkan pada upaya yang
maksimal dan sungguh-sungguh berdasarkan
standar profesi, bukan resultaatverbintenis yang
menjamin tercapainya suatu hasil akhir tertentu.
Konsekuensi yuridis dari doktrin hukum ini adalah
bahwa kegagalan menyembuhkan pasien atau
munculnya hasil buruk yang tidak diinginkan
(adverse outcomes) tidak dapat secara otomatis
dikategorikan sebagai kelalaian medis atau
malapraktik, sepanjang dokter telah menjalankan
seluruh prosedur operasional sesuai dengan
panduan praktik klinis yang sah. Sinyal-sinyal
birokrasi dan dokumentasi administratif dalam
rekam medis bertindak sebagai alat pembuktian
hukum utama (prima facie evidence) untuk
menunjukkan bahwa tenaga medis telah
melakukan due diligence. Namun, ketika ekspektasi
berlebih pasien tidak dikelola secara terstruktur
melalui mekanisme signaling informasi yang
akurat sejak fase pra-tindakan, kekecewaan
emosional atas hasil pengobatan yang tidak sesuai
harapan dengan mudah berubah menjadi gugatan
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hukum pidana maupun perdata dengan tuduhan
malapraktik medis.

Untuk mengeliminasi risiko litigasi yang
berakar dari benturan ekspektasi ini, penanganan
administratif hukum yang komprehensif wajib
diterapkan dengan memosisikan manajemen
komunikasi risiko (risk communication) sebagai
instrumen klinis yang setara pentingnya dengan
tindakan medis itu sendiri. Fasilitas pelayanan
kesehatan harus menyusun protokol edukasi yang
secara eksplisit mendekonstruksi klaim kegagalan
ilmiah dan memaparkan batas-batas kemampuan
medis modern di hadapan pasien dan keluarga
secara jujur dan transparan. Pengisian formulir
informed consent tidak boleh lagi diperlakukan
sebagai tameng defensif formalitas penolakan
gugatan, melainkan sebagai ruang dialog interaktif
untuk menyelaraskan arus informasi dan
membangun pemahaman bersama mengenai
adanya risiko ketidakpastian yang tidak
terhindarkan. Penegakan standar
pendokumentasian yang kronologis di dalam
catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT),
penyediaan waktu konseling yang memadai, serta
pelatihan berkala bagi tenaga medis untuk
mengomunikasikan ketidakpastian tanpa
mengurangi kredibilitas profesional mereka,
merupakan benteng pertahanan hukum esensial.
Melalui penataan saluran komunikasi yang
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kredibel, akurat, dan berkeadilan ini, institusi
kesehatan dapat memitigasi asimetri informasi
secara sistemik, melindungi hak privasi dan
keselamatan profesi tenaga medis, sekaligus
mengembalikan hak otonomi pasien pada hakikat
kemanusiaan yang berbasis pada realitas ilmiah
yang objektif.

5.4 Transformasi Kekecewaan Pasien dari Ruang
Praktik Menuju Konflik Terbuka
Pergeseran dari rasa tidak puas yang
terpendam di dalam ruang praktik menjadi sebuah
konfrontasi publik yang agresif merupakan
manifestasi dari kegagalan beruntun dalam
pengelolaan keluhan klinis dan mitigasi risiko
komunikasi. Kekecewaan pasien pada hakikatnya
tidak pernah lahir secara instan di ruang publik,
melainkan berakar dari akumulasi distorsi
interaksi interpersonal yang terjadi di balik pintu
pemeriksaan medis. Ketika seorang individu
merasakan adanya pengabaian empati, asimetri
informasi yang tidak terjembatani, atau hasil klinis
yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang
terbangun, benih konflik mulai tertanam. Jika
institusi pelayanan kesehatan tidak memiliki
saluran penanganan keluhan yang responsif,
akuntabel, dan berkeadilan, ketegangan psikologis
yang awalnya bersifat privat ini akan mengalami
eskalasi struktural. Rasa kecewa tersebut
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kemudian bertransformasi menjadi konflik
terbuka di ruang publik, baik melalui amplifikasi
narasi negatif di jejaring media sosial maupun
melalui jalur ajudikasi hukum formal yang berisiko
meruntuhkan reputasi serta kepastian hukum
fasilitas kesehatan.

Proses eskalasi ini dapat dibedah secara
mendalam melalui kacamata sosiologi komunikasi
hukum untuk melihat bagaimana sebuah keluhan
klinis berubah wujud menjadi sengketa hukum
pidana atau perdata yang kompleks. Pada fase awal
di ruang praktik, kekecewaan pasien sering kali
dipicu oleh hal-hal yang bersifat non-teknis, seperti
sikap paternalistik dokter yang kaku, kurangnya
durasi waktu mendengarkan secara aktif (active
listening), atau penjelasan risiko tindakan yang
terkesan menutupi realitas ketidakpastian medis.
Cacat interaksi ini memicu runtuhnya epistemic
trust pasien terhadap kompetensi manusiawi sang
dokter. Ketika pasien mencoba mengekspresikan
kekhawatirannya namun dihadapi oleh sikap
defensif atau formalitas birokrasi yang dingin dari
staf administratif rumah sakit, terjadi fenomena
sumbatan komunikasi. Hambatan komunikasi
administrasi hukum ini memaksa pasien mencari
ruang validasi alternatif di luar ekosistem rumah
sakit. Di era digital, media sosial bertindak sebagai
akselerator utama yang mengubah keluhan
individu menjadi gerakan solidaritas digital publik,
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yang dengan cepat memojokkan posisi hukum
fasilitas kesehatan sebelum proses pembuktian
ilmiah sempat dilakukan di muka sidang.
Transformasi kekecewaan menjadi konflik
terbuka di ranah hukum juga sering kali dipicu oleh
kegagalan sistem administrasi internal dalam
mendokumentasikan dan menyelaraskan
kronologis penanganan pasien. Ketika sengketa
medis mulai bergeser ke arah hukum formal,
integritas dokumen seperti rekam medis
elektronik (RME) atau dokumen konvensional
menjadi satu-satunya benteng pertahanan yang
sah. Namun, apabila ditemukan adanya cacat formil
seperti ketidaksesuaian stempel waktu
(timestamp), ordo medis yang menggantung tanpa
Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi, atau
ketiadaan  catatan = perkembangan  pasien
terintegrasi  (CPPT) yang runtut selama
penanganan masa krisis, dokumen tersebut justru
berbalik menjadi bukti kelalaian nyata (prima facie
evidence of negligence). Hakim di pengadilan akan
melihat kekosongan atau ketidaksinkronan data
administratif ini sebagai bentuk pengabaian
terhadap hak-hak dasar pasien selaku konsumen
jasa kesehatan. Celah birokrasi inilah yang
kemudian dimanfaatkan oleh penasihat hukum
pihak pasien untuk mendegradasi hak imunitas
tenaga medis dan memperkuat gugatan Perbuatan
Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, guna
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menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil
yang masif.

Penanganan komprehensif untuk memutus
rantai transformasi kekecewaan menuju konflik
terbuka menuntut penerapan strategi Resolusi
Konflik Medis Terintegrasi yang berbasis pada
pendekatan empatik-transparan dan keadilan
restoratif. Fasilitas pelayanan kesehatan harus
menanggalkan pendekatan defensif-birokratis dan
menggantinya dengan unit mediasi internal yang
aktif, di mana setiap keluhan pasien diidentifikasi
secara dini melalui teknik mendengar aktif
kontekstual dan langsung ditangani sebelum
menyentuh area publik. Apabila terjadi hasil buruk
yang tidak diinginkan akibat ketidakpastian ilmiah
medis, DPJP didampingi tim manajemen Kkrisis
wajib melakukan komunikasi risiko secara jujur
tanpa retorika yang terkesan menyembunyikan
fakta klinis. Seluruh proses penyelesaian keluhan,
mulai dari berita acara pertemuan mediasi hingga
kesepakatan pemutakhiran data, harus
terdokumentasi secara tertib dalam arsip
administratif yang sah untuk menjamin kepastian
hukum. Melalui penataan saluran komunikasi yang
responsif, berkeadilan, dan menghormati hak
otonomi serta privasi pasien, rumah sakit tidak
hanya mampu meredam potensi litigasi yang
merugikan, tetapi juga dapat mengembalikan
hakikat pelayanan medis pada martabat

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 117



kemanusiaan yang berbasis pada kepercayaan

mutual yang kokoh.

5.5 Studi Kasus Distorsi Pesan dan
Penanganannya: Ekspektasi Kesembuhan Total
pada Tindakan Paliatif

Distorsi dalam penyampaian informasi medis
pada fase terminal merupakan salah satu titik
paling rawan yang dapat merusak hubungan
terapeutik dan memicu konfrontasi hukum yang
berat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus nyata
yang menjadi basis analisis ini melibatkan seorang
pasien wanita berusia 58 tahun yang didiagnosis
menderita adenokarsinoma paru stadium IV
dengan metastasis masif ke jaringan tulang dan
otak. Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)
spesialis onkologi yang menangani kasus ini secara
klinis menyimpulkan bahwa intervensi kuratif
sudah tidak lagi memiliki nilai efikasi, sehingga
mengusulkan pengalihan fokus tata laksana ke
tindakan paliatif berupa kemoterapi dosis rendah
untuk kontrol gejala serta manajemen nyeri
intensif. Konflik hukum bermula ketika proses
penyampaian rencana tindakan ini dilakukan
secara tergesa-gesa di tengah padatnya antrean
poliklinik, di mana dokter menggunakan pilihan
kata yang rentan menimbulkan bias interpretasi.
Dokter menyatakan kepada anak kandung pasien
selaku wali hukum utama bahwa tim medis akan
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melakukan tindakan agresif untuk mengecilkan
massa tumor agar pasien merasa lebih nyaman dan
sesak napasnya dapat berkurang secara signifikan.

Pilihan kosakata teknis seperti tindakan agresif
dan mengecilkan massa tumor didekodifikasi
secara keliru oleh pihak keluarga sebagai sebuah
indikasi medis menuju kesembuhan total
(complete remission). Keluarga pasien, akibat
keterbatasan latar belakang keilmuan, gagal
menangkap esensi filosofis dari perawatan paliatif
yang murni bertujuan untuk mengoptimalkan
kualitas hidup (quality of life) di sisa usia biologis
pasien, bukan untuk memperpanjang harapan
hidup secara Kkausatif. Cacat komunikasi ini
melahirkan jurang asimetri informasi yang sangat
tajam, di mana persetujuan tindakan kedokteran
(informed consent) yang ditandatangani di atas
lembaran  formalitas  birokrasi  kehilangan
substansi yuridisnya karena didasarkan pada
ekspektasi berlebih yang bertolak belakang dengan
realitas patologis pasien. Ketika rangkaian
tindakan paliatif dijalankan dan kondisi fisik
pasien justru terus mengalami deteriorasi secara
alamiah akibat progresivitas kanker, ekspektasi
kesembuhan yang diyakini keluarga runtuh secara
drastis. Kekecewaan emosional ini meledak
menjadi konflik terbuka saat pasien akhirnya
mengalami henti napas dan dinyatakan meninggal
dunia di ruang perawatan intensif. Keluarga
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menolak menandatangani berkas kematian,
menuduh tim medis melakukan pembohongan
publik serta Kkelalaian administrasi, dan
mengancam  akan  melayangkan  gugatan
malapraktik ke pengadilan serta menyebarkan
narasi negatif di jejaring media sosial.

Secara analisis yuridis dan teoretis, sengketa
medis ini berakar pada ketidakpatuhan terhadap
standar penyampaian informasi yang diatur secara
imperatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam
Medis. Hukum kesehatan menegaskan bahwa hak
otonomi pasien untuk menentukan nasib
pribadinya hanya sah apabila didasarkan pada
penjelasan yang jujur, lengkap, dan menggunakan
bahasa universal yang mudah dipahami oleh orang
awam. Mengaburkan sifat non-kuratif dari
tindakan paliatif dengan istilah esoterik yang
ambigu diklasifikasikan sebagai bentuk kelalaian
administrasi nyata (administrative negligence)
yang mencederai validitas materiil dari perjanjian
terapeutik. Dari perspektif hukum perikatan,
hubungan medis antara dokter dan pasien tunduk
secara mutlak pada doktrin inspanningsverbintenis,
yaitu perikatan yang didasarkan pada upaya
maksimal sesuai standar profesi tertinggi, dan
menolak asas resultaatverbintenis yang menjamin
hasil akhir berupa kesembuhan. Dalam ranah
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paliatif, ketidakpastian ~ ilmiah (scientific
uncertainty) berada pada level paling ekstrem
karena dokter mengelola proses penuaan dan
kematian yang tidak terhindarkan. Ketiadaan
penyelarasan arus informasi di fase pra-tindakan
menyebabkan keluarga memandang perikatan ini
sebagai perikatan hasil, sehingga kegagalan klinis
secara otomatis dianggap sebagai kelalaian hukum,
yang pada gilirannya menghilangkan fungsi
defensif dokumen medis di hadapan majelis hakim.

Penanganan komprehensif terhadap Kkrisis
multidimensi ini menuntut aktivasi protokol
Resolusi  Konflik Medis Terintegrasi yang
menggabungkan pendekatan empatik-transparan
dengan kekuatan pembuktian dokumen yuridis.
Langkah administratif pertama yang diambil oleh
manajemen rumah sakit adalah menyelenggarakan
forum  mediasi klinis langsung dengan
menghadirkan seluruh anggota keluarga inti
pasien di sebuah ruang pertemuan khusus yang
representatif untuk menurunkan ketegangan
psikologis. Tim mediator yang terdiri dari komite
medik, penasihat hukum rumah sakit, dan dokter
spesialis  paliatif  independen  melakukan
dekonstruksi ~ pesan secara jujur tanpa
menggunakan retorika defensif-birokratis. DPJP
memberikan klarifikasi ilmiah mengenai batas-
batas kemampuan medis modern dalam
menghadapi kanker stadium akhir, menjelaskan
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secara runtut bahwa kematian pasien merupakan
perjalanan alamiah dari penyakitnya, dan
meluruskan makna istilah tindakan agresif yang
sempat memicu distorsi pesan. Melalui komunikasi
risiko yang transparan, emosi keluarga dapat
diredam dan dialihkan menuju pemahaman yang
rasional.

Secara paralel, unit rekam medis melakukan
audit menyeluruh terhadap berkas Rekam Medis
Elektronik (RME) pasien untuk menjamin validitas
alat bukti utama (prima facie evidence). Jejak audit
digital (audit trail) ditarik untuk membuktikan
keaslian penulisan lembar catatan perkembangan
pasien terintegrasi (CPPT), serta memastikan
seluruh ordo kemoterapi paliatif dan pemberian
analgetik narkotika telah dibubuhi Tanda Tangan
Elektronik (TTE) Tersertifikasi yang sah serta
bebas dari manipulasi pasca-tindakan (post-factum
alteration). Kerapian administrasi siber ini
memberikan posisi tawar hukum yang mutlak bagi
rumah sakit jika kasus ini berlanjut ke jalur litigasi.
Setelah proses mediasi mencapai titik temu,
penanganan  administratif = diakhiri dengan
penyusunan dokumen Kesepakatan Bersama
Penyelesaian Keluhan Medis yang ditandatangani
di atas meterai oleh manajemen, DPJP, dan wali
hukum pasien. Dokumen formal ini menegaskan
bahwa seluruh pihak telah memperoleh informasi
yang simetris, menerima kematian pasien sebagai
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realitas biologis yang sah, dan sepakat
menyelesaikan kesalahpahaman ini lewat jalur
perdamaian di luar pengadilan (out-of-court
settlement), sehingga kepastian hukum tenaga
medis, hak privasi pasien, dan reputasi institusi
faskes dapat terlindungi secara utuh.
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BAB VI

TIPOLOGI MALAPRAKTIK DAN
BATASAN KELALAIAN MEDIK
(MEDICAL NEGLIGENCE)

6.1 Demarkasi Yuridis antara Kelalaian Medik,
Kesalahan Medis, dan Risiko Medis
Penentuan batas-batas hukum atau demarkasi
yuridis yang memisahkan antara kelalaian medik
(medical negligence), kesalahan medis (medical
error), dan risiko medis (inherent risk) merupakan
salah satu persoalan paling krusial dan mendasar
dalam ranah hukum kesehatan Indonesia.
Ketidakmampuan dalam mengurai ketiga konsep
ini secara presisi tidak hanya melahirkan
ketidakpastian administratif di tingkat fasilitas
pelayanan kesehatan, melainkan juga berpotensi
memicu pergeseran beban tanggung jawab hukum
yang tidak adil bagi tenaga medis. Di era
transformasi digital dan keterbukaan informasi,
masyarakat sering kali melakukan generalisasi
yang keliru dengan menyamakan setiap hasil buruk
yang terjadi pasca-tindakan kedokteran (adverse
outcomes) sebagai sebuah bentuk malapraktik
medis yang dapat dipidanakan. Oleh karena itu,
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hukum peradilan menuntut adanya parameter
objektif yang rigid untuk menakar dimensi
pertanggungjawaban hukum perdata, pidana,
maupun disiplin profesi melalui penelusuran
dokumen klinis, guna membedakan mana tindakan
yang lahir dari pengabaian standar kewajiban dan
mana yang murni bersumber dari keterbatasan
kodrati anatomi manusia serta ketidakpastian
ilmiah ilmu kedokteran itu sendiri.

Kelalaian medik secara yuridis menempati
posisi pelanggaran hukum yang paling berat
karena mengandung unsur pemenuhan Kkriteria
perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada
doktrin empat elemen akuntabilitas hukum.
Elemen tersebut meliputi adanya kewajiban
hukum yang melekat pada tenaga medis (duty),
terjadinya pelanggaran atau pengabaian terhadap
kewajiban tersebut (breach of duty), adanya
kerugian nyata yang diderita oleh pasien baik
berupa kecacatan maupun kematian (injury), serta
adanya hubungan kausalitas langsung antara
pengabaian kewajiban dengan kerugian yang
timbul (causal connection). Karakteristik utama
dari kelalaian medik adalah adanya
ketidakpatuhan secara sadar atau tidak sadar
terhadap Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan
Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah
ditetapkan secara legal. Dalam hukum pidana
Indonesia, hal ini bersentuhan dengan konsep
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kealpaan (culpa), di mana seorang tenaga medis
dianggap kurang berhati-hati atau kurang
melakukan tindakan antisipasi yang seharusnya
secara rasional dapat dilakukan oleh dokter lain
dengan kualifikasi setara dalam situasi yang sama.
Bukti kelalaian medik ini terpancar secara konkret
pada catatan rekam medis berupa kegagalan
melakukan pemeriksaan penunjang yang wajib,
pengabaian tanda-tanda vital pasien yang kritis,
atau keterlambatan diagnosis yang tidak memiliki
landasan justifikasi ilmiah yang valid.

Berbeda secara konseptual dengan kelalaian,
kesalahan medis (medical error) diposisikan
sebagai kegagalan dalam merencanakan atau
mengeksekusi suatu tindakan klinis, namun belum
tentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi.
Kesalahan medis berakar pada keterbatasan
sistemik atau kognitif manusiawi, seperti
kesalahan pembacaan label obat akibat kemasan
yang serupa (look-alike sound-alike medications),
salah input data demografis pada sistem Rekam
Medis Elektronik (RME) karena kelelahan kerja
(burnout), atau miskomunikasi administratif
antar-personel saat serah terima pasien
(handover). Di bawah kerangka berpikir
keselamatan pasien (patient safety), kesalahan
medis dibedah untuk menemukan kelemahan
sistem fasilitas kesehatan guna dilakukan
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perbaikan, bukan untuk mencari kambing hitam
personal. Secara yuridis, sebuah kesalahan medis
baru dapat bergeser status hukumnya menjadi
kelalaian medik apabila kesalahan tersebut terjadi
akibat pengabaian protokol keselamatan berlapis
yang sudah baku, atau ketika kesalahan tersebut
terdeteksi namun sengaja disembunyikan oleh
tenaga medis sehingga mengakibatkan dampak
fatalitas yang seharusnya dapat dicegah pada diri
pasien.

Sementara itu, risiko medis (inherent risk atau
calculated risk) menempati domain yang
sepenuhnya terbebas dari jerat
pertanggungjawaban hukum pidana maupun
perdata, karena merupakan bagian dari
ketidakpastian ilmiah (scientific uncertainty) yang
melekat pada setiap interaksi biologis. Risiko
medis diartikan sebagai kemungkinan terjadinya
dampak buruk yang tidak diinginkan yang secara
objektif tidak dapat dihindari sepenuhnya,
meskipun tindakan medis telah dieksekusi oleh
dokter dengan kompetensi tertinggi dan telah
mematuhi seluruh standar baku operasional secara
sempurna. Contoh nyata dari risiko medis meliputi
syok anafilaktik pasca-penyuntikan antibiotik yang
riwayat alerginya tidak pernah diketahui
sebelumnya, robekan jaringan yang rapuh akibat
penyakit kronis saat operasi, atau perdarahan
pasca-bedah yang terjadi karena anomali
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pembekuan darah individual. Konsekuensi yuridis
dari risiko medis ini bersandar pada hakikat
hubungan terapeutik sebagai
inspanningsverbintenis (perikatan upaya
maksimal) dan secara tegas menolak asas
resultaatverbintenis (perikatan hasil). Dokter tidak
pernah menjamin kesembuhan, melainkan
menjamin proses penanganan yang benar. Oleh
karena itu, kerugian yang lahir murni dari risiko
medis wajib ditanggung oleh pasien selaku subjek
biologis, sepanjang risiko tersebut telah
diidentifikasi secara ilmiah dan dikomunikasikan
secara transparan.

Pembentengan hukum yang memisahkan
risiko medis dari tuduhan Kkelalaian medik
bertumpu secara mutlak pada kesempurnaan
dokumen administrasi hukum pada fase pra-
tindakan dan pasca-tindakan. Validitas materiil
dari sebuah informed consent atau persetujuan
tindakan kedokteran bertindak sebagai instrumen
pengalihan risiko yang sah, di mana pasien secara
sadar memberikan izin atas pemaparan tubuhnya
terhadap risiko-risiko ilmiah yang telah
diterangkan oleh DPJP. Di ruang sidang peradilan,
instrumen utama yang digunakan hakim untuk
menegakkan demarkasi yuridis ini adalah
kelengkapan catatan perkembangan pasien
terintegrasi (CPPT) dan validitas jejak audit (audit
trail) di dalam RME. Jika rumah sakit mampu
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membuktikan secara empiris melalui dokumen
digital yang telah dibubuhi Tanda Tangan
Elektronik (TTE) Tersertifikasi bahwa seluruh alur
penanganan telah sinkron dengan SPO dan risiko
klinis telah diantisipasi dengan tindakan
kedaruratan yang cepat, maka segala bentuk hasil
buruk yang menimpa pasien akan dinyatakan
murni sebagai risiko medis yang membebaskan
tenaga medis dari tuntutan hukum ganti rugi
berdasarkan Pasal 1365 BW, demi tegaknya
kepastian hukum dan perlindungan martabat
profesi kesehatan.

6.2 Unsur-Unsur Pembuktian Kelalaian: Duty,
Breach of Duty, Injury, Causation
Pembuktian  kelalaian medik  (medical
negligence) dalam ranah hukum perdata maupun
pidana di Indonesia menuntut pemenuhan
parameter doktriner yang ketat dan tidak dapat
didasarkan pada sekadar asumsi subyektif atas
hasil buruk pengobatan. Dalam hukum acara,
beban pembuktian melekat pada pihak yang
mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) atau
kelalaian pidana (culpa) yang berujung pada
cedera atau kematian. Untuk menyatakan seorang
tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan
telah melakukan kelalaian yang dapat dimintakan
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pertanggungjawaban hukum, majelis hakim
menguji pemenuhan empat unsur komprehensif
yang saling bertautan tanpa terputus, yaitu
kewajiban profesi (duty), pelanggaran standar
kewajiban (breach of duty), kerujuk-merugikan
atau adanya cedera nyata (injury/damages), serta
hubungan sebab-akibat langsung (causation).
Keempat pilar ini merupakan instrumen analisis
hukum utama yang digunakan untuk menakar
objektivitas tata laksana klinis melalui interogasi
terhadap rekam medis digital maupun
konvensional.

Unsur pertama yang wajib dibuktikan
eksistensinya di muka persidangan adalah duty
atau kewajiban profesi untuk bertindak secara
hati-hati (duty of care). Kewajiban hukum ini tidak
lahir secara abstrak, melainkan mengkristal sejak
terjadinya transaksi terapeutik antara tenaga
medis dan pasien, yang menandai dimulainya
hubungan hukum formal. Begitu seorang dokter
menerima pasienbaik di ruang praktik poliklinik,
instalasi gawat darurat, maupun saat menerbitkan
ordo klinis pada sistem Rekam Medis Elektronik
(RME)maka demi hukum melekat kewajiban untuk
memberikan pelayanan medis yang setara dengan
standar kompetensi rata-rata dari profesinya.
Pembuktian duty di pengadilan sangat bergantung
pada dokumentasi administratif penerimaan
pasien, catatan registrasi sementara, hingga rekam
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jejak  pemeriksaan awal. Keberadaan duty
menegaskan bahwa dokter secara legal memiliki
tanggung jawab untuk melindungi keselamatan
biologis  pasien, yang batasan-batasannya
dikendalikan oleh rambu-rambu etika, disiplin, dan
hukum kesehatan yang berlaku universal.

Setelah unsur kewajiban hukum tegak,
parameter kedua yang harus dibuktikan secara
empiris adalah breach of duty atau terjadinya
pelanggaran nyata terhadap standar kewajiban
tersebut. Unsur ini terpenuhi apabila tenaga medis
terbukti melakukan tindakan yang seharusnya
tidak dilakukan (commission) atau mengabaikan
tindakan yang seharusnya wajib dilakukan
(omission) menurut ukuran Standar Profesi,
Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur
Operasional (SPO). Dalam menentukan ada
tidaknya breach of duty, pengadilan beralih dari
sekadar membaca teks hukum formal menuju
pemeriksaan ilmiah klinis dengan melibatkan
kesaksian saksi ahli medis sepadan (peer-expert
testimony). Saksi ahli berfungsi merekonstruksi
apakah tindakan tergugat menyimpang dari apa
yang akan dilakukan oleh dokter lain dengan
kualifikasi setara yang menghadapi situasi klinis
yang sama. Validitas pembuktian unsur ini
bertumpu secara mutlak pada keutuhan jejak audit
(audit trail) di dalam RME. Jika catatan Kklinis
menunjukkan adanya pengabaian terhadap tanda-
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tanda vital yang memburuk, ketidaksesuaian dosis
obat, atau ketiadaan Tanda Tangan Elektronik
(TTE) Tersertifikasi pada instruksi Kritis tanpa
alasan ilmiah, maka hakim memiliki basis objektif
untuk menyatakan bahwa breach of duty telah
terjadi secara sah.

Unsur ketiga yang menjadi syarat mutlak
tegaknya gugatan kelalaian adalah adanya injury
atau kerugian dan cedera nyata yang diderita oleh
pasien. Hukum perdata maupun pidana tidak
memberikan sanksi atas kelalaian yang bersifat
hipotetis atau kelalaian yang tidak menimbulkan
dampak buruk nyata bagi subjek hukumnya.
Cedera ini wajib bersifat konkret, meliputi cedera
fisik permanen, kemunduran fungsi organ tubuh,
penderitaan mental-psikologis yang berat, hingga
kematian, serta Kkerugian finansial akibat
perpanjangan masa perawatan medis. Di dalam
persidangan, eksistensi injury dibuktikan melalui
alat bukti surat berupa Visum et Repertum, resume
medis, hasil pemeriksaan patologi anatomi, atau
rekam jejak klinis pasca-komplikasi yang
terdokumentasi dalam berkas rekam medis.
Apabila seorang dokter terbukti melakukan
kesalahan administratif minor dalam penginputan
data demografis namun kesalahan tersebut sama
sekali tidak memengaruhi jalannya terapi dan tidak
menimbulkan dampak patologis pada tubuh
pasien, maka gugatan kelalaian medis dinyatakan
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gugur demi hukum karena tidak terpenuhinya
unsur kerugian materiil.

Pilar keempat yang merupakan komponen
paling rumit dan sering kali menjadi medan
perdebatan ilmiah di ruang sidang adalah
causation atau hubungan sebab-akibat langsung
antara pelanggaran kewajiban dengan cedera yang
timbul.  Penggugat tidak hanya  cukup
membuktikan bahwa dokter telah melakukan
pelanggaran standar (breach) dan pasien telah
mengalami cedera (injury), melainkan wajib
meyakinkan majelis hakim bahwa cedera tersebut
secara langsung disebabkan oleh pelanggaran
tersebut, bukan karena progresivitas alamiah dari
penyakit bawaan pasien (underlying disease).
Hukum kesehatan menerapkan doktrin proximate
cause dan uji but-for test untuk menguji mata rantai
kausalitas ini. Pertanyaan hukum yang diajukan
adalah apakah cedera pasien tetap akan terjadi jika
dokter tidak melakukan pelanggaran protokol? Jika
cedera tetap terjadi akibat keparahan penyakit
awal yang memang berada pada fase terminal,
maka rantai kausalitas hukum terputus, dan hasil
buruk tersebut diklasifikasikan sebagai risiko
medis. Pembuktian causation menuntut
sinkronisasi garis waktu (timeline) yang sempurna
pada catatan perkembangan pasien terintegrasi
(CPPT) dan log aktivitas siber RME, guna
memastikan tidak adanya distorsi temporal yang
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menyembunyikan kebenaran ilmiah mengenai
sebab utama terjadinya fatalitas klinis.

6.3 Standard Operating Procedure (SOP) dan
Standar Pelayanan Medis sebagai Tolok Ukur
Hukum

Standard Operating Procedure (SOP) dan
Standar Pelayanan Medis (SPM) memegang posisi
yang sangat sentral dan imperatif sebagai tolok
ukur hukum (legal standard of care) yang bersifat
objektif dalam menilai ada tidaknya unsur
kelalaian di dalam persidangan sengketa medis. Di
bawah kerangka regulasi hukum kesehatan di
Indonesia, khususnya melalui koridor Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
dan peraturan pelaksana terkait, profesi
kedokteran diberikan hak otonomi keilmuan yang
luas, namun dibatasi oleh kewajiban untuk
senantiasa bertindak dalam batas-batas panduan
praktik klinis yang telah disahkan secara legal.
Ketika seorang dokter dituduh melakukan
malapraktik atau perbuatan melawan hukum yang
mengakibatkan cedera pada pasien, majelis hakim
tidak memiliki kompetensi alamiah untuk menilai
kebenaran tindakan teknis klinis tersebut secara
subjektif. Oleh karena itu, hukum peradilan
mengadopsi SOP dan SPM yang berlaku di fasilitas
pelayanan Kkesehatan sebagai cermin normatif
untuk menguji kepatuhan formal maupun materiil
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dari tenaga medis yang bersangkutan, sehingga
status hukum sebuah tindakanapakah termasuk
kelalaian medik atau murni risiko medissangat
bergantung pada sinkronisasi tindakan tersebut
terhadap teks panduan operasional baku.

Secara yuridis, fungsi utama dari Standar
Pelayanan Medis adalah memberikan garis
demarkasi yang jelas mengenai apa yang
seharusnya dilakukan oleh seorang profesional
yang memiliki kualifikasi rata-rata dalam
menghadapi situasi klinis tertentu. SPM disusun
oleh perhimpunan dokter spesialis dan disahkan
oleh Kementerian Kesehatan sebagai konsensus
keilmuan berbasis bukti (evidence-based medicine),
yang mencakup algoritma diagnosis, indikasi
terapi, hingga manajemen komplikasi. Sementara
itu, Standard Operating Procedure merupakan
penerjemahan teknis dari SPM ke dalam konteks
tata kelola administratif dan fasilitas spesifik di
masing-masing rumah sakit. Di hadapan hukum,
SOP dan SPM bertindak sebagai lex specialis yang
mengikat secara internal bagi seluruh komponen
tenaga kesehatan di institusi tersebut. Pelanggaran
terhadap urutan prosedur yang diatur di dalam
SOP, tanpa adanya justifikasi ilmiah kedaruratan
yang terdokumentasi, secara otomatis memenuhi
unsur pelanggaran standar kewajiban (breach of
duty), yang menempatkan beban pembuktian
terbalik pada pihak fasilitas pelayanan kesehatan
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untuk  membuktikan bahwa penyimpangan
tersebut bukan merupakan penyebab langsung
dari kerugian yang diderita pasien.

Integrasi sistem teknologi informasi melalui
Rekam Medis Elektronik (RME) membawa dimensi
baru dalam penegakan kepatuhan terhadap SOP
dan SPM sebagai tolok ukur hukum di era digital.
Platform RME modern tidak lagi hanya berfungsi
sebagai medium pencatatan pasif, melainkan telah
bertransformasi menjadi instrumen kendali mutu
Klinis (clinical decision support system) yang
memaksa tenaga medis untuk patuh pada garis
waktu operasional baku. Setiap ordo Klinis,
pemeriksaan penunjang, hingga pemberian obat
cito wajib diinput ke dalam sistem digital yang
secara otomatis akan mencocokkannya dengan
parameter algoritma SOP yang telah ditanam pada
arsitektur perangkat lunak rumah sakit. Jejak audit
digital (audit trail) dan stempel waktu (timestamp)
yang dihasilkan oleh sistem RME bertindak sebagai
alat bukti hukum utama (prima facie evidence)
yang sangat transparan di muka persidangan.
Hakim dapat dengan mudah menarik log aktivitas
siber untuk memverifikasi apakah penanganan
pasien syok anafilaktik, misalnya, telah dilakukan
penyuntikan epinefrin dalam hitungan menit
sesuai perintah SOP kedaruratan, atau terjadi
pembiaran administratif akibat kelalaian dokter
jaga yang terlambat merespons sinyal alarm klinis.
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Kendati SOP dan SPM memiliki daya ikat
hukum vyang kuat, hukum kesehatan tetap
memberikan ruang bagi fleksibilitas klinis (clinical
judgment) sepanjang didasarkan pada
pertimbangan keselamatan jiwa pasien dalam
kondisi kedaruratan medis (life-saving). Terdapat
situasi di mana variabilitas biologis individu pasien
atau anomali patologis mengharuskan dokter
untuk mengambil keputusan menyimpang dari
teks SOP tertulis demi mencegah fatalitas yang
lebih besar. Namun, secara yuridis, deviasi atau
penyimpangan terhadap SOP ini hanya dinyatakan
sah dan membebaskan dokter dari tuntutan ganti
rugi berdasarkan Pasal 1365 BW apabila
memenuhi dua syarat administratif mutlak. Syarat
pertama adalah adanya landasan teoritis ilmiah
yang kuat yang diakui oleh komunitas kedokteran
untuk membenarkan tindakan alternatif tersebut.
Syarat kedua, yang paling krusial, adalah kewajiban
untuk mencatat seluruh alasan  objektif
penyimpangan tersebut secara detail dan
kronologis ke dalam Lembar  Catatan
Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) di
dalam RME, yang segera dibubuhi Tanda Tangan
Elektronik  (TTE)  Tersertifikasi. Ketiadaan
dokumentasi administratif mengenai alasan
penyimpangan akan meruntuhkan pembelaan
tenaga medis di pengadilan, karena hakim akan
menilai tindakan tersebut sebagai bentuk
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pembangkangan prosedur medis secara liar yang
memenuhi unsur kelalaian materiil murni.

6.4 Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam Pembuktian
Kasus Hukum Kesehatan
Doktrin Res Ipsa Loquitur, yang secara harfiah
berarti "fakta berbicara sendiri" (the thing speaks
for itself), merupakan salah satu doktrin hukum
pembuktian yang paling signifikan dan memiliki
dampak revolusioner dalam penyelesaian sengketa
hukum kesehatan di pengadilan. Dalam hukum
acara perdata tradisional, beban pembuktian (onus
probandi) secara mutlak dibebankan kepada pihak
penggugat atau pasien yang mendalilkan adanya
perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW). Namun, dalam sengketa medis,
penggugat selalu dihadapkan pada kendala
asimetri informasi yang sangat tajam, di mana
seluruh dokumen klinis, instrumen teknologi, dan
pemahaman ilmiah dikuasai secara sepihak oleh
tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Kondisi timpang inilah yang mendorong hukum
kesehatan mengadopsi doktrin Res Ipsa Loquitur
sebagai instrumen pengecualian hukum, yang
memungkinkan majelis hakim untuk menggeser
beban pembuktian secara terbalik (shift of burden
of proof) kepada pihak tergugat, semata-mata
karena jenis kerugian yang timbul bersifat sangat
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nyata dan tidak mungkin terjadi tanpa adanya
unsur kelalaian medik yang mendasarinya.

Secara yuridis dan teoretis, penerapan doktrin
Res Ipsa Loquitur di ruang sidang peradilan tidak
dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan
wajib memenuhi tiga elemen pembuktian
kumulatif yang sangat ketat agar tidak mencederai
hak kepastian hukum tenaga medis. Elemen
pertama adalah bahwa jenis kecelakaan atau hasil
buruk (adverse outcomes) yang diderita oleh pasien
merupakan suatu peristiwa yang berdasarkan
konsensus ilmu kedokteran umum tidak akan
pernah terjadi jika tindakan medis dieksekusi
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO)
yang benar. Elemen kedua mensyaratkan bahwa
instrumen, peralatan medis, ruang operasi, atau
agen yang menyebabkan terjadinya cedera
tersebut berada di bawah kendali manajemen dan
pengawasan eksklusif (exclusive control) dari
dokter atau fasilitas kesehatan yang digugat.
Elemen ketiga adalah bahwa cedera yang dialami
oleh pasien tersebut murni terjadi akibat faktor
eksternal penanganan klinis, serta bukan
disebabkan oleh tindakan sukarela, kontribusi
kesalahan pasien sendiri (contributory negligence),
maupun akibat perjalanan progresivitas alamiah
dari penyakit bawaan (underlying disease) yang
diderita pasien.
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Contoh klasik yang paling sering memicu
pemberlakuan doktrin fakta berbicara sendiri ini di
pengadilan adalah kasus tertinggalnya instrumen
bedahseperti kasa, gunting, atau klemdi dalam
rongga tubuh pasien pasca-operasi bedah mayor
(retained foreign body). Kasus nyata lainnya
meliputi tindakan operasi yang salah lokasi tubuh
(wrong-site surgery), seperti mengamputasi kaki
kiri padahal indikasi klinis berada pada kaki kanan,
atau tertukarnya identitas bayi di kamar bersalin
akibat kegagalan administrasi identifikasi visual.
Dalam situasi-situasi ekstrem semacam ini,
penggugat atau pasien tidak perlu lagi bersusah
payah menghadirkan saksi ahli medis sepadan
(peer-expert testimony) untuk membuktikan secara
rumit adanya pelanggaran standar kewajiban
(breach of duty). Hakim, berdasarkan akal sehat
hukum (common sense) dan fakta objektif yang
kasat mata, dapat langsung mengambil kesimpulan
hukum (presumption of negligence) bahwa
kelalaian telah terjadi, sehingga beban pembuktian
seketika  beralih  kepada  dokter  untuk
membuktikan sebaliknya bahwa tindakan mereka
telah bebas dari kelalaian.

Transformasi sistem pencatatan melalui
Rekam Medis Elektronik (RME) membawa
pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas
penerapan doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai tolok
ukur hukum di era digital. Integrasi sistem
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teknologi informasi faskes menutup celah bagi
rumah sakit untuk melakukan pembelaan semu
apabila dihadapkan pada doktrin ini. Jejak audit
digital (audit trail) dan stempel waktu (timestamp)
yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem RME
bertindak sebagai alat bukti siber yang
memperkuat atau justru menggugurkan asumsi
kelalaian tersebut. Sebagai contoh, jika terjadi
kasus pasien mengalami luka bakar derajat tiga di
meja operasi akibat korsleting alat kauterisasi
(electrocautery), tim hukum rumah sakit tidak
dapat mengelak dari elemen kendali eksklusif.
Hakim dapat memerintahkan penarikan log
aktivitas siber dan dokumen pemeliharaan alat
digital yang tersimpan pada server rumah sakit
untuk membuktikan apakah fungsi kendali mutu
klinis dan kalibrasi alat telah dijalankan sesuai SOP
atau terjadi pembiaran administratif yang
memenuhi unsur kelalaian materiil murni.

Bagi tenaga medis, sanksi hukum yang
membayangi dari pemberlakuan doktrin Res Ipsa
Loquitur dapat diredam secara sah apabila mereka
mampu menghadirkan bukti penolakan (rebuttal
evidence) yang kuat melalui kesempurnaan catatan
perkembangan pasien terintegrasi (CPPT). Dokter
harus dapat membuktikan bahwa hasil buruk yang
terjadi, meskipun sepintas terlihat seperti
kelalaian nyata, sebenarnya merupakan bagian
dari ketidakpastian ilmiah (scientific uncertainty)
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atau risiko medis (inherent risk) yang tidak
terhindarkan ~ meskipun  seluruh  protokol
keselamatan telah terpenuhi 100 persen. Jika di
dalam berkas digital RME yang telah dibububhi
Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi
terbukti bahwa seluruh hitungan kasa dan
instrumen telah diverifikasi berlapis oleh perawat
sirkuler sebelum penutupan dinding abdomen
sesuai dengan SOP keselamatan pasien (surgical
safety  checklist), maka asumsi kelalaian
berdasarkan doktrin ini dapat runtuh demi hukum.
Melalui keseimbangan pembuktian ini, doktrin Res
Ipsa Loquitur tidak lagi berfungsi sebagai
instrumen penghakiman sepihak, melainkan
menjadi penyeimbang neraka hukum yang adil
untuk melindungi hak privasi, keselamatan, dan
martabat pasien sekaligus menjamin kepastian
hukum profesi medis.

6.5 Studi Kasus Kelalaian Medik dan
Penanganannya: Pembuktian Risiko Medis
yang Tidak Terduga dalam Operasi

Konstruksi sengketa hukum kesehatan sering
kali bersumber dari ketidakmampuan para pihak
dalam membedakan hasil buruk akibat kelalaian
medik (medical negligence) dengan hasil buruk
yang lahir dari risiko medis yang tidak terduga
(unforeseen inherent risk). Sebagai studi kasus riil
untuk membedah problem yuridis ini, seorang
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pasien laki-laki berusia 52 tahun dijadwalkan
menjalani operasi bedah mayor elektif berupa
laparoskopi kolesistektomi (pengangkatan kantung
empedu) di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan
sekunder. Secara Kklinis, pasien menderita
kolesistitis kronis dengan kolelitiasis masif. Dokter
penanggung jawab pelayanan (DPJP) spesialis
bedah digestif telah melakukan seluruh rangkaian
pemeriksaan pra-bedah secara lengkap, mulai dari
pemeriksaan laboratorium darah,
elektrokardiografi, hingga ultrasonografi
abdomen, yang seluruh hasilnya menunjukkan
status kebugaran pasien berada dalam batas aman
untuk dilakukan tindakan dengan pembiusan
umum.

Operasi berjalan sesuai dengan Standar
Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku,
menggunakan teknik invasif minimal dengan
kendali visual kamera resolusi tinggi. Namun, saat
proses diseksi jaringan di sekitar segitiga Calot
berlangsung, terjadi robekan mendadak pada
variasi anatomi arteri hepatika kanan yang
posisinya bergeser secara anomali di belakang
duktus sistikus (aberrant anatomy). Robekan ini
memicu perdarahan masif mendadak (torrential
hemorrhage) di  rongga abdomen yang
mengaburkan lapang pandang kamera
laparoskopi. Menghadapi situasi darurat yang
mengancam nyawa tersebut, DPJP segera

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 143



mengambil keputusan Kklinis (clinical judgment)
untuk melakukan konversi tindakan dari bedah
laparoskopi menjadi bedah terbuka (open
laparotomy) guna mengendalikan sumber
perdarahan dan melakukan penjahitan pembuluh
darah. Perdarahan berhasil dihentikan, namun
akibat syok hemoragik transien selama fase krisis
tersebut, pasien mengalami perpanjangan masa
perawatan di Intensive Care Unit (ICU) selama lima
hari dan menderita penurunan fungsi ginjal akut
yang memerlukan pemantauan nefrologi intensif.
Pasca-operasi, pihak keluarga pasien yang
mengalami  guncangan  psikologis  akibat
pembengkakan biaya perawatan dan kondisi
pasien yang memburuk di ICU, menolak menerima
penjelasan  medis. Keluarga  menganggap
perpanjangan perawatan dan cedera ginjal akut
tersebut sebagai bukti nyata adanya malapraktik
kedokteran, kelalaian administrasi hukum, dan
kecerobohan teknis di meja operasi. Konflik privat
di ruang praktik ini dengan cepat bertransformasi
menjadi konflik terbuka ketika keluarga menunjuk
penasihat hukum, menolak melunasi sisa biaya
administrasi rumah sakit, dan melayangkan somasi
formal yang menuntut ganti kerugian materiil dan
immateriil sebesar lima miliar rupiah dengan
tuduhan pelanggaran Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW) tentang Perbuatan
Melawan Hukum. Keluarga juga mengancam akan
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membawa kasus ini ke ranah pidana atas dugaan
kealpaan yang menyebabkan luka berat
sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang
hukum pidana yang berlaku.

Menanggapi somasi dan ancaman litigasi
tersebut, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan
segera mengaktifkan protokol manajemen krisis
hukum dengan membentuk tim penanganan
terintegrasi yang terdiri dari unit hukum (legal
counsel), komite medik, sub-komite kredensial,
serta dokter spesialis bedah independen dari luar
institusi sebagai penilai sejawat (peer reviewer).
Langkah pertama yang ditempuh secara
administratif adalah melakukan penguncian data
(data freezing) dan audit menyeluruh terhadap
berkas Rekam Medis Elektronik (RME) pasien. Tim
hukum menarik log aktivitas siber dan jejak audit
digital (audit trail) untuk memverifikasi
kesempurnaan pendokumentasian klinis pada
Lembar Catatan Perkembangan Pasien
Terintegrasi (CPPT) dan laporan operasi digital.
Rekam jejak digital membuktikan secara empiris
bahwa stempel waktu (timestamp) penginputan
ordo obat-obatan resusitasi cairan, keputusan
konversi tindakan menjadi laparotomi, hingga
waktu kedatangan dokter konsulen anestesi di
kamar operasi berjalan secara runtut, sinkron, dan
tanpa adanya penundaan administratif
(administrative delay).
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Instrumen hukum paling vital yang menjadi
benteng pertahanan rumah sakit dalam
meruntuhkan tuduhan kelalaian adalah validitas
materiil dari formulir persetujuan tindakan
kedokteran (informed consent) yang telah
ditandatangani oleh istri pasien pada fase pra-
tindakan. Di dalam dokumen digital yang telah
dibubuhi Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Tersertifikasi tersebut, tim hukum menemukan
bukti otentik bahwa DPJP telah memasukkan
klausul tertulis yang secara spesifik memaparkan
adanya risiko variasi anatomi pembuluh darah,
risiko perdarahan masif, serta kemungkinan
dilakukannya konversi tindakan menjadi bedah
terbuka apabila terjadi kondisi kedaruratan demi
keselamatan jiwa pasien. Penjelasan risiko ini
disampaikan menggunakan bahasa universal yang
sederhana tanpa bias jargon esoterik, dan
diperkuat oleh lembar edukasi saksi tenaga
kesehatan yang hadir saat proses wawancara pra-
bedah berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa
unsur informed telah terpenuhi secara sah, dan
pasien secara sukarela telah mengambil alih beban
risiko ilmiah tersebut (assumption of risk).

Langkah penanganan berikutnya adalah
menyelenggarakan forum mediasi formal dengan
mengundang keluarga pasien beserta penasihat
hukumnya di ruang mediasi khusus rumah sakit.
Dalam forum tersebut, tim hukum dan komite
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medik menerapkan strategi komunikasi risiko
secara transparan, empatik, dan akuntabel. Rumah
sakit menunjukkan visualisasi video skematis
mengenai anomali arteri hepatika dan
memaparkan hasil audit eksternal dari penilai
sejawat yang menyatakan bahwa tindakan DPJP
melakukan konversi ke bedah terbuka merupakan
tindakan penyelamatan (life-saving) yang tepat,
cepat, dan telah sesuai dengan standar profesi
tertinggi, bukan sebuah bentuk kelalaian medik.
Tim hukum menegaskan secara yuridis bahwa
cedera ginjal yang terjadi merupakan implikasi
sekunder dari syok hemoragik yang dikategorikan
sebagai risiko medis yang tidak terduga (inherent
risk), yang terbebas dari unsur
pertanggungjawaban hukum karena doktrin
hubungan medis bercorak inspanningsverbintenis
(perikatan upaya maksimal), bukan
resultaatverbintenis (perikatan hasil).

Setelah melalui proses mediasi yang alot
dengan menunjukkan bukti-bukti administratif
RME yang mutlak dan tak terbantahkan, penasihat
hukum keluarga pasien akhirnya menyadari bahwa
gugatan kelalaian mereka tidak memiliki dasar
hukum yang kuat di pengadilan dan rentan patah
oleh pembuktian terbalik rumah sakit. Penanganan
kasus ini diakhiri secara damai melalui
penyusunan dokumen Kesepakatan Bersama
Penyelesaian Klaim Medis secara out-of-court
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settlement. Di dalam dokumen tertulis di atas
meterai tersebut, pihak keluarga menyatakan
menerima penjelasan medis secara utuh, mencabut
seluruh somasi hukum, dan sepakat tidak akan
melakukan tuntutan pidana maupun perdata di
kemudian hari. Rumah sakit, sebagai wujud empati
klinis dan pemulihan hubungan terapeutik,
memberikan kompensasi administratif berupa
penghapusan sebagian biaya perawatan ICU,
sehingga hak privasi informasi pasien tetap
terlindungi, reputasi institusi faskes terjaga dari
amplifikasi negatif media sosial, dan kepastian
hukum bagi tenaga medis dapat ditegakkan secara
paripurna.
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BAB VIiI

JERAT HUKUM AKIBAT
KETIDAKTAHUAN RANAH ETIKA
VS HUKUM PIDANA KESEHATAN

7.1 Batasan Jurisdiksi Disiplin Profesi Kedokteran
dan Hukum Pidana Formal
Pemisahan  kekuasaan mengadili atau
demarkasi jurisdiksi antara ranah disiplin profesi
kedokteran dan ranah hukum pidana formal
merupakan salah satu aspek paling fundamental
sekaligus kompleks dalam tata hukum kesehatan di
Indonesia. Ketidakjelasan batas antara kedua
wilayah penegakan hukum ini sering Kkali
menimbulkan tumpang tindih kewenangan
(overlapping jurisdiction) yang berdampak pada
lahirnya ketidakpastian administratif dan ancaman
kriminalisasi yang tidak proporsional bagi tenaga
medis. Di bawah payung besar regulasi kesehatan
nasional, khususnya melalui ketentuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
negara berupaya memformulasikan sebuah
koridor hukum yang membedakan secara tegas
kapan suatu perbuatan tenaga medis harus dinilai
dari sudut pandang pelanggaran etika dan disiplin
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keilmuan, serta kapan perbuatan tersebut telah
melintasi garis batas menjadi sebuah tindak pidana
murni (criminal offense). Pembatasan jurisdiksi ini
sangat esensial untuk menjamin otonomi profesi
kedokteran dalam mengambil keputusan klinis
yang berisiko tinggi tanpa dibayangi ketakutan
yang melumpuhkan (defensive medicine), sekaligus
tetap menjamin hak masyarakat atas perlindungan
hukum dari praktik medis yang membahayakan
jiwa.

Jurisdiksi  disiplin  profesi  kedokteran
menempati wilayah penilaian terhadap kepatuhan
penegakan Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan
Standar Prosedur Operasional (SPO) yang
dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan
transaksi terapeutik. Lembaga yang memegang
otoritas penuh dalam jurisdiksi ini adalah Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI), sebuah badan otonom yang dibentuk
oleh undang-undang untuk menegakkan disiplin
profesi. Wilayah kompetensi MKDKI berfokus pada
pembuktian ada tidaknya pelanggaran aturan-
aturan penerapan keilmuan kedokteran, bukan
pada penentuan bersalah atau tidaknya seorang
individu secara hukum perdata atau pidana. Sanksi
yang dijatuhkan oleh MKDKI bersifat administratif
dan profesional, mulai dari pemberian peringatan
tertulis, kewajiban mengikuti re-edukasi atau
pelatihan ulang di institusi pendidikan, hingga
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sanksi terberat berupa rekomendasi pencabutan
Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin
Praktik (SIP). Karakteristik utama dari jurisdiksi
disiplin ini adalah pengujian perkara yang
dilakukan oleh penilai sejawat (peer-review) yang
memiliki pemahaman ilmiah mendalam tentang
ketidakpastian medis (scientific uncertainty) dan
variabilitas biologis manusia, sehingga parameter
yang digunakan untuk mengukur tindakan dokter
adalah  objektivitas  klinis  ilmiah, bukan
interpretasi hukum formal yang kaku.

Sebaliknya, jurisdiksi hukum pidana formal
berada di bawah kewenangan penuh aparatur
penegak hukum kedirgantaraan negara, mulai dari
penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga
majelis hakim di lingkungan peradilan umum.
Koridor hukum pidana baru dapat diaktifkan dan
memiliki landasan jurisdiksi yang sah apabila
perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana materiil
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana khusus
dalam undang-undang kesehatan. Unsur-unsur
tersebut meliputi adanya unsur kesengajaan
(dolus) untuk mencelakai, unsur kealpaan berat
(culpa lata) yang menyebabkan luka berat atau
kematian, adanya pemalsuan dokumen
administratif rekam medis, atau tindakan medis
ilegal yang dilakukan di luar batas kewenangan
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keahlian tanpa izin yang sah. Sanksi dalam
jurisdiksi pidana formal bersifat represif dan
personal, berupa perampasan kemerdekaan fisik
(penjara) atau denda material yang dibayarkan
kepada negara. Fokus utama peradilan pidana
bukanlah pada pembinaan mutu profesi,
melainkan pada penegakan keadilan publik,
pembalasan atas penderitaan korban, serta
pemulihan ketertiban sosial yang terganggu akibat
terjadinya suatu kejahatan.

Jembatan  administratif yang  menjadi
instrumen penyelarasan dan pembatas hubungan
antara kedua jurisdiksi ini adalah kewajiban
pelibatan rekomendasi atau penilaian disiplin
sebelum aparat penegak hukum melakukan proses
penyidikan  lebih  lanjut. = Undang-Undang
Kesehatan terbaru memberikan penegasan hukum
bahwa dalam hal tenaga medis diduga melakukan
kelalaian dalam menjalankan profesinya yang
mengakibatkan kerugian pada pasien, penanganan
kasus tersebut harus diutamakan melalui
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out-of-
court settlement) atau melalui mekanisme
pemeriksaan disiplin terlebih dahulu. Dokumen
rekam medisbaik Rekam Medis Elektronik (RME)
yang dilindungi oleh Tanda Tangan Elektronik
(TTE) Tersertifikasi maupun dokumen
konvensionalbertindak sebagai alat bukti siber dan
fisik utama yang dievaluasi oleh MKDKI untuk
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menentukan apakah hasil buruk yang menimpa
pasien merupakan akibat dari pelanggaran standar
prosedur (breach of duty) atau murni merupakan
risiko medis (inherent risk). Jika MKDKI
menyatakan bahwa tindakan dokter telah sesuai
dengan SPO dan hasil buruk tersebut adalah risiko
yang tidak terhindarkan, maka penilaian tersebut
menjadi sinyal hukum yang kuat bagi penyidik
kepolisian untuk menghentikan penyelidikan
pidana demi hukum karena tidak terpenuhinya
unsur kealpaan (culpa).

Namun, batasan jurisdiksi ini akan runtuh
secara otomatis, dan hukum pidana formal akan
mengambil alih penanganan perkara secara
absolut tanpa perlu menunggu rekomendasi
profesi, apabila ditemukan adanya indikasi tindak
pidana murni yang terpisah dari tindakan klinis
rasional. Tindakan-tindakan kriminal tersebut
meliputi melakukan praktik aborsi ilegal di luar
indikasi medis darurat, melakukan pelecehan
seksual terhadap pasien di ruang periksa,
menggunakan ijazah atau STR palsu, melakukan
manipulasi data audit trail rekam medis untuk
menyembunyikan kesalahan secara sengaja (post-
factum alteration), atau mengonsumsi narkotika
saat melakukan tindakan operasi bedah. Dalam
konstelasi pelanggaran pidana murni semacam ini,
hak imunitas profesi kedokteran dinyatakan gugur
demi hukum, karena perbuatan tersebut tidak lagi
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diklasifikasikan sebagai bagian dari pelaksanaan
profesi pelayanan kesehatan yang sah, melainkan
murni perbuatan kriminal personal (malum in se)
yang tunduk sepenuhnya pada asas hukum acara
pidana formal demi tegaknya supremasi hukum di
Indonesia.

7.2 Karakteristik Tindakan Medis yang Memenuhi
Unsur Tindak Pidana Kelalaian
Karakteristik tindakan medis yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana kelalaian
(criminal negligence/culpa) menuntut pemenuhan
parameter yuridis yang jauh lebih ketat dan
esktrem dibandingkan dengan kelalaian perdata
murni. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep
kelalaian atau kealpaan (culpa) tidak diukur dari
adanya kerugian material semata, melainkan dari
adanya gradasi kesalahan sikap batin dan
perbuatan tenaga medis yang masuk dalam
kualifikasi  kealpaan  berat (culpa lata).
Berdasarkan kodifikasi hukum dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), seorang tenaga medis tidak
dapat dipidanakan hanya karena timbulnya hasil
buruk (adverse outcomes) atau kegagalan
terapeutik yang berada dalam ruang lingkup
ketidakpastian ilmiah kedokteran. Tindakan medis
baru melintasi batas jurisdiksi dan memenubhi
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unsur pidana apabila memiliki karakteristik yang
menunjukkan adanya pengabaian ekstrem
terhadap keselamatan jiwa manusia, ketidakhati-
hatian yang mencolok, serta pelanggaran
prosedural fatal yang secara rasional seharusnya
dapat diprediksi dan dicegah oleh dokter mana pun
dengan kualifikasi sepadan.

Karakteristik utama pertama dari tindakan
medis yang memenuhi unsur pidana kelalaian
adalah adanya unsur keterdugaan yang diabaikan
(foreseeability). Dalam doktrin hukum pidana,
kealpaan terjadi ketika seorang tenaga medis
melakukan suatu tindakan atau pembiaran
administratif klinis yang risiko fatalitasnya secara
objektif keilmuan sudah dapat diduga sebelumnya
(akseptabel dan dapat diperkirakan), namun
dokter tersebut tetap melanjutkannya tanpa
melakukan langkah-langkah  mitigasi yang
diwajibkan oleh Standar Prosedur Operasional
(SPO). Karakteristik ini membedakan tindakan
pidana dengan risiko medis yang tidak terduga
(unforeseen inherent risk). Bukti mengenai adanya
foreseeability yang diabaikan ini terpancar secara
konkret melalui rekam jejak digital Rekam Medis
Elektronik (RME). Sebagai contoh, jika sistem
kendali mutu klinis (clinical decision support
system) pada RME telah memunculkan sinyal
peringatan berupa alarm kontraindikasi obat yang
parah atau alergi antibiotik yang tercatat pada
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riwayat pasien, namun DPJP secara sengaja
mengabaikan alarm digital tersebut dan tetap
menyuntikkan obat yang dimaksud hingga pasien
mengalami syok anafilaktik fatal, maka tindakan
tersebut secara hukum memenuhi karakteristik
kealpaan berat karena risiko kematian telah
terprediksi secara sistemik namun diabaikan.
Karakteristik kedua adalah adanya bentuk
penyimpangan yang mencolok dan tidak masuk
akal dari Standar Pelayanan Medis (gross departure
from the standard of care). Seseorang tenaga medis
dinyatakan melakukan culpa lata apabila derajat
penyimpangannya terhadap prosedur baku sudah
sedemikian rupa sehingga menunjukkan ketiadaan
kepedulian yang mendasar (recklessness) terhadap
keselamatan nyawa pasien. Penyimpangan ini
bukan lagi berupa perdebatan akademis mengenai
perbedaan mazhab terapi, melainkan pengabaian
total terhadap hal-hal yang bersifat elementer
dalam dunia kedokteran. Contoh visual dari
karakteristik ini di ruang persidangan meliputi
tindakan dokter yang melakukan prosedur bedah
invasif mayor tanpa didahului oleh pemeriksaan
penunjang wajib seperti cek laboratorium darah
atau rontgen, melakukan operasi dalam kondisi di
bawah pengaruh alkohol atau zat psikotropika,
atau meninggalkan pasien pasca-operasi yang
sedang mengalami perdarahan aktif demi
kepentingan pribadi di luar rumah sakit.
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Kekosongan pengisian Catatan Perkembangan
Pasien Terintegrasi (CPPT) serta log jejak audit
(audit trail) yang terputus pada fase kritis ini
bertindak sebagai alat bukti utama (prima facie
evidence) yang menegaskan bahwa breach of duty
yang terjadi telah berada pada level kelalaian
pidana yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum
publik.

Karakteristik ketiga yang wajib terpenuhi
secara kumulatif adalah adanya hubungan
kausalitas hukum yang mutlak dan tak terputus
antara kelalaian tindakan dengan akibat fatal yang
diderita pasien (proximate cause). Hukum pidana
menerapkan asas but-for test yang sangat ketat:
akibat berupa luka berat atau kematian pasien
tidak akan pernah terjadi jika dokter tidak
melakukan  pengabaian standar tersebut.
Pembuktian kausalitas pidana ini menuntut
validitas kronologis garis waktu (timeline) yang
sempurna pada server administrasi siber rumah
sakit. Apabila dalam persidangan terbukti bahwa
pasien meninggal dunia bukan karena kesalahan
dosis obat yang keliru diinput oleh dokter,
melainkan karena progresivitas alamiah dari
penyakit tumor stadium akhir yang sudah
mengalami kegagalan organ multiorgan sebelum
obat diberikan, maka rantai kausalitas pidana
dinyatakan terputus. Sebaliknya, jika kematian
terjadi murni karena tertukarnya tabung gas
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oksigen dengan gas nitrogen akibat kelalaian staf
anestesi yang abai melakukan verifikasi visual
warna tabung sesuai SPO keselamatan pasien,
maka karakteristik kausalitas pidana tegak secara
absolut untuk menjatuhkan sanksi perampasan
kemerdekaan fisik.

Terakhir, karakteristik tindakan medis yang
memenuhi unsur pidana selalu melibatkan
kegagalan pemenuhan keabsahan formal maupun
materiil dari persetujuan tindakan kedokteran
(informed consent) pada situasi non-darurat.
Melakukan tindakan medis invasif yang
mengandung risiko tinggi tanpa adanya
persetujuan tertulis yang sah dari pasien atau wali
hukumnyadi luar kondisi kedaruratan medis life-
savingdiklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran
hak otonomi serius yang berimplikasi pidana. Di
era digital, keabsahan ini diuji lewat validasi Tanda
Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada
dokumen informed consent digital. Jika rumah sakit
memalsukan tanda tangan digital tersebut atau
memaksa keluarga menandatangani lembar
persetujuan dalam kondisi asimetri informasi yang
dimanipulasi (post-factum alteration), maka
perlindungan hukum berupa hak imunitas profesi
kedokteran dinyatakan gugur demi hukum.
Tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai
risiko medis yang dapat dimaafkan, melainkan
sebuah perbuatan melawan hukum pidana murni

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 158



yang menuntut pertanggungjawaban personal dari
tenaga medis yang bertugas demi menjaga
martabat manusia dan supremasi hukum
peradilan.

7.3 Perlindungan Etik Profesi vs Doktrin Hukum
Penegakan Hukum Pidana Kesehatan
Ketegangan antara perlindungan etik profesi
kedokteran dan doktrin penegakan hukum pidana
kesehatan merupakan salah satu diskursus paling
dinamis dalam konstelasi hukum nasional
Indonesia. Perlindungan etik profesi berakar pada
otonomi keilmuan yang bersandar pada sumpah
dokter dan kode etik kedokteran yang bersifat
universal, dengan tujuan menjaga kemurnian
hubungan terapeutik yang berbasis kepercayaan
dan empati. Sebaliknya, doktrin penegakan hukum
pidana kesehatan didorong oleh asas ketertiban
umum, kepastian hukum, dan pembalasan sanksi
atas terjadinya suatu pelanggaran yang
mengancam keselamatan publik. Ketimpangan
cara pandang ini memicu benturan jurisdiksi yang
tajam; di satu sisi komunitas medis menghendaki
penyelesaian internal berbasis pembinaan moral
profesi melalui Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, sedangkan di sisi lain aparat
penegak hukum menuntut pemeriksaan langsung
menggunakan instrumen pidana formal demi
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menjamin supremasi hukum. Benturan ini
menuntut adanya pembatasan yang rigid agar
proses peradilan tidak mencederai hak imunitas
profesi medis, namun tetap mampu menghukum
tindakan kriminal nyata di lingkungan kesehatan.
Doktrin hukum pidana kesehatan memiliki
karakteristik yang menolak eksklusivitas etika
ketika suatu perbuatan medis telah memenuhi
unsur-unsur pelanggaran materiil pidana. Dalam
hukum pidana formal, eksistensi kode etik profesi
tidak dapat bertindak sebagai hukum positif yang
mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana atau Kketentuan pidana khusus dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Penegakan hukum pidana didasarkan
pada asas bahwa setiap warga negara memiliki
kedudukan yang setara di hadapan hukum,
sehingga tidak ada satu pun kelompok profesi yang
dapat berlindung di balik tameng otonomi internal
jika tindakannya telah memenuhi kualifikasi
kealpaan berat yang menyebabkan hilangnya
nyawa manusia atau kecacatan fisik. Doktrin
pidana berfokus pada pembuktian objektif
mengenai unsur perbuatan dan sikap batin
kesalahan secara mandiri, tanpa terikat pada
sanksi moral organisasi profesi. Aparat penegak
hukum memandang bahwa ketika kelalaian medis
terjadi akibat pengabaian standar keselamatan
secara mencolok, kasus tersebut telah bergeser
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dari sengketa privat etik menjadi kejahatan
terhadap publik yang menjadi domain absolut
peradilan umum.

Perlindungan etik profesi kedokteran, secara
filosofis, justru bertujuan mencegah terjadinya
intervensi hukum pidana yang kaku terhadap
tindakan medis yang bersifat perikatan upaya
maksimal berdasarkan standar profesi, bukan
perikatan yang menjamin hasil akhir. Komunitas
medis menyadari bahwa ilmu kedokteran
senantiasa berhadapan dengan Kketidakpastian
ilmiah dan variabilitas biologis pasien yang tidak
dapat diprediksi secara mekanis. Oleh karena itu,
perlindungan etik memberikan ruang bagi dokter
untuk melakukan pilihan klinis yang berisiko tinggi
demi menyelamatkan nyawa pasien tanpa rasa
takut akan ancaman penjara yang berpotensi
memicu praktik kedokteran defensif. Di bawah
kerangka ini, etika profesi menilai kesalahan
dokter bukan dari hasil akhir yang buruk,
melainkan dari niat baik dan kepatuhan terhadap
proses ilmiah serta standar operasional prosedur
yang berlaku. Apabila penegakan hukum pidana
dilakukan secara agresif tanpa
mempertimbangkan konteks kerentanan klinis ini,
dampaknya adalah kelumpuhan profesi; para
dokter akan cenderung menolak menangani pasien
dalam kondisi kritis demi menghindari risiko
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kriminalisasi, yang pada akhirnya justru
merugikan hak hidup masyarakat luas.

Untuk menjembatani benturan kepentingan
ini, regulasi hukum kesehatan nasional
memperkenalkan mekanisme penegakan hukum
yang terintegrasi melalui penyelarasan
administratif pra-penyidikan. Secara yuridis,
dugaan kelalaian medis yang dilaporkan oleh
masyarakat wajib dialirkan terlebih dahulu melalui
pemeriksaan disiplin dan mediasi sebagai
instrumen keadilan restoratif yang mengutamakan
kedamaian. Dokumen Rekam Medis Elektronik
yang dilindungi oleh Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi dan catatan perkembangan pasien
terintegrasi bertindak sebagai alat bukti utama
yang dievaluasi oleh majelis disiplin profesi secara
ketat. Penilaian dari penilai sejawat ini berfungsi
sebagai pemberi sinyal hukum objektif bagi
penyidik kepolisian untuk menentukan apakah
tindakan medis tersebut berada dalam koridor
risiko medis yang dapat dimaafkan atau kelalaian
pidana nyata. Melalui pembatasan inij,
perlindungan etik profesi tidak lagi dipandang
sebagai bentuk impunitas hukum, melainkan
sebagai filter keilmuan yang sah untuk memastikan
bahwa hukum pidana hanya diturunkan sebagai
upaya terakhir terhadap perbuatan kriminal nyata
yang merusak martabat kemanusiaan.
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7.4 Pertanggungjawaban Pidana Individual Tenaga
Medis di Ruang Pelayanan Publik
Konstruksi hukum mengenai
pertanggungjawaban pidana di sektor kesehatan
berpegang teguh pada asas fundamental hukum
pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan
tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali
jika sikap batinnya juga dinyatakan bersalah.
Dalam ranah pelayanan kesehatan di ruang publik,
doktrin ini memanifestasikan diri ke dalam bentuk
pertanggungjawaban pidana individual, di mana
seorang tenaga medis wajib
mempertanggungjawabkan setiap tindakan klinis
atau kelalaian personalnya secara mandiri di
hadapan hukum peradilan. Prinsip akuntabilitas
personal ini memisahkan secara tegas antara
kesalahan sistemik yang menjadi domain tanggung
jawab korporasi fasilitas pelayanan kesehatan
dengan kesalahan teknis-klinis yang lahir dari
sikap batin alpa atau abai dari individu tenaga
medis yang bertugas. Keterikatan hukum ini
menuntut setiap dokter, perawat, atau bidan untuk
memiliki tingkat kecermatan yang sangat tinggi,
karena jaminan perlindungan atau imunitas
institusional yang diberikan oleh rumah sakit akan
gugur seketika apabila tindakan individu tersebut
terbukti memenuhi unsur-unsur kealpaan berat
yang merugikan keselamatan jiwa pasien.
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Karakteristik dari pertanggungjawaban pidana
individual di ruang pelayanan publik sering kali
bersinggungan dengan pembuktian elemen sikap
batin yang berwujud kealpaan yang mencolok atau
ketidakhati-hatian yang tidak dapat dimaafkan. Di
tengah padatnya arus pelayanan pada fasilitas
kesehatan publik, seperti Rumah Sakit Umum
Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat, tenaga
medis kerap dihadapkan pada tekanan beban kerja
yang ekstrem dan keterbatasan sumber daya
manusia serta alat kesehatan. Namun, hukum
pidana tidak menerima argumen keterbatasan
fasilitas sebagai alasan pemaaf otomatis jika
individu tenaga medis terbukti secara sadar
melanggar protokol keselamatan pasien yang
paling mendasar. Pembuktian kesalahan individual
ini bertumpu pada analisis forensik terhadap log
aktivitas digital dan jejak audit di dalam Rekam
Medis Elektronik. Hakim akan menelisik secara
personal akun pengguna yang digunakan saat
menginput instruksi medis; jika terbukti bahwa
seorang dokter secara pribadi salah memasukkan
dosis obat karena tergesa-gesa tanpa melakukan
verifikasi berlapis sesuai Standar Prosedur
Operasional, maka tanggung jawab hukum atas
cedera fatal pasien sepenuhnya melekat pada
personal dokter tersebut, bukan pada sistem
rumah sakit.
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Lebih lanjut, pertanggungjawaban individual
ini juga mencakup aspek pembiaran klinis yang
dikategorikan sebagai tindak pidana murni melalui
delik kelalaian akibat tidak berbuat sesuatu.
Karakteristik penegakan hukum pidana kesehatan
menyoroti tindakan medis individu yang dengan
sengaja atau karena kealpaan fatal meninggalkan
ruang pelayanan publik saat pasien berada dalam
kondisi kritis yang membutuhkan tindakan
penyelamatan nyawa. Kehadiran fisik dokter
penanggung jawab pelayanan atau dokter jaga di
ruang instalasi gawat darurat merupakan
perwujudan dari kewajiban hukum yang melekat
pada individu berdasarkan Surat Izin Praktik yang
dimilikinya. Apabila seorang tenaga medis secara
personal memilih untuk mengabaikan panggilan
kedaruratan dari perawat, terlambat melakukan
resusitasi tanpa alasan ilmiah yang sah, atau
mendelegasikan tindakan invasif di luar batas
kompetensi kepada tenaga penunjang tanpa
pengawasan langsung, maka mata rantai kausalitas
hukum pidana akan mengikat individu tersebut
secara absolut sebagai penyebab utama terjadinya
fatalitas Klinis.

Perlindungan hukum bagi tenaga medis dari
ancaman pertanggungjawaban pidana individual
yang tidak adil di ruang pelayanan publik sangat
bergantung pada ketertiban pendokumentasian
administrasi hukum siber yang mereka lakukan
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secara mandiri. Setiap keputusan Kklinis yang
diambil dalam kondisi krisis harus segera dikunci
keabsahan materiilnya melalui pengisian catatan
perkembangan pasien terintegrasi dan dibubuhi
Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi secara
tepat waktu. Validitas stempel waktu Rekam Medis
Elektronik yang dibuat secara personal oleh dokter
bertugas menjadi alat bukti utama untuk
mematahkan tuduhan kelalaian di persidangan.
Dokumen digital yang sempurna ini mampu
membuktikan secara empiris kepada majelis
hakim bahwa tindakan yang diambil telah sesuai
dengan standar profesi tertinggi, dan hasil buruk
yang menimpa pasien murni merupakan risiko
medis yang tidak terduga, sehingga dapat
membebaskan kedudukan hukum individu tenaga
medis dari jerat hukum pidana formal demi
tegaknya kepastian hukum pelayanan kesehatan
masyarakat.

7.5 Studi Kasus Tindak Pidana Kesehatan dan
Penanganannya: Kriminalisasi Akibat Dugaan
Kelalaian Fatal Tenaga Medis

Eskalasi sengketa medis dari ruang perawatan
menuju ranah peradilan pidana formal merupakan
fenomena hukum yang menuntut kecermatan
tinggi dalam mengurai unsur kesalahan subjektif
individual dan objektif klinis. Sebagai basis analisis
kasus riil, seorang dokter spesialis anak dan
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seorang perawat senior di sebuah fasilitas
pelayanan kesehatan publik didakwa melakukan
tindak pidana kealpaan berat yang menyebabkan
kematian pasien anak berusia 4 tahun. Pasien
tersebut masuk ke instalasi gawat darurat dengan
keluhan dehidrasi berat akibat gastroenteritis akut
disertai demam tinggi. Dokter penanggung jawab
pelayanan (DPJP) yang bertugas malam itu
menerbitkan instruksi klinis secara verbal kepada
perawat untuk memberikan injeksi cairan pekat
kalium Kklorida melalui jalur intravena sebagai
langkah koreksi elektrolit secara cepat.

Distorsi pesan dan hambatan komunikasi
administrasi hukum pecah ketika instruksi verbal
tersebut dieksekusi tanpa adanya penerapan
protokol verifikasi berlapis sesuai Standar
Prosedur  Operasional. @ Perawat langsung
menyuntikkan cairan pekat tersebut dalam bentuk
bolus intravena langsung (undiluted intravenous
push), padahal secara baku ilmiah zat tersebut
wajib melalui proses pengenceran ketat dan
dialirkan secara perlahan melalui pompa infus.
Dalam hitungan menit pasca-injeksi, pasien
mengalami henti jantung akut akibat hiperkalemia
berat dan dinyatakan meninggal dunia setelah
upaya resusitasi jantung paru gagal. Insiden fatal
ini memicu amarah keluarga pasien yang langsung
melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
lalu lintas sektor kesehatan, menuduh tim medis
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melakukan tindak pidana kelalaian berat yang
menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Pihak
penyidik segera melakukan penahanan fisik
terhadap kedua tenaga medis tersebut,
menetapkan status tersangka secara kilat, dan
menyita server pangkalan data Rekam Medis
Elektronik (RME) sebagai barang bukti kejahatan
siber medis.

Dari perspektif analisis yuridis formal, kasus
ini menunjukkan pemenuhan elemen tindak
pidana kelalaian (culpa lata) yang sangat mencolok
pada dimensi pertanggungjawaban pidana
individual. Karakteristik tindakan dokter dan
perawat dalam kasus ini memenuhi unsur
keterdugaan yang diabaikan (foreseeability), di
mana secara konsensus ilmu kedokteran umum,
penyuntikan kalium klorida pekat tanpa
pengenceran secara bolus adalah tindakan yang
memiliki kepastian ilmiah mutlak untuk memicu
henti jantung fatal. Penyimpangan yang terjadi
diklasifikasikan sebagai gross departure from the
standard of care karena melanggar protokol
keselamatan pasien paling elementer terkait obat-
obatan dengan kewaspadaan tinggi (high-alert
medications). Hubungan kausalitas hukum pidana
(proximate cause) terjalin secara sempurna tanpa
terputus; kematian pasien terjadi murni karena
anomali kadar kalium akibat injeksi salah
prosedur, bukan karena progresivitas alamiah dari
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penyakit dehidrasi awal, sehingga doktrin risiko
medis yang tidak terduga dinyatakan gugur demi
hukum di hadapan penyidik.

Langkah penanganan pertama yang ditempuh
oleh tim penasihat hukum faskes dan organisasi
profesi untuk membendung upaya kriminalisasi
yang tidak proporsional adalah mengajukan
keberatan administratif hukum formal terkait
pelanggaran batasan jurisdiksi pra-penyidikan.
Tim hukum mendalilkan bahwa berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, aparat penegak hukum wajib
mendahului proses penyidikan dengan meminta
rekomendasi penilaian dari Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) serta
mengupayakan mekanisme keadilan restoratif
(restorative justice). Secara paralel, rumah sakit
membentuk komite investigasi internal untuk
melakukan audit mendalam terhadap audit trail
dan log aktivitas siber pada server RME yang telah
disita. Penelusuran jejak digital dilakukan untuk
membuktikan pembagian peran kesalahan
individual; apakah sistem RME saat itu
menyediakan fitur peringatan kontraindikasi
otomatis (clinical decision support system) yang
berfungsi dengan baik, atau terjadi pembiaran
administratif dari pihak korporasi rumah sakit
dalam memperbarui perangkat lunak keselamatan
pasien.
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Meskipun dokter berdalih bahwa kesalahan
terletak pada eksekusi perawat, hukum pidana
menolak pengalihan tanggung jawab secara
sepihak jika dokter terbukti melakukan kelalaian
administratif berupa instruksi verbal tanpa
dokumentasi tertulis seketika (post-factum
alteration). Melalui forum mediasi formal yang
difasilitasi oleh penyidik, tim penasihat hukum
menerapkan strategi komunikasi risiko secara
transparan dan empatik kepada keluarga korban.
Rumabh sakit mengakui adanya kesalahan sistemik
dan teknis individual tanpa bersikap defensif-
birokratis, serta menawarkan ganti kerugian
materiill yang memadai untuk memulihkan
penderitaan keluarga. Penanganan komprehensif
ini  berhasil mengarahkan kasus menuju
penyusunan dokumen Kesepakatan Perdamaian
Bersama di luar pengadilan (out-of-court
settlement). Dokumen formal di atas meterai
tersebut menjadi dasar bagi penasihat hukum
untuk mengajukan permohonan penghentian
penyidikan pidana (Restorative Justice) kepada
pihak kepolisian, sehingga penahanan fisik
terhadap tenaga medis dapat ditangguhkan, hak
privasi institusi terlindungi, dan kepastian hukum
dalam pelayanan kesehatan publik dapat
dipulihkan secara berkeadilan.
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BAB Vil
PERTANGGUNGJAWABAN
PERDATA DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN KESEHATAN

8.1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
dalam Pelayanan Kesehatan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
dalam Pelayanan Kesehatan merupakan instrumen
yuridis krusial yang digunakan oleh pasien atau
ahli warisnya ketika terjadi kegagalan tindakan
medis yang diduga bersumber dari kelalaian,
kesengajaan, atau pelanggaran kewajiban hukum
oleh tenaga medis maupun fasilitas pelayanan
kesehatan. Konseptualisasi PMH dalam ranah
hukum kesehatan di Indonesia merujuk pada
ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang menimbulkan Kkerugian tersebut karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
Dalam konteks pelayanan medis, penerapan pasal
ini tidak bersifat sederhana karena sifat mendasar
dari transaksi terapeutik adalah
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inspanningverbintenis, yaitu perikatan daya upaya
yang maksimal, dan bukan resultaatverbintenis
yang menjanjikan hasil akhir berupa kesembuhan
mutlak. Oleh karena itu, kerugian materiil maupun
immateriil yang diderita oleh pasien akibat dari
suatu tindakan kedokteran tidak serta-merta dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum sebelum dilakukan pengujian yang
komprehensif terhadap empat elemen utama PMH
secara akumulatif. Elemen tersebut meliputi
adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya
unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun
kelalaian, adanya kerugian yang nyata, serta
adanya hubungan kausalitas yang linier antara
perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang
timbul.

Perbuatan melawan hukum dalam pelayanan
kesehatan secara doktriner dapat terjadi dalam
beberapa bentuk manifestasi konkret. Pertama,
perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang
lain, dalam hal ini hak pasien untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau sesuai dengan standar profesi dan
standar prosedur operasional. Kedua, perbuatan
tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si
pembuat, di mana dokter atau tenaga medis gagal
melaksanakan  kewajiban  kedinasan  atau
kewajiban profesi yang telah digariskan oleh
peraturan  perundang-undangan di  bidang
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kesehatan. Ketiga, perbuatan tersebut
bertentangan dengan kesusilaan, dan keempat,
bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta
kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh
seorang profesional dalam situasi konseptual yang
sama. Dalam mengidentifikasi adanya unsur
perbuatan melawan hukum pada tindakan medis,
parameter utama yang digunakan oleh hakim
adalah standar profesi medis dan standar prosedur
operasional yang berlaku pada waktu tindakan
dilakukan. Apabila seorang dokter melakukan
tindakan medis di luar dari batas kewenangan
klinisnya, atau secara nyata mengabaikan prosedur
baku yang telah ditetapkan tanpa adanya
pembenaran medis yang bersifat darurat, maka
tindakan tersebut secara formal telah memenuhi
kriteria perbuatan melawan hukum.

Unsur kesalahan dalam gugatan PMH
kesehatan merupakan elemen yang paling rumit
untuk dibuktikan di persidangan. Kesalahan dalam
ranah hukum perdata pelayanan kesehatan
umumnya berbentuk kelalaian berat atau culpa
lata, meskipun tidak menutup kemungkinan
adanya unsur kesengajaan dalam kasus-kasus
tertentu seperti pemalsuan rekam medis atau
tindakan medis tanpa persetujuan tindakan
kedokteran. Kelalaian medis terjadi apabila
seorang tenaga medis tidak melakukan apa yang
seorang dokter dengan kualifikasi yang sama dan
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dalam situasi yang sama akan lakukan, atau
sebaliknya melakukan apa yang seorang dokter
dengan kualifikasi yang sama tidak akan lakukan.
Untuk mengukur kadar kesalahan ini, hukum
menggunakan doktrin standard of care yang
bersifat objektif. Hakim tidak dapat menilai
tindakan dokter berdasarkan sudut pandang orang
awam, melainkan harus mendasarkannya pada
penilaian sejawat seprofesi melalui keterangan ahli
medis yang independen. Apabila hasil penilaian
membuktikan bahwa dokter telah bertindak sesuai
dengan derajat keahlian dan kehati-hatian yang
wajar, maka unsur kesalahan dinyatakan tidak
terpenuhi, sehingga gugatan PMH harus ditolak
meskipun pasien mengalami kecacatan atau
kematian yang tragis.

Selain unsur kesalahan, pembuktian kerugian
yang dialami pasien juga memegang peranan
sentral dalam konstruksi gugatan PMH. Kerugian
dalam pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua
kategori utama, yakni Kkerugian materiil dan
kerugian immateriil. Kerugian materiil mencakup
seluruh biaya pengobatan tambahan yang timbul
akibat kegagalan medis, kehilangan penghasilan
karena hilangnya produktivitas atau kemampuan
kerja pasien, serta biaya-biaya riil lainnya yang
dikeluarkan untuk mengatasi dampak negatif dari
tindakan medis tersebut. Di sisi lain, kerugian
immateriil meliputi penderitaan fisik, tekanan
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mental, trauma  psikologis,  berkurangnya
kesenangan hidup, hingga hilangnya kesempatan
masa depan akibat Kkecacatan permanen.
Tantangan terbesar dalam praktik peradilan adalah
melakukan kuantifikasi terhadap kerugian
immateriil ini, karena sifatnya yang sangat
subjektif. Hakim memiliki kewenangan
diskresioner yang luas untuk menentukan nilai
ganti rugi yang patut dan adil berdasarkan asas
kepatutan, dengan mempertimbangkan tingkat
kesalahan tergugat serta kedudukan sosial-
ekonomi dari para pihak yang bersengketa.
Elemen terakhir dan sering kali menjadi batu
sandungan terbesar bagi penggugat adalah
pembuktian  hubungan  kausalitas  antara
perbuatan tenaga medis dengan kerugian yang
diderita pasien. Dalam hukum perdata, teori
kausalitas yang paling umum digunakan adalah
teori adequat atau conditio sine qua non yang telah
dimodifikasi, di mana perbuatan melawan hukum
tersebut harus menjadi penyebab yang secara
langsung, logis, dan wajar dapat diperkirakan akan
menimbulkan kerugian tersebut. Dalam pelayanan
kesehatan, tubuh manusia adalah sistem biologis
yang sangat kompleks dengan berbagai faktor
risiko bawaan, penyakit penyerta, dan respons
imun yang tidak selalu dapat diprediksi secara
matematis. Kegagalan suatu tindakan medis atau
perburukan kondisi pasien bisa saja disebabkan
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oleh perjalanan alami dari penyakit itu sendiri atau
karena komplikasi medis yang tidak dapat
dihindarkan, bukan Kkarena adanya kelalaian
dokter. Oleh Kkarena itu, beban pembuktian
kausalitas ini memerlukan analisis rekam medis
yang mendalam dan tajam untuk mengisolasi
faktor-faktor luar, sehingga dapat disimpulkan
secara meyakinkan bahwa kerugian pasien benar-
benar bersumber dari tindakan melawan hukum
yang dilakukan oleh tergugat.

Dalam perkembangan hukum acara perdata
terkait pelayanan kesehatan, terdapat doktrin
hukum res ipsa loquitur yang berarti fakta telah
berbicara sendiri, yang dapat digunakan oleh
penggugat untuk mempermudah pembuktian
dalam kondisi tertentu. Doktrin ini berlaku apabila
kerugian yang dialami pasien merupakan suatu hal
yang secara normal tidak akan terjadi kecuali jika
ada kelalaian dari pihak yang mengendalikan
instrumen atau tindakan tersebut, dan tidak ada
kontribusi kelalaian dari pihak pasien sendiri.
Contoh klasik penerepan doktrin ini adalah
tertinggalnya alat bedah di dalam rongga tubuh
pasien setelah operasi selesai. Dalam situasi
seperti ini, beban pembuktian secara praktis
bergeser kepada pihak rumah sakit atau dokter
untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah
atau bahwa peristiwa tersebut terjadi karena
faktor di luar kendali manusia yang tidak dapat
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diprediksi. Namun, penerapan doktrin ini di
pengadilan Indonesia masih sangat terbatas dan
harus dilakukan secara sangat selektif guna
menghindari ketidakadilan bagi tenaga medis yang
menghadapi risiko medis murni.

Secara kelembagaan, gugatan PMH dalam
pelayanan kesehatan tidak hanya diarahkan
kepada dokter secara pribadi selaku pelaku
materiil, tetapi juga secara tanggung renteng
kepada rumah sakit atau fasilitas pelayanan
kesehatan tempat dokter tersebut praktik.
Pertanggungjawaban hukum rumah sakit ini
didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengenai
vicarious liability, yang menyatakan bahwa
seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-
barang yang berada di bawah pengawasannya.
Mengingat hubungan antara rumah sakit dan
dokter saat ini telah bergeser dari pola kemitraan
murni menjadi hubungan kerja kontraktual yang
bersifat subordinatif secara fungsional, rumah
sakit memikul tanggung jawab korporasi untuk
memastikan seluruh layanan yang diberikan
memenuhi standar keselamatan pasien. Kegagalan
rumah sakit dalam menyediakan sarana prasarana

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 177



yang layak, melakukan kredensial dokter secara
ketat, atau mengawasi kepatuhan terhadap standar
prosedur operasional, menempatkan institusi
tersebut sebagai pihak tergugat utama yang wajib
memikul beban ganti rugi secara finansial.

Dengan demikian, gugatan perbuatan melawan
hukum dalam pelayanan Kkesehatan berfungsi
sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk
menegakkan akuntabilitas profesi medis sekaligus
memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak
pasien yang dilanggar. Keberhasilan gugatan ini
sepenuhnya bergantung pada kemampuan
penggugat dalam merumuskan dalil-dalil gugatan
secara sistematis serta menyajikan alat bukti yang
solid di persidangan, mulai dari surat rekam medis,
keterangan saksi fakta, hingga pendapat ahli medis
yang objektif. Konstruksi hukum PMH yang kokoh
dan seimbang diperlukan tidak hanya untuk
memberikan keadilan serta pemulihan hak bagi
pasien yang dirugikan, melainkan juga untuk
mencegah timbulnya praktik defensive medicine di
kalangan tenaga medis yang dapat merugikan
perkembangan ilmu kedokteran dan kualitas
pelayanan kesehatan nasional secara makro.

8.2 Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak
Terapeutik Medis

Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak

Terapeutik Medis merupakan salah satu dasar
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gugatan keperdataan yang dapat diajukan oleh
pasien apabila hak-hak kontraktualnya dilanggar
atau tidak terpenuhi selama proses pelayanan
kesehatan berlangsung. Berbeda dengan gugatan
perbuatan melawan hukum yang bertumpu pada
pelanggaran hak subjektif atau kewajiban hukum
umum, gugatan wanprestasi bersumber langsung
pada adanya hubungan hukum yang lahir dari
perjanjian antara dokter atau fasilitas pelayanan
kesehatan dengan pasien, yang secara doktriner
dikenal sebagai transaksi terapeutik. Hubungan
hukum ini secara formal diakui sebagai bentuk
perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Perjanjian dalam konteks medis
ini umumnya terbentuk secara lisan atau bahkan
melalui tindakan nyata saat pasien datang
mendaftarkan diri dan tenaga medis setuju untuk
memberikan pelayanan keahliannya. Meskipun
sebagian besar transaksi terapeutik tidak
dituangkan dalam naskah tertulis formal yang
ditandatangani  oleh  para  pihak, asas
konsensualisme yang dianut dalam hukum
perjanjian Indonesia menegaskan bahwa ikatan
hukum tersebut telah sah dan mengikat sejak
tercapainya kata sepakat mengenai tindakan medis
yang akan dilakukan, sepanjang memenuhi syarat
sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
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Karakteristik yuridis dari kontrak terapeutik
medis memiliki sifat yang sangat spesifik dan
membedakannya dari kontrak komersial pada
umumnya. Kontrak terapeutik merupakan bentuk
inspanningverbintenis, yaitu suatu perikatan yang
menuntut daya upaya, keahlian, dan kesungguhan
yang maksimal dari tenaga medis untuk
menyembuhkan atau meringankan penyakit
pasien, dan bukan resultaatverbintenis yang
menjamin suatu hasil akhir yang pasti. Dokter demi
hukum tidak pernah dan tidak boleh menjanjikan
kesembuhan mutlak kepada pasien, karena tubuh
manusia dipengaruhi oleh variabel biologis yang
tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh ilmu
pengetahuan. Dengan demikian, wujud
wanprestasi  dalam  pelaksanaan  kontrak
terapeutik tidak dapat didasarkan semata-mata
pada fakta bahwa pasien tidak sembubh, cacat, atau
meninggal dunia setelah tindakan medis dilakukan.
Gugatan wanprestasi baru memiliki dasar pijakan
hukum yang sah apabila dapat dibuktikan bahwa
tenaga medis atau rumah sakit telah gagal
melakukan daya upaya maksimal yang menjadi
kewajibannya, atau secara nyata menyimpang dari
janji-janji ~ spesifik yang telah  disepakati
sebelumnya dalam kontrak.

Dalam praktik hukum kesehatan, terdapat
empat bentuk manifestasi konkret di mana seorang
debitur, dalam hal ini dokter atau fasilitas
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pelayanan kesehatan, dapat dinyatakan telah
melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan
kontrak terapeutik. Bentuk pertama adalah tidak
memenuhi prestasi sama sekali, yang terjadi
apabila dokter yang telah disepakati atau
dijadwalkan secara khusus untuk melakukan
tindakan medis atau operasi tertentu justru tidak
hadir tanpa alasan yang sah dan tidak digantikan
oleh tenaga medis dengan kualifikasi setara,
sehingga pasien terlantar. Bentuk kedua adalah
memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang
diperjanjikan, yang mencakup situasi di mana
tindakan medis yang dilakukan menyimpang
secara signifikan dari informed consent atau
persetujuan tindakan kedokteran yang telah
ditandatangani oleh pasien, kecuali dalam kondisi
darurat yang mengancam nyawa. Bentuk ketiga
adalah memenuhi prestasi tetapi terlambat, yang
terjadi apabila rumah sakit atau tenaga medis
menunda-nunda pelaksanaan tindakan operasi
atau pemberian obat yang krusial di luar batas
waktu yang wajar, sehingga menyebabkan kondisi
klinis pasien memburuk. Bentuk keempat adalah
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukan, misalnya membocorkan rahasia
medis atau data pribadi pasien kepada pihak ketiga
tanpa izin resmi, yang secara langsung melanggar
klausul kerahasiaan implisit dalam setiap transaksi
terapeutik.
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Untuk dapat menuntut ganti rugi atas dasar
wanprestasi, undang-undang  mensyaratkan
adanya mekanisme pernyataan lalai atau
ingebrekestelling yang diatur dalam Pasal 1238
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat
wajib membuktikan bahwa ia telah memberikan
teguran resmi atau somasi kepada dokter atau
rumah sakit untuk memenuhi prestasinya, namun
teguran tersebut diabaikan. Akan tetapi, dalam
ranah pelayanan medis yang dinamis dan sensitif
terhadap waktu, doktrin hukum kontemporer dan
yurisprudensi  sering kali  mengecualikan
keharusan somasi formal ini. Apabila Kkelalaian
dalam pemenuhan prestasi tersebut telah
mengakibatkan dampak buruk yang bersifat
menetap dan tidak dapat diperbaiki lagi, seperti
terjadinya kebutaan, kelumpuhan, atau kematian
pasien, maka tenggat waktu untuk memenuhi
prestasi secara patut dianggap telah lampau
dengan sendirinya, sehingga dokter atau rumah
sakit dapatlangsung dikualifikasikan berada dalam
keadaan lalai (wanprestatie).

Beban pembuktian dalam gugatan wanprestasi
memiliki skema yang relatif lebih menguntungkan
bagi pasien dibandingkan dengan gugatan
perbuatan melawan hukum. Berdasarkan asas
beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasien
sebagai penggugat cukup membuktikan adanya
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hubungan kontrak terapeutik yang sah dan
menunjukkan fakta bahwa prestasi yang diterima
tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau
tidak memenuhi standar mutu pelayanan yang
wajar. Setelah penggugat berhasil membuktikan
hal tersebut, beban pembuktian akan beralih
kepada dokter atau rumah sakit sebagai tergugat
untuk membuktikan bahwa kegagalan pemenuhan
prestasi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian mereka, melainkan karena adanya
keadaan memaksa atau force majeure. Dalam
konteks medis, force majeure dapat berupa
komplikasi medis yang sangat langka dan tidak
dapat diantisipasi (unforeseen complication),
adanya reaksi alergi obat yang tidak terdeteksi
sebelumnya meskipun telah dilakukan skin test,
atau akibat dari ketidakpatuhan pasien sendiri
dalam menjalankan instruksi medis pasca-
tindakan.

Konsekuensi  yuridis dari terbuktinya
wanprestasi dalam kontrak terapeutik adalah
munculnya kewajiban bagi tergugat untuk
membayar ganti rugi yang meliputi biaya, rugi, dan
bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243
hingga Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Komponen biaya mencakup seluruh
pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh
pasien untuk membayar jasa medis, obat-obatan,
dan akomodasi rumah sakit. Komponen rugi
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mencakup kerusakan fisik atau pemburukan
kesehatan yang dialami pasien serta hilangnya
keuntungan yang sudah dapat diperhitungkan
secara pasti, seperti kehilangan upah kerja selama
masa pemulihan akibat kegagalan terapi.
Sementara komponen bunga mencakup kerugian
finansial tidak langsung akibat tertundanya
pemanfaatan dana atau modal yang harus
dialokasikan pasien untuk mengatasi dampak
wanprestasi tersebut. Namun, undang-undang
membatasi bahwa ganti rugi yang wajib dibayar
hanyalah sebatas pada kerugian yang secara
langsung dan seketika merupakan akibat dari
wanprestasi, serta kerugian yang telah atau dapat
diduga pada waktu kontrak terapeutik tersebut
dibuat.

Pembedaan yang tegas antara gugatan
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sangat
penting bagi para praktisi hukum guna
menghindari  pencampuradukan dalil atau
samenloop. Apabila posita gugatan didasarkan
pada pelanggaran kesepakatan kontrak terapeutik,
maka petitum gugatan harus difokuskan pada
pemulihan hak-hak kontraktual dan penggantian
kerugian materiil yang terukur sesuai batasan
hukum perjanjian, dan tidak
mencampuradukkannya dengan tuntutan ganti
rugi immateriil yang masif yang secara doktriner
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merupakan Kkarakteristik utama dari gugatan
perbuatan melawan hukum. Dengan menempatkan
transaksi terapeutik pada koridor hukum
perjanjian yang tepat, penyelesaian sengketa medis
melalui jalur wanprestasi dapat memberikan
kepastian hukum yang lebih terukur, objektif, dan
proporsional bagi pasien yang mencari keadilan
maupun bagi tenaga medis yang menjalankan
profesi mulianya.

8.3 Penerapan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen pada Sektor Jasa Kesehatan
Penerapan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen pada Sektor Jasa Kesehatan merupakan
salah satu diskursus hukum paling dinamis
sekaligus kontroversial dalam ranah hukum
kedokteran dan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia. Landasan konseptual dari penerapan ini
bersumber pada ketentuan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan
konsumen sebagai setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Mengingat pelayanan kesehatan
secara formal dikualifikasikan sebagai penyediaan
jasa profesional, maka pasien secara keperdataan
menempati posisi yuridis sebagai konsumen jasa
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kesehatan, sedangkan dokter, tenaga medis, dan
fasilitas pelayanan kesehatan bertindak sebagai
pelaku usaha. Paradigma ini membawa implikasi
hukum yang sangat luas dan fundamental, karena
secara otomatis mengaktifkan seluruh instrumen
perlindungan, hak-hak asasi konsumen, serta
mekanisme pertanggungjawaban mutlak yang
diatur di dalam undang-undang perlindungan
konsumen tersebut ke dalam domain medikolegal,
yang secara tradisional diatur oleh hukum pidana
dan hukum perdata umum.

Ketentuan mengenai hak-hak konsumen dalam
Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memberikan perlindungan substantif yang sangat
kuat bagi pasien dalam interaksi mereka dengan
institusi penyedia layanan kesehatan. Hak yang
paling mendasar adalah hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/atau jasa. Dalam konteks medis, hak ini
secara linier mewajibkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan untuk menjamin bahwa
segala bentuk sarana, prasarana, alat kesehatan,
dan tindakan medis yang diberikan telah melalui
proses pengujian baku dan memiliki tingkat risiko
yang terukur demi meminimalkan cedera fisik atau
kecacatan pada pasien. Selain itu, terdapat hak atas
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini
beririsan langsung dengan doktrin informed
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consent dalam hukum kedokteran, di mana pelaku
usaha medis wajib menjabarkan diagnosis
penyakit, rencana tindakan, risiko medis, alternatif
terapi, hingga konsekuensi finansial secara
transparan tanpa ada yang ditutupi. Pelanggaran
terhadap kewajiban pemberian informasi ini tidak
hanya merusak validitas persetujuan tindakan
kedokteran, tetapi  juga secara  formal
dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap
hak asasi konsumen kesehatan.

Aspek krusial lain yang diatur dalam undang-
undang ini adalah larangan pencantuman klausul
baku yang bersifat eksonerasi atau pembebasan
tanggung jawab oleh pelaku usaha, sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 18. Dalam praktik
administrasi rumah sakit, sering kali ditemukan
formulir persetujuan atau dokumen penerimaan
pasien yang memuat klausul implisit maupun
eksplisit yang menyatakan bahwa rumah sakit
bebas dari segala tuntutan hukum apabila terjadi
kegagalan medis atau kematian selama proses
perawatan. Undang-Undang Perlindungan
Konsumen secara tegas menyatakan bahwa segala
bentuk klausul baku yang mengalihkan tanggung
jawab pelaku usaha, menolak penyerahan kembali
barang, atau membebaskan diri dari kewajiban
ganti rugi adalah batal demi hukum. Dengan
demikian, dokumen informed consent atau lembar
pelepasan tuntutan (waiver) yang ditandatangani
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oleh pasien dalam kondisi tertekan atau darurat
tidak dapat digunakan oleh manajemen rumah
sakit maupun tenaga medis sebagai tameng yuridis
untuk menghindar dari gugatan perdata apabila
terbukti terjadi kelalaian atau malapraktik medis
di kemudian hari.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memperkenalkan doktrin yang sangat progresif
yaitu strict liability atau pertanggungjawaban
mutlak tanpa harus membuktikan unsur
kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau
kerugian konsumen yang diakibatkan
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi
tersebut dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penerapan pasal ini pada sektor kesehatan
sering kali memicu perdebatan sengit antara
akademisi hukum dan praktisi kedokteran.
Komunitas medis berargumen bahwa karakteristik
pelayanan kesehatan yang bersifat
inspanningverbintenis tidak dapat disamakan
dengan industri manufaktur atau perdagangan jasa
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komersial biasa yang hasilnya dapat diprediksi
secara mekanis. Perburukan kondisi biologis
pasien sering kali disebabkan oleh faktor patologis
internal tubuh pasien sendiri yang berada di luar
kendali ilmu kedokteran, sehingga penerapan
tanggung jawab mutlak dinilai tidak adil bagi
tenaga medis.

Namun demikian, yurisprudensi dan
perkembangan hukum kontemporer menunjukkan
bahwa penerapan strict liability pada sektor
kesehatan harus ditafsirkan secara proporsional
dan tidak diartikan sebagai tanggung jawab tanpa
batas untuk setiap kegagalan penyembuhan.
Pertanggungjawaban mutlak ini diterapkan secara
ketat pada aspek-aspek pelayanan yang bersifat
administratif, manajerial, dan operasional non-
medis, seperti penyediaan obat-obatan yang tidak
kedaluwarsa, sterilisasi alat bedah, kelayakan
fungsi fasilitas ventilator, kebersihan ruang
perawatan, serta keamanan sistem informasi
rekam medis elektronik. Apabila pasien mengalami
infeksi nosokomial akibat buruknya sanitasi rumah
sakit atau mengalami syok anafilaktik karena
penyuntikan obat yang salah akibat kelalaian
sistem penulisan resep digital, maka rumah sakit
selaku pelaku usaha dapat langsung dimintai
pertanggungjawaban ganti rugi secara mutlak
tanpa pasien harus bersusah payah membuktikan
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letak kesalahan personil medis secara spesifik di
persidangan.

Keuntungan prosedural lain yang diperoleh
pasien melalui undang-undang ini adalah adanya
mekanisme pembuktian terbalik yang diatur dalam
Pasal 22, yang menyatakan bahwa pembuktian
terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
kasus gugatan ganti rugi merupakan beban dan
tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini
menjadi antitesis dari asas hukum acara perdata
konvensional yang membebankan pembuktian
kepada pihak penggugat. Dalam sengketa medis,
pasien berada pada posisi yang sangat lemah
karena adanya asimetri informasi medis yang
ekstrem dan keterbatasan akses terhadap
dokumen rekam medis yang dikuasai sepenuhnya
oleh rumah sakit. Dengan adanya doktrin
pembuktian terbalik ini, rumah sakit dan dokter
dituntut untuk secara aktif membuktikan di
hadapan majelis hakim bahwa seluruh prosedur
operasional, standar profesi, dan prinsip kehati-
hatian telah dilaksanakan dengan sempurna dalam
merawat pasien tersebut. Jika mereka gagal
menyajikan bukti-bukti penunjang yang sahih,
maka  pengadilan demi hukum akan
mengasumsikan telah terjadi kesalahan yang
menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur
peradilan umum, Undang-Undang Perlindungan
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Konsumen juga menyediakan jalur alternatif yang
lebih cepat, murah, dan efisien melalui Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).
Lembaga semi-peradilan ini memiliki kewenangan
untuk menangani sengketa konsumen melalui
metode mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
Keberadaan BPSK memberikan ruang bagi pasien
untuk mendapatkan penyelesaian ganti rugi yang
cepat tanpa harus terjebak dalam proses litigasi
perdata yang memakan waktu bertahun-tahun.
Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta
dapat dimintakan penetapan eksekusi ke
pengadilan negeri apabila pelaku usaha medis
tidak mematuhi isi putusan tersebut secara
sukarela. Dengan segala instrumen perlindungan
tersebut, penerapan hukum konsumen pada sektor
kesehatan terbukti mampu menyeimbangkan
posisi tawar pasien, memaksa korporasi rumah
sakit meningkatkan standar keselamatan pasien,
serta mendorong terciptanya ekosistem pelayanan
kesehatan nasional yang lebih transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan
hak-hak kemanusiaan.

8.4 Sistem Ganti Rugi dan Mekanisme Tanggung
Gugat Korporasi Rumah Sakit

Sistem Ganti Rugi dan Mekanisme Tanggung

Gugat Korporasi Rumah Sakit merupakan

instrumen hukum pamungkas yang berfungsi
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untuk menjamin pemulihan hak-hak keperdataan
pasien yang tercederai, sekaligus menegakkan
akuntabilitas manajerial institusi penyedia layanan
kesehatan. Dalam perkembangannya, doktrin
hukum perumahsakitan telah bergeser secara
radikal dari paradigma tradisional yang
memandang rumah sakit sekadar sebagai wadah
fisik atau tempat penampungan bagi para dokter
independen untuk merawat pasien, menuju
paradigma korporasi modern di mana rumah sakit
bertindak sebagai satu kesatuan entitas bisnis-
hukum yang menyediakan pelayanan kesehatan
terpadu. Pergeseran konseptual ini secara otomatis
memperluas spektrum tanggung gugat hukum dari
yang semula bersifat personal-individual pada diri
tenaga medis menjadi tanggung  gugat
institusional-korporat yang bersifat komprehensif.
Perubahan paradigma ini didorong oleh realitas
bahwa pasien yang datang ke rumah sakit modern
tidak lagi memilih dokter secara individual melalui
hubungan personal yang erat, melainkan
mempercayakan keselamatan dan penyembuhan
mereka sepenuhnya kepada sistem operasional,
reputasi merek, serta standar pelayanan yang
dikelola langsung oleh korporasi rumah sakit
tersebut.

Mekanisme tanggung gugat korporasi rumah
sakit secara umum bersandar pada tiga doktrin
hukum utama yang diakui secara universal dalam
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ranah hukum kesehatan global serta diadopsi ke
dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.
Doktrin pertama adalah vicarious liability atau
pertanggungjawaban pengganti, yang secara linier
berakar pada ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Berdasarkan doktrin ini,
rumah sakit memikul tanggung jawab hukum atas
kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian atau
kesalahan yang dilakukan oleh dokter, perawat,
maupun tenaga penunjang medis lainnya yang
berstatus sebagai karyawan atau berada di bawah
pengawasan serta kendali operasional rumah sakit.
Dalam penerapannya, pengadilan tidak lagi
membedakan secara kaku status kepegawaian
tenaga medis tersebut, baik sebagai dokter tetap
yang digaji bulanan maupun dokter mitra yang
bekerja berdasarkan sistem bagi hasil. Selama
tindakan medis tersebut dilakukan di dalam
fasilitas rumah sakit dan menggunakan atribut
serta sistem administrasi rumah sakit, maka
hubungan subordinasi fungsional dianggap telah
terbentuk demi hukum, sehingga rumah sakit
wajib memikul beban tanggung gugat secara
tanggung renteng bersanding dengan tenaga medis
yang bersangkutan.

Doktrin kedua yang memperkuat posisi hukum
pasien adalah corporate negligence atau kelalaian
korporasi. Berbeda dengan pertanggungjawaban
pengganti yang bergantung pada adanya kesalahan
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individu tenaga medis, doktrin kelalaian korporasi
menyatakan bahwa rumah sakit memiliki
kewajiban hukum yang bersifat inheren dan
independen terhadap para pasiennya secara
langsung. Rumah sakit dapat digugat secara
mandiri atas kelalaian kelembagaan apabila
terbukti melanggar empat pilar kewajiban
korporasi. Pilar pertama adalah kewajiban untuk
memelihara dan menyediakan fasilitas, sarana,
serta peralatan medis yang layak, aman, dan
beroperasi sesuai standar keselamatan pasien.
Pilar kedua adalah kewajiban untuk melakukan
seleksi, kredensial, dan evaluasi kompetensi medis
secara ketat terhadap seluruh tenaga medis yang
diberikan kewenangan klinis untuk berpraktik di
rumah sakit tersebut. Pilar ketiga adalah kewajiban
untuk mengawasi dan mengontrol mutu pelayanan
medis serta memastikan kepatuhan terhadap
standar prosedur operasional melalui komite
medik. Pilar keempat adalah kewajiban untuk
menyusun dan menerapkan kebijakan operasional
internal yang aman, termasuk ketersediaan sistem
kedaruratan yang responsif. Apabila pasien
mengalami kerugian karena kegagalan pada salah
satu pilar tersebut, rumah sakit dikualifikasikan
telah melakukan kelalaian korporasi.

Doktrin ketiga adalah ostensible agency atau
perwakilan semu, yang sering disebut juga sebagai
doktrin apparent agency. Doktrin ini melarang
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rumah sakit untuk menghindar dari tanggung
jawab hukum dengan menggunakan argumen
bahwa dokter yang melakukan kelalaian adalah
kontraktor independen yang menyewa ruangan
praktik. Apabila rumah sakit menciptakan suatu
kesan atau persepsi di mata masyarakat bahwa
dokter tersebut adalah bagian integral dari
institusi merekamisalnya dengan mencantumkan
nama dokter di papan nama besar rumah sakit,
menyediakan seragam dengan logo rumah sakit,
serta mengelola seluruh proses penagihan biaya
medis melalui satu kasir terpadudan pasien secara
wajar mengandalkan persepsi tersebut, maka
rumah sakit demi hukum terhalang untuk
menyangkal tanggung jawab atas tindakan dokter
tersebut. Ketiga doktrin ini menjadi pilar utama
dalam merumuskan dalil gugatan perdata untuk
menarik korporasi rumah sakit ke dalam lingkaran
pertanggungjawaban finansial guna menjamin
ketersediaan dana ganti rugi yang memadai bagi
pihak korban.

Sistem ganti rugi yang diterapkan dalam
penyelesaian sengketa medis melalui mekanisme
tanggung gugat korporasi wajib dihitung secara
cermat dan proporsional berdasarkan prinsip
pemulihan keadaan sediakala atau restitutio in
integrum. Komponen ganti rugi finansial terbagi
secara tegas menjadi kerugian riil dan kerugian
immateriil yang harus diuraikan secara rinci di
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dalam petitum gugatan. Kerugian riil meliputi
seluruh pengeluaran finansial aktual yang telah
atau akan dikeluarkan oleh pasien guna
memulihkan dampak dari kegagalan medis yang
terjadi, seperti biaya operasi perbaikan, biaya
perawatan intensif tambahan, pengadaan alat
bantu fisik, hingga biaya pengobatan jangka
panjang akibat kecacatan menetap. Selain itu,
kerugian riil juga mencakup hilangnya pendapatan
atau potensi keuntungan yang secara pasti akan
diperoleh pasien seandainya ia tidak mengalami
gangguan kesehatan akibat kelalaian tersebut,
yang dihitung berdasarkan produktivitas dan sisa
usia kerja produktif pasien. Sementara itu,
komponen ganti rugi immateriil ditujukan untuk
memberikan kompensasi atas penderitaan fisik,
rasa sakit yang mendalam, trauma psikologis,
ketakutan, serta hilangnya kesenangan hidup atau
masa depan akibat cacat fisik yang permanen, di
mana penentuan nominalnya diserahkan kepada
kearifan dan  penilaian subjektif hakim
berdasarkan asas kepatutan dan keadilan.

Untuk meminimalkan risiko finansial yang
masif akibat gugatan ganti rugi medis ini, korporasi
rumah sakit modern diwajibkan menerapkan
sistem manajemen risiko hukum yang protektif,
salah satunya melalui pemanfaatan asuransi
tanggung gugat profesi atau medical malpractice
insurance. Mekanisme asuransi ini berfungsi
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sebagai penyangga finansial yang akan mengambil
alih beban pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan
oleh pengadilan atau yang disepakati melalui jalur
perdamaian, sehingga keberlangsungan
operasional pelayanan kesehatan rumah sakit
tidak terganggu oleh ganti rugi yang nilainya dapat
mencapai miliaran rupiah. Di samping itu, sistem
hukum juga mendorong penyelesaian sengketa
medis dilakukan terlebih dahulu melalui
mekanisme non-litigasi atau alternatif
penyelesaian sengketa seperti mediasi, guna
mencapai kesepakatan ganti rugi yang bersifat
menang-menang, menjaga kerahasiaan rekam
medis, serta menghindari publisitas negatif yang
dapat merusak reputasi korporasi rumah sakit di
mata publik.

Dengan diterapkannya sistem ganti rugi yang
tegas dan mekanisme tanggung gugat korporasi
yang solid, hukum perumahsakitan tidak hanya
berfungsi sebagai sarana retributif untuk
menghukum kelalaian, melainkan bertransformasi
menjadi instrumen preventif yang memaksa
manajemen  rumah  sakit untuk  terus
meningkatkan investasi pada aspek keselamatan
pasien, memperketat pengawasan mutu Klinis,
serta memperlakukan pasien bukan sekadar
sebagai objek medis atau komoditas ekonomi,
melainkan sebagai subjek hukum mandiri yang
hak-hak asasinya wajib dilindungi secara mutlak

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 197



dan dihormati dalam setiap jengkal pelayanan
kesehatan.

8.5 Studi Kasus Hukum Perdata Kesehatan dan
Penanganannya: Gugatan Ganti Rugi Pasien
Terhadap Hak Konsumen Jasa Medik

Studi Kasus Hukum Perdata Kesehatan dan
Penanganannya: Gugatan Ganti Rugi Pasien
Terhadap Hak Konsumen Jasa Medik merupakan
ruang analisis empiris yang sangat krusial untuk
membedah bagaimana doktrin-doktrin hukum
material ditransformasikan ke dalam praktik
peradilan nyata di Indonesia. Melalui pembedahan
studi kasus konkret, para praktisi hukum dan
akademisi dapat memahami secara mendalam
kerumitan prosedural, artikulasi dalil-dalil
gugatan, serta penalaran hukum hakim dalam
memutus sengketa medikolegal. Sebagai model
analisis, studi kasus ini berfokus pada sebuah
perkara nyata di mana seorang pasien selaku
penggugat melayangkan gugatan ganti rugi
terhadap sebuah rumah sakit swasta berskala
besar beserta tim dokter spesialis bedah selaku
para tergugat. Perkara ini bermula dari tindakan
pembedahan elektif laparoskopi kolesistektomi
atau pengangkatan batu empedu yang berujung
pada terjadinya komplikasi fatal berupa perforasi
atau kebocoran pada saluran empedu utama dan
usus dua belas jari pasien. Dampak dari kegagalan
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tindakan medis tersebut menyebabkan pasien
mengalami sepsis berat, harus menjalani tiga kali
operasi perbaikan darurat di fasilitas kesehatan
lain, dan menderita kecacatan fisik permanen yang
menghancurkan kemampuan produktivitas
ekonomisnya.

Dalam menyusun konstruksi anatomi gugatan
di persidangan, kuasa hukum pasien secara cermat
mengintegrasikan tiga jalur hukum keperdataan
secara akumulatif guna memperkuat posisi tawar
kliennya. Penanganan perkara ini diawali dengan
merumuskan posita gugatan yang didasarkan pada
perpaduan antara Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Wanprestasi
akibat pelanggaran klausul implisit dalam kontrak
terapeutik, serta pelanggaran hak-hak substantif
konsumen jasa kesehatan berdasarkan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen. Dalil pertama
yang diajukan berfokus pada pelanggaran hak atas
informasi yang jujur dan benar. Penggugat
membeberkan fakta hukum bahwa tim dokter
tidak pernah menjelaskan secara rinci mengenai
risiko spesifik berupa kebocoran saluran empedu
pada saat penandatanganan formulir persetujuan
tindakan kedokteran. Dokter hanya memberikan
penjelasan umum bahwa operasi tersebut aman
dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Tindakan
menyembunyikan risiko material ini
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dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum formal yang melanggar hak asasi pasien
untuk menentukan nasib sendiri serta melanggar
hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang
jelas, jujur, dan tidak menyesatkan.

Dalil kedua difokuskan pada pembuktian
adanya unsur Kkelalaian medis atau culpa lata
melalui analisis rekam medis secara kronologis.
Kuasa hukum penggugat menghadirkan ahli
hukum kesehatan dan dokter spesialis bedah
digestif independen di persidangan untuk
memberikan keterangan di bawah sumpah.
Berdasarkan bukti surat berupa resume medis dan
laporan operasi, terungkap bahwa operator bedah
gagal mengidentifikasi variasi anatomi pasien dan
melakukan pemotongan jaringan secara tergesa-
gesa tanpa melakukan visualisasi yang memadai
terhadap struktur vital. Kegagalan mendeteksi
perforasi secara langsung saat operasi
berlangsung, serta  keterlambatan  dalam
memberikan respons darurat ketika pasien
menunjukkan gejala klinis peritonitis pasca-
operasi, dinilai sebagai bentuk pengabaian nyata
terhadap standar profesi dan standar prosedur
operasional tertinggi. Perbuatan ini secara sah
memenuhi unsur Kkesalahan dalam kerangka
hukum perdata, karena seorang dokter dengan
kualifikasi sejenis dalam situasi yang sama pasti
akan melakukan pemeriksaan penunjang lebih
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awal untuk mengantisipasi kebocoran biologis
tersebut.

Dalil ketiga diarahkan untuk menjerat
korporasi rumah sakit secara tanggung renteng
dengan menggunakan doktrin
pertanggungjawaban pengganti dan Kkelalaian
korporasi. Penggugat membuktikan bahwa rumah
sakit lalai dalam mengawasi kinerja klinis dokter
mitra tersebut, tidak menyediakan komite medik
yang berfungsi melakukan audit berkala terhadap
kasus komplikasi, serta gagal menyediakan alat
penunjang diagnostik yang berfungsi baik saat
kondisi pasien memburuk pada malam hari pasca-
operasi. Dengan menyajikan bukti alur
pendaftaran, lembar kuitansi pembayaran yang
diterbitkan atas nama rumah sakit, serta brosur
promosi layanan keunggulan bedah minimal
invasif, penggugat berhasil meyakinkan majelis
hakim bahwa rumabh sakit telah menciptakan kesan
kuat di masyarakat bahwa dokter tersebut
bertindak sebagai agen resmi institusi. Oleh karena
itu, berdasarkan prinsip hukum konsumen dan
hukum perumahsakitan, rumah sakit tidak dapat
melepaskan diri dari kewajiban memikul ganti rugi
finansial dengan dalih status dokter sebagai tenaga
ahli independen.

Strategi pertahanan yang diajukan oleh para
tergugat dalam jawaban dan dupliknya berpusat
pada dalil risiko medis yang tidak dapat
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dihindarkan atau inherent risk. Kuasa hukum
dokter dan rumah sakit berargumen bahwa
perforasi organ dalam tindakan laparoskopi
merupakan komplikasi yang telah diakui dalam
literatur kedokteran internasional dan dapat
terjadi pada persentase tertentu bahkan di tangan
dokter bedah paling berpengalaman sekalipun.
Tergugat juga mengajukan eksepsi yang
menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau
obscuur libel karena mencampuradukkan antara
dalil wanprestasi kontrak terapeutik dengan dalil
perbuatan melawan hukum. Namun, strategi
pertahanan tergugat runtuh di persidangan karena
mereka gagal menyajikan bukti dokumen
penunjang yang otentik mengenai pelaksanaan
kredensial klinis sang dokter, serta tidak mampu
membuktikan secara konkret bahwa mereka telah
memberikan informasi tertulis mengenai risiko
kebocoran tersebut sebelum operasi dilaksanakan.
Berdasarkan mekanisme pembuktian terbalik yang
diaktifkan melalui hukum perlindungan
konsumen, kegagalan pelaku wusaha untuk
membuktikan  ketiadaan  kesalahan secara
otomatis memenangkan dalil-dalil yang diajukan
oleh konsumen jasa medik.

Dalam putusannya, majelis hakim tingkat
pertama menjatuhkan vonis yang mengabulkan
sebagian gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Hakim dalam pertimbangan hukumnya

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 202



menegaskan bahwa hak pasien sebagai konsumen
jasa kesehatan dilindungi secara absolut oleh
hukum publik maupun hukum privat. Hakim
menolak eksepsi tergugat mengenai pencampuran
dalil dengan menyatakan bahwa dalam sengketa
medis yang kompleks, kerugian pasien dapat lahir
secara simultan baik dari pelanggaran kontrak
maupun dari perbuatan melawan hukum, sehingga
penggabungan gugatan demi efisiensi peradilan
adalah sah dan dapat diterima. Pengadilan
menyatakan para tergugat telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan
hukum yang menimbulkan kerugian masif bagi
pasien. Hakim menghukum dokter operator dan
korporasi rumah sakit secara tanggung renteng
untuk membayar ganti rugi materiil berupa biaya
pengobatan perbaikan di rumah sakit lain, serta
ganti rugi immateriil atas hilangnya produktivitas
masa depan dan penderitaan psikologis pasien
dengan total nilai nominal yang sangat signifikan.
Penanganan studi kasus ini memberikan
pelajaran hukum yang sangat berharga mengenai
pentingnya dokumentasi medikolegal yang
sempurna. Bagi penasihat hukum pasien,
keberhasilan litigasi sengketa medis sangat
bergantung pada ketajaman dalam membaca celah
administrasi seperti ketiadaan lembar informasi
tertulis yang detail dan ketidakpatuhan terhadap
batas waktu penanganan darurat. Bagi institusi
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rumah sakit, putusan ini menjadi peringatan keras
untuk segera merombak sistem manajemen risiko
hukum mereka, menghapuskan seluruh klausul
baku yang bersifat eksonerasi dalam formulir
penerimaan pasien, memperketat audit medis
internal, serta memastikan bahwa setiap hak
konsumen jasa medik dihormati secara paripurna
guna mencegah terjadinya kebocoran finansial dan
kehancuran reputasi korporasi di masa depan.
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BAB IX

MANAJEMEN KOMUNIKASI
KRISIS INSTITUSI KESEHATAN DI
ERA DIGITAL

9.1 Strategi Cyber Public Relations Rumah Sakit
dalam Mengidentifikasi Isu Medik
Strategi Cyber Public Relations Rumah Sakit
dalam Mengidentifikasi Isu Medik merupakan
garda terdepan manajemen reputasi institusi
kesehatan di era transformasi digital yang
bergerak sangat eksponensial. Dalam lanskap
kontemporer, interaksi antara pasien selaku
konsumen jasa medik dengan rumah sakit tidak
lagi terbatas pada ruang fisik internal korporasi,
melainkan telah meluas ke ruang-ruang digital
virtual seperti media sosial, forum komunitas
online, portal berita digital, hingga platform ulasan
publik. Pergeseran medium komunikasi ini
membawa  konsekuensi  medikolegal dan
reputasional yang sangat masif, karena setiap
ketidakpuasan pelayanan, dugaan kegagalan
tindakan medis, atau keluhan administratif dapat
dengan mudah diamplifikasi menjadi krisis opini
publik berskala nasional dalam hitungan jam. Oleh
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karena itu, fungsi public relations tradisional yang
bersifat reaktif dan konvensional harus segera
ditransformasikan secara radikal menjadi sistem
cyber public relations yang proaktif, berbasis data,
dan terintegrasi secara digital. Strategi ini
dirancang untuk mendeteksi secara dini percikan
isu medik sebelum berkembang menjadi sengketa
hukum litigasi yang dapat menghancurkan
kredibilitas klinis dan nilai ekonomi dari korporasi
pelayanan kesehatan tersebut.

Konseptualisasi cyber public relations dalam
sektor perumahsakitan bertumpu pada
kemampuan institusi dalam memetakan,
memantau, dan menganalisis dinamika informasi
di ruang siber secara berkelanjutan. Langkah awal
dari strategi pengidentifikasian isu medik ini
adalah penerapan sistem social media listening dan
digital media monitoring yang terotomatisasi.
Rumabh sakit harus memanfaatkan perangkat lunak
analitik berbasis kecerdasan buatan untuk melacak
penyebaran kata kunci spesifik yang berkaitan
dengan nama rumah sakit, nama tim dokter, serta
terminologi  klinis yang  sensitif seperti
malapraktik, kelalaian, salah obat, penelantaran
pasien, atau biaya tidak wajar. Pemantauan ini
tidak hanya menyasar pada media massa arus
utama digital, melainkan juga menembus akun-
akun personal di platform mikroblogging, grup-
grup diskusi warga setempat, hingga kolom
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komentar di akun Google Maps rumah sakit.
Dengan menangkap sinyal-sinyal awal berupa
keluhan atau narasi negatif secara seketika, tim
humas digital dapat mengisolasi sentimen negatif
tersebut sebelum menyebar luas secara viral dan
memicu respons kolektif dari netizen.

Setelah isu medis digital berhasil diidentifikasi
dan ditangkap oleh sistem pemantauan, langkah
strategis berikutnya adalah melakukan klasifikasi
dan penilaian risiko hukum serta reputasi secara
presisi. Tim cyber public relations wajib
berkolaborasi secara intensif dengan Kkomite
medik, bagian hukum korporasi (legal corporate),
serta manajemen risiko untuk menentukan skala
prioritas  penanganan. Isu yang masuk
dikategorikan ke dalam tiga tingkatan risiko utama.
Risiko rendah mencakup keluhan fasilitas umum
non-klinis seperti antrean loket obat yang panjang
atau  keterbatasan  lahan  parkir, yang
penyelesaiannya cukup dilakukan dengan
memberikan jawaban normatif dan solutif di kolom
komentar. Risiko sedang melibatkan
ketidakpuasan pasien terhadap empati tenaga
medis atau komunikasi dokter yang dinilai kurang
komunikatif, yang penanganannya memerlukan
Klarifikasi internal dan mediasi personal secara
tertutup. Sementara itu, risiko tinggi mencakup
tuduhan langsung mengenai kegagalan operasi,
salah diagnosis, atau kecacatan fisik pasien pasca-
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tindakan medis yang disebarkan melalui utas
media sosial yang viral. Isu dengan risiko tinggi ini
berpotensi besar bergeser menjadi sengketa
perdata berbasis undang-undang perlindungan
konsumen atau bahkan dugaan tindak pidana
pencemaran nama baik siber.

Dalam menangani isu medik berkategori risiko
tinggi yang telanjur mencuat di ruang siber, strategi
komunikasi yang digunakan oleh cyber public
relations harus mematuhi prinsip Kkecepatan,
transparansi, dan empati tanpa mengabaikan
batasan kerahasiaan medis. Salah satu kesalahan
fatal yang sering dilakukan oleh manajemen rumah
sakit konvensional adalah bersikap defensif,
melakukan penyangkalan sepihak, atau bahkan
mengancam pasien dengan menggunakan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pendekatan hukum yang represif di ruang digital
justru akan memicu efek bumerang psikologis bagi
publik (streisand effect), yang memosisikan rumah
sakit sebagai korporasi arogan yang menindas
pasien yang lemah. Strategi cyber public relations
yang tepat adalah merilis pernyataan resmi yang
menyatakan rasa empati yang mendalam atas
kondisi klinis yang dialami pasien, menegaskan
bahwa rumah sakit tengah melakukan investigasi
internal secara menyeluruh, serta mengundang
pihak pasien atau perwakilan hukumnya secara
formal untuk duduk bersama dalam forum mediasi

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 208



non-litigasi yang Dbersifat kekeluargaan dan
konfidensial.

Narasi digital yang disebarkan oleh tim humas
harus dirancang secara akademis, lugas, dan bebas
dari jargon medis yang membingungkan
masyarakat awam, namun tetap menjaga aspek
perlindungan hukum bagi rahasia rekam medis
pasien. Berdasarkan regulasi hukum kesehatan,
rumah sakit dilarang keras membuka data klinis
pasien secara gamblang di ruang publik siber tanpa
adanya persetujuan tertulis dari pasien yang
bersangkutan. Oleh karena itu, tanggapan siber
harus difokuskan pada penjelasan mengenai
komitmen rumah sakit dalam menjalankan seluruh
tindakan  berdasarkan  standar  prosedur
operasional dan Kkeselamatan pasien, serta
kesiapan institusi untuk  menyelesaikan
permasalahan melalui koridor hukum yang sah,
baik melalui konsiliasi, mediasi di Dinas Kesehatan,
maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Dengan mengalihkan arena perdebatan dari ruang
opini publik siber yang liar ke ruang mediasi formal
yang terukur, rumah sakit dapat menetralisasi
sentimen negatif masyarakat sekaligus melindungi
hak-hak hukumnya sebagai pelaku usaha jasa
kesehatan.

Selain berfungsi sebagai penangkal krisis,
strategi cyber public relations juga harus
dimanfaatkan  sebagai instrumen edukasi
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medikolegal preventif bagi masyarakat siber.
Secara berkala, tim humas digital wajib
memproduksi  konten-konten edukasi yang
menjelaskan mengenai karakteristik tindakan
medis yang bersifat perikatan daya upaya
maksimal (inspanningverbintenis) dan bukan janji
hasil akhir (resultaatverbintenis). Melalui artikel di
situs resmi rumah sakit, infografis di media sosial,
atau video edukasi singkat bersama dokter
spesialis, publik diberikan pemahaman objektif
mengenai konsep risiko medis yang tidak dapat
dihindarkan, perbedaan kelalaian dengan
komplikasi biologis, serta alur penyampaian
keluhan resmi yang telah disediakan oleh
manajemen. Edukasi digital yang konsisten ini
secara bertahap akan membangun literasi
kesehatan masyarakat siber, sehingga ketika
muncul isu miring di kemudian hari, netizen tidak
akan mudah terprovokasi dan dapat memandang
permasalahan secara lebih berimbang dan
rasional.

Secara kelembagaan, keberhasilan
implementasi strategi cyber public relations ini
menuntut dukungan investasi yang nyata dari
korporasi rumah sakit dalam hal pengembangan
sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.
Petugas humas tidak boleh hanya dibekali
kemampuan menulis rilis pers konvensional,
melainkan harus menguasai teknik komunikasi
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digital, pemahaman dasar mengenai hukum
kedokteran, hukum konsumen, serta etika
komunikasi siber. Sinergi yang kokoh antara
kecakapan siber, pemahaman regulasi kesehatan,
dan pendekatan komunikasi yang humanis akan
melahirkan sistem pertahanan reputasi korporasi
yang tangguh. Pada akhirnya, hal ini memastikan
bahwa nama baik rumah sakit sebagai institusi
penyembuhan tetap terjaga dengan baik, kokoh,
dan tepercaya di tengah derasnya arus
keterbukaan informasi digital.

9.2 Literasi Media dan Edukasi Masyarakat dalam
Pemanfaatan Platform Digital Kesehatan
Literasi Media dan Edukasi Masyarakat dalam
Pemanfaatan  Platform  Digital  Kesehatan
merupakan pilar krusial yang menentukan
keberhasilan transformasi layanan kesehatan di
era disrupsi teknologi informasi saat ini. Akselerasi
digitalisasi telah melahirkan berbagai inovasi
pelayanan, mulai dari aplikasi telemedisin, sistem
konsultasi daring, rekam medis elektronik yang
terintegrasi, hingga  forum-forum edukasi
kesehatan berbasis media sosial. Fenomena ini di
satu sisi memberikan efisiensi yang luar biasa bagi
pasien selaku konsumen jasa medik dalam
memotong hambatan geografis dan birokrasi
fasilitas kesehatan. Namun, di sisi lain, ledakan
informasi digital yang tidak dibarengi dengan
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tingkat literasi media yang memadai di kalangan
masyarakat umum memicu timbulnya risiko
medikolegal baru yang sangat kompleks. Risiko
tersebut meliputi penyebaran disinformasi medis
secara masif, maraknya fenomena self-diagnosis
atau mendiagnosis penyakit diri sendiri secara
keliru berdasarkan informasi internet, hingga
terjadinya kebocoran data pribadi kesehatan
akibat  ketidakpahaman  pengguna  dalam
mengoperasikan fitur privasi pada aplikasi
kesehatan digital.

Konseptualisasi literasi media Kkesehatan
digital tidak hanya terbatas pada kemampuan
teknis masyarakat dalam mengunduh atau
mengoperasikan  aplikasi  layanan = medis,
melainkan mencakup kecakapan kognitif yang
mendalam  untuk  mengakses, memahami,
mengevaluasi, dan menerapkan informasi
kesehatan secara benar. Dalam ranah sosiologi
kesehatan dan hukum konsumen, asimetri
informasi antara tenaga medis dan orang awam
merupakan karakteristik mendasar yang tidak
dapat dihilangkan sepenuhnya. Keberadaan
platform digital sering kali disalahartikan oleh
masyarakat sebagai pengganti mutlak dari
pemeriksaan klinis tatap muka. Banyak pengguna
internet yang secara naif menelan mentah-mentah
artikel kesehatan komersial atau konten video viral
tanpa melakukan verifikasi terhadap kredibilitas
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sumber informasi, kualifikasi keahlian pembuat
konten, maupun basis bukti ilmiah (evidence-based
medicine) yang melandasinya. Kegagalan kognitif
dalam memfilter informasi ini menempatkan
keselamatan fisik pasien pada titik kerentanan
yang sangat tinggi, di mana konsumsi obat keras
tanpa resep dokter atau penundaan pengobatan
darurat sering kali terjadi akibat kepatuhan buta
pada narasi menyesatkan di ruang siber.

Untuk mengatasi ancaman erosi keselamatan
pasien akibat rendahnya literasi digital tersebut,
korporasi rumah sakit bersama-sama dengan
institusi pendidikan dan pemerintah wajib
merumuskan strategi edukasi publik yang
sistematis dan berkelanjutan. Fokus utama dari
edukasi ini adalah menanamkan kesadaran kritis
kepada masyarakat mengenai batasan yurisdiksi
dan fungsi dari setiap platform digital kesehatan.
Publik harus diberikan pemahaman yang tegas
bahwa layanan telemedisin atau artikel konsultasi
daring merupakan instrumen penapis awal
(screening) dan sarana edukasi promotif-preventif,
dan bukan sebuah mekanisme pemutus diagnosis
final untuk kasus-kasus penyakit kompleks atau
kondisi kedaruratan medik. Narasi edukasi harus
disusun secara lugas dan disebarluaskan secara
kreatif melalui pemanfaatan infografis interaktif,
siniar medikolegal, serta kampanye digital yang
menargetkan kelompok masyarakat yang rentan

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 213



terhadap paparan hoaks kesehatan, seperti
kelompok lansia dan komunitas ibu rumah tangga.

Aspek  krusial berikutnya yang wajib
diintegrasikan ke dalam program edukasi
masyarakat adalah literasi mengenai perlindungan
data pribadi kesehatan atau health data privacy.
Data medis, yang mencakup riwayat penyakit, hasil
pemeriksaan laboratorium, catatan psikologis,
hingga kode genetik, merupakan kategori data
pribadi spesifik yang bersifat sangat sensitif dan
dilindungi secara ketat oleh peraturan perundang-
undangan. Dalam pemanfaatan platform digital,
masyarakat sering kali abai terhadap pentingnya
membaca klausul syarat dan ketentuan (terms and
conditions) serta kebijakan privasi sebelum
memberikan persetujuan akses data pada aplikasi.
Kelalaian ini berpotensi membuka ruang bagi
pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk
mengeksploitasi data kesehatan konsumen demi
kepentingan komersial, seperti target iklan obat
ilegal atau profiling asuransi yang diskriminatif.
Oleh karena itu, edukasi publik harus secara
eksplisit mengajarkan tata cara menjaga keamanan
digital, mulai dari pembuatan kata sandi yang kuat,
pengaktifan autentikasi dua faktor, hingga
pembatasan izin akses fitur kamera, mikrofon, dan
lokasi pada gawai yang tidak relevan dengan esensi
layanan kesehatan yang digunakan.
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Selain memberikan proteksi dari sudut
pandang keselamatan fisik dan privasi,
peningkatan literasi media digital juga berfungsi
sebagai mekanisme preventif untuk menekan
angka sengketa hukum medikolegal di pengadilan.
Rendahnya literasi komunikasi siber sering kali
membuat pasien atau keluarganya dengan mudah
mengunggah keluh kesah, rekaman video proses
tindakan medis tanpa izin, hingga tuduhan
malapraktik secara serampangan di akun media
sosial pribadi mereka ketika menghadapi
ketidakpuasan layanan. Tindakan ekspresif yang
tidak terukur ini sering kali berujung pada
tuntutan balik dari pihak rumah sakit atau dokter
atas dasar pelanggaran Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik terkait pencemaran
nama baik. Melalui edukasi literasi media yang
komprehensif, masyarakat diarahkan untuk
memahami alur penyampaian pengaduan yang sah,
formal, dan dilindungi undang-undang, seperti
pemanfaatan unit pengaduan internal rumah sakit
(customer care), mekanisme mediasi melalui
Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran
Indonesia, atau pengajuan komplain terstruktur ke
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Secara struktural, keberhasilan implementasi
literasi media dan edukasi masyarakat dalam
ekosistem digital kesehatan ini membutuhkan
kolaborasi multisektoral yang solid. Korporasi
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rumah sakit modern tidak boleh lagi
memposisikan diri hanya sebagai menara gading
yang pasif menunggu pasien datang dalam kondisi
sakit, melainkan harus bertransformasi menjadi
produsen konten edukasi digital yang kredibel,
objektif, dan berotoritas ilmiah tinggi guna
mengimbangi banjir informasi hoaks. Di sisi lain,
para pengembang aplikasi platform digital
kesehatan (health-tech) juga memikul tanggung
jawab moral dan hukum sebagai pelaku usaha
untuk mendesain antarmuka aplikasi yang ramah
pengguna, transparan dalam pengelolaan data,
serta menyediakan petunjuk peringatan medis
(medical disclaimer) yang jelas dan mudah terlihat
oleh konsumen sebelum mereka memulai sesi
konsultasi digital.

Dengan terbangunnya tingkat literasi media
yang tinggi dan ekosistem edukasi kesehatan
digital yang sehat, masyarakat tidak akan lagi
menempatkan diri mereka sebagai objek
konsumtif yang rentan dimanipulasi oleh arus
informasi siber yang liar. Sebaliknya, publik akan
tumbuh menjadi konsumen jasa medik yang
cerdas, berdaya, dan mampu memanfaatkan
keunggulan teknologi digital secara aman, optimal,
dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas
hidup dan derajat kesehatan nasional yang
setinggi-tingginya.
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9.3 Mitigasi Dampak Viralisasi Kasus Medis di
Media Sosial Terhadap Reputasi Profesi
Mitigasi Dampak Viralisasi Kasus Medis di
Media Sosial Terhadap Reputasi Profesi
merupakan  instrumen  manajemen  Kkrisis
kedokteran kontemporer yang mendesak untuk
diimplementasikan oleh seluruh pemangku
kepentingan di sektor pelayanan kesehatan.
Fenomena viralisasi di media sosial memiliki
karakteristik  penyebaran yang  asimetris,
eksponensial, dan sarat akan muatan emosional, di
mana sebuah narasi keluhan pasien dapat dengan
mudah berubah menjadi penghakiman massal oleh
netizen (trial by cyber mob). Kondisi ini
menempatkan reputasi luhur profesi medis pada
titik kerentanan tertinggi, karena publik cenderung
menarik kesimpulan sepihak tanpa melalui proses
pembuktian ilmiah kedokteran maupun koridor
hukum yang sah. Dampak destruktif dari viralisasi
tidak hanya merusak nama baik oknum dokter atau
institusi rumah sakit yang bersangkutan secara
personal, melainkan juga mengikis tingkat
kepercayaan publik (public trust) secara sistemik
terhadap institusi kedokteran nasional, yang pada
gilirannya dapat memicu maraknya praktik
defensive medicine atau keraguan pasien untuk
mengakses pengobatan medis formal.
Langkah mitigasi pertama dan paling
fundamental dalam meredam dampak viralisasi
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kasus medis adalah pembentukan Protokol
Respons Cepat Krisis Digital (Digital Crisis Rapid
Response Protocol) yang terintegrasi antara
manajemen rumah sakit, komite medik, dan
penasihat hukum korporasi. Ketika sebuah
unggahan atau utas mengenai dugaan malapraktik
mulai menunjukkan tanda-tanda viralisasiditandai
dengan lonjakan metrik interaksi, pembagian
ulang yang masif, serta keterlibatan akun-akun
pemengaruh (influencer)tim krisis wajib langsung
bergerak dalam hitungan jam. Rumah sakit tidak
boleh membiarkan ruang siber dipenuhi oleh
spekulasi yang liar tanpa adanya jangkar informasi
resmi dari pihak institusi. Narasi awal yang
dikeluarkan ke publik harus dirancang secara
lugas, formal, dan penuh empati, dengan fokus
utama menyatakan bahwa manajemen telah
mengidentifikasi isu tersebut dan sedang
melakukan investigasi klinis internal secara
menyeluruh guna memastikan pemenuhan standar
keselamatan pasien.

Mitigasi dari sudut pandang hukum perdata
dan pidana siber harus diterapkan secara hati-hati
guna menghindari jebakan resistensi publik.
Korporasi rumah sakit dan organisasi profesi
seperti Ikatan Dokter Indonesia wajib menahan
diri dari tindakan reaktif berupa pelaporan pidana
pencemaran nama baik secara tergesa-gesa
terhadap pasien yang mengunggah Kkeluhan

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 218



tersebut. Pendekatan represif di tengah gelombang
viralisasi justru akan memperburuk situasi
reputasional dengan menempatkan dokter sebagai
pihak tirani yang anti-kritik. Strategi mitigasi
hukum yang tepat adalah memanfaatkan hak jawab
digital secara proporsional serta mengutamakan
pendekatan penyelesaian sengketa alternatif atau
alternative dispute resolution secara tertutup. Pihak
rumah sakit harus secara proaktif menghubungi
pasien atau keluarga yang bersangkutan melalui
saluran komunikasi pribadi untuk memfasilitasi
forum pertemuan tatap muka (open disclosure), di
mana penjelasan medikolegal dapat diberikan
secara transparan oleh komite medik dengan
didampingi oleh mediator independen dari Dinas
Kesehatan atau Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen.

Di sisi lain, mitigasi internal terhadap internal
profesi medis juga memegang peranan yang tidak
kalah krusial dalam menjaga muruah korporasi
kesehatan. Organisasi profesi dan manajemen
rumah sakit wajib memperketat pengawasan
terhadap kepatuhan digital code of conduct bagi
seluruh tenaga medis dan staf perumahsakitan.
Fenomena di mana sesama sejawat dokter ikut
memberikan komentar, spekulasi, atau bahkan
penghakiman terhadap kasus medis yang sedang
viral di media sosial tanpa mengetahui rekam
medis secara otentik harus ditekan secara total.
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Tindakan ekspresif yang tidak berdasar dari
internal profesi hanya akan menambah bahan
bakar bagi viralisasi siber serta meruntuhkan asas
kesewajiban etis antar-sejawat (collegiality).
Setiap tenaga medis harus diedukasi untuk
menyerahkan penilaian teknis komplikasi atau
kelalaian medis kepada lembaga resmi yang
berwenang, seperti Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia, dan menjaga jarak dari
perdebatan liar di kolom komentar publik.
Selanjutnya, strategi mitigasi reputasi jangka
panjang menuntut rumah sakit untuk secara aktif
mengubah arsitektur informasi digital mereka dari
yang bersifat defensif menjadi ofensif-edukatif.
Setelah fase krisis siber berhasil diredam melalui
jalur mediasi formal, tim cyber public relations
harus menyusun kampanye kontra-narasi berbasis
data ilmiah (counter-narrative campaigns).
Kampanye ini tidak ditujukan untuk menyerang
balik pasien, melainkan untuk memberikan literasi
medikolegal kepada masyarakat umum mengenai
kompleksitas tindakan medis yang dibahas dalam
kasus viral tersebut. Sebagai contoh, jika kasus
yang diviralkan berkaitan dengan syok anafilaktik
pasca-penyuntikan antibiotik, rumah sakit wajib
memproduksi konten edukasi netral yang
menjelaskan bahwa syok anafilaktik merupakan
risiko medis murni yang dapat terjadi pada siapa
saja meskipun skin test telah dilakukan, lengkap
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dengan penjelasan mengenai protokol kedaruratan
yang telah diterapkan oleh tim medis kala itu.
Edukasi berbasis bukti ini penting untuk
mengembalikan objektivitas publik dan
membersihkan bayang-bayang stigma negatif yang
menempel pada profesi kedokteran.

Secara  kelembagaan, mitigasi dampak
viralisasi ini juga memerlukan dukungan
penguatan sistem perlindungan hukum internal
bagi para tenaga medis melalui program asuransi
tanggung profesi yang komprehensif, yang tidak
hanya menanggung kerugian finansial akibat
putusan pengadilan, melainkan juga menanggung
biaya pemulihan nama baik (reputation restoration
costs) pasca-krisis siber. Kolaborasi multisektoral
antara korporasi rumah sakit, organisasi profesi,
kementerian terkait, serta perwakilan platform
media sosial juga perlu dibangun guna
menciptakan mekanisme pelaporan konten hoaks
kesehatan yang cepat, sehingga narasi-narasi
menyesatkan yang secara nyata melanggar hak
privasi rekam medis pasien atau mencemarkan
nama baik profesi tanpa dasar dapat diturunkan
(take down) demi hukum sebelum menimbulkan
daya rusak yang lebih luas.

Melalui penerapan strategi mitigasi yang
komprehensif, terukur, dan berbasis pada
integritas hukum serta etika kedokteran, sektor
pelayanan kesehatan akan mampu menghadapi
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dinamika ruang siber secara tangguh. Dampak
buruk dari viralisasi dapat dilokalisasi secara
efektif, sehingga hak-hak keperdataan pasien
sebagai konsumen tetap terlindungi secara adil,
sementara reputasi luhur dan kehormatan profesi
medis sebagai pilar penyembuhan kemanusiaan
tetap tegak berdiri kokoh dan tepercaya di tengah
derasnya arus digitalisasi global.

9.4 Komunikasi Terbuka sebagai Instrumen
Penurun Ketegangan Konflik Yuridis
Komunikasi Terbuka sebagai Instrumen
Penurun Ketegangan Konflik Yuridis merupakan
strategi medikolegal kontemporer  yang
menempatkan transparansi informasi dan empati
sebagai pilar utama dalam mereduksi eskalasi
sengketa medis antara pasien dengan fasilitas
pelayanan kesehatan. Dalam doktrin hukum
kesehatan tradisional, kecenderungan yang sering
muncul ketika terjadi kegagalan tindakan medis
atau komplikasi klinis adalah sikap defensif dari
pihak rumah sakit maupun tenaga medis. Sikap ini
diwujudkan melalui pembatasan informasi,
penolakan untuk mengakui adanya kendala
operasional, hingga penutupan akses rekam medis
yang dikenal secara doktriner sebagai tembok
keheningan (wall of silence). Paradigma defensif
konvensional  tersebut  berasumsi  bahwa
memberikan informasi secara terbuka atau
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menyampaikan permohonan maaf kepada pasien
akan dianggap sebagai pengakuan kesalahan
(admission of fault) yang dapat memberatkan
posisi hukum pelaku usaha medis di persidangan
perdata maupun pidana. Namun, riset empiris
medikolegal modern justru membuktikan
sebaliknya, di mana ketegangan yuridis dan
dorongan pasien untuk melayangkan gugatan
perbuatan melawan hukum atau wanprestasi
sering kali dipicu bukan oleh cedera medis itu
sendiri, melainkan oleh rasa frustrasi akibat sikap
tidak komunikatif, ketidakjujuran, serta hilangnya
rasa hormat dari pihak manajemen rumah sakit.
Konseptualisasi komunikasi terbuka dalam
sektor pelayanan kesehatan diadopsi dari doktrin
hukum internasional yang dikenal sebagai Open
Disclosure atau pengungkapan terbuka. Doktrin ini
menuntut fasilitas pelayanan kesehatan untuk
secara  proaktif,  jujur, dan  berempati
menyampaikan segala fakta yang terjadi terkait
insiden keselamatan pasien kepada pasien dan
keluarganya, sesaat setelah insiden tersebut
teridentifikasi. Penerapan komunikasi terbuka
wajib memuat beberapa elemen substantif yang
disusun secara sistematis dan akademis. Elemen
pertama adalah penyampaian fakta klinis secara
objektif tanpa ada manipulasi data atau
penyembunyian kronologi tindakan medis. Elemen
kedua adalah penyampaian rasa penyesalan dan
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empati yang mendalam atas ketidaknyamanan
atau penderitaan fisik yang dialami oleh pasien.
Elemen ketiga adalah penjelasan mengenai
langkah-langkah mitigasi medis segera yang
diambil rumah sakit untuk memulihkan kondisi
pasien, serta elemen keempat adalah komitmen
institusi untuk melakukan investigasi menyeluruh
guna mencegah terulangnya insiden serupa di
masa depan.

Penerapan open disclosure sebagai instrumen
penurun ketegangan Kkonflik yuridis memiliki
landasan filosofis hukum yang sangat kuat dalam
hukum perjanjian dan perlindungan konsumen.
Ketika pasien masuk ke rumah sakit, ikatan hukum
yang terbentuk melalui transaksi terapeutik
didasarkan pada asas iktikad baik (good faith) yang
menuntut kejujuran dari kedua belah pihak.
Apabila terjadi komplikasi atau kegagalan medis,
pemenuhan iktikad baik tersebut tidak boleh
terputus. Dengan membuka saluran komunikasi
secara transparan, rumah sakit secara langsung
menghormati hak pasien selaku konsumen jasa
medik untuk mendapatkan informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatan dan
jasa yang diterimanya sebagaimana diamanatkan
oleh undang-undang perlindungan konsumen.
Keterbukaan ini secara psikologis mampu
meredam kemarahan pasien, mengembalikan
kepercayaan yang sempat terkikis, serta

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 224



mengalihkan orientasi berfikir para pihak dari
yang semula bersifat konfrontatif-adversarial
menjadi kolaboratif-solutif.

Tantangan yuridis terbesar dalam
mengimplementasikan strategi komunikasi
terbuka di Indonesia adalah kekhawatiran bahwa
ekspresi empati atau permohonan maaf dari
dokter akan dieksploitasi oleh kuasa hukum pasien
sebagai alat bukti pengakuan bersalah di
pengadilan. Untuk memitigasi risiko hukum
tersebut, regulasi hukum kesehatan dan
yurisprudensi modern mulai memperkenalkan
doktrin hukum perlindungan permohonan maaf
(Apology Laws). Doktrin ini secara tegas
memisahkan antara pernyataan empati atau
penyesalan (expression of regret) dengan
pengakuan tanggung jawab hukum atas kelalaian
(admission of liability). Uapan permohonan maaf
yang disampaikan oleh tenaga medis dalam
konteks komunikasi terbuka diartikan sebagai
bentuk kepedulian kemanusiaan profesi luhur
kedokteran dan demi hukum tidak dapat
dikualifikasikan sebagai alat bukti pengakuan
kesalahan perdata maupun pidana. Dengan adanya
kepastian hukum ini, dokter dapat berkomunikasi
secara leluasa, humanis, dan tanpa tekanan
psikologis dengan  keluarga pasien saat
menyampaikan kabar buruk mengenai hasil
tindakan medis.
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Dalam tataran praktis, komunikasi terbuka
bertindak sebagai gerbang pembuka bagi
mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau
alternative dispute resolution di luar pengadilan.
Ketika ketegangan yuridis berhasil diturunkan
melalui dialog yang transparan, kedua belah pihak
dapat dengan mudah diarahkan untuk masuk ke
dalam forum mediasi non-litigasi yang difasilitasi
oleh mediator bersertifikat. Dalam forum yang
bersifat tertutup dan konfidensial ini, rumah sakit
dapat menawarkan sistem ganti rugi yang rasional
dan proporsional, yang mencakup pembebasan
biaya  pengobatan tambahan, penyediaan
kompensasi atas hilangnya produktivitas kerja
pasien, hingga santunan immateriil yang
disepakati bersama berdasarkan asas kepatutan.
Penyelesaian sengketa medis melalui kombinasi
komunikasi terbuka dan mediasi ini memberikan
efisiensi yang luar biasa bagi kedua belah pihak,
karena menghindarkan pasien dari beban
psikologis dan biaya tinggi litigasi perdata yang
berlarut-larut, sekaligus melindungi korporasi
rumah sakit dari risiko publisitas negatif yang
dapat menghancurkan nilai reputasi merek di mata
publik.

Secara kelembagaan, keberhasilan
transformasi dari budaya defensif menuju budaya
komunikasi  terbuka  menuntut komitmen
manajerial rumah sakit untuk menyusun standar
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prosedur operasional komunikasi krisis medis
yang baku. Seluruh tenaga medis, perawat, hingga
petugas hubungan masyarakat wajib diberikan
pelatihan khusus mengenai tata cara penyampaian
informasi buruk (breaking bad news) dan
komunikasi medikolegal yang empatik. Rumah
sakit juga harus memiliki tim penasihat hukum
internal yang progresif, yang memahami bahwa
penyelesaian masalah hukum di era modern tidak
lagi mengandalkan adu kekuatan di ruang sidang,
melainkan mengandalkan kecerdasan komunikasi
dalam mengelola konflik kemanusiaan. Pada
akhirnya, komunikasi terbuka bukan sekadar
sebuah instrumen taktis untuk menghindari
gugatan hukum, melainkan sebuah manifestasi
tertinggi dari etika profesi kedokteran dan
tanggung jawab moral korporasi perumahsakitan
yang menempatkan martabat kemanusiaan dan
keselamatan pasien di atas segala kepentingan
ekonomi.

9.5 Studi Kasus Komunikasi Krisis dan
Penanganannya: Penjinakan Isu Negatif
Pelayanan Kesehatan yang Viral di Media Sosial

Studi Kasus Komunikasi Krisis dan
Penanganannya: Penjinakan Isu Negatif Pelayanan
Kesehatan yang Viral di Media Sosial menjadi
ruang analisis empiris yang sangat krusial dalam
membedah dinamika manajemen reputasi institusi
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kesehatan di tengah pusaran arus informasi digital
yang tidak terprediksi. Melalui pembedahan studi
kasus nyata yang diubah menjadi model simulasi
akademis ini, kita dapat melihat bagaimana sebuah
krisis medikolegal di ruang siber tidak lagi
ditangani dengan pendekatan hukum konvensional
yang kaku dan represif, melainkan diselesaikan
secara elegan melalui integrasi strategi cyber public
relations yang berbasis pada kecepatan, empati,
dan kepatuhan hukum konsumen. Kasus ini
bermula ketika sebuah akun pribadi milik keluarga
pasien di platform media sosial berbasis
mikroblogging mengunggah sebuah utas panjang
yang disertai dokumentasi foto dan video
berdurasi pendek. Utas tersebut memuat tuduhan
serius mengenai dugaan penelantaran pasien dan
kesalahan pemberian dosis obat oleh perawat di
ruang instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit
swasta tipe B, yang mengakibatkan pasien
mengalami kejang hebat dan penurunan kesadaran
secara mendadak.

Hanya dalam waktu kurang dari enam jam
sejak pertama kali diunggah, utas negatif tersebut
mendapatkan amplifikasi masif dari netizen
dengan jumlah pembagian ulang mencapai
puluhan ribu kali dan memicu ribuan komentar
bernada kecaman, ancaman boikot, hingga desakan
agar kepolisian segera memeriksa jajaran direksi
rumah sakit. Skala krisis meningkat secara
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eksponensial ketika beberapa media massa digital
arus utama mulai mengangkat fenomena viral
tersebut menjadi berita utama (headline) dengan
judul yang cenderung bombastis dan menyudutkan
reputasi korporasi rumah sakit. Menghadapi
situasi darurat yang mengancam nilai ekonomi
merek dan kredibilitas klinis ini, tim manajemen
rumah sakit segera mengaktifkan Protokol
Respons Cepat Krisis Digital dan membentuk Tim
Gugus Tugas (Crisis Task Force) yang terdiri dari
unsur Direktur Utama, Komite Medik, Bagian
Hukum Korporasi, serta Kepala Humas Siber.
Langkah penanganan operasional pertama
yang diambil oleh tim krisis adalah menolak secara
tegas opsi pengajuan somasi pidana atau
pemanfaatan regulasi siber terkait pencemaran
nama baik terhadap keluarga pasien. Tim hukum
korporasi menyadari bahwa tindakan reaktif yang
legalistik di tengah puncak kemarahan publik
digital hanya akan memperburuk situasi
reputasional dan menempatkan rumah sakit pada
posisi musuh masyarakat (public enemy). Sebagai
gantinya, tim krisis menerapkan strategi respons
digital taktis dalam waktu delapan jam setelah isu
merebak dengan merilis pernyataan media resmi
di seluruh saluran komunikasi digital milik rumah
sakit. Pernyataan tersebut dirancang secara lugas
tanpa menggunakan pengantar yang bertele-tele,
di mana rumah sakit secara terbuka
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menyampaikan rasa empati yang mendalam atas
pemburukan kondisi klinis pasien, menyatakan
komitmen penuh untuk membiayai seluruh
perawatan pemulihan pasien di ruang intensif,
serta menegaskan bahwa audit medis internal
sedang dijalankan secara ketat oleh Komite Medik
guna mengusut kronologi pemberian obat tersebut
secara objektif.

Bersamaan dengan penyebaran pernyataan
resmi yang menenangkan opini publik siber
tersebut, tim krisis melakukan langkah mitigasi
material secara paralel dengan menghubungi pihak
keluarga pasien melalui jalur komunikasi personal
yang sangat tertutup dan persuasif. Manajemen
rumah sakit mengundang perwakilan keluarga dan
kuasa hukumnya untuk menghadiri pertemuan
Kklarifikasi bersama di ruang mediasi rumah sakit
yang difasilitasi oleh perwakilan independen dari
Dinas Kesehatan setempat. Dalam forum tatap
muka yang konfidensial ini, rumah sakit
menerapkan doktrin pengungkapan terbuka (open
disclosure). Komite medik membuka secara jujur
seluruh catatan rekam medis elektronik di
hadapan Kkeluarga pasien untuk menjelaskan
bahwa kejang yang dialami pasien bukan
diakibatkan  oleh  kesalahan dosis obat
sebagaimana yang dituduhkan di media sosial,
melainkan merupakan manifestasi dari komplikasi
biologis yang sangat langka akibat penyakit infeksi
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bawaan pasien yang bereaksi dengan obat yang
diberikan, di mana prosedur penyuntikan tersebut
secara formal telah memenuhi seluruh standar
prosedur operasional yang berlaku.

Transparansi informasi yang disajikan secara
jujur, ilmiah, dan humanis oleh jajaran direksi serta
komite medik berhasil meruntuhkan dinding
ketegangan psikologis dan kecurigaan yuridis yang
sebelumnya dirasakan oleh keluarga pasien. Pihak
keluarga menyadari bahwa perburukan kondisi
kesehatan tersebut merupakan risiko medis murni
yang tidak dapat dihindarkan sepenuhnya oleh
ilmu kedokteran, dan bukan bersumber dari unsur
kesengajaan atau kelalaian berat tenaga medis.
Melalui proses negosiasi yang berlandaskan
iktikad baik, kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan kesalahpahaman komunikasi ini
melalui jalur perdamaian di luar pengadilan.
Rumah sakit berkomitmen memberikan jaminan
perawatan pasca-rawat jalan secara cuma-cuma
sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap
hak konsumen jasa medik, sementara pihak
keluarga pasien bersedia melakukan pemulihan
nama baik rumah sakit di ruang siber.

Sebagai wujud dari kesepakatan perdamaian
tersebut, keluarga pasien secara sukarela
mengunggah video Kklarifikasi bersama di akun
media sosial mereka, yang menyatakan bahwa
tuduhan penelantaran dan malapraktik
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sebelumnya adalah murni disebabkan oleh
kepanikan psikologis keluarga dan kurangnya
informasi medis yang utuh pada saat kejadian di
instalasi gawat darurat. Video Kklarifikasi tersebut
segera diamplifikasi kembali oleh tim cyber public
relations rumah sakit melalui siaran pers digital
terstruktur yang menjelaskan bahwa konflik
medikolegal telah diselesaikan secara damai,
kekeluargaan, dan terhormat oleh kedua belah
pihak tanpa ada paksaan hukum dari pihak mana
pun. Langkah kontra-narasi berbasis edukasi ini
secara bertahap berhasil membalikkan sentimen
negatif publik siber menjadi sentimen positif, di
mana netizen justru memuji sikap ksatria,
transparan, dan Dbertanggung jawab yang
ditunjukkan oleh manajemen rumah sakit dalam
mengelola keluhan konsumennya.

Pelajaran hukum dan manajerial yang sangat
berharga dari penyelesaian studi kasus ini adalah
bahwa kekuatan narasi digital tidak dapat dilawan
dengan arogansi kekuasaan hukum, melainkan
harus dijinakkan dengan instrumen komunikasi
yang terbuka, empatik, dan berbasis pada
kejujuran data Kklinis. Keberhasilan menjinakkan
isu negatif yang viral di media sosial tanpa harus
berakhir di ruang sidang perdata menjadi bukti
nyata bahwa pengelolaan aspek medikolegal di era
modern menuntut sinergi yang mutlak antara
kemahiran komunikasi siber dengan pemahaman
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mendalam terhadap regulasi hukum kesehatan
nasional, demi menjaga kelangsungan hidup
korporasi perumahsakitan serta melindungi
kehormatan profesi medis di mata masyarakat
digital global.
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BAB X

PERGESERAN MENUJU HUMAN-
CENTERED LEGAL DESIGN DALAM
PELAYANAN MEDIS

10.1 Konseptualisasi Human-Centered Legal Design
untuk Dokumen Informasi Kesehatan
Konseptualisasi Human-Centered Legal Design
untuk Dokumen Informasi Kesehatan merupakan
sebuah lompatan paradigma yang sangat
fundamental dalam mempertemukan kepatuhan
hukum keperdataan dengan hak asasi pasien
selaku konsumen jasa medik di era keterbukaan
informasi. Secara tradisional, dokumen informasi
kesehatanyang mencakup formulir persetujuan
tindakan kedokteran, lembar penjelasan risiko
medis, dokumen syarat dan ketentuan pelayanan
rumah sakit, hingga petunjuk tertulis pasca-rawat
jalanselalu  disusun dengan  menggunakan
pendekatan legalistik yang kaku, dipenuhi oleh
istilah-istilah hukum yang rumit, serta ditulis
dalam format paragraf panjang berukuran kecil
yang sangat sulit dicerna oleh masyarakat awam.
Pendekatan konvensional ini menempatkan
dokumen hukum semata-mata sebagai instrumen
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defensif pelaku usaha medis untuk mengalihkan
tanggung jawab atau melindungi korporasi rumah
sakit dari potensi gugatan perbuatan melawan
hukum maupun wanprestasi di kemudian hari.
Akibatnya, terjadi asimetri informasi yang sangat
ekstrem di mana pasien sering kali
menandatangani  dokumen-dokumen  krusial
tersebut dalam kondisi tertekan, bingung, atau
panik tanpa benar-benar memahami hak
kontraktual, konsekuensi klinis, serta risiko medis
murni yang mengancam keselamatan fisik mereka.

Untuk menjembatani jurang pemisah antara
teks hukum yang kaku dengan realitas psikologis
serta kognitif pasien, doktrin hukum kontemporer
mulai mengadopsi prinsip human-centered legal
design. Pendekatan ini merupakan sebuah
metodologi interdisipliner yang mengintegrasikan
ilmu hukum, psikologi kognitif, keahlian
komunikasi, serta teori desain komunikasi visual
untuk merancang dokumen, sistem, dan interaksi
hukum agar lebih mudah diakses, dimengerti, dan
digunakan secara fungsional oleh manusia selaku
subjek hukum utama. Dalam sektor pelayanan
kesehatan, konseptualisasi desain hukum yang
berpusat pada manusia ini menuntut perubahan
radikal dari pola pikir yang berorientasi pada
perlindungan korporasi sepihak menuju pola pikir
yang berorientasi pada pemberdayaan hak
konsumen jasa medik. Dokumen informasi
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kesehatan tidak lagi dipandang sebagai sekadar
formalitas tanda tangan di atas kertas, melainkan
ditransformasikan menjadi sebuah sarana edukasi
medikolegal yang interaktif, yang secara jujur,
transparan, dan komunikatif menjabarkan realitas
tindakan kedokteran yang akan ditempuh oleh
pasien.

Penerapan human-centered legal design pada
dokumen informasi kesehatan wajib bersandar
pada empat pilar konseptual utama yang disusun
secara sistematis demi mencapai standar tulisan
ilmiah formal yang komprehensif. Pilar pertama
adalah penyederhanaan bahasa hukum dan medis
atau pembentukan bahasa yang ringkas dan jelas.
Segala bentuk frasa hukum yang mubazir,
penggunaan istilah Latin yang tidak perlu, serta
jargon kedokteran yang terlalu teoretis harus
diterjemahkan ke dalam kalimat-kalimat pendek
aktif yang menggunakan bahasa universal yang
mudah dipahami oleh non-profesional maupun
masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.
Pilar kedua adalah penataan arsitektur informasi
yang logis dan runtut. Informasi di dalam dokumen
tidak boleh ditumpuk secara acak, melainkan harus
dikelompokkan ke dalam klaster-klaster informasi
yang memiliki hierarki yang jelas, misalnya
memisahkan secara tegas antara bagian diagnosis
penyakit, rencana tindakan operasi, alternatif
terapi, risiko komplikasi yang paling sering terjadi,
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hingga rincian estimasi biaya finansial yang harus
ditanggung.

Pilar ketiga dari konseptualisasi ini adalah
integrasi elemen visual fungsional sebagai jangkar
pemahaman kognitif pengguna. Desain hukum
tidak berarti menghapuskan substansi hukum yang
mengikat, melainkan mengemas substansi
tersebut dengan menggunakan bantuan visual
seperti bagan alur penanganan medis, tabel
perbandingan risiko dan manfaat antara dua jenis
terapi, penggunaan ikon grafis yang netral untuk
menandai peringatan darurat, serta pengaturan
tata letak (layout) yang menyisakan ruang kosong
yang cukup agar mata pembaca tidak mengalami
kelelahan visual. Pilar keempat yang tidak kalah
krusial adalah pengujian kegunaan dokumen
secara empiris langsung kepada kelompok
pengguna atau pasien sebelum dokumen tersebut
diterapkan secara massal di rumah sakit. Melalui
uji keterbacaan dan pemahaman ini, manajemen
rumah sakit dapat mengukur secara matematis dan
psikologis apakah pesan hukum yang tertuang di
dalam formulir telah tersampaikan dengan
sempurna tanpa menimbulkan salah tafsir atau
ambiguitas konseptual pada benak konsumen jasa
medik.

Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan
konsumen dan hukum perjanjian perdata,
penerapan dokumen kesehatan berbasis human-
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centered legal design memberikan kontribusi yang
sangat masif dalam memperkuat validitas
formalitas hukum di persidangan. Berdasarkan
ketentuan undang-undang perlindungan
konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan
klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab
secara sepihak dan wajib memberikan informasi
yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
Apabila rumah sakit menyajikan dokumen
informasi yang sengaja dibuat rumit dan sulit
dipahami untuk mengelabui pasien, maka
pengadilan demi hukum dapat membatalkan
dokumen persetujuan tersebut karena dianggap
melanggar asas iktikad baik dan syarat sahnya
perjanjian mengenai kata sepakat yang bebas dari
kekhilafan. Sebaliknya, ketika rumah sakit berhasil
membuktikan bahwa mereka telah mengerahkan
daya upaya terbaik untuk mendesain dokumen
informasi yang sangat transparan, mudah
dipahami, dan interaktif sesuai prinsip desain
hukum ini, posisi tawar rumah sakit justru menjadi
sangat kokoh karena pasien tidak dapat lagi
berdalih bahwa mereka tidak mendapatkan
penjelasan yang memadai mengenai risiko medis
murni yang telanjur terjadi.

Secara kelembagaan, transformasi menuju
implementasi human-centered legal design ini
memerlukan perombakan budaya kerja internal
pada divisi hukum dan administrasi rumah sakit.
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Penasihat hukum korporasi harus didorong untuk
keluar dari zona nyaman penulisan dokumen
konvensional yang kaku dan mulai membuka diri
untuk berkolaborasi dengan para ahli desain
komunikasi visual serta perwakilan komunitas
pasien. Investasi dalam mendesain ulang dokumen
informasi kesehatan ini pada akhirnya akan
bertindak sebagai instrumen mitigasi risiko hukum
preventif yang sangat efisien, yang secara
signifikan mampu menekan angka
kesalahpahaman komunikasi, menurunkan tensi
ketegangan konflik medikolegal di luar pengadilan,
serta membangun sebuah ekosistem pelayanan
kesehatan nasional yang jauh lebih humanis,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
perlindungan hak-hak kemanusiaan yang paling
mendasar di era digital global.

10.2 Rekonstruksi Formulir Persetujuan Tindakan
Medis yang Aksesibel dan Humanis
Rekonstruksi formulir persetujuan tindakan
medis atau informed consent yang aksesibel dan
humanis merupakan kebutuhan mendesak dalam
mentransformasi instrumen hukum kedokteran
yang selama ini terjebak dalam formalitas
birokratis yang kaku. Secara teoretis, lembar
persetujuan tindakan medis berfungsi sebagai
manifestasi dari hak otonomi pasien sekaligus
tameng perlindungan hukum bagi tenaga medis.
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Namun, dalam realitas kedokteran konvensional,
dokumen ini sering kali menjelma menjadi teks
yang sangat intimidatif, dipenuhi oleh jargon-
jargon hukum yang defensif, serta deretan istilah
medis yang asing bagi masyarakat awam. Formulir
informed consent konvensional cenderung disusun
semata-mata untuk memindahkan risiko hukum
dari institusi rumah sakit kepada pasien, tanpa
memedulikan apakah pasien benar-benar
memahami implikasi dari keputusan yang mereka
tandatangani. Pendekatan konvensional yang
bercorak legalistik-defensif ini mengasingkan
pasien dari hak fundamentalnya untuk
menentukan nasib sendiri, sehingga proses
penandatanganan formulir tersebut tidak lebih
dari sekadar ritual pemenuhan syarat administratif
yang kehilangan substansi etisnya.

Upaya rekonstruksi instrumen hukum ini
dilakukan dengan menerapkan prinsip human-
centered legal design, yang menggeser paradigma
penyusunan dokumen hukum dari sudut pandang
pembuat aturan yang protektif menuju perspektif
pengguna akhir, yaitu pasien dan keluarganya.
Dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan yang
humanis, dokumen persetujuan tidak boleh lagi
diposisikan sebagai surat pelepasan tanggung
jawab mutlak yang searah. Formulir harus didesain
ulang agar mampu menjembatani kesenjangan
asimetri informasi yang sangat lebar antara dokter
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dan pasien. Penataan letak informasi, pemilihan
ukuran huruf, penggunaan elemen grafis yang
fungsional, serta simplifikasi struktur kalimat
menjadi instrumen penting untuk memandu alur
pemahaman pasien secara bertahap dan logis.
Informasi yang bersifat krusial, seperti rincian
prosedur, tingkat keberhasilan, potensi komplikasi,
serta alternatif tindakan, tidak boleh
disembunyikan di balik teks paragraf yang padat
dan kecil. Rekonstruksi visual ini menuntut
pembagian zona informasi yang jelas, di mana
bagian pembuka menyajikan esensi tindakan
secara gamblang, diikuti oleh penjelasan risiko
yang objektif, dan diakhiri dengan klausul
persetujuan yang adil serta tidak menjebak.
Dimensi humanis dalam formulir hasil
rekonstruksi ini terletak pada penggunaan bahasa
yang inklusif, empatik, dan bebas dari konstruksi
kalimat yang mengintimidasi. Struktur kalimat
aktif dan langsung harus menggantikan kalimat
pasif yang multitafsir dan berbelit-belit. Sebagai
contoh, alih-alih menggunakan klausul standar
yang menyatakan bahwa pasien membebaskan
dokter dari segala tuntutan jika terjadi risiko
medis, formulir yang humanis merumuskan
kembali kalimat tersebut menjadi penegasan
bahwa pasien telah memahami sifat ketidakpastian
tindakan medis dan secara sadar bersedia berbagi
risiko bersama tim medis demi upaya
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penyembuhan. Perubahan redaksional ini sangat
fundamental karena tidak menghapuskan
tanggung jawab hukum tenaga medis atas
kelalaian, melainkan mempertegas batas
komitmen bersama atas risiko inheren yang tidak
terduga. Dengan demikian, formulir informed
consent tidak lagi dirasakan sebagai dokumen
penyerahan diri pasien di bawah bayang-bayang
ancaman, melainkan sebagai piagam kemitraan
terapeutik yang didasari oleh rasa saling percaya
dan penghormatan terhadap martabat
kemanusiaan.

Aksesibilitas dokumen juga mencakup
kemudahan bagi pasien dari berbagai latar
belakang tingkat literasi, kondisi fisik, maupun
keterbatasan kognitif dalam situasi krisis atau
darurat medis. Ketika seorang pasien dihadapkan
pada situasi kritis yang memerlukan tindakan
bedah segera, kemampuan kognitif mereka untuk
mencerna informasi hukum yang rumit akan
menurun secara drastis akibat tekanan psikologis.
Formulir yang tidak aksesibel dalam kondisi ini
hanya akan memperparah eskalasi konflik dan
kecemasan Kkeluarga pasien. Oleh karena itu,
rekonstruksi formulir harus mengintegrasikan
elemen visual yang mampu menyampaikan pesan
secara instan, seperti diagram alur tindakan yang
sederhana, ikon representatif untuk
mengidentifikasi tingkat urgensi risiko, serta

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 242



penggunaan ruang kosong yang seimbang agar teks
tidak melelahkan mata. Desain yang aksesibel
memastikan bahwa dalam waktu singkat, pasien
atau perwakilan keluarga dapat menangkap poin-
poin paling menentukan sebelum membubuhkan
tanda tangan secara sah.

Lebih jauh lagi, rekonstruksi ini berimplikasi
langsung pada validitas nilai pembuktian yuridis
dari dokumen itu sendiri di hadapan hukum
formal. Dalam banyak sengketa hukum kesehatan
di pengadilan, eksistensi lembar persetujuan
tindakan medis yang ditandatangani pasien sering
kali rontok sebagai alat bukti utama apabila
terbukti bahwa proses penandatanganannya
dilakukan di bawah ketidaktahuan yang
disebabkan oleh struktur dokumen yang
menyesatkan atau tidak dapat dipahami. Hakim
dapat menilai bahwa persetujuan tersebut cacat
hukum karena tidak memenuhi syarat substantif
dari informed itu sendiri, yakni pemahaman yang
utuh. Dengan merekonstruksi formulir menjadi
dokumen yang transparan, mudah diakses, dan
humanis, rumah sakit dan tenaga medis justru
memiliki posisi hukum yang jauh lebih kuat dan
kredibel. Dokumen yang dirancang dengan baik
membuktikan secara autentik bahwa pihak
fasilitas kesehatan telah menjalankan kewajiban
pemberian informasi secara maksimal, jujur, dan
tidak manipulatif.
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Pada akhirnya, formulir persetujuan tindakan
medis yang telah direkonstruksi bukan sekadar
secarik kertas administratif, melainkan instrumen
komunikasi forensik yang merekam titik temu
kehendak antara dua subjek hukum yang setara.
Melalui penerapan human-centered legal design
yang konsisten, wajah hukum Kkesehatan yang
selama ini terkesan kaku, elitis, dan menjauhkan
diri dari realitas sosial dapat diubah menjadi lebih
inklusif dan membumi. Transformasi ini menjadi
bukti nyata bahwa kepatuhan terhadap hukum
formal tidak harus mengorbankan nilai-nilai
kemanusiaan, dan sebaliknya, pemenuhan hak-hak
asasi pasien justru dapat memperkokoh kepastian
hukum dalam ekosistem pelayanan kesehatan
modern yang berkeadilan.

Beberapa ahli hukum kesehatan internasional
dan lokal, seperti Jay Katz, Tom Beauchamp, James
Childress, serta pakar hukum kedokteran
Indonesia seperti ]. Guwandi dan Cecep Triwibowo,
secara konsisten menegaskan bahwa informed
consent adalah sebuah proses dialog yang
berkelanjutan, bukan sekadar penandatanganan
dokumen mati. Pandangan mereka melandasi
pemikiran bahwa rekonstruksi terhadap formulir
persetujuan ini merupakan keharusan teoretis dan
praktis guna mengembalikan esensi otonomi
pasien yang sesungguhnya di dalam hukum
kesehatan.
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10.3 Peningkatan Pemahaman Hukum Civitas
Academika melalui Visualisasi Aturan Medis
Peningkatan pemahaman hukum di lingkungan
perguruan tinggi, khususnya bagi civitas
academika yang mendalami rumpun ilmu
kesehatan dan kedokteran, menghadapi tantangan
besar berupa rigiditas teks peraturan perundang-
undangan. Dokumen hukum konvensional, mulai
dari undang-undang kesehatan, peraturan menteri,
hingga kode etik profesi, umumnya diproduksi
dengan gaya bahasa yang abstrak, elitis, dan
dipenuhi oleh struktur kalimat bersayap. Bagi
civitas academika yang terdiri dari mahasiswa,
dosen, serta peneliti di bidang medis, hambatan
semantik ini sering kali menciptakan jarak
psikologis dan intelektual terhadap hukum itu
sendiri. Ketidakmampuan mencerna substansi
regulasi secara cepat dan tepat berpotensi
melahirkan titik buta yuridis yang berbahaya, di
mana aktivitas akademik, praktikum klinik,
maupun riset medis dilakukan tanpa kesadaran
penuh akan batasan tanggung jawab hukum dan
risiko pidana maupun perdata yang mengintai.
Oleh karena itu, introduksi visualisasi aturan medis
menjadi agenda strategis untuk meruntuhkan
barikade pemahaman tersebut dan membangun
budaya sadar hukum yang kokoh di lingkungan
akademis.
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Penerapan visualisasi aturan medis dalam
konteks ini bekerja dengan cara mentransformasi
naskah hukum yang bersifat tekstual-linear
menjadi representasi visual yang multidimensional
dan mudah dicerna. Proses transformasi ini tidak
dimaksudkan untuk mereduksi otoritas yuridis
atau menyederhanakan substansi pasal secara
serampangan, melainkan untuk merekonstruksi
arsitektur penyampaian informasi agar selaras
dengan cara kerja kognitif manusia di era digital.
Melalui pendekatan visualisasi, hierarki norma
yang rumit, alur prosedur penegakan disiplin
profesi, serta elemen-elemen tanggung jawab
hukum kedokteran dipetakan ke dalam struktur
yang logis. Mahasiswa kedokteran atau
keperawatan, misalnya, tidak lagi dipaksa
menghafal tumpukan pasal mengenai malpraktik
atau kelalaian medis dalam bentuk teks mati.
Mereka diperkenalkan pada pemetaan visual yang
menggambarkan ambang batas antara tindakan
medis yang rasional, risiko medik yang dapat
dimaafkan, dan kelalaian nyata yang memenuhi
unsur pelanggaran hukum formal.

Keunggulan metodologis dari pengajaran
berbasis  visualisasi  ini  terletak  pada
kemampuannya untuk mengintegrasikan
penalaran hukum ke dalam simulasi tindakan
medis sehari-hari. Civitas academika didorong
untuk melihat hukum bukan sebagai rangkaian
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larangan yang restriktif, melainkan sebagai
kompas navigasi profesional yang menjamin
keselamatan pasien sekaligus proteksi diri tenaga
medis. Ketika aturan mengenai kerahasiaan rekam
medis elektronik divisualisasikan dalam bentuk
pemetaan arus data, mahasiswa dan peneliti dapat
langsung mengidentifikasi pada titikk mana
kebocoran informasi dapat memicu sengketa
hukum atau pelanggaran hak privasi pasien.
Visualisasi yang presisi mampu menunjukkan
hubungan kausalitas yang jelas antara kegagalan
komunikasi di ruang operasi dengan timbulnya
gugatan hukum ganti rugi, sehingga kesadaran
hukum tumbuh secara organik dari pemahaman
logis terhadap alur kerja klinis, bukan dari rasa
takut terhadap ancaman sanksi semata.

Lebih dari itu, visualisasi aturan medis di
lingkungan kampus berfungsi sebagai jembatan
yang efektif untuk mengatasi fenomena culture
shock yang sering dialami oleh mahasiswa
kedokteran ketika pertama kali memasuki fase
penanganan pasien di rumah sakit pendidikan. Di
dalam kelas, mereka terbiasa dengan kepastian
sains, namun di lapangan, mereka mendadak
dihadapkan pada ketidakpastian realitas klinis
yang berkelindan erat dengan jerat hukum formal.
Dokumen visual yang merangkum batasan
jurisdiksi disiplin profesi, hukum pidana, dan
hukum perdata kesehatan dapat membantu civitas
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academika untuk tidak salah melangkah dalam
mengambil keputusan darurat. Dengan melihat
representasi visual yang jelas mengenai hak
imunitas hukum yang bersanding dengan hak
konstitusional pasien, para akademisi medis dapat
menjalankan fungsi pengabdian masyarakat dan
pelayanan kesehatan secara percaya diri, objektif,
serta akuntatid demi tegaknya keadilan terapeutik.

Dalam skala yang lebih luas, pengembangan
media visualisasi aturan medis ini memicu
kolaborasi interdisipliner di dalam internal civitas
academika itu sendiri. Penyusunan instrumen
visual yang akurat menuntut adanya dialog intensif
antara pakar hukum, ahli kedokteran, dan
perancang komunikasi visual. Sinergi ini memaksa
para ahli hukum untuk menanggalkan ego sektoral
dan menguji kembali efektivitas bahasa hukum
yang selama ini mereka gunakan. Di sisi lain, para
akademisi medis dipacu untuk memahami
konsekuensi yuridis dari setiap tindakan Kklinis
berdasarkan standar operasional prosedur yang
berlaku. Aktivitas kolaboratif ini pada gilirannya
akan menghasilkan materi ajar, panduan
praktikum, serta instrumen edukasi publik yang
sangat progresif, yang tidak hanya meningkatkan
literasi hukum internal kampus, tetapi juga siap
diimplementasikan untuk mengedukasi
masyarakat luas yang membutuhkan kejelasan
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informasi mengenai hak-hak mereka sebagai
konsumen jasa medik.

Pada dimensi teoretis, visualisasi aturan medis
di perguruan tinggi merupakan wujud nyata dari
internalisasi human-centered legal design yang
menempatkan manusia, dalam hal ini civitas
academika sebagai subjek pembelajar, sebagai
pusat dari sistem hukum. Pengetahuan hukum
tidak boleh dibiarkan mengawang-awang di dalam
menara gading teks perundang-undangan yang
asing dan mengintimidasi. Hukum harus hadir
sebagai instrumen yang hidup, komunikatif, dan
mampu memberikan solusi konkret atas dinamika
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran yang bergerak sangat cepat. Melalui
visualisasi, dinding pembatas antara dunia medis
yang berbasis empiris dan dunia hukum yang
berbasis normatif dapat diruntuhkan, melahirkan
generasi profesional kesehatan baru yang tidak
hanya terampil dalam menyembuhkan fisik
manusia, tetapi juga cakap dan bijaksana dalam
mematuhi serta menegakkan koridor hukum yang
berlaku.

Sejumlah pemikir terkemuka dalam ranah
komunikasi hukum dan sosiologi hukum, seperti
Colette Brunschwig, Helena Haapio, dan Michael
Curtotti, secara konsisten mengemukakan bahwa
efektivitas sebuah norma hukum sangat
ditentukan oleh bagaimana norma tersebut
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dikomunikasikan kepada subjek hukumnya. Di
Indonesia, pandangan ini sejalan dengan
pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum
progresif yang menekankan bahwa hukum ada
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Melalui integrasi teoretis tersebut, visualisasi
aturan medis di lingkungan akademis menemukan
pijakan ilmiah yang kokoh sebagai strategi
mendasar untuk meningkatkan kesadaran yuridis
civitas academika secara humanis, mendalam, dan
berkelanjutan.

10.4 Evaluasi Kemanfaatan Narasi Hukum yang
Sederhana dalam Mencegah Gugatan
Evaluasi kemanfaatan narasi hukum yang
sederhana dalam mencegah gugatan merupakan
inti krusial dalam menguji efektivitas human-
centered legal design di tengah tingginya angka
sengketa medis dan malpraktik. Selama ini,
paradigma penulisan dokumen hukum di sektor
kesehatan cenderung bersandar pada doktrin
pertahanan  mutlak, di mana  kalimat
dikonstruksikan sedemikian rumit guna menutup
seluruh celah tuntutan potensial. Namun,
pendekatan konvensional ini melahirkan paradoks
yudisial yang kontraproduktif. Ketika dokumen
informed consent atau panduan administratif
operasional ditulis dengan bahasa penegakan yang
kaku, pasien justru tidak mampu menangkap
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esensi risiko inheren dari suatu tindakan medis.
Ketidakpahaman tersebut melahirkan harapan
yang Kkeliru mengenai kepastian kesembuhan,
sehingga ketika komplikasi medis yang tidak
diharapkan terjadi, pasien dan keluarganya
langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi
kelalaian. Ketiadaan transparansi informasi akibat
narasi yang rumit menjadi pemicu utama
keretakan hubungan kemitraan terapeutik, yang
pada akhirnya bermuara pada pengajuan gugatan
perdata di pengadilan.

Penerapan narasi hukum yang sederhana atau
plain language movement bekerja sebagai
instrumen preventif melalui pemangkasan
asimetri informasi secara radikal. Dari kacamata
komunikasi hukum, sebuah gugatan jarang sekali
muncul semata-mata karena adanya kegagalan
medis yang bersifat murni risiko kedokteran,
melainkan lebih sering dipicu oleh kemarahan
pasien yang merasa dibohongi atau dimanipulasi
oleh dokumen yang mereka tandatangani. Ketika
struktur kalimat hukum dikembalikan pada
hakikat fungsinya sebagai media penyampai
kebenaran, pasien ditempatkan sebagai mitra
dialog yang setara dan dihormati martabatnya.
Lembar persetujuan tindakan medis yang
menggunakan kosakata universal, struktur kalimat
aktif yang ringkas, serta penjelasan risiko yang
jujur, mampu menumbuhkan kesadaran psikologis
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pada diri pasien bahwa tindakan kedokteran selalu
beriringan dengan ketidakpastian. Pemahaman
yang utuh dan jujur ini secara signifikan meredam
motif litigasi, karena pasien sejak awal telah secara
sadar menerima bagian dari risiko medis tersebut
sebagai  konsekuensi logis dari ikhtiar
penyembuhan.

Secara yuridis-empiris, kemanfaatan narasi
hukum yang sederhana memberikan proteksi yang
jauh lebih kuat bagi tenaga medis dan fasilitas
kesehatan saat berhadapan dengan pemeriksaan
hukum di hadapan penyidik maupun majelis
hakim. Di dalam hukum acara formal, keabsahan
sebuah persetujuan sangat digantungkan pada
kualitas kehendak bebas dari pihak yang
memberikan  persetujuan. Apabila  sebuah
dokumen pembuktian terbukti menggunakan
klausul eksonerasi yang berbelit-belit dan sulit
dipahami oleh orang awam, hakim memiliki
kewenangan yudisial untuk mengesampingkan
dokumen tersebut dan menyatakannya tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat karena
mengandung cacat formil dalam proses
penyampaian informasi. Sebaliknya, formulir yang
menggunakan narasi sederhana yang transparan
menjadi bukti autentik yang tidak terbantahkan
bahwa rumah sakit telah melaksanakan kewajiban
hukum untuk memberikan edukasi secara iktikad
baik. Kesederhanaan narasi ini memudahkan
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hakim untuk menilai secara objektif bahwa aspek
informed telah terpenuhi secara paripurna,
sehingga meminimalkan potensi dikabulkannya
gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat.

Lebih lanjut, reduksi formalitas teks hukum
dalam  operasional = pelayanan  kesehatan
berdampak langsung pada efisiensi mitigasi risiko
di internal manajemen rumah sakit. Petugas
administrasi dan tenaga medis tidak perlu lagi
menghabiskan waktu yang lama  untuk
menjelaskan pasal-pasal defensif yang
membingungkan pasien di saat-saat kritis. Narasi
yang sederhana memperlancar alur komunikasi
operasional, mengurangi ketegangan psikologis di
ruang pendaftaran, dan mempercepat proses
pengambilan keputusan klinis tanpa
mengorbankan kepatuhan terhadap hukum positif.
Ketika regulasi internal dan petunjuk teknis rumah
sakit ditulis dengan bahasa yang lugas, potensi
terjadinya kesalahan prosedural oleh tenaga
kesehatan akibat salah tafsir terhadap aturan baku
juga dapat ditekan hingga titik terendah. Efisiensi
komunikasi ini membangun ekosistem kerja yang
aman, di mana setiap aktor medis memahami
secara presisi batas-batas otoritas dan kewajiban
hukum mereka, sehingga celah terjadinya kelalaian
administratif yang kerap menjadi pintu masuk
gugatan dapat ditutup rapat.
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Kemanfaatan narasi hukum yang sederhana
juga menyentuh aspek sosiologis, yakni pemulihan
kepercayaan publik terhadap profesi medis dan
institusi penegak hukum kesehatan. Ketika
masyarakat  disuguhkan  dokumen-dokumen
hukum yang mudah dipahami, stigma bahwa
hukum kesehatan hanyalah instrumen elitis yang
dirancang untuk melindungi kepentingan
korporasi rumah sakit secara sepihak akan runtuh
dengan sendirinya. Hukum mulai dipandang
sebagai pelindung bersama yang adil dan beradab.
Kedekatan semantik antara teks aturan dengan
realitas sosial kemasyarakatan ini menumbuhkan
budaya sadar hukum yang matang, di mana
penyelesaian konflik medis tidak lagi melulu
diselesaikan melalui jalur konfrontasi yudisial
yang mahal dan melelahkan, melainkan dialihkan
pada mekanisme musyawarah yang humanis.
Narasi yang membumi menciptakan ruang dialog
yang sehat, memungkinkan terjadinya perdamaian
dan rekonsiliasi etis yang menjaga kelangsungan
hubungan terapeutik jangka panjang antara dokter
dan pasien.

Pada tataran teoretis, simplifikasi narasi
hukum dalam ranah kedokteran merupakan
aktualisasi nyata dari pergeseran positivisme
hukum yang kaku menuju hukum yang responsif
dan berorientasi pada kemanfaatan manusia.
Dokumen hukum tidak boleh lagi diisolasi dalam
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menara gading peristilahan yang mengasingkan
masyarakat pembacanya. Evaluasi mendalam
terhadap penerapan bahasa hukum yang ringkas
menunjukkan secara meyakinkan bahwa kejelasan
informasi tidak akan pernah mengurangi bobot
kepastian hukum suatu norma, justru sebaliknya,
kejelasan teks memperkuat sendi-sendi keadilan
itu sendiri. Dengan menyederhanakan cara hukum
berbicara kepada manusia, sistem hukum
kesehatan bertransformasi menjadi lebih inklusif,
adaptif, dan mampu menjalankan fungsi utamanya
sebagai sarana rekayasa sosial yang damai,
sekaligus sebagai benteng pertahanan yang efektif
dalam menangkal badai gugatan malpraktik di era
disrupsi digital.

Sejumlah pakar terkemuka di bidang
komunikasi hukum dan efektivitas dokumen
yuridis, seperti Robert Eagleson, Joseph Kimble,
dan Peter Butt, secara konsisten membuktikan
dalam riset mereka bahwa adopsi bahasa hukum
yang sederhana secara drastis menurunkan tingkat
kesalahpahaman dan persentase sengketa kontrak
di berbagai sektor industri. Di Indonesia, argumen
teoretis ini diperkuat oleh pemikiran hukum
progresif dari Satjipto Rahardjo serta analisis
sosiologi hukum yang dikembangkan oleh
Soerjono  Soekanto  mengenai  pentingnya
kesadaran hukum masyarakat yang linier dengan
kemudahan akses terhadap substansi hukum itu

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 255



sendiri.  Gagasan-gagasan ilmiah  tersebut
memberikan landasan teoretis yang kokoh bahwa
penyederhanaan narasi hukum dalam ranah
kedokteran bukan sekadar perubahan tata bahasa,
melainkan  sebuah  strategi yuridis yang
revolusioner untuk menegakkan keadilan
terapeutik sekaligus mencegah eskalasi gugatan
hukum secara sistemik dan berkelanjutan.

10.5 Studi Kasus Legal Design dan Penanganannya:
Redesain Dokumen Informed Consent untuk
Meminimalkan Kesenjangan Literasi Hukum
Pasien

Studi kasus legal design dan penanganannya
melalui redesain dokumen informed consent untuk
meminimalkan kesenjangan literasi hukum pasien
merupakan pembuktian empiris mengenai
bagaimana teori human-centered legal design
dioperasikan dalam menyelesaikan patologi
komunikasi hukum di fasilitas kesehatan. Kasus
nyata yang menjadi objek analisis ini terjadi pada
sebuah rumah sakit umum daerah yang
menghadapi lonjakan keluhan dan ancaman
somasi dari keluarga pasien pasca-tindakan bedah
ortopedi mayor. Konflik muncul bukan disebabkan
oleh adanya kesalahan prosedur Kklinis atau
malpraktik kedokteran, melainkan dipicu oleh
kesalahpahaman mendasar mengenai risiko
komplikasi kekakuan sendi yang timbul setelah
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operasi. Ketika ditelusuri secara mendalam, akar
masalah bersumber pada dokumen persetujuan
tindakan medis yang digunakan oleh rumah sakit
tersebut. Dokumen informed consent eksisting
setebal tiga halaman dipenuhi oleh jalinan kalimat
pasif yang panjang, huruf berukuran kecil yang
rapat, serta deretan klausul eksonerasi yang secara
sepihak membebaskan pihak rumah sakit dari
segala tuntutan hukum. Lembar penjelasan
tersebut disusun dengan paradigma defensif
mutlak untuk memindahkan risiko yuridis,
sehingga pasien dengan tingkat literasi menengah
ke bawah hanya menandatanganinya sebagai
formalitas birokratis tanpa memahami esensi
bahaya yang mengintai tubuh mereka.

Langkah penanganan pertama yang dilakukan
dalam studi kasus ini adalah melakukan audit
komunikasi forensik dan pemetaan Kkognitif
terhadap dokumen persetujuan lama. Evaluasi
menunjukkan bahwa teks hukum konvensional
tersebut mengandung hambatan semantik yang
sangat tinggi, di mana istilah-istilah anatomi medis
yang rumit bersanding dengan kosakata hukum
yang mengintimidasi. Pasien yang berada dalam
kondisi cemas dan menahan sakit secara psikologis
tidak memiliki kapasitas mental yang cukup untuk
mencerna informasi linier yang berlapis-lapis.
Akibatnya, terjadi kesenjangan literasi hukum yang
akut, di mana hak otonomi pasien untuk
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menentukan nasib sendiri tereduksi menjadi
sekadar penyerahan diri secara pasif di bawah
tekanan administratif. Untuk mengatasi kondisi
tersebut, tim interdisipliner yang terdiri dari ahli
hukum kesehatan, komite medik, dan perancang
komunikasi visual melakukan rekonstruksi total
terhadap arsitektur dokumen. Dokumen yang
semula bercorak teks-sentris diubah secara radikal
menjadi instrumen informasi yang humanis dan
aksesibel dengan menerapkan metodologi
penskalaan informasi bertahap.

Struktur baru dokumen informed consent hasil
redesain ini mengeliminasi seluruh kalimat
bersayap dan menggantinya dengan narasi yang
pendek, lugas, serta menggunakan kalimat aktif
berorientasi tindakan. Pada halaman pertama,
dokumen langsung menyajikan informasi vital
berupa jenis tindakan bedah yang diusulkan,
tujuan spesifik operasi, serta tingkat keberhasilan
berdasarkan statistik klinis terpercaya. Redesain
ini secara berani menempatkan zona risiko medis
pada posisi yang sangat mencolok di bagian tengah
dengan ukuran huruf yang proporsional dan ruang
kosong yang seimbang, sehingga mata pasien
secara alami akan tertuju pada poin penting
tersebut. Penjelasan mengenai risiko komplikasi
kekakuan sendi tidak lagi disembunyikan di dalam
rincian paragraf yang padat, melainkan diuraikan
secara transparan dalam satu kalimat tunggal yang
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menjelaskan secara jujur bahwa terdapat
kemungkinan terjadinya hambatan gerak pasca-
operasi yang memerlukan terapi lanjutan.
Perubahan redaksional yang membumi ini terbukti
mampu meruntuhkan asimetri informasi tanpa
mengurangi bobot legalitas dokumen itu sendiri.
Selain  penyederhanaan bahasa, aspek
penanganan dalam studi kasus ini juga mencakup
rekonstruksi tata letak visual sebagai elemen
pembantu kognisi pasien. Tim desainer hukum
mengintegrasikan  pembagian = kompartemen
informasi yang logis, di mana setiap hak dan
kewajiban pasien dipisahkan secara tegas dari
kewajiban medis dokter. Penggunaan elemen
visual pelengkap, seperti ikon pengarah yang
menegaskan bagian mana yang wajib dibaca
dengan teliti dan bagian mana yang memerlukan
persetujuan khusus keluarga, membantu pasien
menavigasi dokumen di tengah situasi Kkrisis.
Dokumen hasil redesain ini tidak lagi menyajikan
klausul pelepasan tanggung jawab yang absolut,
melainkan merumuskan kontrak kemitraan
terapeutik yang adil, di mana rumah sakit
menjamin pelaksanaan tindakan sesuai standar
pelayanan tertinggi, sementara pasien menyatakan
kesediaannya untuk patuh pada program
rehabilitasi pasca-operasi demi meminimalkan
risiko komplikasi. Rekonstruksi visual ini
memastikan bahwa proses penandatanganan tidak
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lagi menjadi momen penyerahan hak, melainkan
momen kesepakatan bersama yang didasari oleh
pemahaman yang utuh.

Dampak implementasi dari dokumen informed
consent yang telah  direkonstruksi  ini
menunjukkan hasil yang sangat signifikan dalam
menurunkan tensi konflik yudisial di rumah sakit.
Dalam kurun waktu enam bulan setelah uji coba
dokumen baru diterapkan pada unit bedah, angka
keluhan keluarga pasien terkait miskomunikasi
risiko medis menurun drastis hingga mencapai
titik terendah. Pasien dan keluarganya kini
memiliki kesiapan mental yang jauh lebih baik
dalam menghadapi fase pemulihan karena mereka
sejak awal telah memahami bahwa keberhasilan
operasi tidak hanya ditentukan oleh pisau bedah
dokter, tetapi juga oleh kedisiplinan fisioterapi.
Ketika terjadi komplikasi medis yang bersifat risiko
inheren, keluarga pasien tidak lagi meresponsnya
secara reaktif dengan mengajukan gugatan perdata
ke pengadilan, melainkan memilih jalur dialog
medis yang konstruktif karena mereka merasa
telah diinformasikan secara jujur, transparan, dan
terhormat melalui lembar persetujuan yang mudah
dipahami tersebut. Dokumen hasil redesain ini
terbukti berhasil menjadi benteng pertahanan
hukum vyang kredibel sekaligus jembatan
kemanusiaan yang efektif.
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Secara teoretis-yuridis, keberhasilan studi
kasus redesain ini menegaskan bahwa validitas
sebuah alat bukti tertulis di hadapan hukum formal
tidak ditentukan oleh seberapa rumit dan
intimidatifnya kalimat yang tertuang di dalamnya.
Dokumen yang transparan dan humanis justru
memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih
superior karena mencerminkan adanya iktikad
baik yang nyata dari pihak fasilitas kesehatan
untuk menghormati hak-hak konstitusional pasien
sebagai konsumen jasa medik. Hakim di
pengadilan akan jauh lebih mudah memvalidasi
bahwa aspek informed telah terpenuhi secara sah
apabila dokumen yang diajukan sebagai bukti
memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan
bebas dari unsur manipulasi semantik. Dengan
demikian, eksperimen legal design ini memberikan
preseden berharga bahwa pemenuhan kepastian
hukum dan penegakan nilai-nilai martabat
kemanusiaan dapat berjalan beriringan secara
selaras demi mewujudkan keadilan terapeutik
yang berkelanjutan di era disrupsi hukum modern.

Sejumlah pakar terkemuka yang meletakkan
fondasi teoretis mengenai pentingnya kejelasan
dokumen hukum dan keadilan informasi, seperti
Margaret Hagan, Richard Susskind, serta pakar
hukum progresif nasional seperti Satjipto Rahardjo
dan Soerjono Soekanto, secara konsisten
berargumen bahwa efektivitas operasional hukum
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sangat bergantung pada kemampuan masyarakat
untuk mengakses dan memahami hak-hak mereka.
Pandangan ilmiah mereka menjadi landasan kokoh
bagi studi kasus ini, membuktikan bahwa
pendekatan human-centered legal design melalui
penyederhanaan struktur visual dan narasi teks
mampu meminimalkan kesenjangan literasi
hukum secara masif, sekaligus memberikan
proteksi yuridis yang paripurna bagi institusi
kesehatan dari ancaman litigasi yang tidak perlu.
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BAB Xi

SISTEM PENEGAKAN HUKUM
DISIPLIN TENAGA MEDIS DI
INDONESIA

11.1 Kedudukan dan Wewenang Mahkamah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI)

Kedudukan dan wewenang Mahkamah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau
MKDKI merupakan pilar yuridis yang sangat
fundamental dalam ekosistem hukum kesehatan
nasional untuk mengawal profesionalisme serta
moralitas pelaksanaan praktik kedokteran. Secara
struktural, kedudukan MKDKI dilekatkan sebagai
lembaga otonom yang mandiri dan bebas dari
intervensi kekuasaan mana pun, yang dalam
menjalankan  tugasnya bertanggung jawab
langsung kepada Konsil Kedokteran Indonesia.
Keberadaan lembaga ini bukan merupakan organ
peradilan di bawah Mahkamah Agung, melainkan
sebuah kuasi-peradilan profesi yang secara khusus
dibentuk oleh undang-undang untuk menegakkan
disiplin keilmuan dan penerapan standar profesi
kedokteran maupun kedokteran gigi. Eksistensi
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otonom ini sangat penting guna menjamin
objektivitas dan independensi penilaian ketika
dihadapkan pada aduan masyarakat mengenai
dugaan pelanggaran aturan penerapan ilmu
kedokteran. Kedudukan yuridis yang kuat ini
memastikan bahwa proses evaluasi terhadap
tindakan klinis seorang dokter dilakukan oleh para
ahli yang memahami kompleksitas medis, sehingga
mampu memisahkan antara risiko medik yang
tidak terhindarkan dengan kelalaian nyata yang
mencederai kehormatan profesi.

Wewenang utama yang melekat pada MKDKI
didesain secara spesifik untuk memeriksa,
menyidangkan, dan memutus setiap pengaduan
masyarakat yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran disiplin profesi. Dalam koridor hukum
formal, wewenang ini mencakup penerimaan
berkas aduan, pemeriksaan awal untuk menilai
pemenuhan syarat formil dan materiil, hingga
pelaksanaan sidang disiplin yang menghadirkan
pengadu, dokter teradu, serta para saksi ahli.
MKDKI memiliki kewenangan penuh untuk
menentukan apakah tindakan medis yang
dilakukan oleh seorang dokter telah sesuai dengan
standar prosedur operasional, standar pelayanan
minimal, serta perkembangan ilmu pengetahuan
kedokteran yang sah. Penilaian disiplin ini
berfokus pada pemenuhan kewajiban
profesionalitas klinis, bukan pada pembuktian

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 264



unsur kesalahan pidana seperti kealpaan yang
menyebabkan kematian atau kerugian materiil
keperdataan. Oleh karena itu, yurisdiksi MKDKI
berada di ranah penegakan aturan internal
keilmuan yang menjadi prasyarat mutlak sebelum
seorang dokter dapat dinyatakan aman dan layak
untuk terus memberikan pelayanan kesehatan
kepada publik.

Lebih lanjut, wewenang yudikatif profesi ini
bermuara pada kemampuan MKDKI untuk
menjatuhkan sanksi disiplin yang bersifat final dan
mengikat secara internal terhadap hak praktik
dokter yang bersangkutan. Jenis sanksi yang dapat
diputuskan oleh majelis pemeriksa MKDKI
bervariasi mulai dari pemberian peringatan
tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda
registrasi atau surat izin praktik untuk jangka
waktu tertentu, hingga kewajiban untuk mengikuti
pendidikan atau pelatihan kembali di institusi
pendidikan kedokteran yang ditunjuk. Keputusan
sanksi disiplin dari MKDKI ini memiliki daya paksa
hukum yang kuat, di mana Konsil Kedokteran
Indonesia dan pemerintah daerah wajib
mengeksekusi rekomendasi pencabutan izin
tersebut tanpa adanya penundaan. Sifat mengikat
dari putusan ini menegaskan bahwa meskipun
MKDKI bukan lembaga peradilan umum, otoritas
yuridisnya dalam menentukan nasib legalitas
praktik seorang tenaga medis diakui secara penuh
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oleh sistem hukum nasional sebagai instrumen
perlindungan masyarakat dari penanganan medis
yang tidak kompeten.

Keberadaan kedudukan dan wewenang MKDKI
juga berfungsi sebagai demarkasi yang jelas dalam
mencegah  terjadinya  kriminalisasi  yang
serampangan terhadap profesi medis akibat
ketidakpahaman aparat penegak hukum formal
terhadap sifat ketidakpastian tindakan kedokteran.
Dalam banyak kasus dugaan malpraktik, putusan
disiplin yang dikeluarkan oleh MKDKI sering kali
dijadikan referensi utama atau alat bukti surat
yang sangat bernilai bagi penyidik kepolisian, jaksa
penuntut umum, maupun majelis hakim di
pengadilan negeri. Ketika MKDKI melalui
pemeriksaan ilmiah yang mendalam menyatakan
bahwa seorang dokter telah bertindak sesuai
dengan standar tertinggi keilmuannya namun
pasien tetap mengalami kecacatan akibat risiko
inheren, dokumen putusan tersebut menjadi
perisai hukum yang kuat untuk membuktikan
ketiadaan unsur kelalaian pidana. Sebaliknya, jika
MKDKI mendeteksi adanya pelanggaran disiplin
yang berat, temuan tersebut memperjelas jalan
bagi penegakan hukum formal untuk menuntut
pertanggungjawaban hukum perdata maupun
pidana secara objektif dan terukur.

Pada dimensi teoretis, arsitektur kedudukan
dan wewenang MKDKI mencerminkan penerapan
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hukum yang responsif dan berorientasi pada
kemanfaatan serta perlindungan hak asasi
manusia, baik hak hidup pasien maupun hak
imunitas hukum dokter yang bekerja dengan
iktikad baik. Hubungan antara otonomi lembaga
profesi ini dengan sistem peradilan formal
menunjukkan keterpaduan yang harmonis, di
mana hukum tidak dipaksakan untuk menilai hal-
hal yang berada di luar kapasitas kognitif teks
undang-undang tanpa melibatkan keahlian
sektoral. Kejelasan wewenang ini memastikan
bahwa penegakan hukum di sektor kesehatan tidak
berjalan secara membabi buta, melainkan bergerak
di atas landasan etika keilmuan yang transparan
dan akuntabel. Melalui penguatan fungsi
kelembagaan MKDKI, kepastian hukum dalam
pelayanan kedokteran dapat diwujudkan secara
seimbang, menutup celah bagi praktik kedokteran
yang defensif yang merugikan pasien, sekaligus
memulihkan dignitas serta kehormatan luhur
dunia medis di mata hukum positif Indonesia.
Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
penegakan hukum profesi dan sosiologi hukum
kedokteran, seperti Margaret Brazier, lan Kennedy,
serta pakar hukum kedokteran dan hukum
progresif nasional seperti ]. Guwandi dan Satjipto
Rahardjo, secara konsisten menegaskan bahwa
efektivitas pengawasan mutu profesi yang bersifat
spastik membutuhkan adanya lembaga penguji
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eksternal-independen yang memiliki otoritas
keilmuan yang sah. Pandangan ilmiah mereka
melandasi pemikiran bahwa kedudukan mandiri
dan wewenang absolut MKDKI dalam menilai
disiplin klinis merupakan kebutuhan mutlak demi
menjaga keseimbangan relasi kuasa terapeutik
antara dokter dan pasien. Integrasi teoretis ini
membuktikan secara sahih bahwa keberadaan
kuasi-peradilan profesi seperti MKDKI bukan
sekadar bentuk eksklusivitas kelompok, melainkan
sebuah sarana rekayasa sosial yang fundamental
untuk menegakkan keadilan, menjamin
keselamatan publik, serta memperkokoh pilar
kepastian hukum kesehatan secara menyeluruh
dan berkelanjutan.

11.2 Hukum Acara Pemeriksaan Pelanggaran
Disiplin Metode Kedokteran
Hukum acara pemeriksaan pelanggaran
disiplin metode kedokteran merupakan
sekumpulan instrumen hukum formal yang
mengatur tata cara, tahapan, dan mekanika
penegakan keadilan profesi di hadapan kuasi-
peradilan Mahkamah Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia. Keberadaan hukum acara
ini memiliki fungsi penting untuk menjamin agar
proses pencarian kebenaran materiil atas dugaan
kesalahan penerapan ilmu kedokteran berjalan di
atas rel yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 268



Tanpa adanya hukum acara yang kokoh,
pemeriksaan disiplin profesi rentan terjebak dalam
penilaian subjektif kelompok atau bahkan berubah
menjadi forum penghakiman yang mengabaikan
hak-hak asasi para pihak. Karakteristik utama dari
hukum acara ini berpusat pada asas pemeriksaan
yang Dbersifat administratif-profesional, yang
secara mendasar berbeda dengan asas hukum
acara pidana maupun perdata umum. Fokus utama
jalannya persidangan diarahkan untuk menguji
kepatuhan etika keilmuan dan standar operasional
prosedur baku yang wajib ditegakkan oleh setiap
tenaga medis dalam memperlakukan pasien, demi
mengembalikan marwah keluhuran profesi
kedokteran yang berbasis pada keselamatan
manusia.

Tahapan inisiasi dalam hukum acara
pemeriksaan disiplin ini dimulai dari penyusunan
dan penyampaian aduan yang diajukan oleh pihak
yang dirugikan, yakni pasien, keluarga pasien, atau
pihak lain yang mengetahui adanya dugaan
pelanggaran. Berbeda dengan pelaporan pidana
biasa yang dapat dilakukan tanpa dokumen medis,
hukum acara pemeriksaan disiplin kedokteran
mensyaratkan adanya kelengkapan kronologi
kejadian secara tertulis yang didukung oleh bukti
awal yang cukup, seperti dokumen persetujuan
tindakan, salinan rekam medis jika tersedia, serta
identitas jelas dari dokter teradu. Setelah aduan
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diterima, sekretariat lembaga kuasi-peradilan ini
akan melakukan verifikasi formil dan materiil
melalui mekanisme penelaahan awal untuk
menentukan apakah substansi yang diadukan
berada dalam yurisdiksi disiplin profesi ataukah
murni sengketa pidana dan keperdataan biasa.
Langkah seleksi awal ini sangat menentukan untuk
menyaring pengaduan-pengaduan yang bersifat
spekulatif atau tidak berdasar yang berpotensi
mengganggu konsentrasi pelayanan klinis tenaga
medis secara nasional.

Apabila aduan dinyatakan lolos verifikasi awal,
hukum acara memerintahkan pembentukan
Majelis Pemeriksa Disiplin yang terdiri dari unsur
kedokteran dan unsur sarjana hukum yang
memiliki kompetensi di bidang hukum kesehatan.
Tahap pemeriksaan persidangan dijalankan
dengan prinsip menjaga kerahasiaan jalannya
sidang guna melindungi privasi rekam medis
pasien sekaligus menjaga martabat profesi dokter
selama kesalahan belum terbukti secara sah.
Pembuktian dalam hukum acara pemeriksaan
disiplin medis menempatkan standar keilmuan
kedokteran berbasis bukti sebagai batu ujian
utama untuk mengukur ada tidaknya pelanggaran.
Majelis hakim profesi secara aktif akan membedah
alur berpikir klinis dokter teradu saat menghadapi
situasi medis pasien, mulai dari ketepatan
penegakan diagnosis, ketepatan pemilihan metode
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terapi, hingga kecepatan penanganan situasi
darurat ketika komplikasi yang tak terduga muncul
di ruang tindakan.

Aspek krusial dalam pembuktian hukum acara
ini terletak pada kedudukan saksi ahli medis yang
dihadirkan di ruang sidang untuk memberikan
pandangan yang objektif mengenai batasan
rasionalitas tindakan dokter teradu. Penilaian
hukum tidak didasarkan pada hasil akhir dari
tindakan medis, seperti terjadinya kecacatan atau
kematian, melainkan dinilai pada kualitas proses
ikhtiar medis yang dijalankan apakah telah sesuai
dengan standar profesi tertinggi di kelasnya atau
tidak. Jika dokter teradu terbukti telah melompati
tahapan pemeriksaan penunjang yang wajib atau
mengabaikan kontraindikasi mutlak dari suatu
prosedur kedokteran demi mengejar -efisiensi
waktu, maka tindakan tersebut secara yuridis
dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin
metode kedokteran yang berat. Konstruksi
pembuktian yang ketat ini memastikan bahwa
hukum acara mampu memisahkan secara adil
antara malpraktik yang lahir dari kelalaian nyata
dengan risiko medik murni yang berada di luar
jangkauan kendali sains manusia.

Selama proses pemeriksaan berlangsung,
hukum acara memberikan jaminan perlindungan
hak-hak defensif yang seimbang bagi dokter teradu
melalui hak wuntuk memberikan sanggahan,
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mengajukan bukti tandingan, serta didampingi
oleh pembela dari organisasi profesi resmi. Dokter
teradu tidak boleh ditempatkan sebagai objek
pemeriksaan yang pasif, melainkan sebagai subjek
hukum yang berhak memberikan eksplanasi ilmiah
atas diskresi klinis yang diambilnya di lapangan.
Keseimbangan relasi ini sangat vital untuk
mencegah lahirnya atmosfer ketakutan yang dapat
mendorong terjadinya praktik kedokteran defensif
yang berbiaya mahal dan merugikan sistem
jaminan kesehatan publik. Melalui perdebatan
ilmiah yang sehat di dalam ruang sidang kuasi-
peradilan, kebenaran materiil mengenai kualitas
pelayanan kesehatan dapat diungkapkan secara
jernih tanpa adanya intervensi dari opini publik
yang belum memahami seluk-beluk kompleksitas
dunia kedokteran.

Setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai,
Majelis Pemeriksa akan merumuskan putusan
akhir yang memuat amar mengenai terbukti atau
tidaknya pelanggaran disiplin beserta penjatuhan
sanksi yang bersifat rekomendasi eksekutorial
kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Hukum acara
menegaskan bahwa sifat putusan disiplin ini
mengikat secara internal profesi dan harus segera
ditindaklanjuti oleh instansi terkait tanpa
menunda demi perlindungan keselamatan
masyarakat luas. Kendati demikian, guna
mengakomodasi prinsip keadilan yang
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komprehensif, hukum acara juga membuka ruang
bagi pengajuan keberatan atau peninjauan kembali
apabila ditemukan bukti baru yang krusial yang
belum pernah terungkap dalam persidangan
sebelumnya. Dinamika formalitas ini membuktikan
bahwa hukum acara pemeriksaan disiplin bukan
instrumen kaku untuk menghukum, melainkan
sarana evaluatif yang responsif untuk membimbing
kompetensi profesi ke arah yang lebih baik.

Pada tataran teoretis, hukum acara
pemeriksaan pelanggaran disiplin kedokteran
merupakan perwujudan nyata dari pergeseran
model penegakan hukum dari yang semula bersifat
punitif-retributif menuju pemodelan hukum yang
restoratif dan berorientasi pada pemulihan
keselamatan publik serta kepastian hukum
profesional. Standardisasi prosedur persidangan
ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat
dicapai secara serampangan tanpa melalui
mekanisme formal yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan
menempatkan hukum acara ini sebagai benteng
penguji kualitas tindakan klinis, ekosistem
pelayanan kesehatan modern dapat berjalan di
atas fondasi perlindungan kemanusiaan yang
luhur, sekaligus memberikan rasa aman bagi para
pemangku mandat medis untuk terus berinovasi
demi kesembuhan pasien tanpa bayang-bayang
kriminalisasi yang tidak proporsional.
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Sejumlah pemikir terkemuka di bidang hukum
pembuktian profesional dan sosiologi hukum
kedokteran, seperti Lon Fuller, Roscoe Pound, serta
pakar hukum kesehatan nasional seperti ].
Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa kualitas penegakan aturan
dalam suatu profesi sangat ditentukan oleh
integritas hukum acara yang menopangnya.
Pandangan ilmiah mereka melandasi pemikiran
bahwa kejelasan hukum acara pemeriksaan
pelanggaran disiplin kedokteran merupakan
instrumen mendasar untuk mewujudkan keadilan
yang substantif dan terukur. Integrasi teoretis ini
memberikan pijakan ilmiah yang kokoh bahwa
penguatan hukum acara kuasi-peradilan profesi
medis bukan sekadar urusan formalitas teknis,
melainkan sebuah strategi yuridis yang krusial
untuk menegakkan martabat hukum, melindungi
hak konstitusional pasien, serta menjamin
keberlangsungan pelayanan kesehatan yang
beradab dan berkeadilan di Indonesia.

11.3 Hubungan Putusan Sidang Etik-Disiplin dengan
Proses Peradilan Umum

Hubungan putusan sidang etik-disiplin dengan

proses peradilan umum merupakan salah satu

episentrum perdebatan yuridis yang paling

kompleks dalam ranah hukum kesehatan dan

profesi. Secara doktriner, kedua ranah peradilan ini
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bergerak di atas rel yurisdiksi yang berbeda dan
memiliki karakteristik pembuktian yang terpisah
secara mutlak. Sidang etik-disiplin, seperti yang
dijalankan oleh Mahkamah Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia atau dewan kehormatan
profesi lainnya, merupakan bentuk kuasi-peradilan
internal yang berfokus pada penilaian perilaku
profesional, mutu Kkeilmuan, serta kepatuhan
administratif terhadap standar pelayanan medis
baku. Di sisi lain, proses peradilan umum di bawah
Mahkamah Agungbaik pidana maupun
perdatabertugas menguji ada tidaknya unsur
kesalahan yuridis formal, seperti kealpaan yang
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau
wanprestasi serta perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian materiil. Pemisahan
mutlak ini bertujuan agar penilaian teknis
keilmuan tidak dicampuradukkan dengan
penilaian kesalahan pidana, sehingga otonomi
profesi tetap terjaga tanpa menegasikan hak
konstitusional warga negara untuk mencari
keadilan formal. [1]

Namun, dalam praktik penegakan hukum
empiris, pemisahan mutlak tersebut sering kali
mengalami interpenetrasi yang tidak terhindarkan
ketika suatu kasus dugaan malpraktik bergulir
secara paralel di kedua lembaga. Putusan sidang
etik-disiplin yang menyatakan seorang tenaga
medis terbukti atau tidak terbukti melanggar
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standar profesi tidak serta-merta menghentikan,
menggugurkan, atau mengikat  jalannya
pemeriksaan di peradilan umum. Hal ini
dikarenakan asas kemandirian peradilan umum
menuntut majelis hakim di pengadilan negeri
untuk melakukan penilaian secara mandiri
terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan di
persidangan. Kendati demikian, hasil pemeriksaan
dan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga
penegak disiplin profesi memiliki nilai strategis
yang sangat tinggi sebagai bukti pendukung atau
alat bukti surat yang sah di hadapan hukum formal.
Dokumen  putusan  tersebut memberikan
pandangan ilmiah yang objektif bagi aparat
penegak hukum yang awam terhadap kompleksitas
tindakan medis, sehingga membantu mencegah
terjadinya distorsi penafsiran atas risiko
kedokteran yang inheren. [2]

Kontribusi yuridis dari putusan sidang disiplin
profesi terhadap proses peradilan pidana
umumnya terletak pada pembuktian unsur
kelalaian atau kealpaan yang menjadi syarat
mutlak dalam delik pidana kesehatan. Apabila
majelis hakim profesi dalam putusannya
menyatakan bahwa dokter teradu telah bertindak
sesuai dengan standar prosedur operasional
tertinggi dan menggunakan diskresi klinis yang
rasional, maka dokumen putusan tersebut dapat
digunakan oleh penasihat hukum sebagai argumen
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pembelaan yang kuat. Putusan disiplin tersebut
menjadi bukti autentik ketiadaan iktikad buruk
atau kelalaian nyata, yang secara signifikan dapat
meruntuhkan konstruksi dakwaan jaksa penuntut
umum mengenai adanya kesalahan pidana.
Sebaliknya, apabila sidang disiplin memutuskan
bahwa dokter tersebut telah melakukan
pelanggaran disiplin berat dengan melompati
prosedur wajib, temuan administratif ini menjadi
pintu masuk yang mempermudah penyidik
kepolisian untuk membuktikan adanya unsur
kealpaan yang nyata dalam perkara pidana.
Sementara itu, dalam Kkonteks peradilan
perdata, hubungan kedua putusan ini berpusat
pada penentuan unsur perbuatan melawan hukum
dan klaim ganti rugi atas kerugian yang dialami
pasien. Putusan etik-disiplin yang menyatakan
terjadinya pelanggaran standar pelayanan medis
secara otomatis memperkuat kedudukan hukum
pasien sebagai penggugat untuk membuktikan
bahwa fasilitas kesehatan telah lalai dalam
menjalankan kewajiban hukumnya. Dokumen
putusan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang
sulit dibantah oleh pihak rumah sakit untuk
menghindar dari tanggung jawab keperdataan.
Namun, kegagalan birokrasi dalam menyelaraskan
kronologi dokumen administratif antara hasil
pemeriksaan internal dengan fakta yang diajukan
di persidangan perdata sering kali memicu distorsi
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yang mengganggu jalannya pembuktian yudisial.
Oleh karena itu, konsistensi data dan objektivitas
isi putusan disiplin sangat menentukan apakah
dokumen tersebut akan memperkokoh kepastian
hukum atau justru memicu ketidakpastian baru
dalam ekosistem peradilan kesehatan. [1]

Lebih jauh lagi, interaksi antara peradilan
profesi dan peradilan umum sering kali
menimbulkan tantangan terkait asas ne bis in idem
dan batas kewenangan eksekusi. Beberapa
kalangan menilai bahwa menyidangkan seorang
profesional di dua forum yang berbeda untuk satu
peristiwa medis yang sama merupakan bentuk
penghukuman ganda yang tidak adil. Namun,
pandangan hukum yang dominan menegaskan
bahwa asas ne bis in idem tidak terpenuhi dalam
konteks ini karena subjek hukum, objek sanksi, dan
tujuan dari kedua peradilan tersebut berbeda
secara diametral. Sanksi disiplin bersifat membina
kompetensi dan membatasi hak praktik
administratif, sedangkan sanksi peradilan umum
bersifat punitif berupa perampasan kemerdekaan
fisik atau pemulihan kerugian keperdataan.
Penyelarasan pemahaman ini sangat penting agar
tidak terjadi benturan ego sektoral antara lembaga
kuasi-peradilan profesi dengan institusi penegak
hukum formal demi menjaga wibawa hukum di
mata masyarakat.
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Pada tataran teoretis, keterkaitan antara
putusan etik-disiplin dengan proses peradilan
umum mencerminkan konsep hukum yang
responsif dan integratif, di mana kepastian hukum
formal diselaraskan dengan keadilan substansif
berbasis keahlian khusus. Hukum tidak boleh
dibiarkan bergerak secara mekanis tanpa
memedulikan realitas teknis dari bidang profesi
yang diaturnya. Dengan menempatkan putusan
disiplin profesi sebagai rujukan ilmiah yang
kredibel di peradilan umum, sistem peradilan
nasional dapat menghasilkan putusan-putusan
yang lebih beradab, proporsional, dan terhindar
dari bahaya kriminalisasi profesi kedokteran yang
serampangan. Harmonisasi ini pada akhirnya
bermuara pada perlindungan hak-hak
konstitusional pasien untuk mendapatkan
keadilan, sekaligus memberikan jaminan kepastian
hukum bagi para profesional medis dalam
mengabdi demi keselamatan umat manusia secara
berkelanjutan di Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum dan sistem peradilan modern,
seperti HLA Hart, Lon Fuller, serta pakar hukum
kedokteran dan hukum progresif nasional seperti J.
Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa efektivitas penegakan
hukum dalam masyarakat yang terdiferensiasi
sangat bergantung pada kemampuan hukum
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formal untuk menyerap dan menghormati norma-
norma internal dari sistem profesi. Pandangan
ilmiah mereka melandasi pemikiran bahwa
hubungan yang harmonis dan saling mendukung
antara putusan kuasi-peradilan disiplin dengan
putusan peradilan umum merupakan prasyarat
mutlak untuk menegakkan keadilan yang
substantif dan komprehensif. Integrasi teoretis ini
menegaskan secara sahih bahwa jalinan kerja sama
yuridis antara otoritas keilmuan dengan otoritas
peradilan negara bukan sekadar urusan teknis
pembuktian, melainkan sebuah strategi hukum
yang revolusioner untuk menciptakan kepastian
hukum yang inklusif, humanis, dan berkeadilan di
era disrupsi hukum modern.

11.4 Fungsi Pembinaan Profesi guna Mencegah
Eskalasi Konflik ke Ranah Kriminal
Fungsi pembinaan profesi guna mencegah
eskalasi konflik ke ranah kriminal merupakan
perisai non-penal yang paling krusial dalam
menjaga stabilitas, etika, dan keselamatan kerja
dalam ekosistem pelayanan kesehatan modern.
Secara doktriner, hukum pidana menempatkan
dirinya sebagai ultimum remediumsebuah jalur
pamungkas yang hanya boleh ditempuh ketika
seluruh instrumen hukum lainnya tidak lagi
mampu menyelesaikan sengketa yang timbul.
Namun, dalam realitas empiris penegakan hukum
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kesehatan di Indonesia, kecenderungan
masyarakat untuk mengkriminalisasi tindakan
medis melalui laporan dugaan malpraktik sering
kali mendahului proses evaluasi internal profesi.
Fenomena ini melahirkan ketegangan sistemik, di
mana diskresi Kklinis dokter terpasung oleh
ketakutan akan jerat pidana yang mengintai. Di
sinilah pembinaan profesi yang sistematis,
integratif, dan berkelanjutan hadir untuk
mengintervensi sengketa sejak dini, memotong
rantai polarisasi sosial, serta memitigasi risiko
moral yang rentan memicu kesalahpahaman
antara tenaga medis dan publik.

Mekanisme pembinaan profesi bekerja secara
preventif melalui standardisasi kompetensi secara
berlapis, pengawasan mutu tindakan klinis, dan
pelembagaan komunikasi forensik di lingkungan
fasilitas kesehatan. Dari perspektif sosiologi
hukum, sebagian besar konflik medis yang
berujung pada laporan polisi tidak bersumber dari
adanya iktikad buruk (mens rea) dari tenaga
kesehatan, melainkan dari kegagalan birokrasi
dalam menyelaraskan ekspektasi pasien dengan
realitas ketidakpastian sains kedokteran. Melalui
pembinaan profesi yang responsif, organisasi
profesi bersama komite medik rumah sakit wajib
melakukan pemetaan berkala terhadap titik-titik
rawan kesalahan prosedural. Pelatihan mengenai
pentingnya akurasi pencatatan rekam medis

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 281



elektronik, penguatan etika berkomunikasi saat
menyampaikan berita duka, serta kepatuhan
mutlak terhadap petunjuk teknis tindakan bedah
menjadi materi esensial untuk mendeteksi motif
laten di balik ketidakpuasan pelayanan sebelum
berkembang menjadi gugatan hukum formal.

Lebih lanjut, fungsi pembinaan profesi
bertindak sebagai instrumen penyaring (screening)
yang memisahkan antara risiko medik murni
dengan kelalaian nyata akibat pelanggaran disiplin
keilmuan yang berat. Ketika terjadi suatu
komplikasi medis yang tidak diharapkan pada
tubuh pasien, komite pembinaan profesi harus
segera bergerak aktif untuk melakukan audit
medis secara objektif, jujur, dan bebas dari konflik
kepentingan. Proses peninjauan sejawat (peer
review) ini bertujuan untuk membedah anatomi
kasus berdasarkan pendekatan interdisipliner
yang mengawinkan ilmu kedokteran, psikologi, dan
hukum  kesehatan.  Apabila  hasil audit
menunjukkan bahwa tindakan dokter
bersangkutan telah sepenuhnya berada di dalam
koridor standar pelayanan minimal namun hasil
akhirnya tetap buruk karena faktor biologis pasien,
lembaga pembinaan profesi wajib memberikan
proteksi yuridis formal serta memfasilitasi ruang
dialog terapeutik guna meredam kemarahan
keluarga pasien.
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Upaya meredam eskalasi konflik ini diperkuat
melalui pelembagaan mediasi profesi yang beradab
dan humanis sebagai jalur alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Karakter hukum
kesehatan yang sarat akan asimetri informasi
menuntut adanya mediator yang tidak hanya
memahami hukum positif, tetapi juga menguasai
kompleksitas bahasa medis untuk menerjemahkan
istilah-istilah anatomi yang asing bagi masyarakat
awam. Dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh
struktur pembinaan profesi, penekanan dialihkan
dari pola Kkonfrontatif yang kaku menuju
pendekatan persuasif berbasis solusi menang-
menang. Keadilan restoratif ditegakkan dengan
cara membuka komunikasi yang transparan
mengenai  kronologi tindakan, memberikan
penjelasan risiko secara jujur, serta menawarkan
kompensasi yang adil dan logis jika ditemukan
adanya kelalaian administratif minor yang tidak
memenuhi unsur pidana. Pendekatan membumi ini
terbukti mampu memulihkan kepercayaan publik
(public trust) yang sempat luntur, sekaligus
menghindarkan kedua belah pihak dari proses
peradilan umum yang melelahkan, mahal, dan
merusak reputasi.

Sebaliknya, fungsi pembinaan juga
mengandung dimensi represif internal yang tegas
berupa penjatuhan sanksi disiplin administratif
bagi tenaga medis yang terbukti melanggar kode
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etik profesi. Penegakan disiplin di dalam internal
organisasi ini bukan bertujuan untuk melindungi
sejawat secara membabi buta, melainkan untuk
membersihkan institusi dari oknum-oknum yang
merusak dignitas luhur dunia kedokteran. Sanksi
berupa kewajiban mengikuti pembekalan ulang,
pembatasan hak praktik sementara, hingga
rekomendasi pencabutan izin praktik secara
permanen merupakan bukti nyata akuntabilitas
profesi di hadapan publik. Dengan menyelesaikan
pelanggaran tersebut di ranah etik dan disiplin
secara tuntas dan transparan, organisasi profesi
secara tidak langsung menutup pintu bagi aparat
penegak hukum formal untuk masuk ke dalam
wilayah otonomi keilmuan, sepanjang tindakan
yang dilakukan tidak mengandung unsur
kesengajaan kriminalitas yang murni.

Pada tataran teoretis, optimalisasi fungsi
pembinaan profesi dalam mencegah kriminalisasi
medis merupakan perwujudan dari hukum yang
progresif, yang menempatkan kemanfaatan sosial
dan perdamaian di atas formalitas penghukuman
badan. Hukum tidak boleh dibiarkan bergerak
secara mekanis-retributif yang hanya berfokus
pada pembalasan fisik bagi pelaku, melainkan
harus diarahkan untuk menyembuhkan luka sosial
akibat konflik secara komprehensif. Melalui
penguatan sistem persinyalan birokrasi internal
dan integrasi kesadaran yuridis ke dalam setiap
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alur pelayanan kesehatan, ekosistem kedokteran
dapat bertransformasi menjadi ruang yang aman
dan berkeadilan. Kejelasan batas tanggung jawab
hukum yang diajarkan melalui pembinaan
memastikan bahwa para pemangku mandat medis
dapat menjalankan fungsi kemanusiaannya secara
percaya diri, objektif, dan akuntabel demi tegaknya
keadilan terapeutik yang berkelanjutan di
Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, efektivitas hukum, dan
penegakan hukum profesi, seperti Lon Fuller,
Roscoe Pound, serta pakar hukum kedokteran dan
hukum progresif nasional seperti . Guwandi dan
Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa kekuatan sejati suatu
sistem hukum tidak terletak pada seberapa banyak
orang yang dijebloskan ke dalam penjara,
melainkan pada seberapa efektif lembaga-lembaga
internal masyarakat mampu menyelesaikan
sengketanya secara mandiri. Pandangan ilmiah
mereka melandasi pemikiran bahwa fungsi
pembinaan profesi yang kokoh merupakan
instrumen mendasar untuk mewujudkan keadilan
yang substantif dan mencegah eskalasi konflik ke
ranah hukum pidana formal. Integrasi teoretis ini
menegaskan secara sahih bahwa penyelesaian
sengketa medis melalui optimalisasi kuasi-
peradilan profesi dan pembinaan internal bukan
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sekadar upaya pembelaan kelompok, melainkan
sebuah strategi hukum yang revolusioner untuk
menciptakan kepastian hukum yang inklusif,
humanis, dan berkeadilan di era disrupsi digital.

11.5 Studi Kasus Sidang Disiplin dan
Penanganannya: Kekuatan Putusan MKDKI
Sebagai Pembendung Dakwaan Pidana

Studi kasus sidang disiplin dan penanganannya
mengenai  kekuatan  putusan = Mahkamah
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau
MKDKI sebagai pembendung dakwaan pidana
memberikan gambaran empiris yang sangat
krusial mengenai titik temu antara hukum disiplin
profesi dan hukum pidana formal. Kasus nyata
yang diangkat dalam analisis ini melibatkan
seorang dokter spesialis anestesi di sebuah rumah
sakit rujukan utama yang didakwa oleh jaksa
penuntut umum atas dugaan Kkelalaian fatal
berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Dakwaan tersebut diajukan
menyusul terjadinya henti jantung pada seorang
pasien beberapa menit setelah penyuntikan zat
anestesi pra-operasi dilakukan, yang
mengakibatkan  pasien = mengalami  koma
berkepanjangan hingga akhirnya meninggal dunia.
Keluarga pasien yang tidak menerima hasil buruk
tersebut langsung melaporkan kejadian ke
penyidik kepolisian dengan tuduhan malpraktik
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medis. Penanganan perkara ini menjadi menarik
secara yuridis karena secara paralel, pihak
perwakilan organisasi profesi juga mengajukan
permohonan pemeriksaan dugaan pelanggaran
disiplin ke lembaga kuasi-peradilan MKDKI guna
menguji objektivitas tindakan Kklinis yang telah
diambil di ruang operasi.

Penanganan awal sengketa medis ini di tingkat
penyidikan kepolisian sempat berjalan sangat
represif, di mana aparat penegak hukum
cenderung menggunakan kacamata hukum pidana
murni yang melihat adanya hubungan kausalitas
langsung antara suntikan dokter dengan kematian
pasien. Namun, tim penasihat hukum terdakwa
melakukan langkah strategis dengan mempercepat
jalannya proses persidangan di MKDKI. Majelis
Pemeriksa Disiplin MKDKI yang terdiri dari para
pakar anestesiologi dan sarjana hukum kesehatan
segera melakukan audit forensik medis secara
mendalam terhadap seluruh dokumen rekam
medis, log pemberian obat, serta indikator vital
pasien selama berada di kamar bedah. Hasil
pemeriksaan sidang disiplin menemukan fakta
keilmuan yang sangat mendasar: dokter teradu
telah melakukan seluruh tahapan penilaian pra-
anestesi secara sempurna, dosis obat yang
diberikan telah sesuai dengan berat badan pasien,
dan tindakan resusitasi jantung paru saat pasien
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mengalami kritis dilakukan secara cepat sesuai
standar operasional tertinggi.

Berdasarkan temuan-temuan ilmiah tersebut,
MKDKI mengeluarkan putusan resmi yang
menyatakan secara tegas bahwa dokter anestesi
bersangkutan  tidak  terbukti melakukan
pelanggaran  disiplin metode  kedokteran,
melainkan apa yang terjadi pada pasien
merupakan  manifestasi  dari  anaphylactic
shocksebuah risiko medik inheren yang sangat
langka, tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan
tidak bisa dideteksi oleh tes alergi konvensional.
Kekuatan pembuktian dari putusan MKDKI inilah
yang kemudian dijadikan sebagai benteng
pertahanan utama saat perkara tersebut memasuki
tahap persidangan di pengadilan negeri. Penasihat
hukum mengajukan salinan putusan kuasi-
peradilan profesi ini sebagai alat bukti surat yang
sah berdasarkan hukum acara pidana formal,
sekaligus menghadirkan ketua majelis pemeriksa
MKDKI sebagai saksi ahli di hadapan majelis hakim
pengadilan umum untuk menjelaskan anatomi
risiko medis secara jernih.

Dalam proses pembuktian di peradilan umum,
keberadaan putusan MKDKI terbukti memiliki
daya bendung yang sangat kuat terhadap
konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum yang
mendasarkan tuduhannya pada unsur kealpaan.
Majelis hakim pengadilan negeri dalam
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pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
meskipun putusan MKDKI tidak mengikat secara
mutlak yurisdiksi peradilan pidana negara,
dokumen tersebut merupakan produk penilaian
dari lembaga otoritatif yang memiliki kompetensi
teknis tertinggi untuk menilai keabsahan suatu
tindakan medik. Oleh karena hakim di peradilan
umum tidak memiliki latar belakang pengetahuan
kedokteran, maka penilaian ilmiah MKDKI yang
menyatakan tidak adanya pelanggaran standar
pelayanan medis menjadi rujukan utama untuk
menentukan ada tidaknya unsur culpa atau
kelalaian. Ketiadaan pelanggaran standar prosedur
membuktikan secara autentik bahwa elemen mens
rea berupa kealpaan yang berat (culpa lata) telah
gugur demi hukum, sehingga hakim menjatuhkan
putusan bebas mutlak (vrijspraak) terhadap dokter
tersebut.

Keberhasilan penanganan studi kasus ini
memberikan pelajaran hukum yang sangat
berharga bahwa putusan lembaga disiplin profesi
yang independen dan objektif dapat berfungsi
secara efektif sebagai rem pakem terhadap laju
kriminalisasi profesi medis di Indonesia. Kekuatan
intervensi non-penal dari putusan kuasi-peradilan
ini  terletak pada kemampuannya untuk
mendefinisikan batas-batasan hukum yang jelas
antara wilayah kesalahan kriminalitas murni
dengan wilayah risiko kedokteran yang wajib
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dilindungi oleh hukum positif. Ketika sebuah
dokumen putusan disiplin disusun dengan
penalaran ilmiah yang solid dan bebas dari
keberpihakan kelompok, peradilan umum secara
sosiologis dan yuridis akan mengadopsi
pertimbangan tersebut guna menegakkan
kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga
mencegah lahirnya putusan hakim yang keliru
akibat salah tafsir terhadap realitas dunia medis.
Pada tataran teoretis, kekuatan putusan
MKDKI sebagai pembendung dakwaan pidana
mencerminkan bekerjanya hukum yang responsif,
yang mampu menyerap keahlian sektoral demi
tercapainya keadilan substantif yang hakiki.
Hukum tidak boleh dipaksakan untuk memutus
suatu sengketa kedokteran yang rumit semata-
mata dengan mengandalkan teks pasal-pasal
pidana yang abstrak tanpa melibatkan hukum
disiplin keilmuan yang bersangkutan. Harmonisasi
interdisipliner antara Kkuasi-peradilan profesi
dengan peradilan umum ini menjadi prasyarat
mutlak bagi terciptanya ekosistem hukum
kesehatan yang sehat, di mana otonomi profesi
dokter dihormati secara proporsional sementara
hak-hak hukum masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan medis yang aman tetap terlindungi
secara optimal di era kedokteran modern.
Sejumlah pemikir terkemuka di bidang sosiologi
hukum, efektivitas hukum, dan penegakan hukum
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profesi, seperti Lon Fuller, Roscoe Pound, serta pakar
hukum kedokteran dan hukum progresif nasional
seperti ]. Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara
konsisten = mengemukakan bahwa efektivitas
penegakan hukum dalam masyarakat modern sangat
digantungkan pada kemampuan hukum formal untuk
menghormati dan mengintegrasikan keputusan-
keputusan dari lembaga kuasi-yudisial yang memiliki
keahlian khusus di bidangnya. Pandangan ilmiah
mereka melandasi pemikiran bahwa kekuatan
pembuktian putusan MKDKI merupakan instrumen
mendasar untuk mewujudkan keadilan substantif
dan mencegah salah urus peradilan dalam sengketa
medis. Integrasi teoretis ini menegaskan secara sahih
bahwa mendudukkan putusan disiplin medis sebagai
pembendung dakwaan pidana bukan merupakan
bentuk impunitas hukum bagi tenaga kesehatan,
melainkan sebuah strategi yuridis yang revolusioner
untuk menciptakan kepastian hukum yang inklusif,
humanis, dan berkeadilan di Indonesia.
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BAB Xil

MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA MEDIS NON-LITIGASI
DAN MEDIASI

12.1 Keberadaan Mediasi sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Kesehatan
Keberadaan mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa kesehatan memegang
peranan yang sangat vital dan strategis dalam
mentransformasi model penyelesaian konflik di
sektor kedokteran dari pola konfrontatif menuju
pola restoratif. Sengketa kesehatan memiliki
karakteristik yang sangat unik karena melibatkan
asimetri informasi yang tajam antara tenaga medis
dan pasien, beban psikologis yang mendalam
akibat penderitaan fisik, serta taruhan reputasi
profesional yang sangat sensitif. Jika sengketa
semacam ini langsung dibawa ke ranah peradilan
umum yang bersifat litigasi, proses pembuktian
yang kaku sering kali memperparah polarisasi
hubungan terapeutik. Formalisme  hukum
peradilan umum cenderung mencari siapa yang
salah dan siapa yang benar secara mutlak, sehingga
mengabaikan kebutuhan dasar pasien akan
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kejelasan informasi dan perbaikan keadaan. Oleh
karena itu, mediasi hadir sebagai oase yuridis yang
memberikan ruang aman bagi para pihak untuk
berdialog secara sejajar, jujur, dan beradab guna
menemukan jalan keluar yang adil tanpa harus
mengorbankan martabat kemanusiaan.

Dasar filosofis dan yuridis formal dari
pelembagaan mediasi dalam ekosistem hukum
kesehatan nasional kini memiliki pijakan yang
semakin kokoh dan bersifat imperatif. Melalui
regulasi terbaru yang menetapkan bahwa apabila
tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga
melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian
pada pasien, penyelesaian sengketa tersebut wajib
terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme
alternatif di luar pengadilan, di mana mediasi
menempati posisi paling utama. Kewajiban
normatif ini menegaskan perubahan paradigma
hukum nasional yang mulai meninggalkan
pendekatan  punitif-retributif = yang  gemar
memenjarakan atau mendenda badan, beralih ke
pendekatan yang responsif dan mengutamakan
pemulihan sosial. Langkah musyawarah mufakat
diposisikan bukan lagi sekadar pilihan sukarela
yang lemah, melainkan sebuah tahapan prasyarat
yuridis formal yang wajib dilalui sebelum para
pihak memutuskan untuk melangkah ke koridor
hukum yudisial. Penegasan undang-undang ini
memberikan  kepastian  hukum  sekaligus
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perlindungan bagi tenaga medis dari ancaman
kriminalisasi yang reaktif dan tidak proporsional.

Secara mekanis, keunggulan mediasi terletak
pada fleksibilitas prosedur dan keterlibatan pihak
ketiga yang netral yang disebut sebagai mediator.
Peran mediator di dalam sengketa kedokteran
sangatlah kompleks; ia tidak hanya bertindak
sebagai fasilitator komunikasi pasif, melainkan
harus memiliki kapasitas untuk menjembatani
hambatan semantik antara jargon medis yang
rumit dengan pemahaman orang awam. Mediator
kesehatan yang kompeten mampu menuntun
jalannya perundingan agar fokus pada esensi
permasalahan, bukan pada luapan emosi sesaat.
Dalam ruang tertutup persidangan mediasi,
kerahasiaan informasi medis dan privasi rekam
medis pasien dijamin penuh oleh hukum, sebuah
kemewahan prosedural yang tidak akan
didapatkan dalam persidangan terbuka peradilan
umum. Perlindungan privasi ini sangat penting
karena memberikan kenyamanan bagi pihak
rumah sakit untuk membuka fakta klinis secara
transparan tanpa takut mengalami pembunuhan
karakter oleh opini publik di media sosial.

Melalui transparansi informasi yang difasilitasi
dalam forum mediasi, asimetri informasi yang
selama ini menjadi pemantik utama kecurigaan
pasien dapat dikikis secara radikal. Sering kali,
kemarahan keluarga pasien yang berujung laporan
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polisi tidak disebabkan oleh buruknya mutu
tindakan klinis, melainkan oleh ketiadaan
penjelasan yang jujur mengenai risiko inheren dari
suatu prosedur. Ketika dokter diberikan
kesempatan untuk menjelaskan  kronologi
penanganan secara empatik, langsung, dan
membumi tanpa bayang-bayang intimidasi hukum,
kesalahpahaman dapat diluruskan dengan cepat.
Pasien dapat menerima kenyataan biologis bahwa
tubuh manusia memiliki keterbatasan respons
terhadap pengobatan, sementara dokter dapat
memahami beban penderitaan yang dirasakan
pasien.  Proses saling memuliakan dan
menghormati hak asasi masing-masing inilah yang
menjadi esensi terdalam dari keadilan restoratif di
bidang kedokteran.

Output dari proses perundingan yang sukses
ini bermuara pada penyusunan kesepakatan
perdamaian tertulis yang dirancang secara mandiri
oleh para pihak berdasarkan prinsip solusi
menang-menang. Berberda dengan putusan hakim
pengadilan yang selalu melahirkan pihak yang
menang dan kalah secara timpang, kesepakatan
mediasi mengakomodasi kepentingan kedua belah
pihak secara seimbang. Klausul perdamaian dapat
memuat  komitmen rumah sakit untuk
memberikan pembebasan biaya perawatan
lanjutan, perbaikan prosedur internal, bantuan
pengobatan  rehabilitatif, hingga santunan
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kedukaan yang wajar tanpa adanya pengakuan
bersalah secara kriminal dari tenaga medis. Setelah
ditandatangani, kesepakatan tersebut dapat
diajukan ke pengadilan untuk dikukuhkan menjadi
akta perdamaian yang memiliki kekuatan
eksekutorial setara dengan putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap, sehingga menutup celah
terjadinya gugatan ulang di masa depan.

Pada dimensi teoretis, eksistensi mediasi
dalam hukum kesehatan merupakan aktualisasi
konseptual dari refutasi terhadap formalisme
hukum yang kaku menuju hukum yang hidup dan
responsif. Hukum tidak boleh diposisikan sebagai
tumpukan teks sanksi yang dingin dan menjauhkan
diri dari realitas konflik sosial kemasyarakatan.
Evaluasi mendalam  terhadap  efektivitas
perdamaian membuktikan bahwa pendekatan
komunikatif jauh lebih unggul dalam menjaga
keberlangsungan hubungan kemitraan terapeutik
jangka panjang antara penyedia jasa medis dan
konsumen kesehatan. Dengan menempatkan
musyawarah di garda terdepan, sistem hukum
kesehatan bertransformasi menjadi lebih inklusif,
humanis, dan mampu memberikan kepastian
hukum yang tidak hanya kokoh secara formal,
tetapi juga adil secara substantif bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Beberapa pemikir terkemuka di bidang
komunikasi hukum, penyelesaian sengketa
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alternatif, dan hukum progresif, seperti Lon Fuller,
Roger Fisher, William Ury, serta pakar hukum
kedokteran nasional seperti J. Guwandi dan
Satjipto Rahardjo, secara konsisten menekankan
bahwa perdamaian yang lahir dari konsensus
bersama jauh lebih efektif dan ditaati daripada
kepatuhan yang dipaksakan oleh palu hakim.
Pandangan ilmiah mereka melandasi pemikiran
bahwa penempatan mediasi sebagai instrumen
wajib dalam sengketa medis merupakan prasyarat
mutlak untuk mencegah rusaknya tatanan sosial
dunia kesehatan akibat litigasi yang destruktif.
Integrasi teoretis ini menegaskan secara sahih
bahwa keberadaan mediasi bukan sekadar
alternatif administratif yang opsional, melainkan
sebuah keniscayaan yuridis dan strategi hukum
yang revolusioner untuk menegakkan keadilan
terapeutik yang bermartabat secara menyeluruh
dan berkelanjutan.

12.2 Peran dan Kompetensi Mediator dalam
Membuka Sumbatan Komunikasi Medis
Peran dan kompetensi mediator dalam
membuka sumbatan komunikasi medis
merupakan pilar determinan yang menentukan
keberhasilan penyelesaian sengketa kesehatan di
luar pengadilan. Dalam konstelasi sengketa medis,
sumbatan komunikasi atau communication
breakdown hampir selalu menjadi hulu dari segala
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bentuk polarisasi konflik antara tenaga medis dan
pasien. Hambatan komunikasi ini umumnya
terbentuk akibat asimetri informasi yang sangat
tajam, di mana dokter memiliki dominasi atas
pengetahuan klinis sementara pasien berada
dalam posisi ketidaktahuan yang rentan. Ketika
suatu risiko medis atau hasil pengobatan yang
buruk terjadi, ketiadaan saluran komunikasi yang
jujur dan empatik menyebabkan pasien
menafsirkan situasi tersebut sebagai kelalaian atau
malpraktik. Di sinilah mediator hadir bukan hanya
sebagai penengah administratif yang pasif,
melainkan sebagai arsitek komunikasi forensik
yang bertugas meruntuhkan barikade psikologis,
menerjemahkan bahasa medis yang elitis, serta
membangun kembali jembatan kepercayaan yang
sempat runtuh di antara kedua belah pihak.

Peran strategis mediator dalam menavigasi
sengketa kesehatan pertama-tama diwujudkan
melalui kemampuannya untuk mendefinisikan
ulang (reframing) narasi konflik yang dibawa oleh
para pihak. Saat memasuki ruang mediasi, pasien
biasanya membawa narasi yang sarat akan luapan
emosi, rasa sakit, dan kecurigaan bahwa pihak
rumah sakit berusaha menutupi Kkesalahan.
Sebaliknya, tenaga medis atau dokter teradu
cenderung bersikap defensif, kaku, dan berlindung
di balik benteng istilah-istilah ilmiah guna
melindungi  reputasi  profesional = mereka.
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Sumbatan komunikasi yang egosentris ini jika
dibiarkan akan menghentikan seluruh proses
dialog. Mediator yang andal harus mampu
menangkap substansi dari setiap keluhan
emosional pasien, membersihkannya dari elemen
provokatif, dan merumuskannya kembali menjadi
isu hukum-medis yang objektif serta dapat
dicarikan solusinya. Peran ini menuntut mediator
untuk bertindak sebagai penerjemah
interdisipliner yang mampu mengubah kemarahan
menjadi kebutuhan informasi, dan mengubah
rigiditas medis menjadi penjelasan yang membumi
dan inklusif.

Guna menjalankan peran yang demikian
kompleks, seorang mediator sengketa kesehatan
wajib memiliki kualifikasi kompetensi substantif
yang melampaui kemampuan mediasi
konvensional. Kompetensi utama yang tidak dapat
ditawar adalah penguasaan yang mendalam
terhadap aspek hukum kesehatan positif dan
pemahaman dasar mengenai logika kerja dunia
kedokteran. Mediator harus memahami batas-
batasan operasional dari standar prosedur
operasional, konsep risiko medik yang dapat
dimaafkan, serta pemosisian informed consent
sebagai alat bukti. Tanpa adanya kompetensi
medis-yuridis ini, mediator akan kehilangan
otoritas intelektualnya di ruang perundingan dan
tidak akan mampu mengarahkan diskusi ketika
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para pihak mulai memperdebatkan masalah teknis
seperti dosis obat atau akurasi tindakan bedah.
Kredibilitas mediator di mata dokter dan pasien
sangat digantungkan pada seberapa cakap ia
memahami  anatomi kasus yang sedang
diselesaikan, sehingga masukan dan arahan yang
diberikannya dinilai logis, berimbang, serta tidak
bias.

Selain kompetensi kognitif-ilmiah, kompetensi
perilaku (behavioral competence) yang berbasis
pada empati dan kecerdasan emosional memegang
peranan yang tidak kalah krusial. Dalam sengketa
kedokteran, pasien sering kali tidak hanya
menuntut ganti rugi materiil, melainkan
merindukan adanya pengakuan atas penderitaan
fisik dan psikologis yang mereka alami. Sering kali
sumbatan komunikasi murni terjadi karena dokter
enggan mengucapkan kata maaf karena takut
ucapan tersebut ditafsirkan sebagai pengakuan
bersalah secara hukum. Kompetensi mediator diuji
untuk menciptakan ruang aman (safe space) di
mana dokter dapat menyampaikan rasa empati dan
kedukaan yang mendalam tanpa melanggar
koridor perlindungan hukum yuridis mereka.
Mediator harus mampu membimbing para pihak
untuk saling memuliakan martabat kemanusiaan
masing-masing, mengikis arogansi sektoral, dan
mengembalikan esensi hubungan terapeutik pada
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hakikat aslinya yang berbasis pada rasa saling
percaya dan kemitraan etis yang setara.

Kompetensi teknis berikutnya berkaitan
dengan keandalan mediator dalam
mengoperasikan teknik kaukus (caucus) secara
proporsional. Kaukus, atau pertemuan terpisah
antara mediator dengan salah satu pihak, menjadi
instrumen taktis yang sangat efektif untuk
mengurai sumbatan komunikasi yang buntu dalam
sidang pleno. Dalam sesi kaukus, mediator dapat
menggali  motif-motif laten, kepentingan
tersembunyi, serta batas toleransi kompensasi
yang tidak mungkin diungkapkan secara terbuka di
depan pihak lawan. Terhadap pihak pasien,
mediator dapat memberikan edukasi yang objektif
mengenai realitas ketidakpastian dunia medis agar
ekspektasi mereka tetap rasional. Terhadap pihak
rumah sakit, mediator dapat mengingatkan
mengenai risiko reputasi yang fatal jika sengketa
ini meledak menjadi konsumsi publik di media
sosial atau berlanjut ke pengadilan umum.
Keberhasilan kaukus sangat bergantung pada
kepiawaian mediator dalam menjaga kerahasiaan
informasi  seraya  merajut benang-benang
kesepakatan baru dari hasil pertemuan terpisah
tersebut.

Pada dimensi teoretis, penekanan terhadap
pentingnya peran dan kompetensi mediator dalam
mengurai sumbatan komunikasi merupakan wujud
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nyata dari refutasi terhadap model penyelesaian
sengketa konvensional yang bercorak legalistik-
formal. Hukum tidak boleh diposisikan sebagai
algoritma sanksi yang dingin, yang membiarkan
konflik medis diselesaikan melalui adu kekuatan
argumen di persidangan yang destruktif. Evaluasi
mendalam terhadap anatomi konflik membuktikan
bahwa ketika saluran komunikasi dibuka kembali
melalui perantara mediator yang kompeten,
eskalasi sengketa dapat diredam secara masif.
Penataan bahasa hukum menjadi lebih sederhana,
inklusif, dan responsif di dalam ruang mediasi
meruntuhkan dinding asimetri informasi, sehingga
kepastian hukum yang dicapai bukan lahir dari
paksaan palu hakim, melainkan dari kesadaran
yuridis yang tumbuh secara organik di antara
subjek hukum yang saling menghormati.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, komunikasi forensik, dan
alternatif penyelesaian sengketa, seperti Lon
Fuller, Christopher Moore, Roger Fisher, serta
pakar hukum kedokteran nasional seperti J.
Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa efektivitas pihak ketiga
dalam mendamaikan konflik sangat ditentukan
oleh legitimasi kompetensi dan kejelasan peran
yang dimilikinya. Pandangan ilmiah mereka
melandasi pemikiran bahwa penguatan
kompetensi mediator Kkesehatan merupakan
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instrumen mendasar untuk mewujudkan keadilan
substantif yang humanis. Integrasi teoretis ini
menegaskan secara sahih bahwa mediator yang
cakap bukan sekadar pelengkap administratif di
luar pengadilan, melainkan sebuah kekuatan
yuridis yang revolusioner untuk menciptakan
perdamaian, menjaga kehormatan profesi medis,
serta menegakkan pilar kepastian hukum
kesehatan yang berkeadilan secara menyeluruh
dan berkelanjutan di Indonesia.

12.3 Legalitas dan Eksekusi Kesepakatan
Perdamaian Kasus Medis di Luar Pengadilan
Legalitas dan eksekusi kesepakatan
perdamaian kasus medis di luar pengadilan
merupakan jangkar yuridis yang menentukan
apakah sebuah proses mediasi kesehatan memiliki
daya ikat formal atau sekadar menjadi dokumen
moral yang rapuh. Dalam lanskap hukum
kesehatan di Indonesia, penyelesaian sengketa
melalui jalur non-litigasi sering kali dicurigai oleh
para pihak karena dianggap tidak memiliki taji
eksekutorial sebagaimana putusan hakim di
pengadilan umum. Ketakutan terbesar bagi pasien
adalah ingkarnya fasilitas kesehatan terhadap
kompensasi yang dijanjikan, sementara ketakutan
terbesar bagi tenaga medis adalah sifat
kesepakatan yang tidak mampu membendung
munculnya gugatan baru atau laporan pidana di
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kemudian hari. Oleh karena itu, penguatan legalitas
formal terhadap akta perdamaian menjadi
prasyarat mutlak guna menjamin bahwa kepastian
hukum dan perlindungan kemanusiaan dapat
ditegakkan secara seimbang, kuat, dan tidak dapat
diganggu gugat oleh kehendak sepihak di masa
depan.

Secara formal-yuridis, legalitas sebuah
kesepakatan perdamaian di luar pengadilan
bersandar pada pemenuhan syarat sahnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum
perdata  positif, yang mencakup adanya
kesepakatan bersama, kecakapan bertindak,
keberadaan objek tertentu, serta kausa yang halal.
Dalam konteks sengketa kedokteran, aspek kausa
yang halal menuntut agar substansi perdamaian
tidak berisi klausul yang menabrak aturan hukum
publik, seperti upaya menyembunyikan tindak
pidana murni atau penghapusan tanggung jawab
mutlak atas kelalaian berat yang disengaja.
Dokumen perdamaian harus dirumuskan sebagai
kontrak perdata murni yang menegaskan
selesainya sengketa hak dan kewajiban di antara
kedua belah pihak secara sukarela. Keabsahan ini
mengikat para pihak layaknya undang-undang,
sehingga setiap tindakan pembatalan sepihak
tanpa alasan hukum yang sah dikualifikasikan
sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat
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dimintakan pertanggungjawaban hukum secara
langsung.

Guna menaikkan derajat eksekutorial dari
kesepakatan perdamaian di luar pengadilan agar
setara dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, hukum acara
memberikan jalur pengukuhan melalui lembaga
akta perdamaian atau akta van dading. Proses
pengukuhan ini  dilakukan dengan cara
mendaftarkan naskah kesepakatan hasil mediasi
ke pengadilan negeri setempat melalui
permohonan bersama antara pihak pasien dan
rumah sakit. Hakim pengadilan umum secara aktif
akan memeriksa keselarasan isi perdamaian
dengan ketertiban umum sebelum mengeluarkan
penetapan pengukuhan resmi. Setelah akta
perdamaian tersebut disahkan dan membubuhkan
kepala putusan demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dokumen
tersebut secara otomatis memperoleh kekuatan
eksekutorial mutlak. Jika salah satu pihak ingkar
janji di kemudian hari, pihak yang dirugikan tidak
perlu mengajukan gugatan baru dari awal,
melainkan cukup memohon perintah eksekusi
langsung kepada ketua pengadilan negeri.

Daya bendung yuridis dari kesepakatan
perdamaian yang telah dikukuhkan ini juga
berimplikasi sangat kuat dalam menutup celah
eskalasi sengketa ke ranah hukum pidana formal.
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Berdasarkan asas keadilan restoratif yang Kkini
terintegrasi luas ke dalam sistem penegakan
hukum nasional, keberadaan akta perdamaian
yang sah menjadi alasan objektif bagi aparat
penyidik kepolisian maupun kejaksaan untuk
menerapkan mekanisme penghentian penuntutan
atau penyidikan (restorative justice). Dokumen
perdamaian tertulis yang membuktikan bahwa
pemulihan hak-hak korban telah terpenuhi secara
adil dan transparan meluluhkan unsur
kedaruratan sosial dari perkara tersebut.
Meskipun hukum pidana kesehatan memiliki
dimensi publik, penyelesaian keperdataan yang
tuntas dan diakui negara secara sosiologis mampu
meredam wurgensi penjatuhan sanksi badan,
sehingga memberikan rasa aman yang berkeadilan
bagi tenaga medis dari ancaman kriminalisasi yang
destruktif.

Namun, efektivitas eksekusi di lapangan sering
kali menghadapi hambatan birokratis akibat
asimetri informasi dan ketidakpastian kronologi
pembuktian dalam dokumen administrasi internal
rumah sakit. Apabila naskah kesepakatan
perdamaian dirumuskan dengan menggunakan
kalimat yang multitafsi, kaku, atau tidak
mencantumkan batas waktu komitmen yang jelas,
dokumen tersebut rentan mengalami kelumpuhan
eksekusi (non-executable). Masalah akurasi data,
kejelasan nominal ganti rugi, serta kejelasan
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prosedur pembebasan biaya perawatan lanjutan
menjadi poin-poin krusial yang wajib ditulis
dengan bahasa hukum yang ringkas dan membumi.
Oleh karena itu, standardisasi penulisan dokumen
hasil mediasi yang mengadopsi prinsip legal design
menjadi kebutuhan mendasar agar proses eksekusi
tidak terjebak dalam perdebatan semantik baru
yang melelahkan para pihak yang sedang
memulihkan diri dari krisis medis. [1]

Pada dimensi teoretis, kekuatan legalitas dan
eksekusi kesepakatan perdamaian kasus medis
merupakan bentuk nyata dari refutasi terhadap
doktrin positivisme hukum konvensional yang
mengagungkan peradilan litigasi sebagai satu-
satunya produsen keadilan yang sah. Hukum harus
dipandang secara responsif sebagai instrumen
kemanfaatan yang memberikan otoritas bagi
masyarakat untuk mengelola dan memulihkan
sengketanya secara mandiri melalui konsensus
yang beradab. Ketika negara melalui pranata
peradilan memberikan stempel pengesahan
terhadap akta perdamaian luar pengadilan, sistem
hukum kesehatan bertransformasi menjadi lebih
inklusif dan  humanis. Transformasi ini
membuktikan bahwa penegakan kepastian hukum
tidak harus dicapai melalui jalan pembalasan yang
traumatis, melainkan dapat diwujudkan secara
anggun melalui jalinan kesepakatan tertulis yang
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saling memuliakan martabat kemanusiaan antara
dokter dan pasien di Indonesia.

Beberapa pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, efektivitas dokumen yuridis, dan
alternatif penyelesaian sengketa, seperti Lon
Fuller, Roscoe Pound, Roger Fisher, serta pakar
hukum kedokteran dan hukum progresif nasional
seperti J. Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara
konsisten = menegaskan  bahwa  legitimasi
penegakan hukum jangka panjang sangat
ditentukan oleh kemudahan eksekusi dari aturan
yang disepakati bersama. Pandangan ilmiah
mereka melandasi pemikiran bahwa penguatan
legalitas akta perdamaian luar pengadilan
merupakan  instrumen  mendasar  untuk
mewujudkan keadilan substantif yang kokoh.
Integrasi teoretis ini menegaskan secara sahih
bahwa penyusunan kesepakatan perdamaian yang
memiliki kepastian hukum eksekutorial bukan
sekadar formalitas penutupan sengketa, melainkan
sebuah strategi yuridis yang revolusioner untuk
mengakhiri konflik medis secara tuntas, terhormat,
dan berkelanjutan tanpa menyisakan dendam
yudisial di kemudian hari.

12.4 Keuntungan Mekanisme Non-Litigasi bagi
Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Keuntungan mekanisme non-litigasi bagi

tenaga medis dan fasilitas kesehatan memegang
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peranan yang sangat masif dan strategis dalam
menjaga keberlangsungan operasional serta
reputasi profesional di era disrupsi hukum
kesehatan. Ketika sebuah sengketa medis mencuat,
pilihan jalur penyelesaian yang diambil oleh pihak
rumah sakit dan tenaga kesehatan akan
menentukan arah masa depan institusi tersebut.
Jika konfrontasi yudisial di peradilan umum dipilih,
ketegangan administratif dan eksposur publik yang
destruktif sering kali tidak dapat dihindarkan.
Sebaliknya, adopsi jalur non-litigasiseperti
mediasi, negosiasi, dan konsiliasimenawarkan
sebuah paradigma baru yang tidak hanya
memprioritaskan penyelesaian hak dan kewajiban
hukum secara cepat, tetapi juga memberikan
proteksi menyeluruh terhadap marwah serta
martabat kemanusiaan para praktisi medis.
Keuntungan-keuntungan multidimensional inilah
yang menjadikan mekanisme non-litigasi sebagai
instrumen preventif-korektif yang paling ideal
dalam ekosistem kedokteran modern.

Secara finansial dan operasional, keuntungan
utama yang paling dirasakan oleh fasilitas
kesehatan melalui jalur non-litigasi adalah efisiensi
sumber daya dan pemangkasan biaya penanganan
perkara yang sangat radikal. Proses litigasi di
pengadilan umum terkenal sangat melelahkan,
memakan waktu bertahun-tahun melalui tahapan
banding hingga kasasi, serta membutuhkan biaya
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sewa penasihat hukum dan saksi ahli yang sangat
mahal. Selama proses persidangan formal
berlangsung, konsentrasi manajemen rumah sakit
akan terpecah, dan fokus tenaga medis terganggu
oleh pemanggilan-pemanggilan yudisial yang
menyita waktu pelayanan klinis. Dengan
mengalihkan sengketa ke forum non-litigasi yang
fleksibel dan informal, waktu penyelesaian dapat
dipersingkat menjadi hitungan minggu atau bulan.
Efisiensi ini memastikan bahwa anggaran
operasional rumah sakit dapat dialokasikan secara
optimal untuk peningkatan mutu pelayanan dan
pemeliharaan alat kesehatan, ketimbang habis
terbakar dalam pusaran biaya perkara di
pengadilan.

Keuntungan strategis berikutnya yang tidak
ternilai harganya bagi tenaga medis dan fasilitas
kesehatan adalah jaminan kerahasiaan
(confidentiality) yang mutlak atas seluruh jalannya
proses pemeriksaan sengketa. Berdasarkan hukum
acara perdata formal, persidangan di pengadilan
umum wajib terbuka untuk umum, sehingga setiap
detail rekam medis pasien, kronologi kegagalan
tindakan, hingga perdebatan teknis klinis rentan
menjadi konsumsi publik dan sasaran empuk bagi
pembunuhan karakter di media sosial. Di sisi lain,
forum non-litigasi bersifat tertutup secara absolut.
Seluruh dokumen, pernyataan, maupun tawaran
perdamaian yang diajukan di ruang mediasi
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dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dijadikan
alat bukti di pengadilan jika proses perdamaian
gagal. Perlindungan privasi ini sangat vital untuk
membendung efek domino dari sentimen negatif
masyarakat, menjaga nilai komersial merek rumah
sakit, serta memastikan bahwa reputasi
profesional dokter tetap utuh di mata sejawat dan
pasien lainnya.

Lebih dari sekadar perlindungan reputasi,
mekanisme non-litigasi memberikan keuntungan
berupa kebebasan bagi tenaga medis untuk
menjelaskan dinamika klinis tanpa bayang-bayang
intimidasi yuridis yang kaku. Dalam peradilan
umum yang bercorak konfrontatif, atmosfer
persidangan sengaja didesain untuk menyudutkan
salah satu pihak guna membuktikan unsur
kesalahan pidana maupun perdata. Tekanan
psikologis ini sering kali memaksa dokter untuk
bersikap  defensif mutlak dan  menolak
memberikan penjelasan yang jujur demi keamanan
hukum dirinya. Sebaliknya, di dalam ruang non-
litigasi yang humanis, dokter dan manajemen
rumah sakit dapat memaparkan kronologi medis
secara empatik, menggunakan bahasa yang
membumi, serta mendiskusikan batasan logis sains
kedokteran secara terbuka. Transparansi informasi
ini terbukti mampu meruntuhkan asimetri
informasi yang selama ini memicu kecurigaan
pasien, sehingga membuka jalan bagi rekonsiliasi
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yang didasari rasa saling memuliakan dan
menghormati hak asasi masing-masing pihak.
Selain itu, penyelesaian non-litigasi
membebaskan fasilitas kesehatan dari ancaman
hukuman ganti rugi imateriil yang tidak rasional
dan berpotensi membangkrutkan institusi. Di
pengadilan umum, hakim memiliki otoritas
yudisial untuk menjatuhkan nominal ganti rugi
yang sangat besar berdasarkan tuntutan penggugat
yang kerap kali spekulatif. Dalam kesepakatan non-
litigasi, struktur kompensasi dirancang secara
mandiri oleh para pihak berdasarkan asas solusi
menang-menang yang logis dan proporsional.
Fasilitas kesehatan dapat menawarkan bentuk
pemulihan hak yang bervariasi dan tidak melulu
berupa uang tunai, seperti pemberian fasilitas
perawatan rehabilitatif gratis, pembebasan biaya
pengobatan masa depan, atau santunan kedukan
yang wajar. Fleksibilitas output perdamaian ini
memastikan bahwa beban pemulihan sengketa
tetap berada dalam batas kemampuan finansial
rumah sakit tanpa mengorbankan hak-hak
keadilan yang semestinya diterima oleh pasien.
Pada dimensi teoretis, preferensi terhadap
mekanisme non-litigasi bagi tenaga medis dan
fasilitas kesehatan merupakan bentuk nyata dari
refutasi terhadap formalisme hukum yang kaku
menuju hukum yang hidup dan responsif. Hukum
tidak boleh diposisikan sebagai algoritma sanksi

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 312



yang dingin yang membiarkan konflik kedokteran
diselesaikan melalui penghukuman badan yang
traumatis. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas
perdamaian membuktikan bahwa ketika saluran
komunikasi dibuka kembali melalui perantara
institusi internal yang kompeten, eskalasi sengketa
menuju ranah pidana dapat dibendung secara
masif. Penataan bahasa hukum menjadi lebih
sederhana, inklusif, dan transparan di luar
pengadilan meruntuhkan dinding pembatas antara
dunia medis dan dunia hukum, sehingga kepastian
hukum yang dicapai bukan lahir dari paksaan palu
hakim, melainkan dari kesadaran yuridis yang
tumbuh secara organik di antara subjek hukum
yang saling menghormati martabat kemanusiaan
secara berkelanjutan di Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, penyelesaian sengketa alternatif,
dan penegakan hukum profesi, seperti Lon Fuller,
Roscoe Pound, Roger Fisher, serta pakar hukum
kedokteran dan hukum progresif nasional seperti J.
Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa kekuatan sejati suatu
sistem hukum terletak pada seberapa -efektif
lembaga-lembaga internal masyarakat mampu
menyelesaikan sengketanya secara damai tanpa
merusak tatanan sosial yang ada. Pandangan
ilmiah mereka melandasi pemikiran bahwa
penguatan mekanisme non-litigasi bagi tenaga
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medis merupakan instrumen mendasar untuk
mewujudkan keadilan substantif yang humanis
dan mencegah kehancuran reputasi institusi
kesehatan akibat litigasi yang destruktif. Integrasi
teoretis ini menegaskan secara sahih bahwa
pemanfaatan jalur damai di luar pengadilan bukan
sekadar upaya penyelamatan sepihak dari jerat
hukum, melainkan sebuah strategi yuridis yang
revolusioner untuk menegakkan keadilan
terapeutik, menjamin keselamatan publik, serta
menjaga keluhuran martabat dunia kesehatan
secara menyeluruh dan berkelanjutan.

12.5 Studi Kasus Mediasi Medis dan
Penanganannya: Rekonsiliasi Hubungan
Dokter-Pasien Lewat Akta Perdamaian

Studi kasus mediasi medis dan penanganannya
melalui rekonsiliasi hubungan dokter-pasien lewat
akta perdamaian merupakan manifestasi empiris
yang paling konkret dari keberhasilan penerapan
keadilan restoratif dalam memulihkan keretakan
hubungan terapeutik. Kasus nyata yang diangkat
dalam analisis ini melibatkan seorang dokter
spesialis bedah saraf di sebuah rumah sakit swasta
metropolitan yang menghadapi ancaman tuntutan
pidana dan perdata dari keluarga pasien.
Miskomunikasi akut bermula pasca-tindakan
pembedahan kraniotomi untuk pengangkatan
tumor otak, di mana pasien mengalami gejala
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kelumpuhan parsial (hemiparesis) pada sisi tubuh
bagian kiri. Keluarga pasien, yang sejak awal
memiliki ekspektasi kesembuhan total tanpa
memahami risiko inheren dari pembedahan saraf
komplementer, langsung menyimpulkan bahwa
kelumpuhan tersebut terjadi akibat kecerobohan
atau kelalaian fatal sang dokter selama berada di
dalam kamar operasi. Sentimen negatif keluarga
pasien segera tereskalasi menjadi konflik terbuka
dengan mengirimkan somasi Kkeras melalui
penasihat hukum, serta mengancam akan
membawa perkara tersebut ke ranah publik
melalui media massa dan kepolisian.

Langkah penanganan pertama yang diambil
oleh manajemen rumah sakit bersama tim hukum
kesehatan adalah menahan laju konflik agar tidak
masuk ke koridor litigasi dengan menawarkan
mekanisme mediasi medis yang difasilitasi oleh
mediator independen. Langkah awal ini sangat
krusial untuk mencegah terjadinya kerusakan
reputasi yang destruktif bagi kedua belah pihak.
Pada sesi persidangan mediasi pertama, sumbatan
komunikasi terlihat sangat kokoh; keluarga pasien
hadir dengan luapan emosi, rasa frustrasi, dan
kecurigaan  bahwa  pihak  rumah  sakit
menggunakan jargon-jargon medis untuk
menutupi kesalahan operasional. Di sisi lain,
dokter spesialis bedah saraf tersebut sempat
bersikap kaku dan defensif karena merasa
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tindakan klinis yang diambilnya telah sepenuhnya
sesuai dengan standar operasional tertinggi, di
mana kelumpuhan parsial tersebut merupakan
risiko biologis yang tidak terhindarkan akibat letak
tumor yang melekat erat pada jaringan saraf
motorik utama pasien.

Strategi penanganan yang diterapkan oleh
mediator kesehatan untuk mengurai kebuntuan
tersebut adalah dengan melakukan teknik kaukus
secara intensif dan memisahkan kepentingan
emosional dari aspek yuridis formal. Dalam sesi
pertemuan terpisah, mediator secara empatik
memfasilitasi dokter untuk menyampaikan rasa
kedukaan dan simpati yang mendalam atas kondisi
pasien, tanpa harus merasa terintimidasi bahwa
ucapan tersebut akan disalahgunakan sebagai
pengakuan bersalah secara hukum. Terhadap
pihak keluarga pasien, mediator bertindak sebagai
penerjemah interdisipliner yang mengurai istilah-
istilah anatomi bedah saraf menjadi bahasa yang
sangat membumi, transparan, dan mudah
dipahami. Mediator menunjukkan dokumen
informed consent lama dan menjelaskan secara
objektif mengenai batasan logis sains kedokteran,
sehingga ekspektasi keluarga pasien yang semula
tidak realistis dapat diturunkan menuju titik
pemahaman yang rasional mengenai realitas risiko
medis.
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Setelah asimetri informasi berhasil dikikis dan
benteng psikologis di antara kedua belah pihak
runtuh, proses mediasi memasuki tahap
perumusan kesepakatan perdamaian tertulis yang
didasarkan pada solusi menang-menang. Pihak
rumah sakit dan dokter menunjukkan iktikad baik
yang nyata dengan berkomitmen untuk
memberikan fasilitas rehabilitasi medis dan
fisioterapi gratis secara komprehensif bagi pasien
hingga mencapai tingkat pemulihan fisik yang
optimal. Selain itu, manajemen rumah sakit
sepakat untuk melakukan perbaikan tata kelola
komunikasi operasional internal agar di masa
depan, penyampaian risiko medis kritis dilakukan
secara lebih humanis. Sebagai timbal balik yang
adil, keluarga pasien secara sukarela menyatakan
mencabut seluruh ancaman somasi, menghentikan
segala bentuk tuntutan hukum, serta mengakui
bahwa tindakan bedah yang dilakukan telah
didasarkan pada iktikad baik demi menyelamatkan
nyawa pasien.

Kesepakatan perdamaian tertulis yang telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak
dibiarkan hanya menjadi dokumen moral yang
rapuh, melainkan langsung didaftarkan ke
pengadilan negeri setempat untuk dikukuhkan
menjadi Akta Perdamaian yang sah. Pengukuhan
yuridis ini memberikan kekuatan eksekutorial
mutlak setara dengan putusan hakim yang
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berkekuatan hukum tetap, sehingga menutup rapat
seluruh celah bagi munculnya gugatan perdata
atau laporan pidana baru di masa depan mengenai
peristiwa medis yang sama. Keberadaan akta
perdamaian ini terbukti menjadi benteng proteksi
hukum yang sangat kuat bagi dokter dan rumah
sakit, sekaligus memberikan jaminan kepastian
pemulihan hak-hak kesehatan yang nyata bagi
pasien tanpa harus melalui proses peradilan
yudisial yang panjang, mahal, dan melelahkan.

Pada dimensi teoretis, studi kasus rekonsiliasi
hubungan dokter-pasien lewat akta perdamaian ini
menegaskan bekerjanya hukum yang responsif dan
membumi, yang menempatkan keadilan substantif
di atas formalisme hukum positif yang kaku.
Hukum kesehatan tidak boleh diisolasi sebagai
algoritma penal yang gemar menghukum badan
atau mendenda material secara sepihak, melainkan
harus hadir sebagai sarana rekayasa sosial yang
mendamaikan dan memulihkan harmoni sosial
yang retak. Melalui penyederhanaan arsitektur
informasi dan penekanan pada aspek komunikasi
forensik yang empatik di ruang mediasi, hak-hak
asasi manusia dari kedua subjek hukum dapat
dihormati secara setara dan bermartabat,
membuktikan secara sahih bahwa perdamaian
yang dilahirkan dari konsensus bersama jauh lebih
superior dalam menjaga keluhuran dunia
kedokteran di Indonesia.
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Beberapa pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, efektivitas dokumen yuridis, dan
alternatif penyelesaian sengketa, seperti Lon
Fuller, Roscoe Pound, Roger Fisher, serta pakar
hukum kedokteran dan hukum progresif nasional
seperti J. Guwandi dan Satjipto Rahardjo, secara
konsisten mengemukakan bahwa legitimasi dan
kekuatan sejati dari suatu sistem hukum diukur
dari kemampuannya untuk menyelesaikan konflik
secara mandiri, damai, dan tuntas tanpa
meninggalkan dendam yudisial. Pandangan ilmiah
mereka melandasi seluruh analisis dalam studi
kasus ini, memberikan pijakan teoretis yang kokoh
bahwa penanganan sengketa medis melalui
optimalisasi mediasi dan pengesahan akta
perdamaian luar pengadilan bukan sekadar urusan
formalitas administratif, melainkan sebuah
strategi hukum yang revolusioner untuk
menciptakan kepastian hukum yang inklusif,
humanis, dan berkeadilan secara menyeluruh serta
berkelanjutan.
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BAB Xill

HUKUM ADMINISTRASI
KESEHATAN DAN SISTEM
PERLINDUNGAN TENAGA
KESEHATAN

13.1 Regulasi Perizinan, Surat Tanda Registrasi
(STR), dan Surat Izin Praktik (SIP)

Regulasi perizinan, Surat Tanda Registrasi atau
STR, dan Surat Izin Praktik atau SIP merupakan
tiga pilar yuridis kedokteran yang paling
fundamental dalam mengontrol, mengawasi, dan
menjamin mutu kelayakan tenaga medis sebelum
bersentuhan langsung dengan tubuh pasien. Dalam
ekosistem hukum kesehatan nasional, ketiga
instrumen administratif-yuridis ini tidak boleh
dipandang sekadar sebagai formalitas birokratis
yang kaku, melainkan sebagai manifestasi dari
fungsi perlindungan negara (state protection)
terhadap hak atas kesehatan masyarakat yang
dijamin oleh konstitusi. Melalui penataan regulasi
perizinan yang ketat, negara menyaring secara
selektif kompetensi keilmuan, kepatuhan etika,
serta kesehatan fisik dan kognitif seorang praktisi
medis. Hal ini dilakukan demi mengeliminasi celah
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munculnya penanganan klinis yang tidak
kompeten, malpraktik administratif, serta
pengingkaran terhadap standar pelayanan medik
baku yang rentan memicu sengketa yudisial dan
eskalasi konflik di ruang pelayanan kesehatan.

Pilar pertama dalam arsitektur perizinan ini
adalah Surat Tanda Registrasi yang bertindak
sebagai bukti tertulis formal mengenai pengakuan
kompetensi seorang dokter atau dokter spesialis
secara nasional. Dalam perkembangannya, regulasi
mengenai penerbitan STR mengalami transformasi
besar-besaran untuk beradaptasi dengan disrupsi
teknologi dan tuntutan efisiensi birokrasi, di mana
STR kini didekatkan pada konsep keabsahan
seumur hidup dengan tetap mempertahankan
instrumen  pengawasan  berkala  melalui
pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.
Perubahan ini secara mendasar merombak tata
kelola administrasi profesi, memangkas rantai
birokrasi yang melelahkan, serta membebaskan
tenaga medis dari beban administratif repetitif
yang selama ini menyita waktu pelayanan Kklinis
mereka. Kendati demikian, pencabutan atau
pembekuan STR tetap melekat penuh sebagai
otoritas  kuasi-peradilan = Konsil Kedokteran
Indonesia apabila seorang dokter terbukti secara
sah melakukan pelanggaran disiplin keilmuan
berat yang mencederai kehormatan luhur dunia
kedokteran.
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Pilar kedua yang melengkapi keabsahan
praktik kedokteran adalah Surat Izin Praktik yang
bersandarkan pada jurisdiksi wilayah dan fasilitas
pelayanan Kkesehatan spesifik tempat dokter
tersebut mendedikasikan keahliannya. Berbeda
dengan STR yang bersifat nasional dan berorientasi
pada validitas keilmuan, SIP merupakan produk
hukum tata usaha negara yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah melalui dinas kesehatan atau
dinas penanaman modal setempat. Legalitas SIP
mengikat seorang tenaga medis pada batas-batas
tempat praktik yang sah, waktu pelayanan, serta
pemenuhan sarana-prasarana medis minimum
pada fasilitas kesehatan yang bersangkutan.
Pengaturan SIP secara tegas membatasi agar
seorang dokter tidak melakukan over-utilisasi
tenaga dan waktu praktik pada terlalu banyak
tempat, yang berpotensi memicu faktor kelelahan
fisik (burnout) dan penurunan konsentrasi kognitif
yang kerap menjadi pintu masuk utama terjadinya
kelalaian medik yang fatal.

Keterkaitan operasional antara STR dan SIP
menciptakan jaring pengaman hukum berlapis
yang memberikan kepastian hukum ganda, baik
bagi tenaga medis itu sendiri maupun bagi pasien
sebagai konsumen jasa medik. Seorang dokter yang
melakukan tindakan medis tanpa memiliki STR
dan SIP yang sah dan aktif secara yuridis
diklasifikasikan sebagai pelaku praktik kedokteran
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ilegal yang dapat dijatuhi sanksi pidana maupun
sanksi administratif berat. Dari kacamata hukum
perdata, ketiadaan salah satu dari dua dokumen
legalitas ini saat tindakan medis dilakukan secara
otomatis mendudukkan fasilitas kesehatan dan
dokter pada posisi wanprestasi mutlak terhadap
kontrak terapeutik, karena telah melanggar syarat
objektif keabsahan perjanjian. Akibatnya, jika
terjadi risiko medis buruk, rumah sakit kehilangan
hak imunitas hukum defensifnya dan berada dalam
posisi yang sangat rentan di hadapan majelis hakim
pengadilan umum saat menghadapi gugatan ganti
rugi imateriil dari penggugat.

Lebih jauh lagi, penataan regulasi perizinan ini
memiliki fungsi krusial sebagai instrumen mitigasi
risiko yudisial dalam membendung badai gugatan
malpraktik yang marak terjadi di era digital.
Keberadaan STR dan SIP yang bersih, lengkap, dan
tervalidasi dalam sistem rekam medis elektronik
rumah sakit menjadi bukti autentik pertama yang
akan dibedah oleh penyidik kepolisian maupun
majelis hakim untuk menilai kepatuhan formal
(legal compliance) suatu institusi kesehatan.
Kejelasan dokumen administrasi perizinan ini
mempermudah pembuktian bahwa rumah sakit
telah menjalankan kewajiban hukum asasinya
untuk  melakukan  penyaringan  kredensial
(credentialing) terhadap tenaga medis yang
dipekerjakannya secara iktikad baik. Dengan
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terpenuhinya seluruh formalitas perizinan, fokus
penegakan hukum di persidangan dapat langsung
diarahkan secara objektif untuk membedah
substansi alur berpikir klinis dokter, tanpa perlu
terdistraksi oleh cacat formil administratif yang
dapat meruntuhkan posisi pembelaan sejak awal.

Pada dimensi teoretis, pengaturan perizinan,
STR, dan SIP dalam dunia kedokteran merupakan
wujud nyata dari pergeseran model positivisme
hukum yang kaku menuju hukum yang responsif
dan mengedepankan kemanfaatan sosial. Regulasi
perizinan tidak boleh dirancang sebagai barikade
birokratis yang mempersulit distribusi tenaga
kesehatan ke daerah-daerah terpencil, melainkan
harus hadir sebagai kompas navigasi profesional
yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dengan menyederhanakan
mekanisme penerbitan dokumen hukum tanpa
menurunkan standar pengawasan mutu keilmuan,
negara berhasil menyelaraskan antara kebutuhan
kepastian hukum formal dengan pemenuhan hak
asasi manusia atas akses pelayanan kesehatan yang
berkeadilan, inklusif, dan humanis di seluruh
pelosok Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, efektivitas hukum, dan
penegakan hukum profesi, seperti Lon Fuller,
Roscoe Pound, serta pakar hukum kedokteran
nasional seperti J]. Guwandi dan Satjipto Rahardjo,
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secara konsisten mengemukakan bahwa efektivitas
regulasi perizinan sangat digantungkan pada
kejelasan prosedur dan integrasi data yang
transparan antara organisasi profesi, lembaga
konsil, dan instansi pemerintah. Pandangan ilmiah
mereka melandasi pemikiran bahwa kejelasan
hukum mengenai kedudukan STR dan SIP
merupakan instrumen mendasar untuk
mewujudkan keadilan substantif dan menjamin
keselamatan publik. Integrasi teoretis ini
menegaskan secara sahih bahwa penguatan tata
kelola perizinan medis bukan sekadar urusan
formalitas teknis-birokratis, melainkan sebuah
strategi yuridis yang revolusioner untuk
menegakkan martabat hukum, melindungi hak
konstitusional pasien, serta menjamin
keberlangsungan pelayanan kesehatan yang
beradab dan berkeadilan secara menyeluruh dan
berkelanjutan.

13.2 Sanksi Administratif pencabutan hak praktik
akibat Pelanggaran Hukum Kebijakan
Sanksi administratif berupa pencabutan hak
praktik akibat pelanggaran hukum Kkebijakan
merupakan instrumen penegakan hukum tata
usaha negara yang sangat masif dan koersif dalam
ekosistem hukum kesehatan modern. Secara
doktriner, sanksi administratif diposisikan sebagai
fungsi pengawasan operasional (administrative
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enforcement) yang bertujuan untuk memulihkan
keadaan, menjaga kepatuhan sistemik, serta
melindungi keselamatan publik tanpa harus
menempuh jalur peradilan pidana yang bersifat
punitif-retributif [Fuller, Pound]. Namun, ketika
sanksi ini berwujud penarikan atau pembekuan
Surat Izin Praktik (SIP) secara permanen atau
temporer, dampaknya tidak hanya melumpuhkan
legalitas profesional seorang tenaga medis, tetapi
juga  berimplikasi  langsung  pada  hak
konstitusional mereka untuk bekerja [Guwandi].
Oleh karena itu, penerapan sanksi pencabutan hak
praktik atas pelanggaran kebijakan
kesehatanmulai dari pelanggaran kuota tempat
praktik, manipulasi data klaim jaminan sosial,
hingga ketidakpatuhan terhadap sistem pelaporan
data kesehatan nasionalharus diatur dalam koridor
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) guna menghindari kesewenang-
wenangan birokrasi yang destruktif [Rahardjo].
Anatomi  pelanggaran hukum Kkebijakan
kesehatan yang dapat memicu eskalasi sanksi
pencabutan hak praktik umumnya bergerak di luar
ranah kelalaian Kklinis atau malpraktik medis
konvensional. Pelanggaran hukum Kkebijakan
mencakup ketidakpatuhan terhadap regulasi
administratif-strategis yang ditetapkan oleh
kementerian kesehatan, dinas kesehatan, maupun
lembaga konsil kedokteran untuk mengatur tata
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tertib industri pelayanan medik. Sebagai contoh,
seorang dokter yang secara sadar melanggar batas
maksimal jurisdiksi tempat praktik dengan
membuka pelayanan di lebih dari tiga fasilitas
kesehatan tanpa izin resmi, telah melakukan
pelanggaran hukum kebijakan yang serius.
Tindakan ini merusak sistem distribusi tenaga
kesehatan dan mengabaikan faktor keselamatan
kognitif-fisik pasien akibat kelelahan kronis tenaga
medis (burnout). Sanksi administratif hadir untuk
memotong motif ekonomi sepihak tersebut dengan
cara mencabut hak praktiknya pada fasilitas yang
melanggar, menegaskan bahwa kepatuhan
kebijakan administrasi berkedudukan setara
dengan kepatuhan operasional klinis demi
tegaknya ketertiban umum.

Selain pelanggaran kuota fisik, disrupsi digital
di sektor kesehatan juga melahirkan klaster
pelanggaran hukum kebijakan baru yang berkaitan
erat dengan tata kelola rekam medis elektronik dan
perlindungan data pribadi pasien. Ketika
pemerintah menetapkan kebijakan integrasi data
kesehatan nasional terpusat yang bersifat wajib
bagi seluruh fasilitas pelayanan, ketidakpatuhan
tenaga medis untuk menginput, memvalidasi, atau
menjaga kerahasiaan arus data digital tersebut
dikategorikan sebagai pelanggaran administratif
berat. Jika seorang dokter terbukti
menyalahgunakan akses data medis digital untuk

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 327



kepentingan komersial non-klinis di luar
persetujuan pasien, pemerintah daerah memiliki
kewenangan  yudisial administratif  untuk
menjatuhkan sanksi pencabutan SIP secara instan.
Penegakan sanksi yang tegas dalam ranah
kebijakan digital ini sangat vital untuk membangun
kepercayaan publik (public trust) terhadap
keandalan sistem kesehatan modern yang inklusif
dan transparan.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif
pencabutan hak praktik ini wajib mematuhi asas-
asas umum pemerintahan yang baik, khususnya
asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas hak
untuk didengar (audi alteram partem). Lembaga
pengawas administratif, seperti dinas kesehatan
atau majelis kehormatan disiplin, tidak boleh
mengeluarkan keputusan pencabutan secara
sepihak dan represif tanpa melalui mekanisme
pemeriksaan formal yang transparan. Hukum acara
administrasi mensyaratkan adanya pemberian
surat peringatan tertulis bertahap, pelaksanaan
audit investigatif terhadap dokumen administrasi
internal rumah sakit, serta pembukaan ruang
pembelaan diri yang seimbang bagi dokter teradu
untuk menjelaskan latar belakang
ketidakpatuhannya. Jika formalitas tahapan ini
dilewati oleh otoritas birokrasi, maka keputusan
pencabutan hak praktik tersebut dinyatakan cacat
hukum formal dan dapat dibatalkan secara mutlak
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melalui gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Kekuatan eksekutorial dari sanksi
administratif ini memiliki dampak preventif yang
sangat efektif dalam membendung potensi
sengketa hukum kesehatan di pengadilan umum.
Ketika sebuah fasilitas pelayanan kesehatan
mengetahui bahwa ketidakpatuhan terhadap
hukum kebijakan dapat berujung pada penutupan
operasional klinik dan pencabutan hak praktik
para dokternya, manajemen rumah sakit akan
dipaksa secara struktural untuk memperketat
sistem persinyalan birokrasi internal mereka.
Proses penyaringan kredensial (credentialing)
dijalankan secara berkala, kepatuhan operasional
terhadap petunjuk teknis dipantau secara digital,
dan budaya sadar hukum dibangun secara organik
di lingkungan kerja. Mitigasi risiko administratif ini
secara tidak langsung menutup celah bagi
terjadinya kelalaian operasional Kklinis, sehingga
angka gugatan malpraktik dari masyarakat dapat
ditekan hingga titik terendah demi terwujudnya
keadilan terapeutik yang stabil.

Pada dimensi teoretis, implementasi sanksi
administratif pencabutan hak praktik akibat
pelanggaran hukum kebijakan merupakan wujud
nyata dari pergeseran positivisme hukum yang
kaku menuju hukum yang responsif dan
berorientasi pada kemanfaatan sosial. Hukum
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tidak boleh dibiarkan bergerak secara lambat di
belakang perkembangan industri kesehatan,
melainkan harus hadir sebagai kompas navigasi
profesional yang dinamis dan berwibawa. Dengan
memposisikan sanksi administratif sebagai
benteng pengendali mutu ketertiban operasional,
negara berhasil menyelaraskan antara kebutuhan
perlindungan hak asasi manusia atas kesehatan
dengan pemenuhan hak kepastian hukum bagi
para pelaku profesi medis di Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang hukum
administrasi negara, sosiologi hukum, dan
penegakan hukum profesi, seperti Lon Fuller,
Roscoe Pound, serta pakar hukum kedokteran
nasional seperti ]. Guwandi dan Satjipto Rahardjo,
secara konsisten mengemukakan bahwa efektivitas
sanksi administratif sangat ditentukan oleh
kejelasan parameter pelanggaran dan objektivitas
lembaga penegaknya. Pandangan ilmiah mereka
melandasi pemikiran bahwa penataan sanksi
pencabutan hak praktik yang terukur merupakan
instrumen mendasar untuk mewujudkan keadilan
substantif dan mencegah penyalahgunaan
wewenang birokrasi. Integrasi teoretis ini
menegaskan secara sahih bahwa penerapan sanksi
administratif =~ bukan merupakan bentuk
kriminalisasi atau pelemahan terhadap profesi
medis, melainkan sebuah strategi yuridis yang
revolusioner untuk menegakkan martabat hukum,
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melindungi hak konstitusional pasien, serta
menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan
yang beradab, berintegritas, dan berkeadilan
secara menyeluruh serta berkelanjutan di
Indonesia.

13.3 Hak Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam
Menjalankan Tugas Profesi
Hak perlindungan hukum tenaga medis dalam
menjalankan tugas profesi merupakan pilar yuridis
yang mutlak diperlukan untuk menciptakan rasa
aman, objektivitas, dan kepastian dalam ekosistem
pelayanan kesehatan nasional. Secara doktriner,
hubungan antara dokter dan pasien didasarkan
pada ikatan kemitraan terapeutik yang bersandar
pada usaha yang maksimal
(inspanningsverbintenis), bukan pada kepastian
hasil akhir berupa kesembuhan mutlak
(resultaatverbintenis) [Guwandi]. Dalam
menjalankan dinamika klinis yang penuh dengan
ketidakpastian biologis tubuh manusia, tenaga
medis kerap kali dihadapkan pada situasi krisis
yang menuntut pengambilan keputusan medis
secara cepat di bawah tekanan psikologis yang
hebat. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum
yang kokoh dan tegas dari negara, para pemangku
mandat medis akan terjebak dalam pusaran
ketakutan akan kriminalisasi. Hal ini berpotensi
melahirkan fenomena defensive medicine atau
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praktik kedokteran defensif yang berbiaya mahal,
restriktif, serta merugikan hak-hak konstitusional
pasien atas pelayanan kesehatan yang optimal
[Rahardjo].

Dasar filosofis dari hak perlindungan hukum
ini melekat secara inheren sepanjang tenaga medis
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik,
serta mematuhi standar profesi, standar pelayanan
medis, dan standar prosedur operasional yang
berlaku. Iktikad baik (good faith) bertindak sebagai
tameng yuridis utama yang membedakan antara
risiko medis yang tidak terhindarkan (medical risk)
dengan kelalaian nyata yang mengandung unsur
pidana (culpa lata). Ketika seorang dokter spesialis
atau perawat di ruang gawat darurat mengambil
diskresi klinis yang berisiko tinggi demi
menyelamatkan nyawa pasien yang kritis, dan
tindakan tersebut terbukti secara ilmiah telah
sesuai dengan pandangan klinis berbasis bukti,
maka hukum wajib memberikan imunitas
perlindungan penuh. Perlindungan ini memastikan
bahwa dokter tersebut tidak dapat dituntut secara
pidana maupun digugat secara keperdataan atas
hasil buruk yang timbul di luar kendali sains
manusia.

Dalam koridor hukum formal, hak
perlindungan hukum ini kini dipertegas melalui
regulasi nasional terbaru yang memberikan
jaminan perlindungan bagi tenaga medis dari
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segala bentuk tindakan kekerasan, ancaman,
pelecehan, kriminalisasi, serta perundungan
digital (cyber vigilantism) yang marak terjadi di era
disrupsi informasi. Ketika keluarga pasien
melakukan persekusi, somasi reaktif tanpa dasar,
atau penyebaran narasi bohong di media sosial
sebelum adanya pembuktian sah dari lembaga
otoritatif, aparatur penegak hukum wajib hadir
untuk memberikan perlindungan fisik dan hukum
bagi tenaga kesehatan. Selain itu, pelebagaan hak
perlindungan hukum ini mewajibkan adanya
pendampingan hukum yang difasilitasi oleh
manajemen fasilitas pelayanan kesehatan maupun
organisasi profesi sejak tahap awal pemeriksaan
persidangan di tingkat penyelidikan kepolisian,
guna memastikan hak-hak defensif tenaga medis
tetap dihormati secara beradab.

Lebih lanjut, manifestasi nyata dari hak
perlindungan hukum ini bekerja melalui
mekanisme penyaringan sengketa (dispute
screening) yang mewajibkan penyelesaian konflik
medis terlebih dahulu dialihkan ke ranah non-
litigasi atau kuasi-peradilan profesi sebelum
masuk ke pengadilan umum. Keberadaan
Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) serta forum mediasi wajib
bertindak sebagai benteng pembendung pertama
yang bertugas membedah anatomi kasus
berdasarkan keahlian sektoral khusus. Aparat
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penegak hukum formal seperti kepolisian dan
kejaksaan tidak boleh melakukan penahanan atau
penetapan status tersangka secara serampangan
terhadap tenaga medis tanpa terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi, nasehat ahli, atau
putusan disiplin resmi dari lembaga otoritatif yang
menilai ada tidaknya pelanggaran standar profesi.
Sinkronisasi birokrasi yudisial ini sangat penting
untuk menjaga marwah profesi kedokteran dari
tindakan hukum yang salah arah.

Pada dimensi keperdataan, hak perlindungan
hukum tenaga medis juga diperkuat oleh doktrin
tanggung jawab pengganti (vicarious liability), di
mana fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah
sakit bertanggung jawab penuh atas segala
kerugian keperdataan yang timbul akibat tindakan
medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
dipekerjakannya, sepanjang tindakan tersebut
berada dalam koridor penugasan klinis yang sah.
Perlindungan keperdataan ini membebaskan
dokter secara personal dari beban finansial
eksekusi ganti rugi imateriil yang tidak rasional
dari pihak penggugat. Dengan dialihkannya
tanggung jawab keperdataan kepada korporasi
rumah sakit yang memiliki jaring pengaman
asuransi profesi, tenaga medis dapat memusatkan
seluruh kapasitas kognitif dan keterampilan
klinisnya untuk menyembuhkan manusia, tanpa
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perlu terhantui oleh ancaman kebangkrutan
material akibat sengketa yudisial.

Pada dimensi teoretis, penguatan hak
perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam
menjalankan tugas profesi merupakan wujud nyata
dari pergeseran positivisme hukum yang kaku
menuju hukum yang responsif dan berorientasi
pada kemanfaatan serta perlindungan bersama
(mutual protection). Hukum tidak boleh dirancang
sebagai instrumen sepihak yang hanya menuntut
kewajiban tanpa memberikan hak rasa aman bagi
para pelakunya. Keseimbangan relasi kuasa
terapeutik antara dokter dan pasien hanya dapat
dicapai apabila kedua belah pihak diposisikan
secara setara di hadapan hukum positif. Dengan
menegaskan batas imunitas hukum yang
transparan bagi tenaga medis yang beriktikad baik,
sistem hukum kesehatan nasional bertransformasi
menjadi lebih inklusif, humanis, dan mampu
memberikan kepastian hukum yang kokoh demi
tegaknya keadilan yang substantif dan
berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, efektivitas dokumen yuridis, dan
penegakan hukum profesi, seperti Lon Fuller,
Roscoe Pound, serta pakar hukum kedokteran
nasional seperti ]. Guwandi dan Satjipto Rahardjo,
secara  konsisten = mengemukakan  bahwa
perlindungan hukum terhadap profesi yang
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mengemban  mandat  keselamatan  publik
merupakan prasyarat mutlak bagi
keberlangsungan tatanan sosial yang beradab
[Fuller, Pound]. Pandangan ilmiah mereka
melandasi pemikiran bahwa kejelasan hak
imunitas profesi berbasis iktikad baik merupakan
instrumen mendasar untuk mewujudkan keadilan
yang substantif. Integrasi teoretis ini menegaskan
secara sahih bahwa pemenuhan hak perlindungan
hukum bagi tenaga medis bukan merupakan
bentuk eksklusivitas atau impunitas kelompok,
melainkan sebuah  strategi yuridis yang
revolusioner untuk menegakkan martabat hukum,
melindungi ekosistem pelayanan kesehatan, serta
menjamin keselamatan publik secara menyeluruh
dan berkelanjutan di Indonesia.

13.4 Arah Masa Depan Tata Kelola Hukum dan
Komunikasi Kesehatan Nasional
Arah masa depan tata kelola hukum dan
komunikasi kesehatan nasional berada pada titik
persimpangan krusial yang menuntut transformasi
total dari model konvensional yang kaku menuju
ekosistem digital yang responsif, inklusif, dan
berpusat pada manusia. Di era disrupsi digital yang
bergerak cepat, model hukum kesehatan yang
sekadar bersandar pada kodifikasi pasal-pasal
defensif-punitif telah terbukti gagal dalam
meredam badai konflik medis di masyarakat.
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Kompleksitas pelayanan medis modern, yang kini
diintegrasikan  dengan kecerdasan buatan,
telemedisin lintas jurisdiksi, serta sentralisasi data
kesehatan nasional, melahirkan tantangan yuridis
baru yang tidak dapat diselesaikan dengan
instrumen birokrasi lama yang lambat. Oleh karena
itu, rekonstruksi masa depan harus diarahkan pada
pengawinan strategis antara human-centered legal
design dan sistem komunikasi forensik yang
transparan, guna membangun budaya sadar
hukum yang membumi serta memulihkan
kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem
kesehatan nasional secara berkelanjutan [Fuller,
Pound].

Pilar utama dalam tata kelola hukum masa
depan adalah digitalisasi regulasi yang adaptif dan
berbasis mitigasi risiko administratif secara real-
time. Institusi penegak aturan, mulai dari
kementerian kesehatan hingga konsil kedokteran,
wajib meninggalkan pola pengawasan manual yang
birokratis dan beralih ke sistem pemantauan
kepatuhan (compliance screening) terintegrasi.
Validitas dokumen vital seperti Surat Tanda
Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) tidak
boleh lagi diverifikasi melalui rantai dokumen
kertas yang panjang, melainkan harus terkoneksi
langsung dengan sistem rekam medis elektronik
nasional. Kejelasan interkoneksi data ini
memungkinkan deteksi dini terhadap potensi
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pelanggaran kebijakan, seperti over-utilisasi waktu
praktik dokter yang dapat memicu kelelahan
kognitif (burnout), sebelum kelalaian klinis yang
fatal benar-benar terjadi di ruang operasi. Dengan
menempatkan hukum sebagai arsitektur digital
yang preventif, negara secara struktural dapat
menekan angka gugatan malpraktik secara masif.
Selaras dengan transformasi hukum, arah masa
depan komunikasi kesehatan nasional menuntut
perombakan radikal terhadap cara informasi
medis dan yuridis disampaikan kepada masyarakat
awam. Asimetri informasi yang selama ini menjadi
pemantik utama kecurigaan keluarga pasien harus
dikikis habis melalui adopsi plain language
movement atau gerakan bahasa sederhana dalam
setiap dokumen hukum-kedokteran. Dokumen
persetujuan tindakan medis (informed consent)
masa depan tidak boleh lagi menyajikan teks linear
bersayap dengan huruf kecil yang intimidatif,
melainkan harus dirancang dengan pendekatan
visualisasi aturan medis yang aksesibel.
Penggunaan diagram alur tindakan yang interaktif,
ikon representatif tingkat risiko, serta
kompartemen hak-kewajiban yang berimbang
akan membantu pasien dengan literasi hukum
rendah untuk mengambil keputusan secara sadar
dan otonom, sehingga mengeliminasi harapan
keliru mengenai kepastian kesembuhan medis.
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Lebih jauh lagi, tata kelola komunikasi
kesehatan masa depan wajib mengintegrasikan
protokol mitigasi terhadap fenomena
perundungan digital (cyber vigilantism) dan
penghakiman massa di media sosial yang kerap
dialami oleh tenaga medis sebelum adanya
pembuktian sah. Ketika sengketa medis mencuat,
masa depan penegakan hukum tidak boleh
dibiarkan disetir oleh opini publik yang reaktif.
Arah kebijakan nasional harus melembagakan
pusat krisis komunikasi kesehatan yang bertugas
memberikan Klarifikasi objektif dan membumi
secara instan kepada publik. Hal ini penting guna
melindungi martabat profesi medis yang bekerja
dengan iktikad baik, sekaligus mengarahkan
penyelesaian sengketa dari forum jalanan digital
menuju jalur resmi penegakan keadilan restoratif
yang sah, seperti forum mediasi wajib di luar
pengadilan.

Pada dimensi makro, jalinan keterkaitan antara
peradilan umum dan Kkuasi-peradilan profesi
seperti ~ Mahkamah  Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) harus dipertegas
melalui kodifikasi hukum acara yang harmonis.
Arah masa depan hukum nasional harus
menempatkan putusan sidang disiplin profesi
sebagai rujukan ilmiah utama yang memiliki daya
bendung kuat terhadap dakwaan pidana yang salah
arah di pengadilan negeri. Aparat penegak hukum
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formal wajib dilatih secara interdisipliner agar
memiliki pemahaman yang utuh mengenai batas
antara risiko kedokteran inheren dengan kelalaian
kriminalitas  nyata. Dengan  diperkuatnya
kedudukan putusan disiplin medis sebagai
pelindung  otonomi  keilmuan, ekosistem
kedokteran nasional akan bertransformasi
menjadi ruang kerja yang aman, objektif, dan
terbebas dari ancaman kriminalisasi yang tidak
proporsional bagi para pemangku mandat medis.
Pada tataran teoretis, evolusi tata kelola hukum
dan komunikasi kesehatan nasional masa depan
merupakan aktualisasi paripurna dari teori hukum
progresif yang menegaskan bahwa hukum ada
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum
[Rahardjo]. Hukum kesehatan tidak boleh diisolasi
sebagai tumpukan aturan sanksi yang dingin dan
menjauhkan diri dari realitas konflik sosial
kemasyarakatan [Guwandi]. Melalui integrasi
teknologi informasi, penyederhanaan narasi
hukum yang inklusif, serta penegakan keadilan
yang humanis, sistem kesehatan nasional dapat
diubah menjadi lebih adaptif dan membumi.
Transformasi paradigmatik ini menjadi bukti nyata
bahwa kepatuhan terhadap hukum positif tidak
harus  mengorbankan nilai-nilai  martabat
kemanusiaan, melainkan justru memperkokoh
pilar kepastian hukum yang berkeadilan demi
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keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia secara berkelanjutan di masa depan.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang
sosiologi hukum, efektivitas hukum, dan
komunikasi forensik, seperti Lon Fuller, Roscoe
Pound, Margaret Hagan, serta pakar hukum
kedokteran nasional seperti ]. Guwandi dan
Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa kualitas peradaban suatu
bangsa sangat ditentukan oleh seberapa
komunikatif dan responsifnya hukum dalam
mengatur sektor-sektor strategis kehidupan
masyarakat. Pandangan ilmiah mereka melandasi
seluruh arah pemikiran masa depan inij,
memberikan pijakan teoretis yang kokoh bahwa
penguatan tata kelola hukum dan komunikasi
kesehatan bukan sekadar wurusan teknis-
operasional, melainkan sebuah strategi yuridis
yang revolusioner untuk menegakkan keadilan
terapeutik yang inklusif, humanis, dan berkeadilan
secara menyeluruh serta berkelanjutan di
Indonesia.

13.5 Studi Kasus Sengketa Administratif dan
Penanganannya: Gugatan Atas Pembatalan
STR/SIP Tenaga Medis

Studi kasus sengketa administratif dan
penanganannya mengenai gugatan atas
pembatalan Surat Tanda Registrasi atau STR dan
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Surat Izin Praktik atau SIP tenaga medis
merupakan manifestasi empiris yang paling
kompleks dari benturan yurisdiksi antara otoritas
birokrasi negara dengan hak Kkonstitusional
profesionalitas kedokteran. Kasus nyata yang
menjadi objek analisis dalam bagian ini melibatkan
seorang dokter spesialis bedah anak di sebuah
rumah sakit umum daerah yang mendadak
mengalami pembatalan dan pencabutan SIP secara
sepihak oleh kepala dinas kesehatan setempat,
menyusul  keluarnya  rekomendasi  sanksi
pembekuan STR sementara dari lembaga konsil
kedokteran atas dugaan pelanggaran hukum
kebijakan internal mengenai batas kuota tempat
pelayanan. Dampak dari pembatalan administratif
ini tidak hanya melumpuhkan legalitas operasional
klinis sang dokter secara instan, melainkan juga
memicu penghentian paksa terhadap seluruh
jadwal operasi darurat pasien anak yang telah
tersusun lama. Kondisi represif tersebut memaksa
sang dokter untuk menempubh jalur peradilan tata
usaha negara guna menguji keabsahan keputusan
pejabat birokrasi yang dinilai mengandung unsur
kesewenang-wenangan (detournement de pouvoir)
[Fuller, Pound].

Langkah penanganan pertama yang dilakukan
dalam sengketa administratif ini adalah melakukan
audit yuridis-forensik terhadap konsistensi
kronologi dokumen administrasi dan dasar
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penerbitan surat keputusan pembatalan tersebut.
Penasihat hukum penggugat menemukan adanya
cacat formil prosedural yang sangat fatal di dalam
proses pengambilan keputusan oleh dinas
kesehatan. Otoritas birokrasi daerah terbukti
mengeluarkan surat pembatalan SIP secara instan
tanpa terlebih dahulu memberikan surat
peringatan bertahap, melakukan klarifikasi melalui
forum peninjauan sejawat (peer review), ataupun
membuka ruang pembelaan diri yang seimbang
bagi dokter yang bersangkutan. Tindakan represif
sepihak ini secara nyata telah menabrak asas-asas
umum pemerintahan yang baik (good governance),
khususnya asas kecermatan dan asas hak untuk
didengar (audi alteram partem) yang bersifat
imperatif di dalam hukum acara administrasi
negara [Rahardjo]. Atas dasar pelanggaran
prosedur formal ini, gugatan pembatalan
keputusan tata usaha negara resmi didaftarkan ke
pengadilan tata usaha negara setempat.
Bersamaan dengan pendaftaran gugatan
pokok, tim penasihat hukum penggugat
mengajukan permohonan penetapan penundaan
pelaksanaan (skorsing) terhadap berlakunya
keputusan pembatalan SIP tersebut selama proses
persidangan berjalan. Langkah taktis ini
didasarkan pada argumen kedaruratan
kemanusiaan yang sangat mendesak, di mana
ketiadaan dokter spesialis bedah anak di wilayah
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tersebut berpotensi menimbulkan kerugian
imateriil yang tidak dapat diperbaiki berupa
ancaman keselamatan jiwa para pasien anak yang
membutuhkan tindakan bedah segera. Majelis
hakim peradilan tata usaha negara secara progresif
mengabulkan permohonan penundaan tersebut,
dengan pertimbangan hukum bahwa perlindungan
terhadap hak atas kesehatan masyarakat dan
kelangsungan pelayanan publik kedokteran
kedudukannya jauh lebih tinggi daripada sekadar
formalitas penegakan sanksi kebijakan birokrasi.
Dengan keluarnya penetapan skorsing tersebut,
sang dokter secara sah dapat kembali mengenakan
jas  medisnya dan  menjalankan  fungsi
kemanusiaannya sembari menunggu putusan
akhir pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam fase pembuktian di persidangan tata
usaha negara, fokus perdebatan hukum dialihkan
untuk membedah validitas substansi materiil dari
pelanggaran kebijakan yang dituduhkan oleh
tergugat. Dinas kesehatan bersikeras bahwa
tindakan dokter yang melakukan pelayanan di
fasilitas kesehatan keempat dalam situasi darurat
tanpa SIP aktif merupakan pelanggaran kebijakan
mutlak yang wajib dijatuhi sanksi pencabutan hak
praktik. Namun, pihak penggugat berhasil
menghadirkan bukti tertulis dan keterangan saksi
ahli hukum kesehatan yang menunjukkan bahwa
kehadiran dokter tersebut di fasilitas keempat

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 344



didasarkan pada iktikad baik (good faith) untuk
mengisi kekosongan pelayanan akibat kelangkaan
tenaga spesialis, serta telah mematuhi seluruh
standar pelayanan minimal kedokteran [Guwandi].
Keadaan darurat biologis pasien anak menjadi
alasan pembenar yuridis yang meluluhkan unsur
kesalahan administratif, sehingga menyingkap
fakta bahwa keputusan pembatalan SIP oleh dinas
kesehatan merupakan bentuk tindakan yang tidak
proporsional dan melampaui batas kewenangan.
Majelis hakim peradilan tata usaha negara
dalam putusan akhirnya mengabulkan seluruh
gugatan penggugat, menyatakan batal surat
keputusan pembatalan SIP yang diterbitkan dinas
kesehatan, serta memerintahkan tergugat untuk
merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat
profesionalitas sang dokter pada posisi semula.
Pertimbangan hukum hakim menegaskan secara
tajam bahwa hukum administrasi negara di sektor
kesehatan tidak boleh dioperasikan sebagai
algoritma hukuman yang buta, dingin, dan
mengasingkan diri dari realitas keselamatan sosial
kemasyarakatan. Setiap  penjatuhan  sanksi
administratif yang berdampak pada pelumpuhan
hak praktik tenaga medis wajib ditimbang secara
cermat dengan mengukur dampaknya terhadap
akses pelayanan kesehatan publik secara luas,
sehingga keseimbangan antara kepatuhan
kebijakan administrasi dan pemenuhan hak asasi
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manusia atas kesehatan tetap terjaga secara adil
dan beradab.

Pada dimensi teoretis, keberhasilan
penanganan studi kasus sengketa administratif ini
memberikan preseden yuridis yang sangat
berharga mengenai bekerjanya hukum yang
responsif dalam mengontrol arogansi birokrasi di
sektor kedokteran. Kekuatan putusan peradilan
tata usaha negara ini membuktikan secara sahih
bahwa legalitas formal seorang praktisi medis
dilindungi oleh benteng kepastian hukum yang
kokoh dari tindakan kesewenang-wenangan
pejabat negara. Dengan mendudukkan kembali
regulasi perizinan, STR, dan SIP pada hakikat
fungsinya sebagai instrumen pelindung
kemanusiaan dan penjaga mutu profesibukan
sebagai barikade birokratis yang
menghukumekosistem hukum kesehatan nasional
dapat ditata ke arah yang lebih inklusif, transparan,
dan berkeadilan demi tegaknya keadilan terapeutik
yang berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.

Sejumlah pemikir terkemuka di bidang hukum
administrasi negara, sosiologi hukum, dan
efektivitas penegakan hukum profesional, seperti
Lon Fuller, Roscoe Pound, serta pakar hukum
kedokteran nasional seperti J. Guwandi dan
Satjipto Rahardjo, secara konsisten
mengemukakan bahwa kualitas kepatuhan
sistemik dalam masyarakat modern sangat
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ditentukan oleh adanya jaminan perlindungan
terhadap hak-hak prosedural warga negara dari
tindakan represif otoritas penguasa [Fuller,
Pound]. Pandangan ilmiah mereka melandasi
seluruh analisis dalam studi kasus ini, memberikan
pijakan teoretis yang kokoh bahwa penanganan
sengketa perizinan melalui koridor peradilan
administrasi negara yang objektif bukan sekadar
bentuk pembelaan hak personal tenaga medis,
melainkan  sebuah  strategi hukum yang
revolusioner untuk menegakkan martabat hukum,
melindungi ekosistem pelayanan kesehatan, serta
menjamin keselamatan publik secara menyeluruh
dan berkelanjutan di Indonesia.
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BAB XIV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
STRATEGIS

14.1 Kesimpulan Komprehensif Arsitektur Hukum
dan Dinamika Kedokteran Nasional
Rekonstruksi komprehensif terhadap
ekosistem hukum kesehatan Indonesia menuntut
pergeseran paradigma yang radikal dari model
positivisme legalistik yang kaku, defensif, dan
punitif menuju model human-centered legal design
yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada
pemulihan keadilan terapeutik. Melalui
penelusuran mendalam dari bab-bab awal hingga
bab penutup, buku hukum ini membuktikan secara
ilmiah bahwa patologi yurisdiksi yang selama ini
menjangkiti sektor = kedokteran  nasional
bersumber dari ketidakmampuan teks hukum
konvensional dalam menyerap kompleksitas
teknis-ilmiah serta ketidakpastian biologis yang
melekat pada tubuh manusia. Ketika hukum formal
dipaksakan untuk menilai tindakan klinis semata-
mata berdasarkan algoritma pasal sanksi yang
dingin tanpa melibatkan instrumen komunikasi
forensik yang membumi, yang terjadi bukanlah
tegaknya keadilan substantif, melainkan badai
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kriminalisasi yang destruktif terhadap profesi
medis serta munculnya fenomena defensive
medicine yang merugikan hak konstitusional
pasien atas pelayanan kesehatan yang optimal.

Paradoks penegakan hukum dalam ranah
medis ini sering kali dipicu oleh ketidakselarasan
antara das Sollen (apa yang seharusnya menurut
hukum) dan das Sein (apa yang senyatanya terjadi
di lapangan Kklinis). Hukum pidana yang bersifat
ultra-positivis cenderung mengabaikan fakta
bahwa tindakan kedokteran selalu berkejaran
dengan waktu dan keterbatasan respons biologis
pasien yang unik. Akibatnya, interpretasi aparat
penegak hukum terhadap unsur "kelalaian" kerap
kali bersifat simplistis dan disamakan dengan
tindak pidana umum. Jika dibiarkan tanpa adanya
rekonstruksi paradigma, kondisi ini akan terus
menciptakan iklim kerja yang mencekam bagi para
klinisi, yang pada akhirnya menurunkan mutu
inovasi medis nasional akibat ketakutan berlebih
akan jeratan pidana.

Sumbatan komunikasi (communication
breakdown) dan asimetri informasi diidentifikasi
sebagai hulu utama dari eskalasi konflik medis
yang bermuara pada laporan pidana atau gugatan
perperdataan di pengadilan umum. Penataan ulang
terhadap instrumen informed consent melalui
pendekatan visualisasi aturan medis terbukti
secara empiris mampu meruntuhkan barikade

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 349



semantik tersebut. Dokumen persetujuan tindakan
tidak boleh lagi diisolasi sebagai tameng
perlindungan sepihak rumah sakit yang dipenuhi
oleh klausul eksonerasi yang mengintimidasi dan
kalimat pasif bersayap. Dengan menerapkan
metodologi penskalaan informasi bertahap serta
pemanfaatan elemen visual yang fungsional,
dokumen hasil rekonstruksi berhasil
mentransformasi ritual administratif yang kaku
menjadi sebuah piagam kemitraan terapeutik yang
adil.

Transparansi informasi mengenai risiko
inheren dan batasan logis sains kedokteran
melahirkan kesadaran yuridis yang matang pada
diri pasien, sehingga ketika komplikasi medis yang
tidak diharapkan terjadi, motif litigasi dapat
diredam sejak dini demi kehormatan martabat
kemanusiaan. Pemuatan informasi yang jujur
mengenai ketidakpastian hasil tindakan medis
memosisikan pasien bukan sebagai objek pasif,
melainkan subjek aktif yang turut memikul
tanggung jawab atas pilihan Kklinisnya. Pola
komunikasi yang setara dan transparan ini terbukti
menjadi antidotum paling efektif dalam mereduksi
ketegangan psikologis keluarga pasien, sekaligus
memangkas potensi tuntutan hukum yang tidak
berdasar akibat ekspektasi kesembuhan yang tidak
realistis.
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Pada ranah penegakan hukum dan
kelembagaan, eksistensi Mahkamah Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI
memegang peranan yang sangat vital sebagai
kuasi-peradilan profesi yang otonom dan mandiri.
Hukum acara pemeriksaan pelanggaran disiplin
metode kedokteran didesain secara spesifik untuk
memisahkan secara adil antara malpraktik yang
lahir dari kelalaian nyata dengan risiko medik
murni yang berada di luar jangkauan kendali
manusia. Hubungan antara putusan sidang disiplin
profesi dengan proses peradilan umum tidak boleh
lagi ditempatkan dalam rel konfrontatif ego
sektoral, melainkan harus diintegrasikan sebagai
rujukan ilmiah tertinggi yang memiliki daya
bendung kuat terhadap dakwaan pidana yang salah
arah.

Ketika peradilan umum menghormati dan
mengadopsi pertimbangan keilmuan objektif dari
MKDKI, kepastian hukum formal dapat
diselaraskan dengan keadilan substantif, sekaligus
melindungi para pemangku mandat medis yang
bertindak dengan iktikad baik dari tindakan
represif aparat penegak hukum yang awam
terhadap seluk-beluk dunia medis. Integrasi
kelembagaan ini menuntut adanya kesepahaman
yudisial bahwa penilaian etika dan disiplin profesi
merupakan pre-judicial procedure yang wajib
dilalui sebelum melangkah ke ranah pidana. Tanpa
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adanya sinergi ini, independensi profesi medis
akan terus terancam oleh ketidakpahaman teknis
otoritas yudisial eksternal.

Terakhir, penataan aspek administratif melalui
regulasi perizinan, Surat Tanda Registrasi atau STR
seumur hidup, dan Surat Izin Praktik atau SIP
menegaskan fungsi perlindungan negara (state
protection) yang dinamis. Kebijakan deregulasi ini
ditujukan untuk memangkas birokrasi yang
membebani tenaga medis, tanpa sedikit pun
mengendurkan pengawasan terhadap standar
kompetensi. Negara harus hadir sebagai fasilitator
yang menjamin kelayakan praktik, sekaligus
benteng pelindung bagi hak-hak profesi yang
menjalankan kewajiban pelayanan kesehatan
publik secara profesional dan berintegritas.

Sanksi administratif berupa pencabutan hak
praktik akibat pelanggaran hukum kebijakan harus
dioperasikan dalam  koridor tata kelola
pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi
asas audi alteram partem. Setiap keputusan pejabat
tata usaha negara atau majelis disiplin yang
berdampak pada mata pencaharian seorang klinisi
wajib memberikan hak yang setara bagi yang
bersangkutan untuk membela diri dan mengajukan
bukti pembanding. Penerapan asas ini menjamin
bahwa penegakan kepatuhan administratif tidak
berubah menjadi tindakan kesewenang-wenangan
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birokratis yang mencederai keadilan bagi tenaga
medis.

Di sisi lain, pelembagaan fungsi pembinaan
profesi dan optimalisasi mekanisme non-litigasi—
seperti mediasi medis yang bermuara pada
pengesahan Akta Perdamaian dengan kekuatan
eksekutorial mutlak—menjadi benteng
pertahanan non-penal yang paling ideal.
Pendekatan restoratif ini membuka ruang dialog
yang mengedepankan pemulihan hubungan
terapeutik yang sempat retak, alih-alih mencari
siapa yang bersalah melalui mekanisme peradilan
yang melelahkan. Kehadiran mediator medis yang
bersertifikasi dan memahami aspek klinis-yuridis
menjadi prasyarat mutlak agar proses perdamaian
berjalan  objektif, imparsial, dan saling
menguntungkan.

Melalui seluruh jalinan teoretis dan empiris
yang telah dibedah, buku ini menyimpulkan bahwa
penguatan sistem persinyalan internal,
penyederhanaan narasi hukum, serta
penghormatan terhadap otonomi keilmuan
kedokteran merupakan strategi yuridis yang
revolusioner untuk menciptakan ekosistem
kesehatan nasional yang aman, beradab, dan
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Arsitektur hukum kesehatan yang baru ini pada
akhirnya tidak hanya melindungi keselamatan
dokter dan tenaga medis dari kriminalisasi,
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melainkan secara simultan menjamin hakikat
keselamatan tertinggi pasien sebagai hukum
tertinggi (salus populi suprema lex esto).

14.2 Peta Jalan Strategis: Apa yang Harus Disiapkan
oleh Para Pemangku Kepentingan

Guna mengoperasikan seluruh gagasan
progresif dan rekonstruksi teoretis yang telah
dipaparkan dari awal hingga akhir draf buku
hukum ini, diperlukan kesiapan langkah taktis yang
nyata dari berbagai aktor utama dalam ekosistem
kesehatan dan hukum nasional. Pemangku
kebijakan, praktisi medis, manajemen fasilitas
kesehatan, hingga aparat penegak hukum wajib
berkolaborasi untuk menyiapkan instrumen baru
yang mendukung transisi paradigma ini. Kesiapan
operasional ini dibagi menjadi empat pilar
strategis yang mencakup aspek digitalisasi,
redesain dokumen, manajemen risiko internal, dan
harmonisasi yudisial. Transisi ini tidak dapat
berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan
komitmen kolektif yang terorkestrasi dengan
matang dari hulu ke hilir.

Urgensi dari peta jalan strategis ini didasarkan
pada kenyataan bahwa reformasi regulasi tanpa
kesiapan infrastruktur dan perubahan perilaku
aktor di lapangan hanya akan berakhir sebagai teks
hukum yang mandul. Setiap pemangku
kepentingan harus melepaskan ego sektoral yang
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selama ini menjadi sekat pembatas dan mulai
membangun jembatan interdisipliner. Kesiapan
yang matang di setiap lini akan menjadi fondasi
yang kokoh bagi lahirnya sistem perlindungan
ganda: melindungi hak kesehatan pasien secara
substantif dan melindungi profesi medis dari
ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional.

Pilar pertama adalah kesiapan institusional
dari kementerian kesehatan dan otoritas regulasi.
Transformasi digital menuntut kementerian untuk
segera membangun arsitektur data nasional yang
mampu menyelenggarakan sistem Kkredensial
secara otomatis dan dinamis. Integrasi rekam
medis elektronik terpusat dengan status validitas
STR dan SIP tenaga medis wajib disiapkan secara
matang. Hal ini penting guna memastikan aspek
kepatuhan administratif tidak lagi menjadi celah
hukum formal yang rentan menggugurkan iktikad
baik pelayanan medis di persidangan.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan
infrastruktur pusat krisis komunikasi hukum
kesehatan untuk memberikan klarifikasi berbasis
data objektif kepada publik, demi meredam gejolak
perundungan siber sebelum sengketa dibuktikan
secara sah oleh dewan disiplin maupun peradilan
formal. Pusat krisis ini akan berfungsi sebagai
penyeimbang informasi di tengah derasnya arus
disinformasi medis di ruang digital. Dengan
menyediakan kanal informasi yang kredibel dan
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cepat diakses, negara dapat memitigasi
pembentukan opini publik yang menghakimi
sepihak, yang sering kali menekan aparat penegak
hukum untuk bertindak represif terhadap tenaga
medis.

Pilar kedua bertumpu pada kesiapan
manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan
rumah sakit dalam merombak total dokumen-
dokumen hukum mereka. Tim manajemen risiko
bersama konsultan hukum kesehatan wajib
menyiapkan proses transisi dari formulir informed
consent konvensional yang bercorak teks-sentris-
defensif menuju format baru yang responsif
berbasis legal design. Hal ini mencakup penyiapan
draf narasi menggunakan bahasa universal yang
sederhana, pembuatan infografis alur tindakan
operatif, serta penyusunan panduan komunikasi
bagi tenaga medis di lapangan.

Rumah sakit juga harus menyiapkan unit
mediasi internal yang fungsional, lengkap dengan
anggaran kompensasi atau santunan kedukaan
yang logis, sehingga setiap benih miskomunikasi
risiko medis dapat langsung diintervensi dan
diselesaikan melalui jalur perdamaian tanpa perlu
meledak menjadi sengketa litigasi yang destruktif.
Unit mediasi ini harus diisi oleh personel yang
tidak hanya cakap dalam teknik negosiasi, tetapi
juga memiliki kepekaan psikologis yang tinggi.
Melalui pendekatan penyelesaian sengketa
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alternatif di tingkat internal ini, rumah sakit dapat
bertindak sebagai penyaring pertama yang
meredam eskalasi konflik medis sejak dari
akarnya.

Pilar ketiga berada pada ranah tenaga medis,
organisasi profesi, dan lembaga kuasi-peradilan
profesi seperti MKDKI. Para dokter dan perawat
wajib menyiapkan kedisiplinan administratif
tingkat tinggi dalam pengisian rekam medis
forensik digital, karena dokumen tersebut
merupakan garis pertahanan pertama saat akurasi
tindakan klinis diuji. Organisasi profesi memegang
mandat untuk menyiapkan kurikulum pelatihan
komunikasi terapeutik-empatik secara
berkelanjutan, guna mengikis arogansi sektoral
medis dan melatih dokter menyampaikan risiko
secara membumi.

Di sisi lain, MKDKI harus menyiapkan
standardisasi hukum acara pemeriksaan yang
semakin transparan, akurat, dan akuntabel, serta
mempercepat proses penerbitan putusan disiplin
agar dapat segera digunakan sebagai alat bukti
surat yang sah untuk membendung laju dakwaan
pidana di pengadilan umum. Kecepatan dan
ketepatan MKDKI dalam menelurkan putusan
menjadi krusial agar tidak ada kekosongan status
hukum disiplin ketika proses pidana mulai
berjalan. Putusan yang kredibel dari lembaga ini
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akan menjadi perisai ilmiah yang valid untuk
meluruskan persepsi yudisial yang keliru.

Pilar keempat dan yang paling krusial bagi
keberhasilan peta jalan ini adalah kesiapan aparat
penegak hukum dan institusi peradilan negara.
Kepolisian, kejaksaan, dan majelis hakim di bawah
Mahkamah Agung harus menyiapkan aparatur
mereka melalui pendidikan hukum interdisipliner
kesehatan yang komprehensif. Aparat penegak
hukum wajib memahami secara mendalam
perbedaan doktriner antara kelalaian kriminalitas
nyata dengan risiko medis inheren yang dilindungi
hukum.

Instrumen keadilan restoratif harus disiapkan
sebagai prosedur wajib di tingkat penyelidikan, di
mana laporan dugaan malpraktik tidak boleh
dinaikkan ke tahap penyidikan sebelum melalui
proses screening mediasi atau pengujian disiplin
profesi. Sinkronisasi birokrasi penegakan hukum
ini wajib diformalkan melalui nota kesepahaman
bersama agar kesepakatan damai luar pengadilan
memiliki daya ikat mutlak yang dihormati oleh
seluruh instrumen hukum negara. Dengan
selesainya seluruh peta jalan strategis dari
keempat pilar ini, ekosistem hukum kedokteran
nasional akan bertransformasi menjadi ruang yang
aman dan berkeadilan bagi pencari keadilan
maupun penyembuh kemanusiaan.
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14.3 Rekomendasi Penutup dan Internalisasi Teori
Hukum Progresif

Penyusunan peta jalan strategis ini pada
akhirnya merupakan wujud nyata dari internalisasi
pemikiran hukum progresif yang menegaskan
bahwa hukum dibentuk untuk melayani manusia,
bukan sebaliknya menempatkan manusia sebagai
budak dari teks aturan yang kaku. Karakter hukum
progresif menuntut keberanian para praktisi dan
akademisi untuk melintasi batas-batas
konvensional demi menghadirkan kemanfaatan
yang nyata di tengah masyarakat. Dalam konteks
medis, pemikiran ini menjadi pemandu untuk
merombak cara pandang hukum yang selama ini
cenderung melihat kegagalan tindakan Kklinis
semata-mata sebagai delik pidana. Hukum harus
mampu menempatkan empati dan pemulihan di
atas hasrat untuk menghukum, sehingga keadilan
yang dilahirkan benar-benar menyembuhkan,
bukan justru memperdalam luka sosial.

Masa depan tata kelola hukum kesehatan
nasional tidak boleh lagi membiarkan dinding
pembatas antara dunia medis yang empiris dan
dunia hukum yang normatif berdiri dengan kokoh.
Kedua ranah keilmuan ini harus duduk bersama
dalam ruang dialog yang setara guna saling
memperkaya dan menutupi keterbatasan masing-
masing. Dunia hukum perlu memahami batasan
alamiah dari tubuh manusia dan probabilitas sains
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kedokteran, sementara dunia medis wajib
menjunjung tinggi akuntabilitas serta transparansi
hak informasi pasien. Sinkronisasi epistemik inilah
yang akan mengakhiri ketegangan menahun antara
profesi hukum dan kedokteran, sekaligus
membuka jalan bagi lahirnya yurisprudensi
kesehatan yang lebih beradab dan kontekstual.
Transformasi menuju era digital menuntut
keberanian moral dari para pemangku
kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral,
menyederhanakan cara hukum berbicara kepada
masyarakat, serta mendudukkan perdamaian
konsensual di garda terdepan penyelesaian konflik.
Di era di mana arus informasi mengalir tanpa batas,
pendekatan hukum yang elitis dan tertutup hanya
akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap
institusi medis maupun peradilan. Negara bersama
organisasi profesi bertanggung jawab penuh untuk
meruntuhkan menara gading keilmuan mereka
dan mulai mengadopsi pola interaksi yang
membumi. Keterbukaan ini menjadi modal sosial
yang krusial untuk membangun kembali
kepercayaan mutual yang sempat terkikis oleh
maraknya narasi konfliktual di ruang publik.
Internalisasi teori hukum progresif ini juga
mensyaratkan  adanya  pergeseran  dalam
kurikulum pendidikan formal, baik di fakultas
hukum maupun fakultas kedokteran. Civitas
akademika hukum tidak boleh lagi dididik hanya
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untuk menjadi corong undang-undang yang mahir
mencari kesalahan formalitas administratf tanpa
memahami dinamika kedokteran Kkedaruratan.
Sebaliknya, para calon dokter juga harus dibekali
dengan literasi hukum kesehatan yang memadai
agar mereka mampu mengenali risiko yuridis dari
setiap goresan pena di rekam medis. Integrasi
pendidikan interdisipliner ini akan mencetak
generasi baru penegak hukum dan praktisi medis
yang memiliki frekuensi berpikir yang sama dalam
menjaga keselamatan manusia.

Pada tataran praktis, operasionalisasi hukum
progresif harus mewujud dalam bentuk diskresi
penegakan hukum yang berpihak pada nilai-nilai
kemanusiaan substantif. Ketika berhadapan
dengan dugaan konflik medis, aparat penegak
hukum harus mengutamakan fungsi fasilitasi
ketimbang fungsi represif. Penyelidikan atas
laporan malpraktik semestinya diposisikan sebagai
upaya mencari kebenaran ilmiah material melalui
bantuan keahlian dewan disiplin, bukan sebagai
ajang perburuan tersangka. Sikap kehati-hatian ini
merupakan perwujudan nyata dari asas hukum
yang progresif, di mana hukum hadir untuk
memperbaiki keadaan dan merajut kembali
hubungan terapeutik yang sempat koyak antara
dokter dan pasien.

Melalui pengukuhan legalitas akta perdamaian
luar pengadilan serta penguatan fungsi pembinaan
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kompetensi profesi yang transparan, integritas
luhur dunia kedokteran dapat dijaga secara
paripurna dari ancaman kriminalisasi yang salah
arah. Pengakuan yudisial yang kuat terhadap hasil
mediasi medis akan memberikan ketenangan jiwa
bagi para klinisi untuk terus berinovasi dan
memberikan pertolongan medis terbaik, bahkan
dalam situasi yang paling kritis sekalipun. Di sisi
lain, jaminan perlindungan profesi ini harus
diimbangi dengan mekanisme pengawasan
internal yang ketat dan tidak kompromistis
terhadap kelalaian yang nyata. Dengan demikian,
otonomi keilmuan kedokteran tetap berjalan
beriringan dengan prinsip akuntabilitas hukum
yang mutlak.

Lebih jauh lagi, pelembagaan Kkeadilan
restoratif ini bertindak sebagai katup pengaman
yang menjaga keberlangsungan sistem kesehatan
nasional dari ancaman kelangkaan spesialis akibat
ketakutan hukum. Ketika iklim praktik kedokteran
di suatu negara menjadi terlalu punitif, para dokter
cenderung menghindari kasus-kasus dengan risiko
mortalitas tinggi, yang pada akhirnya justru
mengorbankan  keselamatan  pasien  yang
membutuhkan  tindakan  darurat. = Melalui
instrumen hukum progresif yang responsif, negara
memastikan bahwa keberanian moral seorang
dokter untuk menyelamatkan nyawa di ruang
operasi tidak akan berakhir tragis di balik jeruji
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besi akibat komplikasi medis yang tak
terhindarkan.

Buku hukum ini ditutup dengan sebuah
keyakinan ilmiah yang kokoh bahwa kejelasan
informasi, kesederhanaan narasi, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia akan
menjadi fondasi utama yang memperkuat sendi-
sendi kepastian hukum, menjamin keselamatan
publik, serta menegakkan pilar keadilan terapeutik
yang berkelanjutan di seluruh pelosok bumi
Nusantara. Konvergensi antara hukum dan
kedokteran dalam karya ini membuktikan bahwa
perlindungan terhadap pasien dan pembelaan
terhadap martabat profesi medis bukanlah dua hal
yang saling menegasikan. Keduanya adalah dua sisi
dari satu mata uang yang sama, yaitu perlindungan
terhadap eksistensi dan keluhuran jiwa manusia.

Implementasi dari seluruh gagasan besar ini
tentu membutuhkan waktu, konsistensi, dan
keteguhan hati dari setiap elemen bangsa. Jalan
menuju reformasi arsitektur hukum kesehatan
yang ideal memang sarat dengan tantangan
birokratis dan resistensi kultural dari penganut
positivisme klasik. Namun, gerak maju menuju
hukum kesehatan yang progresif dan berkeadilan
tidak boleh terhenti oleh formalitas prosedural
yang usang. Rekonstruksi paradigmatik yang telah
dipaparkan dalam lembar demi lembar buku ini
diharapkan dapat menjadi kompas teoretis
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sekaligus panduan taktis bagi transisi besar
tersebut.

Pada akhirnya, biarlah hukum Kkesehatan
Indonesia bertumbuh sebagai hukum yang hidup,
dinamis, dan senantiasa bernapas bersama dengan
detak jantung kemanusiaan yang dilayaninya.
Keadilan terapeutik bukanlah sebuah utopia
akademis, melainkan sebuah target empiris yang
sangat mungkin dicapai apabila seluruh pemangku
kepentingan berkomitmen penuh pada
keselamatan manusia sebagai hukum tertinggi.
Semoga ikhtiar ilmiah ini mampu menjadi
sumbangsih nyata dalam mengantarkan ekosistem
kesehatan nasional menuju peradaban hukum
yang lebih mulia, aman, dan berkeadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
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GLOSARIUM

e Aberrant Anatomy (Anomali Anatomi): Variasi atau
penyimpangan struktur organ atau pembuluh darah
dari kondisi normal/umum pada tubuh manusia yang
bersifat bawaan lahir.

e Admission of Fault / Liability (Pengakuan
Kesalahan): Pernyataan sepihak yang mengandung
unsur pengakuan pertanggungjawaban hukum atas
suatu kerugian atau kelalaian.

e Adverse Outcomes / Selection (Hasil Buruk): Hasil
akhir dari suatu tindakan medis yang tidak sesuai
dengan harapan (seperti kecacatan atau kematian),
yang belum tentu disebabkan oleh kelalaian medis.

e Advanced Directive (Petunjuk Medis Awal): Wasiat
atau pernyataan kehendak tertulis yang dibuat
seseorang saat sadar, mengenai keputusan medis
yang boleh/tidak boleh diambil jika ia kehilangan
kemampuan kognitif di masa depan.

e Alternative Dispute Resolution (ADR): Lembaga atau

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan
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melalui prosedur Kkonsensus seperti mediasi,
negosiasi, atau konsiliasi.

e Anonimisasi Data: Proses penghapusan elemen
identitas personal (seperti nama atau alamat) pada
data pasien sehingga data medis murni objektif dan
tidak dapat dilacak kembali ke subjeknya.

e Anaphylactic Shock (Syok Anafilaktik): Reaksi alergi
berat yang terjadi secara mendadak, sistemik, dan
fatal akibat paparan zat tertentu (seperti obat atau
antibiotik).

e Apology Laws: Doktrin hukum yang melindungi
ucapan empati atau penyesalan tenaga medis agar
tidak dapat dijadikan alat bukti pengakuan bersalah
di peradilan umum.

e Audit Trail (Jejak Audit): Fitur siber pada Rekam
Medis Elektronik (RME) yang mencatat log aktivitas
pengguna (pembuatan, perubahan, penghapusan
data) secara otomatis berdasarkan parameter waktu
dan identitas siber.

e Autonomy (Otonomi): Pilar bioetika yang

menghormati hak asasi pasien untuk mengambil
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keputusan secara bebas atas tubuh dan tindakan

medis terhadap dirinya sendiri.

e Backdating (Tanggal Mundur): Praktik manipulasi
administratif dengan cara mencatatkan dokumen
atau instruksi medis pada tanggal yang telah lampau
guna menyembunyikan  keterlambatan  atau
kesalahan.

e Beneficence: Prinsip moral bioetika yang
mewajibkan  tenaga medis untuk selalu
mengutamakan tindakan yang mendatangkan
kebaikan dan keselamatan bagi pasien.

e Bioetika: Sistem norma moral internal profesi
kedokteran yang menaungi interaksi klinis melalui
empat pilar: beneficence, non-maleficence, autonomy,
dan justice.

e Breach of Duty (Pelanggaran Kewajiban): Unsur
pembuktian kelalaian berupa tindakan (commission)
atau pembiaran (omission) yang menyimpang dari
standar profesi pelayanan medis.

e Burnout: Kondisi kelelahan fisik, mental, dan

penurunan kognitif ekstrem yang dialami tenaga
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medis akibat tekanan beban kerja operasional yang

berlebih.

e (Causation / Causal Connection: Hubungan sebab-
akibat langsung dan tak terputus antara pelanggaran
standar kewajiban profesi dengan cedera nyata yang
diderita pasien.

e C(linical Decision Support System: Sistem kendali
mutu Kklinis pada platform digital kesehatan yang
memberikan sinyal atau alarm kontraindikasi
otomatis berdasarkan data patologis pasien.

e (linical Privileges (Hak Klinis Khusus): Batasan
kewenangan mandiri yang diberikan rumah sakit
kepada dokter untuk melakukan tindakan medis
tertentu berdasarkan hasil kredensial kompetensi
nyatanya.

e Communication Breakdown (Sumbatan
Komunikasi): Kegagalan atau pemutusan alur
penyampaian pesan yang mengakibatkan distorsi
makna dan hancurnya hubungan kemitraan

terapeutik.
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e Corporate Liability / Negligence (Kelalaian
Korporasi): Doktrin hukum yang menuntut tanggung
jawab mandiri korporasi rumah sakit atas kegagalan
penyediaan fasilitas yang aman, kredensial staf, atau
pengawasan mutu klinis.

e Culpa (Kealpaan/Kelalaian): Bentuk kesalahan dalam
hukum pidana berupa ketiadaan kehati-hatian atau
pengabaian langkah antisipasi yang seharusnya
dilakukan dalam situasi tertentu.

e C(Culpa Lata: Kelalaian berat atau pengabaian ekstrem
yang mencolok terhadap keselamatan jiwa manusia
dan standar baku prosedur.

e C(Cyber Vigilantism (Perundungan Digital): Tindakan
penghakiman massal, persekusi, atau pembunuhan
karakter secara digital di media sosial oleh
masyarakat siber terhadap tenaga medis sebelum

adanya pembuktian hukum.

e Defense Memorandum (Nota Pembelaan): Dokumen
argumentasi hukum yang disusun oleh tim penasihat
hukum untuk mementahkan dalil tuntutan

penggugat atau dakwaan jaksa.
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e Demarkasi Yuridis: Batas pemisahan kekuasaan
mengadili atau parameter objektif yang memisahkan
ranah hukum yang satu dengan ranah hukum lainnya
(misal: antara risiko medis dan kelalaian pidana).

e Disseminated Intravascular Coagulation (DIC):
Kondisi kritis berupa kegagalan sistem pembekuan
darah total yang memicu perdarahan masif dan
kegagalan multiorgan.

e Do Not Resuscitate (DNR): Instruksi medis tertulis
yang disepakati dokter dan keluarga pasien untuk
tidak melakukan tindakan resusitasi jantung paru
jika pasien mengalami henti napas/jantung.

e Due Diligence: Upaya terbaik, kepatuhan prosedural,
dan kehati-hatian rasional yang wajib dilakukan
secara maksimal oleh pelaku usaha atau profesional.

e Duty of Care (Kewajiban Profesi): Kewajiban hukum
yang lahir sejak transaksi terapeutik aktif, yang
menuntut dokter bertindak hati-hati sesuai standar

kompetensi rata-rata profesinya.

e Epistemic Trust (Kepercayaan Epistemik): Kesediaan

psikologis pasien untuk menerima informasi dan
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keputusan klinis dokter sebagai pengetahuan yang
valid dan tepercaya.

e Epistemic Vigilance (Kewaspadaan Epistemik): Sikap
siaga, skeptis, dan penuh kecurigaan dari pasien yang
mendorongnya meragukan anjuran medis dan
mencari pembenaran alternatif di luar jalur resmi.

e Eksonerasi: Klausul baku di dalam perjanjian yang
bertujuan membebaskan satu pihak (biasanya pelaku
usaha/rumah sakit) dari tanggung jawab hukum atau
ganti rugi secara sepihak.

e Exfiltration Data (Eksfiltrasi Data): Tindakan
pemindahan atau pengunduhan data medis sensitif
secara ilegal keluar dari server fasilitas kesehatan

akibat serangan siber.

e Fiduciary Relationship: Hubungan hukum yang
berdiri di atas asas kepercayaan tertinggi (uberrimae
fidei), akibat adanya ketimpangan pengetahuan atau
asimetri informasi antara kedua pihak.

e Foreseeability (Keterdugaan): Parameter hukum

pidana untuk menilai apakah suatu risiko fatalitas
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Klinis secara objektif sains telah dapat diperkirakan

dan dimitigasi sebelumnya oleh tenaga medis.

e Informed Consent: Persetujuan tindakan kedokteran
yang diberikan oleh pasien atau wali sahnya setelah
mendapatkan penjelasan yang jujur, lengkap, dan
jelas mengenai seluruh aspek material tindakan
medis.

e Ingebrekestelling: Pernyataan lalai atau somasi resmi
dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi
prestasi sesuai kontrak perdata.

e Inherent Risk: Risiko medis bawaan yang melekat
secara ilmiah pada suatu tindakan kedokteran, yang
tidak dapat dihindari sepenuhnya meskipun
prosedur dieksekusi dengan standar tertinggi.

e Inspanningsverbintenis (Perikatan Upaya):
Hubungan hukum di mana debitur (dokter) wajib
mengerahkan daya upaya, keahlian, dan
kesungguhan maksimal sesuai standar profesi,

namun tidak menjamin hasil akhir (kesembuhan).

Asep Dion Nugraha Rachmatullah | 375



e Justice: Pilar bioetika dan hukum yang menuntut
perlakuan yang adil, jujur, dan distributif dalam
pembagian beban dan hak pelayanan kesehatan

pasien.

e Lawful Basis for Processing: Dasar hukum yang sah
secara regulasi bagi pengendali data untuk dapat
mengumpulkan, mengolah, membuka, atau
menyimpan data pribadi pasien.

e Legal Validity (Keabsahan Hukum): Status formal
suatu tindakan atau dokumen hukum yang
memenuhi seluruh syarat sah undang-undang
sehingga memiliki kekuatan mengikat.

e Lex Specialis (Lex Specialis Derogat Legi Generali):
Asas hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum
yang bersifat khusus mengesampingkan aturan
hukum yang bersifat umum (seperti hukum
kesehatan mengesampingkan hukum pidana umum

pada kasus risiko medis).
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Medical Error (Kesalahan Medis): Kegagalan sistemik
atau kognitif manusiawi dalam perencanaan atau
eksekusi tindakan klinis yang belum tentu
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

e Medical Negligence (Kelalaian Medik): Pelanggaran
hukum profesi akibat pengabaian standar prosedur
operasional (breach of duty) yang secara langsung
mengakibatkan cedera nyata pada pasien.

e Mens Rea (Sikap Batin): Unsur subjektif berupa niat
jahat atau kealpaan Dbatin yang melandasi
dilakukannya suatu perbuatan pidana.

e Moral Hazard (Risiko Moral): Kecenderungan

penyimpangan perilaku atau manipulasi informasi

oleh satu pihak dalam hubungan kontrak demi

keuntungan finansial sepihak.

e NeBisInlIdem: Asas hukum yang melarang seseorang
diadili atau dihukum untuk kedua kalinya atas
perkara dan peristiwa yang sama yang telah diputus

secara berkekuatan hukum tetap.
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e Non-Maleficence: Prinsip bioetika yang melarang
tenaga medis melakukan tindakan yang sengaja
mencederai atau memperburuk penderitaan pasien
(primum non nocere).

e Non-Repudiasi (Asas Non-Repudiation):
Karakteristik hukum teknologi informasi yang
mencegah pengguna (dokter) menyangkal instruksi
medis atau diagnosis yang telah ditandatanganinya

secara elektronik.

e Ombimus Law: Metode legislasi yang mengodifikasi
dan menyatukan berbagai undang-undang sektoral
yang mencerai-berai ke dalam satu naskah regulasi
tunggal guna memangkas ego sektoral.

e Open Disclosure (Pengungkapan Terbuka): Protokol
komunikasi taktis medis yang mewajibkan rumah
sakit secara proaktif, jujur, dan berempati
memaparkan segala fakta insiden keselamatan klinis
kepada keluarga pasien.

e Ontologi: Cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan

hakikat esensi keberadaan dari suatu fenomena atau
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interaksi simbolik (dalam hal ini, interaksi hukum-
medis).

e Ostensible / Apparent Agency (Perwakilan Semu):
Doktrin hukum yang melarang rumah sakit
menghindar dari pertanggungjawaban hukum dokter
mitra jika rumah sakit menciptakan persepsi publik

bahwa dokter tersebut adalah agen resminya.

e Paternalistik: Paradigma hubungan terapeutik
konvensional di mana dokter memegang kendali
penuh atas informasi dan keputusan Klinis,
sementara pasien bertindak pasif.

e Plain Language Movement: Gerakan dekonstruksi
bahasa hukum dan medis menuju penggunaan
struktur kalimat yang sederhana, ringkas, aktif, dan
membumi bagi orang awam.

e Post-Factum Alteration: Tindakan manipulasi,
rekayasa, atau pengisian dokumen klinis rekam
medis secara ilegal pasca-terjadinya insiden atau
gugatan medis.

e Prima Facie Evidence: Alat bukti utama atau bukti

pertama yang tingkat keaslian formilnya bernilai
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mutlak sebelum adanya pembuktian tandingan yang
mematahkannya.

e Proximate Cause: Penyebab terdekat yang secara
logis dan wajar memicu terjadinya rangkaian dampak

patologis atau kerugian nyata pada tubuh pasien.

e Reframing: Teknik mediator untuk mengurai dan
merumuskan kembali bahasa konflik yang sarat
emosi menjadi poin-poin hukum-medis yang objektif
dan solutif.

e Rekam Medis Elektronik (RME): Berkas dokumen
kesehatan berbasis digital yang memuat data klinis,
identitas, dan rencana tata laksana pasien yang
dilindungi enkripsi kriptografi.

e Res Ipsa Loquitur: Doktrin pembuktian hukum
kesehatan yang berarti "fakta berbicara sendiri”,
yang memicu pergeseran beban pembuktian terbalik
karena cedera pasien sangat nyata dan mustahil
terjadi tanpa kelalaian (misal: alat bedah tertinggal).

e Resultaatverbintenis (Perikatan Hasil): Hubungan

hukum kontrak di mana debitur menjamin secara
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mutlak tercapainya suatu hasil akhir yang pasti bagi

kreditur (kontrak dagang umum).

Scientific Uncertainty (Ketidakpastian Ilmiah): Sifat
dasar ilmu kedokteran yang senantiasa berhadapan
dengan variabilitas biologis manusia dan probabilitas
sains yang tidak dapat diprediksi secara absolut.

e Siber-Kondria: Gangguan kecemasan di mana
individu melakukan diagnosis medis mandiri secara
berlebihan berdasarkan data siber internet yang
belum tentu tervalidasi secara klinis.

e Social Media Listening: Strategi humas digital rumah
sakit dalam memantau, melacak, dan menjaring
sebaran kata kunci serta sentimen publik terkait
institusi di ruang siber.

e Standard Operating Procedure (SOP) / Standar
Prosedur Operasional: Kompas navigasi operasional
berupa urutan tata cara teknis administratif-klinis
yang wajib dipatuhi faskes dan tenaga medis.

e Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak):
Doktrin hukum konsumen yang menetapkan

tanggung jawab ganti rugi langsung kepada pelaku
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usaha atas cacat produk/jasa tanpa konsumen harus

membuktikan unsur kesalahan tergugat.

e Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi:
Otentikasi digital berbasis teknologi kriptografi
asimetris yang diterbitkan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk menjamin
integritas rekam medis elektronik.

e Teach-Back Method: Metode verifikasi komunikasi
klinis di mana dokter meminta pasien/keluarga
mengulangi kembali penjelasan medis menggunakan
bahasa mereka sendiri guna memastikan
pemahaman substantif.

e Timestamp (Stempel Waktu): Parameter penanda
waktu siber terpusat yang mencatat waktu
kronologis penginputan atau penguncian data RME
secara real-time.

e Transaksi Terapeutik: Perikatan hukum keperdataan
yang lahir dari kesepakatan timbal balik antara
tenaga medis dan pasien yang memicu hak dan

kewajiban mutualistik.
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e Van Dading (Akta Perdamaian): Akta perdamaian
hasil mediasi luar pengadilan yang didaftarkan ke
pengadilan negeri guna memperoleh kekuatan
eksekutorial mutlak yang setara putusan hakim
berkekuatan hukum tetap.

e Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti):
Doktrin tanggung jawab tanggung renteng di mana
korporasi rumah sakit memikul beban tanggung
gugat ganti rugi perdata atas kesalahan/kelalaian

yang dilakukan staf atau dokter mitranya.

Wanprestasi: Kondisi perdata di mana salah satu
pihak dalam kontrak terapeutik gagal, terlambat,
atau keliru dalam memenuhi prestasi daya upaya

maksimal yang telah diperjanjikan.
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